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P U T U S A N 

No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H    A G U N G 

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah 

memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa  : 

Nama  : ARIES MARCORIUS NARANG, SE.,M.Si 

Tempat lahir : Banjarmasin 

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/1 April 1972 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Tempat tinggal : Jl. Beruk Angis I No. I Kota Palangka Raya 

Propinsi Kalimantan Tengah 

Agama  : Kristen Protestan  

Pekerjaan  : Ketua DPRD Kota Palangka Raya 

Terdakwa  berada di luar tahanan : 

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena 

didakwa : 

Primair     :  

Bahwa ia Terdakwa   ARIES MARCORIUS NARANG SE,M.Si. diangkat 

sebagai anggota DPRD Kota Palangka Raya periode tahun 2004-2009 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 311 Tahun 

2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan 

Pengangkatan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan selanjutnya diangkat 

selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya periode tahun 2004-2009 berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 380 Tahun 2004 

tanggal 7 Oktober 2004 tentang peresmian dan pengangkatan Pimpinan DPRD 

Kota Palangka Raya bersama-sama dengan saksi BEKER SIMON SE, 

HAIRONIMAH, YURIKUS DIMANG, S.Sos., Drs. H. JAMRAN KURNIAWAN, 

MM., AGUS ROMANSYAH SH.,MH., HATIR SATA TARIGAN, SE, JUNAIDI 

S.Ag. (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 1 Januari 2006 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 atau setidak-tidaknya dalam tahun 

2006 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Jalan Cilik 

Riwut Nomor : 98 Palangka Raya atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 2 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

melakukan perbuatan secara melawan hukum  memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa  dengan 

cara sebagai berikut :  

- Bahwa Terdakwa  diangkat sebagai Ketua DPRD Kota Palangka Raya perio-

de tahun 2004-2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan 

Tengah Noomor : 380 Tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang 

peresmian dan pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya. 

- Bahwa pada tahun 2006 Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya telah 

mendapat anggaran belanja dari Pemerintah Kota Palangka Raya berdasar-

kan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 

2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 yang dijabarkan lebih 

lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2006 

tanggal 7 Januari 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dengan rincian sebagai berikut : 

Belanja Sekretaris DPRD Tahun Anggaran 2006 

Rekening U r a i a n Sekretaris DPRD DPRD 

1 2 3 4 

2 

2.1 

BELANJA 

BELANJA APARATUR 

 

3.453.352.450,00 

 

0,00 

2.1.1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 2.209.672.450,00 0,00 

2.1.1.1 Belanja Pegawai / Personalia 790.000.000,00 0,00 

2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 625.755.950,00 0,00 

2.1.1.3 Biaya Perjalanan Dinas 190.000.000,00 0,00 

2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 603.916.500,00 0,00 

2.1.2 BELANJA OPERASIONAL DAN 

PEMELIHARAAN 

418.680.000,00 0,00 

2.1.2.1 Belanja Pegawai / Personalia 329.160.000,00 0,00 

2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.520.000,00 0,00 

2.1.2.3 Biaya Perjalanan Dinas 0,00 0,00 

2.1.2.4 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 

2.1.3 BELANJA MODAL 825.000.000,00 0,00 

2.2 BELANJA PUBLIK 5.065.000.000,00 2.772.975.500,00 

2.2.1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 4.802.500.000,00 2.772.975.500,00 

2.2.1.1 Belanja Pegawai / Personalia 3.378.500.000,00 2.772.975.500,00 

2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 0,00 

2.2.1.3 Biaya Perjalanan Dinas 1.249.000.000,00 0,00 

2.2.1.4 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 

Disclaimer
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2.2.2 BELANJA OPERASIONAL DAN 

PEMELIHARAAN 

262.500.000,00 0,00 

2.2.2.1 Belanja Pegawai / Personalia 262.500.000,00 0,00 

2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 

2.2.2.3 Biaya Perjalanan Dinas 0,00 0,00 

2.2.2.4 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 

2.2.3 BELANJA MODAL 0,00 0,00 

2.3 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan 

Keuangan 

0,00 0,00 

2.4 Belanja Tak Tersangka 0,00 0,00 

 Jumlah BELANJA 8.518.352.450,00 2.772.975.500,00 

Bidang Pemerintahan : 01 Administrasi Pemerintahan 

Perangkat Daerah 04 Sekretariat DPRD 

2.01.04.2 BELANJA PUBLIK   

2.01.04.1.2 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 4.802.500.000,00 1+2+3 

2.01.04.1.1.2 Belanja Pegawai / Personalia 3.378.500.000,00 1 

2.01.04.1.1.04.2 Biaya Perawatan dan Pengobatan  375.000.000,00  

2.01.04.1.1.04.04.2 Biaya General Chek Up 375.000.000,00  

2.01.04.1.1.05.2 Biaya Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM) 

2.983.500.000,00  

2.01.04.1.1.05.02.2 Biaya Bantuan Pelatihan dan 

Kursus Keterampilan 

120.000.000,00  

2.01.04.1.1.05.07.2 Biaya Penyiapan Raperda 

Pengkajian dan Telaan Perda 

771.000.000,00  

2.01.04.1.1.05.08.2 Biaya Koordinasi dan Konsultasi 1.392.500.000,00  

2.01.04.1.1.05.09.2 Biaya Kegiatan Pelaksanaan 

Tugas Pimpinan DPRD 

700.000.000,00  

2.01.04.1.1.07.2 Biaya Setoran Asosiasi DPRD 20.000.000,00  

2.01.04.1.1.07.01.2 Biaya Setoran Asosiasi DPRD 20.000.000,00  

2.01.04.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 2 

2.01.04.1.3.2 Belanja Perjalanan Dinas 1.249.000.000,00 3 

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota 

Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

Anggaran 2006 dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 

2006 tanggal 7 Januari 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tersebut, Terdakwa  Aries Marcorius 

Narang, SE, M.Si selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya telah 

menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan DPRD Kota Palangka 

Raya  Nomor : 188.4.43/ 13 /DPRD/2006 tanggal 31 Januari 2006 tentang 

Disclaimer
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Rencana Kerja Anggota DPRD kota Palangka Raya Tahun 2006, yang pada 

pasal 2 disebutkan bahwa biaya untuk kegiatan tersebut dalam rencana 

kerja DPRD Kota Palangka Raya dibiayai dari biaya penunjang kegiatan 

dewan yang tertuang dalam beberapa kode rekening yaitu :  

a. Biaya Pelatihan dan Kursus Keterampilan ------------Rp. 120.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.02.2 

b. Biaya Penyiapan Raperda, Pengkajian dan  

Telaah Peraturan Daerah  --------------------------------Rp.   771.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.07.2 

c. Biaya Koordinasi dan Konsultasi  -----------------------Rp.1.392.500.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.08.2 

d. Biaya Bantuan dalam rangka pelaksanaan 

Tugas Pimpinan DPRD ------------------------------------Rp. 700.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.09.2 

e. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah  ----------------Rp. 144.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.3.01.01.2 

f. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah--------------------Rp. 300.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.3.01.02.2 

g. Honorarium Tim/Panitia   -----------------------------------Rp. 157.500.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.2.1.01.01.2 

Total biaya adalah sebesar Rp. 3.585.000.000,- (tiga milyar lima ratus 

delapan puluh lima juta rupiah).   

- Bahwa untuk melaksanakan surat keputusan tersebut Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE, M.Si., telah menandatangani Surat Tugas dan Surat 

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta rincian bantuan biaya  sebagai 

lampiran Surat Tugas ; 

- Bahwa dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor : 01 

Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 maupun 

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 7 Januari 

2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2006, Biaya Penunjang Kegiatan Dewan ternyata tidak 

dianggarkan dalam APBD tahun 2006 dan dalam pelaksanaannya diambilkan 

dari Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kode Rekening 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Nomor : 2.01.04.1.1.05.2 sebesar Rp. 2.983.500.000,- (dua milyar sembilan 

ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya Biaya 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kode Rekening Nomor : 

2.01.04.1.1.05.2 dipergunakan untuk membiayai : Biaya Bantuan Pelatihan 

dan Kursus Keterampilan, Biaya Penyiapan Raperda, Pengkajian dan Telaah 

Peraturan Daerah, Biaya Koordinasi dan Konsultasi dan Biaya Bantuan 

dalam rangka pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD ; 

- Bahwa mekanisme pencairan dana anggaran Sekretariat DPRD Kota 

Palangka Raya adalah sebagai berikut : 

Sekretaris DPRD Kota Palangkaraya mengajukan permintaan dana yang 

dituangkan dalam Surat Keputusan Otorisasi (SKO)/Surat Permintaan Dana 

(SPD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Walikota Palangka Raya ke 

Sekretariat Kota melalui Sekretaris Daerah. Setelah diterbitkan Surat Kepu-

tusan Otorisasi (SKO) oleh Walikota baru dibuat Surat Perintah Pembayaran 

(SPP) yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, 

kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang 

ditandatangani oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka 

Raya, baru kemudian dicairkan ke bank melalui Bank Pembangunan Kalteng 

oleh Bendahara dengan menggunakan cek. Setelah itu diadakan pembayar-

an oleh bendahara sesuai peruntukan dana tersebut ; 

- Bahwa syarat-syarat penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) 

adalah adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas dasar Surat 

Keputusan Otorisasi (SKO) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sesuai 

dengan dokumen Anggaran Satuan Kerja ; 

- Bahwa kelengkapan dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) antara lain : 

a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

c. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas. 

d. Surat Keputusan Otorisasi (SKO). 

- Bahwa Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh saksi Beker 

Simon dan saksi Haironimah sebesar Rp. 2.983.500.000,- (Dua milyar 

sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada Sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya telah direalisasi sesuai SPMU sebesar Rp. 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2.879.250.000.- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus 

lima puluh ribu rupiah) ; 

- Bahwa dalam melakukan pencairan dana anggaran Biaya Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2006 untuk membiayai penunjang 

kegiatan dewan tersebut, saksi Beker Simon, SE selaku Pengguna Anggaran 

pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya mengajukan permintaan dana 

yang dituangkan dalam Surat Keputusan Otorisasi (SKO)/Surat Permintaan 

Dana (SPD) yang ditandatangani Walikota Palangka Raya selaku Kepala 

Daerah, kemudian diserahkan kepada Sekretariat Daerah Kota Palangka 

Raya, setelah Surat Keputusan Otorisasi (SKO)/Surat Permintaan Dana 

(SPD) terbit, saksi Beker Simon, SE memerintahkan secara lisan kepada 

saksi Drs. Rawang untuk membuat Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan 

Dinas (SPPD) serta Rincian Biaya Kegiatan dengan mempedomani Surat 

Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 60-900/Keu/24/I-2006 tanggal                    

11 Januari 2006 tentang Satuan Biaya Tertinggi Uang Harian Perjalanan           

Dinas dalam Negeri bagi Pejabat/Pegawai Di lingkungan Pemerintah Daerah 

dan DPRD Kota Palangka Raya, selanjutnya Surat Tugas, Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SPPD) serta Rincian Biaya Kegiatan yang telah selesai 

dibuat tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa  Aries Marcorius 

Narang, SE, M.Si. selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya untuk 

ditandatangani ; 

- Bahwa setelah Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. selaku Ketua 

DPRD Kota Palangka Raya menandatangani Surat Tugas, Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SPPD) serta Rincian Biaya Kegiatan, kemudian saksi Drs. 

Sulian D. Buon (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palangka 

Raya) membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya 

menyerahkan kepada saksi Beker Simon,SE. selaku Pengguna Anggaran 

pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan saksi Haironimah selaku 

Pemegang Kas untuk diteliti dan ditandatangani. Surat Perintah Pembayaran 

(SPP) yang sudah ditandatangani saksi Beker Simon, SE dan saksi 

Haironimah beserta kelengkapan persyaratannya yang meliputi :  

1. Surat Pengantar Surat Perintah Pembayaran (SPP). 

2. Surat Perintah Pembayaran (SPP). 

3. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas. 

4. Surat Keputusan Otorisasi (SKO). 
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Diajukan kepada saksi Drs. Henky (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah Kota Palangka Raya) untuk diverifikasi ; 

- Bahwa setelah kelengkapan persyaratan-persyaratan diteliti dan lengkap, lalu 

saksi Drs. Henky (Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palangka Raya) 

menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang 

ditandatangani saksi Drs. Henky (Kepala Bagian Keuangan Setda Kota 

Palangka Raya). Atas dasar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ter-

sebut, saksi Beker Simon, SE selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya dan saksi Haironimah selaku Pemegang Kas 

menandatangani cek pencairan uang melalui Bank Pembangunan Kalteng 

(BPK). Setelah uang dicairkan dari Kas Daerah melalui Bank Pembangunan 

Kalteng (BPK), saksi Haironimah selaku Pemegang Kas melaporkan hasil 

pencairan uang kepada saksi Beker Simon, SE, selaku Pengguna Anggaran 

pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya ; 

- Bahwa dari dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.879.250.000,- (dua 

milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu 

rupiah) tersebut oleh saksi Beker simon dan saksi Haironimah diserahkan 

kepada Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. sebesar Rp. 

305.175.000,- (tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 

kepada saksi Yurikus Dimang, S.Sos sebesar Rp. 197.400.000,-, kepada 

saksi Drs. H. Jamran Kurniawan sebesar Rp. 197.250.000,-, kepada saksi 

Agus Romansyah, SH.,MH. sebesar Rp. 633.882.000,-, kepada saksi 

Junaidi, S.Ag. sebesar Rp. 705.045.000,-, kepada saksi Hatir Sata Tarigan, 

SE. sebesar Rp. 824.370.000,- ; 

- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, 

M.Si.   sebesar Rp. 305.175.000,- (tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh 

lima ribu rupiah) tersebut diambil dari dana Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, yang diterima oleh Terdakwa  secara bertahap dengan menanda 

tangani kwitansi sebagai berikut : 

No. Nomor  dan Tanggal Kwitansi Uang yang diterima 

(Rp) 

1 2 3 

1. No.31.a/BKU/2006 

Tgl. 28-01-2006 

75.000.000,- 

2. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

Disclaimer
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3. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

4. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

8.200.000,- 

5. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

8.400.000,- 

6. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

9.600.000,- 

7. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

8. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

9. No.408/BKU/2006 

Tgl. 09-06-2006 

22.550.000, 

10. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

11. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

12. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

13. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.350.000,- 

14. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.450.000,- 

15. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.450.000,- 

16. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

950.000,- 

17. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

18. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

19. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

20. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.450.000,- 

21. No.664.a/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

5.450.000,- 

22. No.664.b/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

2.850.000,- 

23. No.664.c/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

9.600.000,- 

24. No.664.d/BKU/2006 5.550.000,- 

Disclaimer
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Tgl. 31-08- 2006 

25. No.664.e/BKU/2006 

Tgl. Agustus 2006 

5.550.000,- 

26. No.  672/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

500.000,- 

27. No.  671/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

500.000,- 

28. No. -/BKU/2006 

Tgl. 2006 

5.550.000,- 

29. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

5.350.000,- 

30. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

9.600.000,- 

31. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.30-10-2006 

10.750.000,- 

32. No.821.f/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

10.550.000,- 

33. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

11.950.000,- 

34. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

7.775.000,- 

35. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

8.250.000,- 

36. No.821.b/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

10.550.000,- 

37. No.821.g/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

10.650.000,- 

38. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

4.450.000,- 

39. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

550.000,- 

40. - 7.100.000,- 

41. - 8.400.000,- 

42. - 8.200.000,- 

43 - 450.000,- 

44. - 350.000,- 

45  350.000,- 

46. - 500.000,- 

47. - 2.500.000,- 

48. - 1.000.000,- 

49. - 500.000,- 

 Jumlah = 305.175.000,- 

Disclaimer
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- Bahwa seharusnya saksi Beker Simon, SE dan saksi Haironimah menyerah-

kan dana Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut kepada Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE, M.Si., saksi Yurikus Dimang, S.Sos., saksi Drs. H. 

Jamran Kurniawan, saksi Agus Romansyah, SH.,MH., saksi Junaidi, S.Ag. 

dan saksi Hatir Sata Tarigan, SE. dan setelah Terdakwa  Aries Marcorius 

Narang, SE, M.Si., saksi Yurikus Dimang, S.Sos., saksi Drs. H. Jamran 

Kurniawan, saksi Agus Romansyah, SH.,MH., saksi Junaidi, S.Ag. dan saksi 

Hatir Sata Tarigan, SE. menerima dana Sumber Daya Manusia (SDM) 

tersebut seharusnya dipergunakan untuk Biaya Bantuan Pelatihan dan 

Kursus Keterampilan, Biaya Penyiapan Raperda, Pengkajian dan Telaah 

Peraturan Daerah, Biaya Koordinasi dan Konsultasi dan Biaya Bantuan 

dalam rangka pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam penggunaan anggaran pada pos Anggaran di Sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya tahun 2006, pada kenyataannya digunakan 

untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya langsung dengan pembiayaan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu untuk kegiatan Biaya 

perjalanan dinas dan biaya bantuan kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

tugas ke kelurahan-kelurahan, namun setelah di cek pada saksi-saksi lurah 

sebagaimana tempat tujuan surat tugas dan surat perjalanan dinas tersebut 

menyatakan tidak pernah ada kunjungan dan pemberian bantuan kegiatan 

ke kelurahan tempat saksi sedangkan tanda tangan yang ada di SPPD dan 

kwitansi pemberian bantuan ditandatangani pada tahun 2007 karena diminta 

oleh staf Sekwan yang namanya saksi tidak mengetahui. 

- Bahwa perbuatan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si yang telah 

menandatangani surat keputusan dewan tentang Rencana Kegiatan 

Anggota Dewan tahun 2006 yang sumber dananya diambil dari Biaya 

Penunjang Kegiatan Dewan ternyata di APBD tahun 2006 biaya tersebut 

tidak dianggarakan tetapi diambil dari Dana Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dan Saksi Beker simon selaku pengguna anggaran bersama-sama 

Saksi Haronimah selaku pemegang kas yang telah merealiasaikan dana 

Pengembangan Sumber Daya Manusia kemudian diberikan kepada 

Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si., saksi Yurikus Dimang, S.Sos., 

saksi Drs. H. Jamran Kurniawan, saksi Agus Romansyah, SH.,MH., saksi 

Junaidi, S.Ag. dan saksi Hatir Sata Tarigan, SE. telah secara melawan 

hukum karena telah menggunakan dana Pengembangan Sumber Daya 

Manusia tidak sesuai dengan peruntukannya ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa seharusnya bentuk pertanggungjawaban yang diberikan untuk 

penggunaan dana Sumber Daya Manusia (SDM) harus didukung dengan 

bukti-bukti yang sah dan bukti-bukti tersebut harus ada pelaksanaan       

fisiknya ; 

- Bahwa kenyataannya oleh saksi Beker Simon dan saksi Haironimah untuk 

mempertanggungjawabkan dana yang diambil oleh Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE, M.Si. tersebut dengan melampirkan surat tugas 

Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. berserta lampiran Rincian 

biaya kegiatan dan kwitansi pemberian bantuan sebagai berikut :  

No. Nomor dan Tanggal 

Kwitansi 

Nomor dan Tanggal Surat Tugas  Uang yang di-

terima (Rp) 

1 2 3 5 

1. No.31.a/BKU/2006 

Tgl. 28-01-2006 

- 75.000.000,- 

2. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 138.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 02-05-2006 

350.000,- 

3. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 139.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 08-05-2006 

350.000,- 

4. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 140.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 12-05-2006 

8.200.000,- 

5. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 141.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 17-05-2006 

8.400.000,- 

6. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 142.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  20-05-2006 

9.600.000,- 

7. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 143.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 27-05-2006 

350.000,- 

8. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 144.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-05-2006 

350.000,- 

9. No.408/BKU/2006 

Tgl. 09-06-2006 

No. 144.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-05-2006 

22.550.000, 

10. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 227.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 21-06-2006 

350.000,- 

11. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 228.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 23-06-2006 

350.000,- 

12. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 229.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-06-2006 

350.000,- 

13. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 230.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  3-07-2006 

5.350.000,- 

14. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 231.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  07-07-2006 

5.450.000,- 
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15. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 232.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 10-07-2006 

5.450.000,- 

16. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 233.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 15-07-2006 

950.000,- 

17. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 234.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 15-07- 2006 

350.000,- 

18. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 235.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 20-07-2006 

350.000,- 

19. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 236.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 24-07-2006 

350.000,- 

20. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 237.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 27-07-2006 

5.450.000,- 

21. No.664.a/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 244.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 09-08-2006 

5.450.000,- 

22. No.664.b/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 245.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 31-08-2006 

2.850.000,- 

23. No.664.c/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 246.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 16-08-2006 

9.600.000,- 

24. No.664.d/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 247.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.19-08-2006 

5.550.000,- 

25. No.664.e/BKU/2006 

Tgl. Agustus 2006 

No. 248.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-08-2006 

5.550.000,- 

26. No.  672/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

Bantuan HUT RI ke-61  di Kel. 

Banturung Th. 2006 

500.000,- 

27. No.  671/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

Bantuan HUT RI ke-61  di Kel. 

Langkai Kec. Pahandut Th. 2006 

500.000,- 

28. No. -/BKU/2006 

Tgl. 2006 

No. 272.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  07-09-2006 

5.550.000,- 

29. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

No. 270.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 01-09-2006 

5.350.000,- 

30. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

No.271.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.23-09-2006 

9.600.000,- 

31. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.30-10-2006 

No. 340.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 02-10-2006 

10.750.000,- 

32. No.821.f/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 341.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.05-10-2006 

10.550.000,- 

33. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 342.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 07-10-2006 

11.950.000,- 

34. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 343.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 11-10-2006 

7.775.000,- 

35. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 344.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 12-10-2006 

8.250.000,- 

36. No.821.b/BKU/2006 No. 345.01/A-11/B-DPRD/2006 10.550.000,- 
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Tgl.  30-10-2006 Tgl. 14-10-2006 

37. No.821.g/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 346.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 18-10-2006 

10.650.000,- 

38. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 347.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 20-10-2006 

4.450.000,- 

39. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 348.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  31-10-2006 

550.000,- 

40. - 132.01/A-11/B-DPRD/2006 7.100.000,- 

41. - 133.01/A-11/B-DPRD/2006 8.400.000,- 

42. - 134.01/A-11/B-DPRD/2006 8.200.000,- 

43. - 135.01/A-11/B-DPRD/2006 450.000,- 

44. - 136.01/A-11/B-DPRD/2006 350.000,- 

45.  137.01/A-11/B-DPRD/2006 350.000,- 

46. - Bantuan Perayaan Paskah 500.000,- 

47. - Bantuan Dana Musda II PII 2.500.000,- 

48. - Bantuan Pawai Lilin 1.000.000,- 

49. - An. Austin Bartiloka C. 500.000,- 

 Jumlah  =   305.175.000,- 

 

- Bahwa surat tugas Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. yang 

dilampirkan oleh saksi Beker Simon dan saksi Haironimah tersebut tidak 

pernah dilaksanakan dan kwitansi pemberian bantuan tersebut adalah fiktif 

karena setelah di cek kepada saksi-saksi yang sebagai tujuan dari surat 

tugas dan tujuan bantuan ternyata saksi-saksi menyatakan tidak pernah 

menerima bantuan dan tidak pernah dikunjungi oleh Terdakwa  Aries Marco-

rius Narang, SE, M.Si. ; 

- Bahwa pada kenyataanya setelah Terdakwa  ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE.,M.Si., selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya menerima 

dana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut, ternyata dana 

tersebut tidak dipergunakan untuk Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus 

Keterampilan, Biaya Penyiapan Raperda, Pengkajian dan Telaah Peraturan 

Daerah, Biaya Koordinasi dan Konsultasi dan Biaya Bantuan dalam rangka 

pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD, termasuk tidak dipergunakan untuk 

membiayai Bantuan Kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus 

ribu rupiah) melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa , maka 

akibat perbuatan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE.,M.Si., selaku Ketua 

DPRD Kota Palangka Raya telah menerima pencairan dana biaya pengem-

bangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp. 305.175.000,- (tiga ratus 
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lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut telah memperkaya diri 

sendiri ; 

- Bahwa karena tidak melaksanakan kegiatan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan tidak merealisasikan Bantuan Kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua 

juta lima ratus ribu rupiah) dengan sebenarnya, Terdakwa  Aries Marcorius 

Narang, SE.M.Si, selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya telah mendapat-

kan kekayaan dari dana yang dianggarkan untuk pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat  DPRD Kota Palangka Raya       

sebesar Rp. 305.175.000,- (tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu saksi Yurikus Dimang, S.Sos 

sebesar Rp.197.400.000,-, saksi Drs. H. Jamran Kurniawan sebesar Rp. 

197.250.000,-, saksi Agus Romansyah, SH.,MH. sebesar Rp. 633.882.000,-, 

saksi Junaidi, S.Ag. sebesar Rp. 705.045.000,-, saksi Hatir Sata Tarigan, SE. 

sebesar Rp. 824.370.000,-. dari dana seluruhnya berjumlah Rp. 

2.877.022.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh 

dua ribu rupiah) ; 

- Perbuatan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si,  maupun saksi 

Beker Simon SE, saksi Haironimah, saksi Drs. H. Jamran Kurniawan, MM., 

saksi Yurikus Dimang,S.Sos., saksi Agus Romansyah,SH.,MH., saksi Hatir 

Sata Tarigan, SE., dan saksi Junaidi, S.Ag. tersebut bertentangan dengan  :  

1. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang 

menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan 

dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / 

APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul 

dari pengguna surat bukti dimaksud ; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah.  

- Pasal 4 yang berbunyi : Keuangan daerah dikelola secara tertib taat 

pada peraturan perundangan-undangan, dan   

- Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi : Setiap pengeluaran harus didukung 

oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh 

pihak yang menagih ; 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 

2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Penga-

wasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pen-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 15 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

dapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

- Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : Setiap pengeluaran kas harus 

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang 

diperoleh oleh pihak yang menagih ; 

- Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : Pengguna anggaran dilarang 

melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah 

untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan; dan    

- Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : Pengguna Anggaran wajib mem-

pertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat 

SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah ; 

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si  

maupun saksi Beker Simon, SE, Haironimah, Drs. H. Jamran Kurniawan, 

MM., Yurikus Dimang, S.Sos., Agus Romansyah SH.,MH., Hatir Sata 

Tarigan, SE. dan Junaidi, S.Ag. yang telah menggunakan biaya pengem-

bangan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sesuai dengan peruntukannya 

tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah Kota Palangka 

Raya sebesar Rp.  2.723.315.200,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta 

tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar 

jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 16/LHP/S/ 

XIX.PAL/04/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Dokumen Pertanggung-

jawabkan Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat DPRD kota 

Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 ; 

Perbuatan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. bersama-sama 

saksi Beker Simon,SE., Haironimah, Drs. H. Jamran Kurniawan, MM, Yurikus 

Dimang  S.Sos., Agus Romansyah, SH.,MH., Hatir Sata Tarigan, SE. dan 

Junaidi, S.Ag. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 

18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pem-

berantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

Subsidair  : 

Bahwa ia Terdakwa  ARIES MARCORIUS NARANG SE,M.Si. diangkat 

sebagai anggota DPRD Kota Palangka Raya periode tahun 2004-2009 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 311 Tahun 

2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan 
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Pengangkatan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan selanjutnya diangkat 

selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya periode tahun 2004-2009 berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 380 Tahun 2004 

tanggal 7 Oktober 2004 tentang peresmian dan pengangkatan Pimpinan DPRD 

Kota Palangka Raya bersama-sama dengan saksi BEKER SIMON SE, 

HAIRONIMAH, YURIKUS DIMANG, S.Sos., Drs. H. JAMRAN KURNIAWAN, 

MM., AGUS ROMANSYAH SH.,MH., HATIR SATA TARIGAN, SE, JUNAIDI 

S.Ag. (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 1 Januari 2006 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 atau setidak-tidaknya dalam tahun 

2006 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Jalan Cilik 

Riwut Nomor : 98 Palangka Raya atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta 

melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara  yaitu perbuatan tersebut dilaku-

kan oleh Terdakwa  dengan cara sebagai berikut :  

- Bahwa Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE,M.Si. diangkat sebagai 

anggota DPRD Kota Palangka Raya periode tahun 2004-2009 berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 311 Tahun 2004 

tanggal 12 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Peng-

angkatan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan selanjutnya diangkat 

selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya periode tahun 2004-2009 ber-

dasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 380 

Tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang peresmian dan pengangkatan 

Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya ; 

- Bahwa Terdakwa  ARIES MARCORIUS NARANG SE,M.Si. tugas pokok dan 

wewenang sebagai Ketua DPRD Kota Palangka Raya, sesuai dengan Pasal 

20 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2004 tetang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD adalah : 

 Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah 

untuk mendapat persetujuan bersama, 

 Menetapkan APBD bersama dengan Kepala Daerah, 

 Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, 
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APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksakan Program 

Pembangunan Daerah, dan Kerja Sama Internasional di Daerah, 

 Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau 

Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 

untuk DPRD Provinsi, dan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

Gubernur untuk DPRD Kabupaten/Kota, 

 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan 

daerah. 

 Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam 

pelaksanaan tugas desentralisasi. 

 Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. 

- Bahwa pada tahun 2006 Sekretariat DPRD kota Palangka Raya telah men-

dapat anggaran belanja dari Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan 

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2006 

tanggal 6 Januari 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 dijabarkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 7 

Januari 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2006, dengan rincian sebagai berikut : 

Belanja Sekretaris DPRD Tahun Anggaran 2006 

Rekening U r a i a n Sekretaris DPRD DPRD 

1 2 3 4 

2 

2.1 

BELANJA 

BELANJA APARATUR 

 

3.453.352.450,00 

 

0,00 

2.1.1 BELANJA ADMINISTRASI 

UMUM 

2.209.672.450,00 0,00 

2.1.1.1 Belanja Pegawai / 

Personalia 

790.000.000,00 0,00 

2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 625.755.950,00 0,00 

2.1.1.3 Biaya Perjalanan Dinas 190.000.000,00 0,00 

2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 603.916.500,00 0,00 

2.1.2 BELANJA OPERASIONAL 

DAN PEMELIHARAAN 

418.680.000,00 0,00 

2.1.2.1 Belanja Pegawai / 

Personalia 

329.160.000,00 0,00 

2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.520.000,00 0,00 

2.1.2.3 Biaya Perjalanan Dinas 0,00 0,00 
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2.1.2.4 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 

2.1.3 BELANJA MODAL 825.000.000,00 0,00 

2.2 BELANJA PUBLIK 5.065.000.000,00 2.772.975.500,00 

2.2.1 BELANJA ADMINISTRASI 

UMUM 

4.802.500.000,00 2.772.975.500,00 

2.2.1.1 Belanja Pegawai / 

Personalia 

3.378.500.000,00 2.772.975.500,00 

2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 0,00 

2.2.1.3 Biaya Perjalanan Dinas 1.249.000.000,00 0,00 

2.2.1.4 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 

2.2.2 BELANJA OPERASIONAL 

DAN PEMELIHARAAN 

262.500.000,00 0,00 

2.2.2.1 Belanja Pegawai / 

Personalia 

262.500.000,00 0,00 

2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 

2.2.2.3 Biaya Perjalanan Dinas 0,00 0,00 

2.2.2.4 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 

2.2.3 BELANJA MODAL 0,00 0,00 

2.3 Belanja Bagi Hasil dan 

Bantuan Keuangan 

0,00 0,00 

2.4 Belanja Tak Tersangka 0,00 0,00 

 Jumlah BELANJA 8.518.352.450,00 2.772.975.500,00 

Bidang Pemerintahan : 01 Administrasi Pemerintahan 

Perangkat Daerah 04 Sekretariat DPRD 

2.01.04.2 BELANJA PUBLIK   

2.01.04.1.2 BELANJA ADMINISTRASI 

UMUM 

4.802.500.000,00 1+2+3 

2.01.04.1.1.2 Belanja Pegawai / 

Personalia 

3.378.500.000,00 1 

2.01.04.1.1.04.2 Biaya Perawatan dan 

Pengobatan  

375.000.000,00  

2.01.04.1.1.04.04.2 Biaya General Chek Up 375.000.000,00  

2.01.04.1.1.05.2 Biaya Pengembangan Sum 

ber Daya Manusia (SDM) 

2.983.500.000,00  

2.01.04.1.1.05.02.2 Biaya Bantuan Pelatihan 

dan Kursus Keterampilan 

120.000.000,00  

2.01.04.1.1.05.07.2 Biaya Penyiapan Raperda 

Pengkajian dan Telaah 

Perda 

771.000.000,00  

2.01.04.1.1.05.08.2 Biaya Koordinasi dan Kon-

sultasi 

1.392.500.000,00  

2.01.04.1.1.05.09.2 Biaya Kegiatan Pelaksa- 700.000.000,00  
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naan Tugas Pimpinan 

DPRD 

2.01.04.1.1.07.2 Biaya Setoran Asosiasi 

DPRD 

20.000.000,00  

2.01.04.1.1.07.01.2 Biaya Setoran Asosiasi 

DPRD 

20.000.000,00  

2.01.04.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 2 

2.01.04.1.3.2 Belanja Perjalanan Dinas 1.249.000.000,00 3 

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota 

Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

Anggaran 2006 dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 

2006 tanggal 7 Januari 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tersebut, Terdakwa  Aries Marcorius 

Narang, SE, M.Si selaku Ketua DPRD kota Palangka Raya telah menerbit-

kan dan menandatangani Surat Keputusan DPRD Kota Palangka Raya  

Nomor : 188.4.43/13/DPRD/2006 tanggal 31 Januari 2006 tentang Rencana 

Kerja Anggota DPRD kota Palangka Raya Tahun 2006, yang pada Pasal 2 

disebutkan bahwa biaya untuk kegiatan tersebut dalam rencana kerja DPRD 

Kota Palangka Raya dibiayai dari biaya penunjang kegiatan dewan yang 

tertuang dalam beberapa kode rekening yaitu :  

a.  Biaya Pelatihan dan Kursus Keterampilan ----------Rp. 120.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.02.2 

b. Biaya Penyiapan Raperda, Pengkajian dan  

Telaah Peraturan Daerah  -------------------------------Rp. 771.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.07.2 

c.  Biaya Koordinasi dan Konsultasi -----------------------Rp. 1.392.500.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.08.2 

d.  Biaya Bantuan dalam rangka pelaksanaan 

Tugas Pimpinan DPRD -----------------------------------Rp. 700.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.09.2 

e. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ---------------Rp. 144.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.3.01.01.2 

f. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ------------------Rp. 300.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.3.01.02.2 

g. Honorarium Tim/Panitia ------------------------------------Rp. 157.500.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.2.1.01.01.2 
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Total biaya adalah sebesar Rp. 3.585.000.000,- (tiga milyar lima ratus 

delapan puluh lima juta rupiah).   

- Bahwa untuk melaksanakan surat keputusan tersebut Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE, M.Si., telah menandatangani Surat Tugas dan Surat 

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta rincian bantuan biaya sebagai 

lampiran Surat Tugas ; 

- Bahwa dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor : 01 

Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 maupun 

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 7 Januari 

2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2006, Biaya Penunjang Kegiatan Dewan sebagaimana disebutkan 

dalam Surat Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 188.4.43/ 13 

/DPRD/2006 tanggal 31 Januari 2006 tentang Rencana Kerja Anggota DPRD 

Kota Palangka Raya Tahun 2006 yang ditandatangani Ketua DPRD Kota 

Palangka Raya Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si., ternyata tidak 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 

2006 dan dalam pelaksanaannya diambilkan dari Biaya Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) kode Rekening Nomor : 2.01.04.1.1.05.2 

sebesar Rp. 2.983.500.000,- (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga 

juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya Biaya Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) kode Rekening Nomor : 2.01.04.1.1.05.2 dipergunakan untuk 

membiayai : Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Keterampilan, Biaya 

Penyiapan Raperda, Pengkajian dan Telaah Peraturan Daerah, Biaya 

Koordinasi dan Konsultasi dan Biaya Bantuan dalam rangka pelaksanaan 

Tugas Pimpinan DPRD ; 

- Bahwa mekanisme pencairan dana anggaran Sekretariat DPRD Kota 

Palangka Raya adalah sebagai berikut : 

Sekretaris DPRD Kota Palangkaraya mengajukan permintaan dana yang 

dituangkan dalam Surat Keputusan Otorisasi (SKO)/Surat Permintaan Dana 

(SPD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Walikota Palangka Raya ke 

Sekretariat Kota melalui Sekretaris Daerah. Setelah diterbitkan Surat 

Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Walikota baru dibuat Surat Perintah Pem-

bayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kota Palangka 

Raya, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang 

ditandatangani oleh Bagian Keuangan Sekretariat Kota Palangka Raya, baru 
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kemudian dicairkan ke bank melalui Bank Pembangunan Kalteng oleh 

Bendahara dengan menggunakan cek. Setelah itu diadakan pembayaran 

oleh bendahara sesuai peruntukan dana tersebut ; 

- Bahwa syarat-syarat penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) 

adalah adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas dasar Surat 

Keputusan Otorisasi (SKO) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sesuai 

dengan dokumen Anggaran Satuan Kerja ; 

 Bahwa kelengkapan dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) antara lain : 

a.   Surat Pengantar Surat Perintah Pembayaran (SPP). 

b. Surat Perintah Pembayaran (SPP). 

c. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas. 

d. Surat Keputusan Otorisasi (SKO). 

- Bahwa Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh saksi 

Beker Simon dan saksi Haironimah sebesar Rp. 2.983.500.000,- (dua milyar 

sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada Sekre-

tariat DPRD Kota Palangka Raya telah direalisasi sesuai SPMU sebesar Rp. 

2.879.250.000.- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua 

ratus lima puluh ribu rupiah) ; 

- Bahwa dalam melakukan pencairan dana anggaran Biaya Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2006 untuk membiayai penunjang 

kegiatan dewan tersebut, saksi Beker Simon, SE selaku Pengguna Ang-

garan pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya mengajukan permintaan 

dana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Otorisasi (SKO)/Surat 

Permintaan Dana (SPD) yang ditandatangai Walikota Palangka Raya selaku 

Kepala Daerah, kemudian diserahkan kepada Sekretariat Daerah Kota 

Palangka Raya, setelah Surat Keputusan Otorisasi (SKO)/Surat Permintaan 

Dana (SPD) terbit, saksi Beker Simon, SE memerintahkan secara lisan 

kepada saksi Drs. Rawang untuk membuat Surat Tugas, Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SPPD) serta Rincian Biaya Kegiatan dengan mempedo-

mani Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 60-900/Keu/24/I-

2006 tanggal 11 Januari 2006 tentang Satuan Biaya Tertinggi Uang Harian 

Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat/Pegawai Di lingkungan Peme-

rintah Daerah dan DPRD Kota Palangka Raya, selanjutnya Surat Tugas, 

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta Rincian Biaya Kegiatan yang 

telah selesai dibuat tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa  Aries 
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Marcorius Narang, SE, M.Si. selaku Ketua DPRD kota Palangka Raya untuk 

ditandatangani ; 

- Bahwa setelah Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. selaku Ketua 

DPRD Kota Palangka Raya menandatangani Surat Tugas, Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SPPD) serta Rincian Biaya Kegiatan, kemudian saksi Drs. 

Sulian D. Buon (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palangka 

Raya) membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya 

menyerahkan kepada saksi Beker Simon,SE. selaku Pengguna Anggaran 

pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan saksi Haironimah selaku 

Pemegang Kas untuk diteliti dan ditandatangani. Surat Perintah Pembayaran 

(SPP) yang sudah ditandatangani saksi Beker Simon, SE dan saksi 

Haironimah beserta kelengkapan persyaratannya yang meliputi :  

1.   Surat Pengantar Surat Perintah Pembayaran (SPP). 

2. Surat Perintah Pembayaran (SPP). 

3. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas. 

4. Surat Keputusan Otorisasi (SKO). 

Diajukan kepada saksi Drs. Henky (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah Kota Palangka Raya) untuk diverifikasi ; 

- Bahwa setelah kelengkapan persyaratan-persyaratan diteliti dan lengkap, lalu 

saksi Drs. Henky (Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palangka Raya) 

menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang 

ditandatangani saksi Drs. Henky (Kepala Bagian Keuangan Setda Kota 

Palangka Raya). Atas dasar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ter-

sebut, saksi Beker Simon, SE selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya dan saksi Haironimah selaku Pemegang Kas 

menandatangani cek pencairan uang melalui Bank Pembangunan Kalteng 

(BPK). Setelah uang dicairkan dari Kas Daerah melalui Bank Pembangunan 

Kalteng (BPK), saksi Haironimah selaku Pemegang Kas melaporkan hasil 

pencairan uang kepada saksi Beker Simon, SE, selaku Pengguna Anggaran 

pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya ; 

- Bahwa dari dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.879.250.000,- (dua 

milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu 

rupiah) tersebut oleh saksi Beker Simon dan saksi Haironimah diserahkan 

kepada Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. sebesar Rp. 

305.175.000,-, kepada saksi Yurikus Dimang, S.Sos sebesar Rp. 

197.400.000,-, kepada saksi Drs. H. Jamran Kurniawan sebesar Rp. 

197.250.000,-, kepada saksi Agus Romansyah, SH.,MH. sebesar Rp. 
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633.882.000,-, kepada saksi Junaidi, S.Ag. sebesar Rp. 705.045.000,-, 

kepada saksi Hatir Sata Tarigan, SE. sebesar Rp. 824.370.000,- ; 

- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE,M.Si.  

sebesar Rp. 305.175.000,- ( tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah) diambil dari dana Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 

diterima oleh Aries Marcorius Narang, SE,M.Si. secara bertahap dengan 

menandatangani kwitansi sebagai berikut : 

No. Nomor  dan Tanggal Kwitansi Uang yang diterima 

(Rp) 

1 2 3 

1. No.31.a/BKU/2006 

Tgl. 28-01-2006 

75.000.000,- 

2. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

3. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

4. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

8.200.000,- 

5. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

8.400.000,- 

6. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

9.600.000,- 

7. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

8. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

9. No.408/BKU/2006 

Tgl. 09-06-2006 

22.550.000, 

10. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

11. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

12. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

13. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.350.000,- 

14. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.450.000,- 

15. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.450.000,- 

16. No.-/BKU/2006 950.000,- 
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Tgl. Juli 2006 

17. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

18. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

19. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

20. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.450.000,- 

21. No.664.a/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

5.450.000,- 

22. No.664.b/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

2.850.000,- 

23. No.664.c/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

9.600.000,- 

24. No.664.d/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

5.550.000,- 

25. No.664.e/BKU/2006 

Tgl. Agustus 2006 

5.550.000,- 

26. No.  672/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

500.000,- 

27. No.  671/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

500.000,- 

28. No. -/BKU/2006 

Tgl. 2006 

5.550.000,- 

29. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

5.350.000,- 

30. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

9.600.000,- 

31. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.30-10-2006 

10.750.000,- 

32. No.821.f/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

10.550.000,- 

33. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

11.950.000,- 

34. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

7.775.000,- 

35. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

8.250.000,- 

36. No.821.b/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

10.550.000,- 

37. No.821.g/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

10.650.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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38. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

4.450.000,- 

39. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

550.000,- 

40. - 7.100.000,- 

41. - 8.400.000,- 

42. - 8.200.000,- 

43 - 450.000,- 

44. - 350.000,- 

45  350.000,- 

46. - 500.000,- 

47. - 2.500.000,- 

48. - 1.000.000,- 

49. - 500.000,- 

 Jumlah = 305.175.000,- 

- Bahwa seharusnya saksi Beker Simon, SE dan saksi Haironimah menyerah-

kan dana Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut kepada Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE, M.Si., saksi Yurikus Dimang, S.Sos., saksi Drs. H. 

Jamran Kurniawan, saksi Agus Romansyah, SH.,MH., saksi Junaidi, S.Ag. 

dan saksi Hatir Sata Tarigan, SE. dan setelah Terdakwa  Aries Marcorius 

Narang, SE, M.Si., saksi Yurikus Dimang, S.Sos., saksi Drs. H. Jamran 

Kurniawan, saksi Agus Romansyah, SH.,MH., saksi Junaidi, S.Ag. dan saksi 

Hatir Sata Tarigan, SE. menerima dana Sumber Daya Manusia (SDM) 

tersebut seharusnya dipergunakan untuk Biaya Bantuan Pelatihan dan 

Kursus Keterampilan, Biaya Penyiapan Raperda, Pengkajian dan Telaah 

Peraturan Daerah, Biaya Koordinasi dan Konsultasi dan Biaya Bantuan 

dalam rangka pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam penggunaan anggaran pada pos Anggaran di Sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya tahun 2006, pada kenyataannya digunakan 

untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya langsung dengan pembiayaan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu untuk kegiatan Biaya 

perjalanan dinas dan biaya bantuan kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

tugas ke kelurahan-kelurahan, namun setelah di cek pada saksi-saksi lurah 

sebagaimana tempat tujuan surat tugas dan surat perjalanan dinas tersebut 

menyatakan tidak pernah ada kunjungan dan pemberian bantuan kegiatan 

ke kelurahan tempat saksi sedangkan tanda tangan yang ada di SPPD dan 

kwitansi pemberian bantuan ditandatangani pada tahun 2007 karena diminta 

oleh staf Sekwan yang namanya saksi tidak mengetahui. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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- Bahwa perbuatan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE.,M.Si. yang telah 

menandatangani surat keputusan dewan tentang Rencana Kegiatan Anggota 

Dewan tahun 2006 yang sumber dananya diambil dari Biaya Penunjang 

Kegiatan Dewan ternyata di APBD tahun 2006 biaya tersebut tidak dianggar-

kan tetapi diambil dari Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 

Saksi Beker Simon selaku pengguna anggaran bersama-sama Saksi Hairo-

nimah selaku Pemegang Kas yang telah merealiasaikan dana Pengem-

bangan Sumber Daya Manusia kemudian diberikan kepada Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE, M.Si., saksi Yurikus Dimang, S.Sos., saksi Drs. H. 

Jamran Kurniawan, saksi Agus Romansyah, SH.,MH., saksi Junaidi, S.Ag. 

dan saksi Hatir Sata Tarigan, SE. telah menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yaitu telah menggunakan dana Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak 

sesuai dengan peruntukannya ; 

- Bahwa seharusnya bentuk pertanggungjawaban yang diberikan untuk 

penggunaan dana sumber daya manusia harus didukung dengan bukti-bukti 

yang sah dan bukti-bukti tersebut harus ada pelaksanaan fisiknya ; 

- Bahwa kenyataannya oleh saksi Beker Simon dan saksi Haironimah untuk 

mempertanggungjawabkan dana yang diambil oleh Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE, M.Si. tersebut dengan melampirkan surat tugas 

Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. berserta lampiran rincian biaya 

kegiatan dan kwitansi pemberian bantuan sebagai berikut :  

No. Nomor  dan Tanggal 

Kwitansi 

  Nomor dan Tanggal Surat 

Tugas  

Uang yang di-

terima (Rp) 

1 2 3 5 

1. No.31.a/BKU/2006 

Tgl. 28-01-2006 

- 75.000.000,- 

2. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 138.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 02-05-2006 

350.000,- 

3. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 139.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 08-05-2006 

350.000,- 

4. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 140.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 12-05-2006 

8.200.000,- 

5. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 141.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 17-05-2006 

8.400.000,- 

6. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 142.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  20-05-2006 

9.600.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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7. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 143.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 27-05-2006 

350.000,- 

8. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 144.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-05-2006 

350.000,- 

9. No.408/BKU/2006 

Tgl. 09-06-2006 

No. 144.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-05-2006 

22.550.000, 

10. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 227.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 21-06-2006 

350.000,- 

11. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No.  228.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 23-06-2006 

350.000,- 

12. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 229.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-06-2006 

350.000,- 

13. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 230.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  3-07-2006 

5.350.000,- 

14. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No.  231.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  07-07-2006 

5.450.000,- 

15. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 232.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 10-07-2006 

5.450.000,- 

16. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 233.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 15-07-2006 

950.000,- 

17. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 234.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 15-07- 2006 

350.000,- 

18. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 235.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 20-07-2006 

350.000,- 

19. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No.  236.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 24-07-2006 

350.000,- 

20. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 237.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 27-07-2006 

5.450.000,- 

21. No.664.a/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 244.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 09-08-2006 

5.450.000,- 

22. No.664.b/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 245.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 31-08-2006 

2.850.000,- 

23. No.664.c/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 246.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 16-08-2006 

9.600.000,- 

24. No.664.d/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 247.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.19-08-2006 

5.550.000,- 

25. No.664.e/BKU/2006 

Tgl. Agustus 2006 

No. 248.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-08-2006 

5.550.000,- 

26. No.  672/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

Bantuan HUT RI ke-61  di Kel. 

Banturung Th. 2006 

500.000,- 

27. No.  671/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

Bantuan HUT RI ke-61  di Kel. 

Langkai Kec. Pahandut Th. 

2006 

500.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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28. No. -/BKU/2006 

Tgl. 2006 

No. 272.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  07-09-2006 

5.550.000,- 

29. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

No. 270.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 01-09-2006 

5.350.000,- 

30. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

No.271.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.23-09-2006 

9.600.000,- 

31. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.30-10-2006 

No.  340.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 02-10-2006 

10.750.000,- 

32. No.821.f/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No.  341.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.05-10-2006 

10.550.000,- 

33. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 342.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 07-10-2006 

11.950.000,- 

34. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 343.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 11-10-2006 

7.775.000,- 

35. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 344.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 12-10-2006 

8.250.000,- 

36. No.821.b/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 345.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 14-10-2006 

10.550.000,- 

37. No.821.g/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 346.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 18-10-2006 

10.650.000,- 

38. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 347.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 20-10-2006 

4.450.000,- 

39. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 348.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  31-10-2006 

550.000,- 

40. - 132.01/A-11/B-DPRD/2006 7.100.000,- 

41. - 133.01/A-11/B-DPRD/2006 8.400.000,- 

42. - 134.01/A-11/B-DPRD/2006 8.200.000,- 

43. - 135.01/A-11/B-DPRD/2006 450.000,- 

44. - 136.01/A-11/B-DPRD/2006 350.000,- 

45.  137.01/A-11/B-DPRD/2006 350.000,- 

46. - Bantuan Perayaan Paskah 500.000,- 

47. - Bantuan Dana Musda II PII 2.500.000,- 

48. - Bantuan Pawai Lilin 1.000.000,- 

49. - An. Austin Bartiloka C. 500.000,- 

 Jumlah  =   305.175.000,- 

- Bahwa surat tugas Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. yang 

dilampirkan oleh saksi Beker Simon dan saksi Haironimah tersebut tidak 

pernah dilaksanakan dan kwitansi pemberian bantuan tersebut adalah fiktif 

karena setelah di cek kepada saksi-saksi yang sebagai tujuan dari surat 

tugas dan tujuan bantuan ternyata saksi-saksi menyatakan tidak pernah 

menerima bantuan dan tidak pernah dikunjungi oleh Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE, M.Si , saksi Yurikus Dimang, S.Sos, saksi Drs.H. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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Jamran Kurniawan, saksi Agus Romansyah, SH.,MH., saksi Junaidi, S.Ag. 

dan saksi Hatir Sata Tarigan, SE. ; 

- Bahwa pada kenyataannya setelah dana pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) tersebut diterima oleh Terdakwa  Aries Marcorius Narang, 

SE.,M.Si. selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya, ternyata dana tersebut 

tidak dipergunakan untuk Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus 

Keterampilan, Biaya Penyiapan Raperda, Pengkajian dan Telaah Peraturan 

Daerah, Biaya Koordinasi dan Konsultasi dan Biaya Bantuan dalam rangka 

pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD, termasuk tidak dipergunakan untuk 

membiayai Bantuan Kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus 

ribu rupiah) melainkan digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa  ; 

- Bahwa akibat Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. yang 

menandatangani Surat Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 

188.4.43/ 13 /DPRD/2006 tanggal 31 Januari 2006 tentang Rencana Kerja 

Anggota DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2006 dan saksi Beker Simon 

selaku Pengguna Anggaran dan saksi Haironimah selaku Pemegang Kas 

yang merealisasikan Dana Sumber Daya Manusia (SDM) serta saksi Drs. H. 

Jamran Kurniawan, MM., saksi Yurikus Dimang,  S.Sos., saksi Agus 

Romansyah, SH, MH., saksi Hatir Sata Tarigan, SE., saksi Junaidi, S.Ag. 

dan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE,M.Si. yang tidak melaksanakan 

kegiatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan tidak merealisasikan Bantuan 

Kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 

sebenarnya, Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE.,M.Si., telah mengun-

tungkan diri sendiri dari uang yang dianggarkan untuk pengembangan 

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat  DPRD Kota Palangka Raya se-

besar Rp. 305.175.000,- (Tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu saksi Yurikus Dimang, S.Sos. 

sebesar Rp. 197.400.000,-, saksi Drs. H. Jamran Kurniawan sebesar Rp. 

197.250.000,-, saksi Agus Romansyah, SH.,MH. sebesar Rp. 633.882.000,-, 

saksi Junaidi, S.Ag. sebesar Rp. 705.045.000,-, dan saksi Hatir Sata 

Tarigan, SE. sebesar Rp. 824.370.000,-. dari dana seluruhnya berjumlah Rp. 

2.877.022.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh 

dua ribu rupiah), sehingga Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE.,M.Si. 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua DPRD Kota 

Palangka Raya ; 
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- Perbuatan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si,  maupun saksi 

Beker Simon SE, saksi Haironimah, saksi Drs. H. Jamran Kurniawan, MM., 

saksi Yurikus Dimang,S.Sos., saksi Agus Romansyah,SH.,MH., saksi Hatir 

Sata Tarigan, SE., dan saksi Junaidi, S.Ag. tersebut bertentangan dengan  :  

1. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang 

menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan 

dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / 

APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang 

timbul dari pengguna surat bukti dimaksud ; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah.  

- Pasal 4 yang berbunyi : Keuangan daerah dikelola secara tertib taat 

pada peraturan perundangan-undangan, dan  

- Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi : Setiap pengeluaran harus didukung 

oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh 

pihak yang menagih ; 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 

2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Penga-

wasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan 

Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah ; 

- Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : Setiap pengeluaran kas harus 

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang 

diperoleh oleh pihak yang menagih ; 

- Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : Pengguna anggaran dilarang 

melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah 

untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan; dan    

- Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : Pengguna Anggaran wajib mem-

pertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat 

SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah. 
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- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si.  

maupun saksi Beker Simon, SE, Haironimah, Drs. H. Jamran Kurniawan, 

MM, Yurikus Dimang,  S.Sos., Agus Romansyah SH, MH., Hatir Sata 

Tarigan, SE. dan Junaidi, S.Ag. yang telah mengunakan biaya pengem-

bangan Sumber Daya Manusia tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut 

mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah Kota Palangka Raya 

sebesar  Rp.  2.723.315.200,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga 

ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah 

tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 16/LHP/S/XIX. 

PAL/04/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Dokumen Pertanggungjawabkan 

Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat DPRD Kota Palangka 

Raya Tahun Anggaran 2006 ; 

Perbuatan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. bersama-sama 

saksi Beker Simon, SE., Haironimah, Drs. H. Jamran Kurniawan, MM,  Yurikus 

Dimang  S.Sos., Agus Romansyah SH,MH, Hatir Sata Tarigan, SE. dan Junaidi, 

S.Ag. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), 

(3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang  Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Lebih Subsidair : 

Bahwa ia Terdakwa  ARIES MARCORIUS NARANG SE,M.Si. diangkat 

sebagai anggota DPRD Kota Palangka Raya periode tahun 2004-2009 ber-

dasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 311 Tahun 

2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Peng-

angkatan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan selanjutnya diangkat selaku 

Ketua DPRD Kota Palangka Raya periode tahun 2004-2009 berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 380 Tahun 2004 tanggal 7 

Oktober 2004 tentang peresmian dan pengangkatan Pimpinan DPRD Kota 

Palangka Raya bersama-sama dengan saksi BEKER SIMON SE, HAIRONI-

MAH, YURIKUS DIMANG, S.Sos., Drs. H. JAMRAN KURNIAWAN, MM., AGUS 

ROMANSYAH SH.,MH., HATIR SATA TARIGAN, SE, JUNAIDI S.Ag. (dilakukan 

penuntutan secara terpisah), pada tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2006 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2006 bertempat 

di Kantor Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Jalan Cilik Riwut Nomor : 98 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Palangka Raya atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili per-

kara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 

perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang 

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga ter-

sebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melaku-

kan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa  dengan 

cara sebagai berikut : 

- Bahwa Terdakwa  ARIES MARCORIUS NARANG SE,M.Si. diangkat 

sebagai anggota DPRD Kota Palangka Raya periode tahun 2004-2009 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 311 

Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian 

dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan selanjutnya 

diangkat selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya periode tahun 2004-2009 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 380 

Tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang peresmian dan pengangkatan 

Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya ; 

- Bahwa pada tahun 2006 Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya telah 

mendapat anggaran belanja dari Pemerintah Kota Palangka Raya ber-

dasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor : 01 

Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 dijabarkan lebih 

lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2006 

tanggal 7 Januari 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, dengan rincian sebagai berikut : 

Belanja Sekretaris DPRD Tahun Anggaran 2006 

 

Rekening U r a i a n Sekretaris DPRD DPRD 

1 2 3 4 

2 

2.1 

BELANJA 

BELANJA APARATUR 

 

3.453.352.450,00 

 

0,00 

2.1.1 BELANJA ADMINISTRASI 

UMUM 

2.209.672.450,00 0,00 

2.1.1.1 Belanja Pegawai / 

Personalia 

790.000.000,00 0,00 

2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 625.755.950,00 0,00 

2.1.1.3 Biaya Perjalanan Dinas 190.000.000,00 0,00 

2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 603.916.500,00 0,00 
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2.1.2 BELANJA OPERASIONAL 

DAN PEMELIHARAAN 

418.680.000,00 0,00 

2.1.2.1 Belanja Pegawai / 

Personalia 

329.160.000,00 0,00 

2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.520.000,00 0,00 

2.1.2.3 Biaya Perjalanan Dinas 0,00 0,00 

2.1.2.4 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 

2.1.3 BELANJA MODAL 825.000.000,00 0,00 

2.2 BELANJA PUBLIK 5.065.000.000,00 2.772.975.500,00 

2.2.1 BELANJA ADMINISTRASI 

UMUM 

4.802.500.000,00 2.772.975.500,00 

2.2.1.1 Belanja Pegawai / 

Personalia 

3.378.500.000,00 2.772.975.500,00 

2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 0,00 

2.2.1.3 Biaya Perjalanan Dinas 1.249.000.000,00 0,00 

2.2.1.4 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 

2.2.2 BELANJA OPERASIONAL 

DAN PEMELIHARAAN 

262.500.000,00 0,00 

2.2.2.1 Belanja Pegawai / 

Personalia 

262.500.000,00 0,00 

2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 

2.2.2.3 Biaya Perjalanan Dinas 0,00 0,00 

2.2.2.4 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 

2.2.3 BELANJA MODAL 0,00 0,00 

2.3 Belanja Bagi Hasil dan 

Bantuan Keuangan 

0,00 0,00 

2.4 Belanja Tak Tersangka 0,00 0,00 

 Jumlah BELANJA 8.518.352.450,00 2.772.975.500,00 

Bidang Pemerintahan : 01 Administrasi Pemerintahan 

Perangkat Daerah 04 Sekretariat DPRD 

2.01.04.2 BELANJA PUBLIK   

2.01.04.1.2 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 4.802.500.000,00 1+2+3 

2.01.04.1.1.2 Belanja Pegawai / Personalia 3.378.500.000,00 1 

2.01.04.1.1.04.2 Biaya Perawatan dan Pengobatan  375.000.000,00  

2.01.04.1.1.04.04.2 Biaya General Chek Up 375.000.000,00  

2.01.04.1.1.05.2 Biaya Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM) 

2.983.500.000,00  

2.01.04.1.1.05.02.2 Biaya Bantuan Pelatihan dan 

Kursus Keterampilan 

120.000.000,00  

2.01.04.1.1.05.07.2 Biaya Penyiapan Raperda 

Pengkajian dan Telaah Perda 

771.000.000,00  

2.01.04.1.1.05.08.2 Biaya Koordinasi dan Konsultasi 1.392.500.000,00  
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2.01.04.1.1.05.09.2 Biaya Kegiatan Pelaksanaan Tugas 

Pimpinan DPRD 

700.000.000,00  

2.01.04.1.1.07.2 Biaya Setoran Asosiasi DPRD 20.000.000,00  

2.01.04.1.1.07.01.2 Biaya Setoran Asosiasi DPRD 20.000.000,00  

2.01.04.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 2 

2.01.04.1.3.2 Belanja Perjalanan Dinas 1.249.000.000,00 3 

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota 

Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

Anggaran 2006 dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 

2006 tanggal 7 Januari 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tersebut, Terdakwa  Aries Marcorius 

Narang, SE, M.Si selaku Ketua DPRD Kota Palangka Raya telah menerbit-

kan dan menandatangani Surat Keputusan DPRD Kota Palangka Raya  

Nomor : 188.4.43/ 13 /DPRD/2006 tanggal 31 Januari 2006 tentang Ren-

cana Kerja Anggota DPRD kota Palangka Raya Tahun 2006, yang pada 

Pasal 2 disebutkan bahwa biaya untuk kegiatan tersebut dalam rencana 

kerja DPRD Kota Palangka Raya dibiayai dari biaya penunjang kegiatan 

dewan yang tertuang dalam beberapa kode rekening yaitu :  

a.  Biaya Pelatihan dan Kursus Keterampilan -----------Rp.  120.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.02.2 

b. Biaya Penyiapan Raperda, Pengkajian dan  

Telaah Peraturan Daerah  --------------------------------Rp. 771.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.07.2 

c.  Biaya Koordinasi dan Konsultasi ------------------------Rp.1.392.500.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.08.2 

d.  Biaya Bantuan dalam rangka pelaksanaan 

Tugas Pimpinan DPRD ------------------------------------Rp. 700.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.1.05.09.2 

e. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah  ---------------Rp. 144.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.3.01.01.2 

f. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah -------------------Rp. 300.000.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.1.3.01.02.2 

g. Honorarium Tim/Panitia   -----------------------------------Rp. 157.500.000,- 

Kode Rekening 2.01.04.2.1.01.01.2 
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Total biaya adalah sebesar Rp. 3.585.000.000,- (tiga milyar lima ratus 

delapan puluh lima juta rupiah) ; 

- Bahwa dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor : 01 

Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 maupun 

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 7 Januari 

2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2006, Biaya Penunjang Kegiatan Dewan ternyata tidak dianggar-

kan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006 

dan dalam pelaksanaannya diambilkan dari Biaya Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM) kode Rekening Nomor : 2.01.04.1.1.05.2 sebesar Rp. 

2.983.500.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus 

ribu rupiah), seharusnya Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(SDM) kode Rekening Nomor : 2.01.04.1.1.05.2 dipergunakan untuk mem-

biayai : Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Keterampilan, Biaya Penyiapan 

Raperda, Pengkajian dan Telaah Peraturan Daerah, Biaya Koordinasi dan 

Konsultasi dan Biaya Bantuan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pimpinan 

DPRD ; 

- Bahwa mekanisme pencairan dana anggaran Sekretariat DPRD Kota 

Palangka Raya adalah sebagai berikut : 

Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya mengajukan permintaan dana yang 

dituangkan dalam Surat Keputusan Otorisasi (SKO)/Surat Permintaan Dana 

(SPD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Walikota Palangka Raya ke 

Sekretariat Kota melalui Sekretaris Daerah. Setelah diterbitkan Surat Kepu-

tusan Otorisasi (SKO) oleh Walikota baru dibuat Surat Perintah Pembayaran 

(SPP) yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, 

kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang ditanda-

tangani oleh Bagian Keuangan Sekretariat Kota Palangka Raya, baru kemu-

dian dicairkan ke bank melalui Bank Pembangunan Kalteng oleh Bendahara 

dengan menggunakan cek. Setelah itu diadakan pembayaran oleh benda-

hara sesuai peruntukan dana tersebut ; 

- Bahwa syarat-syarat penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) 

adalah adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas dasar Surat 

Keputusan Otorisasi (SKO) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran 

sesuai dengan dokumen Anggaran Satuan Kerja ; 
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 Bahwa kelengkapan dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) antara lain : 

a.   Surat Pengantar Surat Perintah Pembayaran (SPP). 

b. Surat Perintah Pembayaran (SPP). 

c.. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas. 

d. Surat Keputusan Otorisasi (SKO). 

- Bahwa Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh saksi 

Beker Simon dan saksi Haironimah sebesar Rp. 2.983.500.000,- (dua milyar 

sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada 

Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya telah direalisasi sesuai SPMU 

sebesar Rp. 2.879.250.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan 

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; 

- Bahwa dalam melakukan pencairan dana anggaran Biaya Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2006 untuk membiayai penunjang 

kegiatan dewan tersebut, saksi Beker Simon, SE selaku Pengguna Anggaran 

pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya mengajukan permintaan dana 

yang dituangkan dalam Surat Keputusan Otorisasi (SKO)/Surat Permintaan 

Dana (SPD) yang ditandatangai Walikota Palangka Raya selaku Kepala 

Daerah, kemudian diserahkan kepada Sekretariat Daerah Kota Palangka 

Raya, setelah Surat Keputusan Otorisasi (SKO)/Surat Permintaan Dana 

(SPD) terbit, saksi Beker Simon, SE memerintahkan secara lisan kepada 

saksi Drs. Rawang untuk membuat Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan 

Dinas (SPPD) serta Rincian Biaya Kegiatan dengan mempedomani Surat 

Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 60-900/Keu/24/I-2006 tanggal                    

11 Januari 2006 tentang Satuan Biaya Tertinggi Uang Harian Perjalan Dinas 

dalam Negeri bagi Pejabat/Pegawai Di lingkungan Pemerintah Daerah dan 

DPRD Kota Palangka Raya, selanjutnya Surat Tugas, Surat Perintah Per-

jalanan Dinas (SPPD) serta Rincian Biaya Kegiatan yang telah selesai dibuat 

tersebut kemudian diajukan kepada Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, 

M.Si. selaku Ketua DPRD kota Palangka Raya untuk ditandatangani ; 

- Bahwa setelah Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. selaku Ketua 

DPRD Kota Palangka Raya menandatangani Surat Tugas, Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SPPD) serta Rincian Biaya Kegiatan, kemudian saksi Drs. 

Sulian D. Buon (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palangka 

Raya) membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya 

menyerahkan kepada saksi Beker Simon,SE. selaku Pengguna Anggaran 
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pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan saksi Haironimah selaku 

Pemegang Kas untuk diteliti dan ditandatangani. Surat Perintah Pembayaran 

(SPP) yang sudah ditandatangani saksi Beker Simon, SE dan saksi Haironi-

mah beserta kelengkapan persyaratannya yang meliputi :  

1. Surat Pengantar Surat Perintah Pembayaran (SPP). 

2. Surat Perintah Pembayaran (SPP). 

3. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas. 

4. Surat Keputusan Otorisasi (SKO). 

Diajukan kepada saksi Drs. Henky (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah Kota Palangka Raya) untuk diverifikasi ; 

- Bahwa setelah kelengkapan persyaratan-persyaratan diteliti dan lengkap, lalu 

saksi Drs. Henky (Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palangka Raya) 

menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang 

ditandatangani saksi Drs. Henky (Kepala Bagian Keuangan Setda Kota 

Palangka Raya). Atas dasar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ter-

sebut, saksi Beker Simon, SE selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya dan saksi Haironimah selaku Pemegang Kas 

menandatangani cek pencairan uang melalui Bank Pembangunan Kalteng 

(BPK). Setelah uang dicairkan dari Kas Daerah melalui Bank Pembangunan 

Kalteng (BPK), saksi Haironimah selaku Pemegang Kas melaporkan hasil 

pencairan uang kepada saksi Beker Simon, SE, selaku Pengguna Anggaran 

pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya ; 

- Bahwa dari dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.879.250.000,- (dua 

milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu 

rupiah) tersebut oleh saksi Beker Simon dan saksi Haironimah diserahkan 

kepada Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. sebesar Rp. 

305.175.000,-, kepada saksi Yurikus Dimang, S.Sos sebesar Rp. 

197.400.000,-, kepada saksi Drs. H. Jamran Kurniawan sebesar Rp. 

197.250.000,-, kepada saksi Agus Romansyah, SH.,MH. sebesar Rp. 

633.882.000,-, kepada saksi Junaidi, S.Ag. sebesar Rp. 705.045.000,-, 

kepada saksi Hatir Sata Tarigan, SE. sebesar Rp. 824.370.000,- ; 

- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE,M.Si.  

sebesar Rp. 305.175.000,- ( tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah) diambil dari dana Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 

diterima oleh Aries Marcorius Narang, SE,M.Si. secara bertahap dengan 

menandatangani kwitansi sebagai berikut : 
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No. Nomor  dan Tanggal Kwitansi Uang yang diterima 

(Rp) 

1 2 3 

1. No.31.a/BKU/2006 

Tgl. 28-01-2006 

75.000.000,- 

2. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

3. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

4. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

8.200.000,- 

5. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

8.400.000,- 

6. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

9.600.000,- 

7. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

8. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

350.000,- 

9. No.408/BKU/2006 

Tgl. 09-06-2006 

22.550.000, 

10. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

11. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

12. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

13. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.350.000,- 

14. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.450.000,- 

15. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.450.000,- 

16. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

950.000,- 

17. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

18. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 

19. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

350.000,- 
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20. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

5.450.000,- 

21. No.664.a/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

5.450.000,- 

22. No.664.b/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

2.850.000,- 

23. No.664.c/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

9.600.000,- 

24. No.664.d/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

5.550.000,- 

25. No.664.e/BKU/2006 

Tgl. Agustus 2006 

5.550.000,- 

26. No.  672/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

500.000,- 

27. No.  671/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

500.000,- 

28. No. -/BKU/2006 

Tgl. 2006 

5.550.000,- 

29. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

5.350.000,- 

30. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

9.600.000,- 

31. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.30-10-2006 

10.750.000,- 

32. No.821.f/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

10.550.000,- 

33. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

11.950.000,- 

34. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

7.775.000,- 

35. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

8.250.000,- 

36. No.821.b/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

10.550.000,- 

37. No.821.g/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

10.650.000,- 

38. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

4.450.000,- 

39. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

550.000,- 

40. - 7.100.000,- 

41. - 8.400.000,- 

42. - 8.200.000,- 
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43 - 450.000,- 

44. - 350.000,- 

45  350.000,- 

46. - 500.000,- 

47. - 2.500.000,- 

48. - 1.000.000,- 

49. - 500.000,- 

 Jumlah = 305.175.000,- 

- Bahwa seharusnya saksi Beker Simon, SE dan saksi Haironimah menyerah-

kan dana Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut kepada Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE, M.Si., saksi Yurikus Dimang, S.Sos., saksi Drs. H. 

Jamran Kurniawan, saksi Agus Romansyah, SH.,MH., saksi Junaidi, S.Ag. 

dan saksi Hatir Sata Tarigan, SE. dan setelah Terdakwa  Aries Marcorius 

Narang, SE, M.Si., saksi Yurikus Dimang, S.Sos., saksi Drs. H. Jamran 

Kurniawan, saksi Agus Romansyah, SH.,MH., saksi Junaidi, S.Ag. dan saksi 

Hatir Sata Tarigan, SE. menerima dana Sumber Daya Manusia (SDM) ter-

sebut seharusnya dipergunakan untuk Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus 

Keterampilan, Biaya Penyiapan Raperda, Pengkajian dan Telaah Peraturan 

Daerah, Biaya Koordinasi dan Konsultasi dan Biaya Bantuan dalam rangka 

pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam penggunaan anggaran pada pos Anggaran di Sekretariat DPRD Kota 

Palangka Raya tahun 2006, pada kenyataannya digunakan untuk kegiatan 

yang tidak ada kaitannya langsung dengan pembiayaan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu untuk kegiatan Biaya perjalanan dinas 

dan biaya bantuan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas ke kelurahan-

kelurahan, namun setelah dicek pada saksi-saksi lurah sebagaimana tempat 

tujuan surat tugas dan surat perjalanan dinas tersebut menyatakan tidak 

pernah ada kunjungan dan pemberian bantuan kegiatan ke kelurahan 

tempat saksi sedangkan tanda tangan yang ada di SPPD dan kwitansi 

pemberian bantuan ditandatangani pada tahun 2007 karena diminta oleh staf 

Sekwan yang namanya saksi tidak mengetahui ; 

- Bahwa seharusnya bentuk pertanggungjawaban yang diberikan untuk 

penggunaan dana sumber daya manusia harus didukung dengan bukti-bukti 

yang sah dan bukti-bukti tersebut harus ada pelaksanaan fisiknya ; 

- Bahwa kenyataannya oleh saksi Beker Simon dan saksi Haironimah untuk 

mempertanggungjawabkan dana yang diambil oleh Terdakwa  Aries Marco-
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rius Narang, SE, M.Si. tersebut dengan melampirkan surat tugas Terdakwa  

Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. berserta lampiran rincian biaya kegiatan 

dan kwitansi pemberian bantuan sebagai berikut :  

No. Nomor  dan Tanggal 

Kwitansi 

  Nomor dan Tanggal Surat 

Tugas  

Uang yang di-

terima (Rp) 

1 2 3 5 

1. No.31.a/BKU/2006 

Tgl. 28-01-2006 

- 75.000.000,- 

2. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 138.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 02-05-2006 

350.000,- 

3. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 139.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 08-05-2006 

350.000,- 

4. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 140.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 12-05-2006 

8.200.000,- 

5. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 141.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 17-05-2006 

8.400.000,- 

6. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 142.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  20-05-2006 

9.600.000,- 

7. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 143.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 27-05-2006 

350.000,- 

8. No.-/BKU/2006 

Tgl. Mei 2006 

No. 144.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-05-2006 

350.000,- 

9. No.408/BKU/2006 

Tgl. 09-06-2006 

No. 144.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-05-2006 

22.550.000, 

10. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 227.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 21-06-2006 

350.000,- 

11. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No.  228.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 23-06-2006 

350.000,- 

12. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 229.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-06-2006 

350.000,- 

13. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 230.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  3-07-2006 

5.350.000,- 

14. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No.  231.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  07-07-2006 

5.450.000,- 

15. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 232.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 10-07-2006 

5.450.000,- 

16. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 233.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 15-07-2006 

950.000,- 

17. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 234.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 15-07- 2006 

350.000,- 

18. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 235.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 20-07-2006 

350.000,- 
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19. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No.  236.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 24-07-2006 

350.000,- 

20. No.-/BKU/2006 

Tgl. Juli 2006 

No. 237.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 27-07-2006 

5.450.000,- 

21. No.664.a/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 244.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 09-08-2006 

5.450.000,- 

22. No.664.b/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 245.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 31-08-2006 

2.850.000,- 

23. No.664.c/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 246.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 16-08-2006 

9.600.000,- 

24. No.664.d/BKU/2006 

Tgl. 31-08- 2006 

No. 247.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.19-08-2006 

5.550.000,- 

25. No.664.e/BKU/2006 

Tgl. Agustus 2006 

No. 248.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 30-08-2006 

5.550.000,- 

26. No.  672/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

Bantuan HUT RI ke-61  di Kel. 

Banturung Th. 2006 

500.000,- 

27. No.  671/BKU/2006 

Tgl.  31-08-2006 

Bantuan HUT RI ke-61  di Kel. 

Langkai Kec. Pahandut Th. 2006 

500.000,- 

28. No. -/BKU/2006 

Tgl. 2006 

No. 272.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  07-09-2006 

5.550.000,- 

29. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

No. 270.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 01-09-2006 

5.350.000,- 

30. No. -/BKU/2006 

Tgl.  2006 

No.271.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.23-09-2006 

9.600.000,- 

31. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.30-10-2006 

No.  340.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 02-10-2006 

10.750.000,- 

32. No.821.f/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No.  341.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.05-10-2006 

10.550.000,- 

33. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 342.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 07-10-2006 

11.950.000,- 

34. No.821.a/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 343.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 11-10-2006 

7.775.000,- 

35. No.821.c/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 344.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 12-10-2006 

8.250.000,- 

36. No.821.b/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 345.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 14-10-2006 

10.550.000,- 

37. No.821.g/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 346.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 18-10-2006 

10.650.000,- 

38. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 347.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl. 20-10-2006 

4.450.000,- 

39. No.-/BKU/2006 

Tgl.  30-10-2006 

No. 348.01/A-11/B-DPRD/2006 

Tgl.  31-10-2006 

550.000,- 

40. - 132.01/A-11/B-DPRD/2006 7.100.000,- 
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41. - 133.01/A-11/B-DPRD/2006 8.400.000,- 

42. - 134.01/A-11/B-DPRD/2006 8.200.000,- 

43. - 135.01/A-11/B-DPRD/2006 450.000,- 

44. - 136.01/A-11/B-DPRD/2006 350.000,- 

45.  137.01/A-11/B-DPRD/2006 350.000,- 

46. - Bantuan Perayaan Paskah 500.000,- 

47. - Bantuan Dana Musda II PII 2.500.000,- 

48. - Bantuan Pawai Lilin 1.000.000,- 

49. - An. Austin Bartiloka C. 500.000,- 

 Jumlah  =   305.175.000,- 

- Bahwa surat tugas Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. yang 

dilampirkan oleh saksi Beker Simon dan saksi Haironimah tersebut tidak 

pernah dilaksanakan dan kwitansi pemberian bantuan tersebut adalah fiktif 

karena setelah di cek kepada saksi-saksi yang sebagai tujuan dari surat 

tugas dan tujuan bantuan ternyata saksi-saksi menyatakan tidak pernah 

menerima bantuan dan tidak pernah dikunjungi oleh Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE, M.Si , saksi Yurikus Dimang, S.Sos, saksi Drs.H. 

Jamran Kurniawan, saksi Agus Romansyah, SH.,MH., saksi Junaidi, S.Ag. 

dan saksi Hatir Sata Tarigan, SE. ; 

- Bahwa pada kenyataanya setelah dana pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang telah Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE.,M.Si. 

terima tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai Biaya Bantuan 

Pelatihan dan Kursus Keterampilan, Biaya Penyiapan Raperda, Pengkajian 

dan Telaah Peraturan Daerah, Biaya Koordinasi dan Konsultasi dan Biaya 

Bantuan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD, termasuk tidak 

dipergunakan untuk membiayai Bantuan Kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,- 

(dua juta lima ratus ribu rupiah) melainkan telah Terdakwa  Aries Marcorius 

Narang, SE.,M.Si. pergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa  ; 

- Bahwa Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE.,M.Si. telah menggelapkan 

uang sebagian dari Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dalam bentuk Biaya Bantuan dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pimpinan 

sebesar Rp. 305.175.000,- (tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah) uang tersebut Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE.,M.Si. terima 

karena jabatannya selaku  Ketua DPRD Kota Palangka Raya  dan uang 

yang telah Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE.,M.Si. terima tersebut ter-

nyata telah dipergunakan oleh Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE.,M.Si. 
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untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan lain yang tidak sesuai 

dengan peruntukannya ; 

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si.  

maupun saksi Beker Simon, SE, Haironimah, Drs. H. Jamran Kurniawan, 

MM, Yurikus Dimang,  S.Sos., Agus Romansyah SH, MH., Hatir Sata 

Tarigan, SE. dan Junaidi, S.Ag. yang telah mengunakan biaya pengembang-

an Sumber Daya Manusia tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut 

mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah Kota Palangka Raya 

sebesar  Rp.  2.723.315.200,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga 

ratus limabelas ribu dua ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah 

tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 16/LHP/ 

S/XIX.PAL/04/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Dokumen Pertanggung-

jawaban Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat DPRD Kota 

Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 ; 

Perbuatan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. bersama-sama 

saksi Beker Simon, SE., Haironimah, Drs. H. Jamran Kurniawan, MM,  Yurikus 

Dimang  S.Sos., Agus Romansyah SH,MH, Hatir Sata Tarigan, SE. dan Junaidi, 

S.Ag sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 jo Pasal 18  ayat  (1), (2), 

(3) Undang-Undang  Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;  

Mahkamah Agung tersebut ; 

 Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Palangka Raya tanggal 23 Februari 2010 sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa  ARIES MARCORIUS NARANG, SE.,M.Si., terbukti 

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan dian-

cam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-

Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang  Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE.,M.Si. 

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 

membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
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Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar kerugian 

keuangan negara sebesar Rp.  2.723.315.200,- (dua milyar tujuh ratus dua 

puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dan dari kerugian 

negara tersebut yang menjadi tanggung jawab Terdakwa  sebesar Rp 

305.175.000,- (tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 

namun kerugian keuangan negara tersebut pada saat  proses penyidikan 

perkara telah dibayar/ diganti oleh Terdakwa  secara kolektif sebesar Rp 

2.863.122.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua 

puluh dua ribu rupiah), sehingga Terdakwa  tidak dibebankan untuk 

membayar uang pengganti ; 

3. Menyatakan barang bukti berupa : 

3.1. 1 (satu) bundel Dokumen Data Biaya Perjalanan Dinas :   

1.1. Perjalanan Dinas Tugas Khusus. : 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

450/BKU/2006 tanggal 26 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

pemberlakuan Tarif PDAM di Banjarmasin. dan ST. 269.01/A-11 

/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Prapti Suryandari. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

448/BKU/2006 tanggal 25 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Perda ke Depdagri di Jakarta  dan ST. 267.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Zulkifli Yahya, SH.,Dkk. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

446/BKU/2006 tanggal 17 April 2006, Untuk Biaya Silahturahmi 

Nasional Anggota Legislatif di Jakarta  dan ST. 245.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Asnawi, SP., Dkk.. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 447/ 

BKU/2006 tanggal 18 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda 

ke Depdagri di Jakarta  dan ST. 248.01/A-11/B-DPRD/ 2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 444/ 

BKU/2006 tanggal 11 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Keuangan dan Pembangunan Daerah di Jakarta  dan ST. 

238.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Mam-

bang I. Tubil. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

445/BKU/2006 tanggal 12 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi 
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Pengelolaan Pariwisata di Denpasar Bali,  dan ST. 242.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : H. Mukransyah. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

443/BKU/2006 tanggal 5 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

tentang cara Penyusunan Perda ke Depdagri di Jakarta  dan 

ST. 234.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. 

Fitriyadi Yusuf. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

447.a/BKU/2006 tanggal 3 April 2006, Untuk Biaya mengikuti 

Rapat Kerja Nasional di Jakarta  dan ST. 225.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Junaidi, S.Ag. Dkk. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 441/ 

BKU/2006 tanggal 28 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Pengelolaan Aset Daerah di Jakarta  dan ST. 224.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah: Drs. Ayenedy Lesa. 

S.Pd. 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 440/ 

BKU/2006 tanggal 31 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Perda ke Depdagri di Jakarta  dan ST. 217.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Hatir Sata Tarigan. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 449/ 

BKU/2006 tanggal 26 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

tentang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di 

Jakarta  dan ST. 268.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima 

Surat Perintah : Drs. Jamran Kurniawan, MM. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 467/ 

BKU/2006 tanggal 16 Mei 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Mengenai Fraksi Gabungan lebih dari satu ke Depdagri di 

Jakarta  dan ST. 311.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima 

Surat Perintah : Syahrudin Durasid, Dkk. 

13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 451/ 

BKU/2006 tanggal 29 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Penyusunan Tata Naskah Perda di Depdagri Jakarta  dan ST. 

277.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. 

Charly S Penyang. 

 

 

Disclaimer
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14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

468/BKU/2006 tanggal 22 Mei 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Proses Pengelolaan APBD di Depdagri Jakarta  dan ST. 

322.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Agus 

Romansyah, SH., Dkk. 

15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

469/BKU/2006 tanggal 18 Januari 2006, Untuk Membayar 

kekurangan Biaya Perjalanan Dinas Tugas Khusus Dalam 

Rangka Menjemput Rombongan Haji Kota Palangka Raya di 

Banjarbaru, ST. 44.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah : Sugianto, SP. Dkk. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

656/BKU/2006 tanggal 14 Agustus 2006, Untuk Biaya Kon-

sultasi Penyusunan APBD dan Pengawasan / Auditing APBD 

Berbasis Kemerja di Jakarta  dan ST. 679.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Sunbandi, S.Sos. 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 625/ 

BKU/2006 tanggal 21 Juni 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penyu-

sunan Dokumen Perencanaan Daerah di Depdagri Jakarta  dan 

ST. 380.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Walden M. Sihaloho. 

18. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 124/ 

BKU/2006 tanggal 3 Juli 2006, Untuk Biaya Mengikuti Kon-

sultasi Keuangan dan Pembangunan Daerah di Jakarta  dan 

ST. 405.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. 

Fitriyadi Yusuf. 

19. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 577/ 

BKU/2006 tanggal 26 Mei 2006, Jakarta,  dan ST. 323.01/A-11/ 

B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

20. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

626/BKU/2006 tanggal 27 Juni 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Peningkatan peran DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Penga-

wasan Kinerja Penda di Depdagri Jakarta  dan ST. 391.01/A-11/ 

B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Subandi, S.Sos. 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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21. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

655/BKU/2006 tanggal 31 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Keuangan dan Pembangunan Daerah di Jakarta  dan ST. 

453.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Zulkifli Yahya, Dkk. 

22. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 654/ 

BKU/2006 tanggal 7 Agustus 2006, Untuk Biaya Koordinasi 

Perda Persampahan di Surabaya  dan ST. 464.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

23. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

628/BKU/2006 tanggal 12 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Raperda Miras di Depdagri Jakarta  dan ST. 401.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Maryono, Shi. 

24. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 627/ 

BKU/2006 tanggal 3 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan 

dan Pertanggung Jawaban APBD di Jakarta  dan ST. 400.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Cornelius 

David. 

25. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 580/ 

BKU/2006 tanggal 27 Mei 2006, Untuk Biaya Dinas Keluar 

Daerah (Jakarta), dan ST. 329.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Drs. Cornelius David. 

26. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 700/ 

BKU/2006 tanggal 25 Agustus 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

tentang Perencanaan Penyusunan serta Penetapan Perda 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Jakarta.  dan ST. 

688.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Asnawi, SP. 

27. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 698/ 

BKU/2006 tanggal 19 Agustus 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penge-

lolaan Keuangan Daerah Perencanaan dan Pengangguran 

serta APBD di Jakarta.  dan ST. 688.01/A-11/B-DPRD/ 2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Hatir Sata Tarigan, SE. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 49 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

 

28. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor :  /BKU/ 

2006 tanggal 7 September 2006, Jakarta.  dan ST. 738.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius 

Narang, SE. 

29. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 699/ 

BKU/2006 tanggal 19 Agustus 2006, Untuk Biaya Koordinasi 

Penanganan Miras di Banjarmasin.  dan ST. 685.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : H. Abu Sadikin. 

30. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 897/ 

BKU/2006 tanggal 17 Oktober 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Pengembangan Aset Daerah Departemen Keuangan di Jakarta.  

dan ST. 803.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perin-

tah : Walden M. Sihaloho, SH. Dkk. 

31. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 896/ 

BKU/2006 tanggal 8 November 2006, Jakarta.  dan ST. -  an. 

Penerima Surat Perintah : Mekatrin Yoshua. 

32. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 246/ 

BKU/2006 tanggal 11 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program ke Depdagri 

di Jakarta.  dan ST. 182.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima 

Surat Perintah :Bambang A. Bahan. S. Hut. 

33. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 247/ 

BKU/2006 tanggal 14 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Perda Mengenai Produk Hukum Daerah di Jakarta.  dan ST. 

188.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Zulkifli Yahya, Dkk. 

34. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 245/ 

BKU/2006 tanggal 11 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Dana 

Perimbangan daerah di Depdagri Jakarta.  dan ST. 181.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :H. Abu Sadikin. 

35. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 244/ 

BKU/2006 tanggal 16 Januari 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

tentang Dana Perimbangan Daerah di Departemen Dalam 

Negeri Jakarta dan ST. 07.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima 

Surat Perintah : H. Mukransyah. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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36. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 243/ 

BKU/2006 tanggal 4 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

tentang Pengelolaan Aset Daerah ke Departemen Dalam Negeri 

di Jakarta  dan ST. 163.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima 

Surat Perintah : Syahrudin Durasid. 

37. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 182/ 

BKU/2006 tanggal 24 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Perda Penerangan Jalan Kota Palangka Raya di Jakarta.  dan 

ST. 149.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Agus Romansyah, SH. 

38. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 122/ 

BKU/2006 tanggal 2 Januari 2006, Untuk Biaya Menghadiri 

Acara Peringatan Hari Jadi Kota Waringin Timur di Sampit. dan 

ST. 08.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Yurikus Dimang. 

39. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 121/ 

BKU/2006 tanggal 2 Januari 2006, Untuk Biaya Menghadiri 

Acara Peringatan Hari Jadi Kota Waringin Timur di Sampit. dan 

ST. 07.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Aries Marcorius Narang, SE. 

40. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 181/ 

BKU/2006 tanggal 23 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Penggunaan Hak Angkat. Dewan di Jakarta.  dan ST. 136.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. H. Jamran 

Kurniawan, MM. 

41. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 180/ 

BKU/2006 tanggal 23 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah di Jakarta.  dan ST.137.01/A-11 

/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Prapti Suryandari. 

42. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 179/ 

BKU/2006 tanggal 21 Februari 2006, Untuk Biaya Menghadiri 

Undangan Perkawinan Anak Kapolda Kalteng di Surabaya.  dan 

ST. - . Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 

43. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 183.b/ 

BKU/2006 tanggal 24 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Pengembangan Aset Daerah Departemen Keuangan di Jakarta.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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dan ST. 148/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Mambang I. Tubil, Dkk. 

44. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 178/ 

BKU/2006 tanggal 21 Februari 2006, Untuk Biaya Training 

Advocacy Ekham di Bogor (Via Jakarta). dan ST. 130.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Bambang A. 

Bahan. S.Hut. 

45. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 177/ 

BKU/2006 tanggal 14 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Peraturan Daerah ke Depdagri di Jakarta. dan ST. 116.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Siber. 

46. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 176/ 

BKU/2006 tanggal 1 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Perda ke Depdagri di Jakarta.  dan ST. 115.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, 

SE. 

47. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 175/ 

BKU/2006 tanggal 13 Februari 2006, Untuk Biaya Mendampingi 

Gubernur Kalteng ke Jakarta..  dan ST. 113.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

48. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 94/ 

BKU/2006 tanggal 16 Januari 2006, Jakarta  dan ST. 42.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. Fitriyadi 

Yusuf. 

49. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 93/ 

BKU/2006 tanggal 28 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 76.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Charly S. 

Penyang. 

50. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 92/ 

BKU/2006 tanggal 16 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 77.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Siber. 

51. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 38/ 

BKU/2006 tanggal 13 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 04.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Cornelius 

David. 

52. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 37.a/ 

BKU/2006 tanggal 13 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 32.01/A-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Mekatrin 

Yosua. 

53. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 39.a/ 

BKU/2006 tanggal 20 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. --- an. 

Penerima Surat Perintah : Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

54. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 36/ 

BKU/2006 tanggal 28 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 32.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Andrico, STH.  

1.2 Perjalanan Dinas Studi Banding Luar Daerah. 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 149.a/ 

BKU/2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya 

perjalanan dinas studi banding dalam rangka studi banding 

anggota Komisi-komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota 

Surabaya Jawa Timur. dan ST. 198/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 149.b/ 

BKU/2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya 

perjalanan dinas studi banding dalam rangka studi banding 

anggota Komisi-komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota 

Surabaya Jawa Timur. dan ST. 196/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 148/ 

BKU/2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya 

perjalanan dinas studi banding dalam rangka studi banding 

anggota Komisi-komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota 

Surabaya Jawa Timur. dan ST. 197/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 150/ 

BKU/2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya 

perjalanan dinas studi banding dalam rangka studi banding 

anggota Komisi-komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota 

Surabaya Jawa Timur. dan ST. 199/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Agus Romansyah, SH. Dkk. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 729/ 

BKU/2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya 

perjalanan dinas Reses Luar Daerah ke Jakarta. dan ST. 739/A-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 53 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus 

Dimang. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 731/ 

BKU/2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya 

perjalanan dinas reses  Luar daerah ke Jakarta dan ST.742/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Prapti 

Suryandari, Dkk. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 732/ 

BKU/2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya 

perjalanan dinas Reses Luar Daerah Ke Jakarta. dan ST. 

742/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Walden 

M. Sihaloho, SH. Dkk. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 730/ 

BKU/2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya 

perjalanan dinas Reses Luar Daerah Ke Jakarta. dan ST. 

740/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. H. 

Jamran Kurniawan. MM. 

1.3 Perjalanan Dinas Panggilan. 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 574/ 

BKU/2006 tanggal 8 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 

99.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Mambang I. Tubil, Dkk. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 573/ 

BKU/2006 tanggal 8 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 

100.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Subandi, S.Sos. Dkk. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 573/ 

BKU/2006 tanggal 30 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 332.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy 

Lesa, S.Pd., DKK. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 580/ 

BKU/2006 tanggal 27 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 329.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Cornelius 

David. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 576/ 

BKU/2006 tanggal 8 Juni 2006, Kecamatan Bukit Batu Kota 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 54 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

Palangka Raya. dan ST. 359.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah :  Agus Romansyah, Dkk. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 622/ 

BKU/2006 tanggal 24 Juni 2006, Surabaya dan ST. 381.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Prapti 

Suryandari. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 623/ 

BKU/2006 tanggal 3 Juli 2006, Medan. dan ST. 401.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Walden M. 

Sihaloho, SH. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 4 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 462.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 520/ 

BKU/2006 tanggal 28 Maret 2006, Jakarta. dan ST. 211.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Siber. 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 518/ 

BKU/2006 tanggal 10 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 

355.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Yurikus Dimang. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 28 Februari 2006, Jakarta. dan ST. 38.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, 

SE. Dkk. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 8 Mei 2006, Untuk Biaya Kontribusi Penyele-

wengan Diklat Penyusunan Perundang-Undangan. an. Pene-

rima Surat Perintah :  Agus Romansyah, SH. Dan Ir. Fitriyadi 

Yusuf. 

13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 780/ 

BKU/2006 tanggal 22 Agustus 2006, Pontianak (Kalbar). dan 

ST. 703.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Andrico, STH. 

14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 783/ 

BKU/2006 tanggal 7 September 2006, Banjarmasin (Kalsel). 

dan ST. 739.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Ir. Fitriyadi Yusuf. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 55 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 781/ 

BKU/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 704.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy 

Lesa. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 779/ 

BKU/2006 tanggal 11 Agustus 2006, Kasongan. dan ST. 

677.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Yurikus Dimang. 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 782/ 

BKU/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 725.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Mambang I. 

Tubil. 

18. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 697/ 

BKU/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 682.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marco-

rius Narang, SE. 

19. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 428/ 

BKU/2006 tanggal 17 Maret 2006, Kuala Kapuas. dan ST. 

206.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yuri-

kus Dimang. 

20. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 429/ 

BKU/2006 tanggal 11 April 2006, Jakarta. dan ST. 239.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy 

Lesa, S.Pd. Dkk. 

21. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 430/ 

BKU/2006 tanggal 19 April 2006, Jakarta. dan ST. 249.01/A-11/ 

B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

22. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 450/ 

BKU/2006 tanggal 26 April 2006, Banjarmasin (Kalsel). dan ST. 

269.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Prapti Suryandari. 

23. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 431.c/ 

BKU/2006 tanggal 19 April 2006, Jakarta. dan ST. 250.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata 

Tarigan, SE. Dkk. 

24. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 433/ 

BKU/2006 tanggal 1 Mei 2006, Palembang. dan ST. 278.01/A-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 56 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Subandi, 

S.Sos. Dkk. 

25. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 434/ 

BKU/2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 283.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang.  

26. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 435/ 

BKU/2006 tanggal 3 Mei 2006, Surabaya. dan ST. 284.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marco-

rius Narang, SE. 

27. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 436/ 

BKU/2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 282.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius 

Narang, SE. 

28. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 437/ 

BKU/2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 285.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy Lesa, 

S.Pd.,Dkk. 

29. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 438.b/ 

BKU/2006 tanggal 28 Februari 2006, Jakarta. dan ST. 151.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata 

Tarigan, SE. Dkk. 

30. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 439/ 

BKU/2006 tanggal 1 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 279.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Fitriyadi Yusuf. 

31. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 463/ 

BKU/2006 tanggal 11 Mei 2006, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

dan ST. 305.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Mambang Tubil. 

32. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 465/ 

BKU/2006 tanggal 20 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 318.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Andrico, STH. 

33. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 464/ 

BKU/2006 tanggal 17 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 312.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Zulkifli Yahya, 

SH. Dkk. 

34. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 466/ 

BKU/2006 tanggal 20 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 319.01/A-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 57 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Bambang A. 

Bahan, S.Hut. 

35. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 470/ 

BKU/2006 tanggal 16 Januari 2006, Denpasar – Bali Via 

Surabaya. dan ST. 07.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima 

Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE.  

36. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 239/ 

BKU/2006 tanggal 9 Maret 2006, Jakarta. dan ST. 177.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Mambang I 

Tubil, Dkk. 

37. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 240/ 

BKU/2006 tanggal 11 Maret 2006, Gedung DPRD Kalteng. dan 

ST. 189.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Aries Marcorius Narang, SE. 

38. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 238/ 

BKU/2006 tanggal 8 Maret 2006, Kecamatan Rakumpit dan ST. 

-- an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

39. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 242/ 

BKU/2006 tanggal 16 Maret 2006, Palangka Raya. dan ST. 

195.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

40. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 241/ 

BKU/2006 tanggal 14 Maret 2006, Kuala Kapuas. dan ST. -- an. 

Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

41. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

173.b/BKU/2006 tanggal 17 Februari 2006, Balikpapan. dan ST. 

122.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Syahrudin Durasid dan Maryono, SH. 

42. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 14 Februari 2006, Balikpapan. dan ST. --  an. 

Penerima Surat Perintah :  Imam Prayitno. 

43. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 171/ 

BKU/2006 tanggal 17 Februari 2006, Makasar via Jakarta. dan 

ST. 121.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Asnawi, SP. 

44. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 172/ 

BKU/2006 tanggal 20 Februari 2006, Gedung DPRD Kalteng. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 58 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

dan ST. 133.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perin-

tah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

45. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 91/ 

BKU/2006 tanggal 19 Januari 2006, Jakarta. dan ST. -- an. 

Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, SE. Dkk. 

46. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 34/ 

BKU/2006 tanggal 26 November 2006, Jakarta. dan ST. -- an. 

Penerima Surat Perintah :  Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

47. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 31.a/ 

BKU/2006 tanggal 29 Desember 2006, LKMS Di Jakarta. dan 

ST. -- an. Penerima Surat Perintah :  Syahrudin Durasid dan 

Junaidi. 

48. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 33.a/ 

BKU/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Balikpapan. dan ST. -- an. 

Penerima Surat Perintah :  Maryono, SH. Dan Mekatrin Yosua. 

1.4. Biaya Reses Dalam Daerah  

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 158/ 

BKU/2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Jekan Raya. 

dan ST. 13.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah 

:  Aries Marcorius Narang, SE. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 159/ 

BKU/2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Pahandut. dan 

ST. 14.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Drs. H. Jamran Kurniawan.MM. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 160/ 

BKU/2006 tanggal  2 Februari 2006, Kecamatan Bukit Batu, 

Kecamatan Sebangau. dan ST. 92.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 161/ 

BKU/2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. dan 

ST. 105.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Aries Marcorius Narang, SE. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 162.a/ 

BKU/2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Jekan Raya. 

dan ST. 91.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah 

:  Subandi, S.Sos.,Dkk. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 164.a/ 

BKU/2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Pahandut. dan 

ST. 89.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Zulkifli Yahya, SH. Dkk. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 165.c/ 

BKU/2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. dan 

ST. 19.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Subandi, S.Sos.,Dkk. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 621/ 

BKU/2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan 

ST. 441.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Drs. Ayenedy Lesa, S.Pd.,Dkk. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 620/ 

BKU/2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Bukit dan 

Kecamatan Pahandut. dan ST. 438.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah :  Subandi, S.Sos., Dkk. 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 614/ 

BKU/2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan 

ST. 436.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Yurikus Dimang. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 618/ 

BKU/2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamtan Bukit dan 

Kecamatan Pahandut. dan ST. 435.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 617/ 

BKU/2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan 

ST. 440.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Drs. Ayenedy Lesa, S.Pd.,Dkk. 

13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 616/ 

BKU/2006 tanggal 17 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. dan 

ST. 432.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Agus Romansyah, Dkk. 

14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 615/ 

BKU/2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Sebangau. dan ST. 

437.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Subandi, S.Sos.,Dkk. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 614/ 

BKU/2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan 

ST. 436.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Yurikus Dimang. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 612/ 

BKU/2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Sebangau. dan ST. 

434.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 613/ 

BKU/2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 

433.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. 

H. Jamran Kurniawan, MM. 

3.2. Satu bundel Dokumen Data Biaya Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM). 

2.1 Biaya Pelatihan dan Kursus 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 

SURAT 
PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1. ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE 

Biaya dalam rangka mengikuti 

orientasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah bagi kepala 

daerah, wakil kepala daerah dan 

pimpinan DPRD di jakarta. 
Tanggal 06 November 2006 

ST. 807/A-II/B-DPRD/2006  

464/BKU/2006 
 

 

 

 

 

Rp. 

3.500.000,-     

2. Drs. AYENEDY 
LESA, S.Pd 

Biaya kontribusi workshop 
pendidikan nasional angkatan II-

event tanggal 01-04 juni 2006. 

Tanggal 04 juni 2006 

ST. -- 

       
/BKU/2006 

 
 

 

Rp. 

3.250.000,-     

2.2 Biaya Penyiapan Raperda Pengajian dan Telaah Raperda. 
 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 
SURAT 

PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 JUNAIDI, S.Ag, 

DKK 

Biaya memantau pelaksanaan 

perda DPRD kota palangak 

raya tahunn 2006, mengenai 
pemberdayaan perempuan dan 

kesejahteraan masyarakat 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun kecamatan jekan 
raya). 

Tanggal 19 agustus 2006 

ST. 267.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.11.925.000,-     

2 JUNAIDI, S.Ag, 

DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

       /BKU/2006  

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pelaksanaan perda APBD 

tahun 2006 bidang pendidikan 

(kelurahan marang, dan 
tumbang tahai kecamatan bukit 

batu). 

Tanggal 10 agustus 2006 

ST. 269.01/A-II/B-

DPRD/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 8.325.000,-     

3 JUNAIDI, S.Ag, 

DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan petuk bukit dan 
panjehang kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 04 agustus 2006 

ST. 263.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 9.525.000,-     

4 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya melaksanakan mengenai 

pelaksanaan perda peredaran 

minuman berakohol dan 
penjualan minuman berakohol 

(kelurahan pahandut, 

paanrung, langkai dan 

pahandut seberang). 

Tanggal 29 agustus 2006 
ST. 262.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.12.475.000,-     

5 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan tangkiling, dan sei 

gohong kecamatan bukit batu). 

Tanggal 02 agustus 2006 
ST. 256.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp. 9.275.000,-     

6 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan tumbang tahai, 

marang banturung dan 

tangkiling). 
Tanggal 26 agustus 2006 

ST. 265.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp.12.850.000,-     

7 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menghimpun informasi 
mengenai pelaksanaan perda 

kota palangka raya mengenai 

APBD kota palangka raya 

tahun 2006 bidang 

pemerintahan (kelurahan 
bereng bengkel, kalampangan 

dan kereng bangkirei). 

Tanggal 12 agustus 2006 

ST. 252.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.12.250.000,-     

8 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengumpulkan data 

mengenai kegiatan 

pemerintahan desa dalam 
melayanai masyarakat sebagai 

usul inisiatif DPRD dalam 

menyusun peraturan daerah 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 
katimpun). 

Tanggal 03 agustus 2006 

ST. 250.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.11.650.000,-     

9 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan pahandut dan 
panarung kecamatan 

pahandut). 

       /BKU/2006  

 

 

 
 

Rp. 6.650.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tanggal 01 agustus 2006 

ST. 299.01/A-II/B-

DPRD/2006 

10 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya di 

kecamatan jekan raya 
(kelurahan palangka dan 

kelurahan menteng kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 17 juli  2006 

ST. 216.01/A-II/B-
DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 7.200.000,-     

11 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 
DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 
raperda kota palangka raya di 

kecamatan rakumpit 

(kelurahan petuk bukit dan 

kelurahan panjehang  

kecamatan rakumpit). 
Tanggal 10 juli  2006 

ST. 214.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.10.000.000,-     

12 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan tangkiling dan sei 

gohong kecamatan bukit batu). 
Tanggal 08 juli 2006 

ST. 211.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 7.850.000,-     

13 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya untuk kegiatan 

mengumpulkan data peredaran 

minuman berakohol dalam 

rangka penyiapan raperda 

pengendalian dan pengawas 
dan peredaran minuman ber-

akohol (kelurahan palangka, 

menteng, bukit tunggal dan 

petuk katimpun kecamatan 

jekan raya). 
Tanggal 13 juni  2006 

ST. 194.01/A-II/B-

DPRD/2006 

492/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp.12.475.000,-     

14 JUNAIDI, S.Ag, 
DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan pahandut dan 

panarung kecamatan 

pahandut). 
Tanggal 10 juli 2006 

ST. 209.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp. 6.375.000,-     

15 JUNAIDI, S.Ag, 

DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan langkai, dan 

pahandut seberang kecamatan 
pahandut). 

Tanggal 17 juli 2006 

ST. 208.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 6.375.000,-     

16 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya untuk kegiatan 

mengumpulkan data peredaran 

minuman berakohol dalam 

rangka penyiapan raperda 
pengendalian dan pengawas 

dan peredaran minuman 

berakohol (kelurahan 

palangka, menteng, bukit 

tunggal dan petuk katimpun 
kecamatan jekan raya). 

Tanggal 13 juni  2006 

492/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp.12.475.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ST. 194.01/A-II/B-

DPRD/2006 

17 JUNAIDI, S.Ag, 

DKK 

Biaya untuk kegiatan 

mengumpulkan data peredaran 

minuman berakohol dalam 

rangka penyiapan raperda 

tentang label pengendalian 
peredaran minuman berakohol 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan dan kereng 

bangkirei kecamatan 

sebangau). 
Tanggal 31 mei 2006 

ST. 197.01/A-II/B-

DPRD/2006  

492/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.12.050.000,-     

18 ASNAWI, SP, 

DKK 

Biaya dalam rangka kegiatan 

pengumpulan data untuk 

pembahasan raperda ijin 

industri. 

Tanggal 11 januari 2006 
ST. 04.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 

Rp. 5.970.000,-     

19 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 
DKK 

Biaya untuk menampung 

aspirasi masyarakat di 
kecamatan bukit batu dalam 

rangka persiapan raperda 

penerangan jalan umum dan 

pajak penggunaan tenaga 

listrik (kecamatan bukit batu). 
Tanggal 05 januari  2006 

ST. 09.01/A-II/B-DPRD/2006 

110.b/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp. 9.250.000,-     

20 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengenai tapal batas 
kecamatana bukit batu dengan 

kecamatan rakumpit (mungku 

baru kecamatan rakumpit). 

Tanggal 08 juli 2006 

ST. 211.01/A-II/B-
DPRD/2006 

106.c/BKU/2006  
 

 

 

 

Rp. 9.050.000,-     

21 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya pertemuan dengan 

masyarakat mengenai 

peraturan tapal batas 
kelurahnan dn kecamatan 

(kecamatan sebangau). 

Tanggal 28 januari 2006 

ST. 31.01/A-II/B-DPRD/2006 

106.d/BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 4.750.000,-     

22 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya pertemuan dengan 

masyarakat mengenai masalah 

pertanahan (kecamatan 

pahandut dan kecamatan jekan 
raya). 

Tanggal 19 januari 2006 

ST. 27.01/A-II/B-DPRD/2006 

106.a/BKU/2006  

 

 

 
 

Rp. 7.300.000,-     

23 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya peninjauan lapangan 

mengenai tapal batas kelurahan 

marang dengan kelurahan 

tumbang tahai ( kelurahan 

marang dengan kelurahan 
tumbang tahai). 

Tanggal 24 januari 2006 

ST. 29.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 4.500.000,-     

24 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengadakan sosialisasi 
tentang peraturan komite 

sekolah pada SD negeri di 

kelurahan banturung, 

tangkiling dan kecamatan bukit 

batu ( kelurahan marang 
dengan kelurahan tumbang 

tahai). 

Tanggal 13 januari 2006 

ST. 14.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp. 7.850.000,-     

25 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengumpulan data 

dalam rangka persiapan 

pembahasan raperda tentang 

ijin industri dalam hal 

        /BKU/2006  

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
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penyediaan tenaga kerja 

(kecamatan pahandut). 

Tanggal 23 januari 2006 
ST. 21.01/A-II/B-DPRD/2006 

 

 

Rp. 3.850.000,-     

26 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengawasan terhadap 

komite sekolah dalam hal 

peran serta komite sekolah 
membantu pihak sekolah 

melaksanakan kegiatan yang 

dibiayai dari dana BOS 

(kecamatan bukit batu). 

Tanggal 02 januari 2006 
ST. 12.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp. 5.250.000,-     

27 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengumpulan data 

dalam rangka persiapan 
raperda tentang pengelolaan 

pertamanan dan keindahan 

kota (kecamatan jekan raya). 

Tanggal 09 januari 2006 

ST. 13.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp. 3.300.000,-     

28 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya kegiatan untuk 

mengumpulkan data 

pendukung dari pemerintah 
daerah banjarmasin dalam 

rangka persiapan pembahasan 

raperda penerangan jalan 

umum dan pajak penggunaan 

tenaga listrik (di banjarmasin 
kalsel). 

Tanggal 02 januari  2006 

ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.475.000,-     

29 ASNAWI, SP, 

DKK 

Biaya dalam rangka kegiatan 

pengkajian raperda tentang 

restribusi ijin usaha jasa 

kontruksi oleh anggota DPRD 

komisi II dengan tenaga ahli. 
Tanggal 09 januari  2006 

ST. 08.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 

 
Rp. 5.000.000,-     

30 AGUS 

ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 
aspirasi dalam rangka 

pengembangan karet raktyat 

yang didanai melalui APBD 

kota palangka raya sesuai 

dengan perda APBD tahun 
2006 (kecamatan pahandut dan 

kecamatan jekan raya). 

Tanggal 16 mei 2006 

ST. 157.01/A-II/B-

DPRD/2006 

258.b/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

Rp. 9.050.000,-     

31 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 

aspirasi dalam rangka 
pengembangan karet mengenai 

pelaksanaan perda APBD kota 

palangka raya tahun 2006 

tentang pengembangan 

tanaman karet dalam rangka 
kegiatan rehabilitasi hutan dan 

lahan (areal social foresty / 

kawasan hutan kelurahan petuk 

bukit dan pager kecamatan 

rakumpit). 
Tanggal 16 mei 2006 

ST. 158.01/A-II/B-

DPRD/2006 

258.c/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 9.050.000,-     

32 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya kegiatan untuk 

mengumpulkan data kegiatan 

dalam rangka koordinasi 

dengan masyarakat kelurahan 

kameloh baru, sabaru dan 
kalampangan untuk 

menampung aspirasi 

357.d/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
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masyarakat mengenai 

pelaksanaan perbaikan 

prasarana jalan sesuai APBD 
kota palangka raya. 

Tanggal 27 mei  2006 

ST. 169.01/A-II/B-

DPRD/2006 

 

 

 
Rp.10.875.000,-     

33 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 

aspirasi tentang pelaksanaan 

perda APBD kota palangka 

raya tahun 2006 mengenai 
sharing pengembangan 

tanaman karet seluas 50 ha 

(kelurahan mungku baru dan 

kelurahan petuk bukit). 

Tanggal 16 mei 2006 
ST. 159.01/A-II/B-

DPRD/2006 

158.a/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 4.750.000,-     

34 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai realisasi 

pelaksanaan perda APBD kota 

tahun 2006 di bidang 

peningkatan kesejahteraan 

sosial masyarakat (kelurahan 
panarung, langkai kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 11 mei 2006 

ST. 172.01/A-II/B-

DPRD/2006 

356.a/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 6.925.000,-     

35 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

sosialisasi kegiatan 
pembangunan sumber daya 

masyarakat sesuai dengan 

perda APBD tahun 2006 

(kelurahan petuk bukit dan 

panjehang kecamatan 
rakumpit). 

Tanggal 18 mei 2006 

ST. 175.01/A-II/B-

DPRD/2006 

356.b/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp. 9.525.000,-     

36 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

kebijakan pemerintah dalam 

penyaluran bantuan tunai 
langsung sebagai pelengkap 

usul inisiatif raperda kelurahan 

panarung, langkai dan 

pahandut seberang. 

Tanggal 06 mei  2006 
ST. 162.01/A-II/B-

DPRD/2006 

357.a/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp.12.450.000,-     

37 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 
DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pelaksanaan APBD kota tahun 

2006 tentang pelayanan di 

bidang pendidikan di 

kelurahan kalampangan dan 

bereng bengkel. 
Tanggal 19 mei  2006 

ST. 166.01/A-II/B-

DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp. 7.625.000,-     

38 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelaksanaan perda APBD kota 

palangka raya tahun 2006 

tentang bantuan pembinaan 
dan bantuan kepada organisasi 

keagamaan (kelurahan 

kalampangan dan bereng 

bengkel kecamatan sebangau). 

Tanggal 17 mei 2006 

356.c/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.625.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
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ST. 174.01/A-II/B-

DPRD/2006 

39 JUNAIDI, S.Ag Biaya memantau pelaksanaan 

perda kota palangka raya 

mengenai batas wilayah dalam 

hubungannya pengembangan 

kebudayaan dan kesenian 
(kelurahan petuk bukit, petuk 

barunai, panjehang dan 

mungku baru kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 14 oktober 2006 
ST. 336/A-II/B-DPRD/2006 

823.a/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.16.450.000,-     

40 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan data 

pendukung sebagai usul 
inisiatif komisi mengenai 

pelaksanaan 3 buah raperda 

(kelurahan tangkiling 

kecamatan bukit batu). 

Tanggal 19 oktober 2006 
ST. 337/A-II/B-DPRD/2006 

823.b/BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp. 2.975.000,-     

41 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 
DKK 

Biaya  mengumpulkan data 

tentang permintaan 
pembangunan fisik prasarana 

jalan sebagai usul inisiatif 

dalm penyusunan raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

palangka, menteng dan bukit 
tunggal kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 oktober  2006 

ST. 323/A-II/B-DPRD/2006 

823.c/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp. 9.975.000,-     

42 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya  mengumpulkan data 

mengenai pelaksanaan 3 buah 

raperda kota palangka raya 

sesuai dengan sosialisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah 
daerah (kelurahan bereng 

bengkel, kereng bangkirei dan 

kalampangan kecamatan 

sebangau). 

Tanggal 11 oktober  2006 
ST. 325/A-II/B-DPRD/2006 

823.d/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.10.875.000,-     

43 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya memantau sarana dan 

prasaran pemerintahan desa 

sesuai dengan kegiatan 
pembangunan yang dimuat 

dalam peraturan daerah APBD 

tahun 2006 sebagai bahan usul 

inisiatif DPRD untuk raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 
tangkiling dan banturung 

kecamatan bukit batu). 

Tanggal 16 mei 2006 

ST. 159.01/A-II/B-

DPRD/2006 

823.e/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.850.000,-     

44 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya memantau kegiatan 

pertanian dan rumah potong 

hewan sebagai penggerak 
kegiatan ekonomi masyarakat 

dalam rangka pengumpulan 

data pendukung usuk inisiatif 

DPRD kota palangka raya 

dalam penyusunan raperda 
APBD tahun 2007 (kelurahan 

kereng bangkirei dan 

kalampangan kecamatan 

sebangau). 

Tanggal 02 oktober 2006 
ST. 321/A-II/B-DPRD/2006 

823.f/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp. 7.250.000,-     

45 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengenai sosialisasi 3 

buah peraturan daerah kota 
palangka raya (kelurahan bukti 

sua, gaung baru, petuk barunai 

       /BKU/2006  

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dan panjehang kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 08 september 2006 
ST. 296/A-II/B-DPRD/2006 

 

 

Rp.14.525.000,-     

46 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan 

informasi sebagai usul inisiatif 

DPRD mengenai raperda kota 
palangka raya  tentang 

pengelolaan dan 

pengembangan kesenian 

daerah (kelurahan bereng 

bengkel, kalampangan 
kecamatan sebangau). 

Tanggal 13 september 2006 

ST. 299/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp. 7.625.000,-     

47 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan 

informasi sebagai usul inisiatif 

DPRD mengenai pelaksanaan 

3 buah perda kota palangka 

raya (kelurahan bereng 
bengkel, kalampangan kereng 

bangkirei dan kameloh baru 

kecamatan sebangau). 

Tanggal 13 september 2006 

ST. 298/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp.12.625.000,-     

48 JUNAIDI, S.Ag Biaya sosialisasi pelaksanaan 

peraturan daerah kota palangka 

raya (kelurahan palangka, 
menteng, bukit tunggal dan 

petuk katimpun kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 14 september 2006 

ST. 300/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

Rp.11.295.000,-     

49 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya  mengumpulkan 

informasi sebagai usul inisiatif 

DPRD mengenai pelaksanaan 
peraturan daerah APBD tahun 

2006 mengenai penambangan 

galian c sebagai sumber 

pendapatan (kelurahan 

kalampangan, sabaru, kereng 
bangkirei dan kameloh baru 

kecamatan sebangau). 

Tanggal 12 september  2006 

ST. 289/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.13.375.000,-     

50 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya  sosialisasi 3 buah 

peraturan daerah kota palangka 

raya (kelurahan petuk bukit, 

mungku baru, panjehang dan 

pager kecamatan rakumpit). 
Tanggal 26 september  2006 

ST. 293/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp.15.475.000,-     

51 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya  koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pelayana kesehatan masyarakat 

dalam penanggulangan bahaya 

flu burung (kelurahan 

pahandut, panarung, langkai 
dan pahandut seberang 

kecamatan pahandut). 

Tanggal 25 september  2006 

ST. 294/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp.12.475.000,-     

52 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 3 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan tangkiling dan sei 
gohong). 

Tanggal 09 oktober 2006 

ST. 281/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  

 

 

 
 

Rp.12.850.000,-     

53 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 3 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan bereng bengkel, 

         /BKU/2006  
 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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kalampangan, kameloh baru 

dan danau tundai). 

Tanggal 08 september 2006 
ST. 280/A-II/B-DPRD/2006 

 

 

Rp.12.250.000,-     

54 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai 

pelaksanaan perda APBD 
tahun 2006 mengenai 

peningkatan prasarana 

pemerintah (kelurahan langkai, 

panarung, palangka dan 

pahandut kecamatan 
pahandut). 

Tanggal 05 september 2006 

ST. 279/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.11.650.000,-     

55 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat dalam rangka 

menghimpun data mengenai 

program kegiatan bidang 

penataan pemukiman dan 
penataan kota sebagai bahan 

evaluasi dan pengawasan 

peraturan daerah mengenai 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

pahandut, panarung, menteng 
dan bukit tunggal). 

Tanggal 12 desember  2006 

ST. 374/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.475.000,-     

56 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai program 

kegiatan pendidikan sebagai 

usul inisiatif dalam raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 
banturung, tangkiling dan sei 

gohong). 

Tanggal 12 desember 2006 

ST. 377/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.10.825.000,-     

57 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengumpulkan data 

mengenai kegiatan kelurahan 

dalam menggalakan program 

keamanan dan ketertiban 
masyarakat sebagai usul 

inisiatif penyusunan raperda 

kota palangka raya (kelurahan 

marang, tangkiling dan 

tumbang tahai). 
Tanggal 13 desember 2006 

ST. 360/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.10.500.000,-     

58 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan data dan 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai peran 

serta lembaga dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan perda 

kegiatan kelembagaan 

(kelurahan palangka, menteng 
dan petuk katimpun). 

Tanggal 24 november 2006 

ST. 379/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp. 9.425.000,-     

59 JUNAIDI, S.Ag Biaya melaksanakan kegiatan 

koordinasi untuk menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan kebersihan 

lingkungan dan pemukiman 
(kelurahan bukit tunggal, 

menteng, pahandut dan 

langkai). 

Tanggal 18 november 2006 

ST. 375/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.11.925.000,-     

61 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

penambangan di daerah aliran 
sungai kahayan dan rungan 

sebagai bahan usul inisiatif 

942.d/BKU/2006  

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
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DPRD dalam penyusunan 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan bukti sua, gaung 
baru, pager dan mungku baru 

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 17 november  2006 

ST. 366/A-II/B-DPRD/2006 

 

 

 
Rp.15.475.000,-     

62 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat dalam rangka 

persiapan usul inisiatif DPRD 

dalam penyiapan rapeda kota 

palangka raya (kelurahan petuk 
bukti, panjehang, petuk 

barunai dan mungku baru 

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 21 november 2006 

ST. 359/A-II/B-DPRD/2006 

942.b/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.15.700.000,-     

63 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai progeam 

kegiatan kelurahan dalam 
rangka pembahasan raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

sabaru, kameloh baru, dan 

danau tundai kecamatan 

sebangau). 
Tanggal 28 november 2006 

ST. 358/A-II/B-DPRD/2006 

942.a/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 9.750.000,-     

 

2.3 Biaya Koordinasi dan Konsultasi 
 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 
SURAT 

PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya kegiatan koordinasi 

dengan masyarakat dalam 

rangka menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
palayanan pendataan PBB oleh 

kantor kelurahan di kelurahan 

pahandut dan panarung 

kecamatan pahandut 

(Kelurahan Pahandut dan 
Panarung Kecamatan 

Pahandut). 

Tanggal 01 November 2006 

ST. 355/A-II/B-DPRD/2006  

941.c/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

2 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya kegiatan melaksanakan 

koordinasi dengan masyarakat 

mengenai penataan nama jalan 

dan penomoran perumahan 
penduduk di kelurahan 

palangka dan menteng 

kecamatan jekan raya  

(Kelurahan  palangka  dan 

menteng kecamatan jekan 
raya). 

Tanggal 02 November 2006 

ST. 356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 6.650.000,-     

3 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 
melaksanakan koordinasi 

mengenai kegiatan 

pemerintahan desa dalam 

pelayanan kependudukan dan 

pemukiman di kelurahan 
marang dan tangkiling 

kecamatan bukit batu  ( 

kelurahan marang dan 

tangkiling kecamatan bukit 

batu). 
Tanggal 09 November 2006 

941.a/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.850.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
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ST. 357/A-II/B-DPRD/2006  

4 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 
melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat untuk 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan pasar tradisional 
dan pasar modern sebagai 

motor penggerak ekonomi di 

kelurahan-kelurahan 

(kelurahan pahandut, 

panarung, palangka dan bukit 
tunggal). 

Tanggal 01 November 2006 

ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

941.d/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.475.000,-     

5 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 

melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 

pengelolaan dan penataan 

daerah pemukiman masyarakat 
melalui perbaikan drainase dan 

jalan di kelurahan menteng dan 

bukit tunggal ( kelurahan 

menteng  dan bukit tunggal 

kecamatan jekan raya). 
Tanggal 22 November 2006 

ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

941.e/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 7. 475.000,-     

6 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 
melaksanakan koordinasi  

untuk menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan publik di 
kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau 

( kelurahan bereng bengkel,  

kalampangan dan kereng 
bangkirei kecamatan 

sebangau).  

Tanggal 23 November 2006 

ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

941.f/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.10.875.000,-     

7 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan  

koordinasi  dengan masyarakat 

mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 
kehidupan masyarakat ke 

kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petuk bukit dan pager 

( kelurahan mungku baru, 

petuk barunai, petuk bukit dan 
pager).  

Tanggal 22 November 2006 

ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.10.875.000,-     

8 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan menampung 
aspirasi masyarakat dalam 

rangka penyiapan usul inisiatif 

DPRD dalam pembahasan 

Raperda Kota Palangka Raya 

mengenai pengelolaan 
pertamanan kota dan 

keindahan lingkungan di 

kelurahan panarung, langkai, 

palangka dan menteng ( 

kelurahan bukit tunggal, 
menteng, pahandut dan langkai 

).  

Tanggal 18 November 2006 

ST. 375/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.11.925.000,-     

9 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya kegiatan koordinasi 

dengan masyarakat 

menampung aspirasi mengenai 

kinerja pemerintahan dalam 

     /BKU/2006  

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
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pengelolaan sengketa tanah di 

kelurahan pahandut, panarung, 

langkai dan pahandut seberang  
(  kelurahan pahandut, 

panarung, langkai dan 

pahandut seberang  ). 

Tanggal 17 Desember 2006 

ST. 359/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

Rp.13.300.000,-     

10 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya kegiatan menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengembangan ekonomi 

kemasyarakatan melalui 
pemberdayaan usaha kecil 

menengah di kelurahan petuk 

bukit, panjehang, petuk 

barunai dan mungku baru  (  

kelurahan petuk bukit, 
panjehang, petuk barunai dan 

mungku baru  ).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 367/A-II/B-DPRD/2006  

     .d/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.17.950.000,-     

11 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya kegiatan menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan prasarana jalan 

lingkungan di kelurahan 
palangka, menteng, bukit 

tunggal dan petuk katimpun 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun ).  
Tanggal 16 Desember 2006 

ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

        /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.14.950.000,-     

12 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 
koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan lahan pertanian 

dan lahan kegiatan sosial di 

kelurahan kameloh baru, 
kalampangan, bereng bengkel 

dan kereng bangkirei 

(kelurahan kameloh baru, 

kalampangan, bereng bengkel 

dan kereng bangkirei ).  
Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.14 550.000,-     

13 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat dalam 

rangka menampung aspirasi 

dengan masyarakat mengenai 

peran lembaga swadaya 

mayarakat dalam 
mengakomodasi aspirasi 

masyarakat mengenai swadaya 

pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng bukit 
tunggal dan petuk katimpun 

kecamatan jekan raya). 

Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.13.300.000,-     

14 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya kegiatan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 

pengelolaan batas wilayah oleh 

pemerintah daerah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku  
(Kelurahan petuk bukit, 

mungku baru, panjehangdan 

petuk barunai kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 10 Oktober 2006 
ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

    .c/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.15.700.000,-     

15 AGUS 

ROMANSYAH, 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

822.a/BKU/2006  

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
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 Hal. 72 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

SH, DKK menampung aspirasi 

masyarakat mengenai peran 

lembaga swadaya masyarakat 
dalm mengakomodir aspirasi 

masyarakat mengenai kinerja 

pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng dan bukit 
tunggal kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 Oktober 2006 

ST. 319/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 9.150.000,-     

16 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelayanan kelistrikan oleh 

perusahaan listrik Negara/PLN 
(kelurahan petuk bukit, 

panjrhang, mungku baru dan 

petuk barunai kecamatan 

rakumpit.  

Tanggal 07 Oktober 2006 
ST. 326/A-II/B-DPRD/2006  

832.f 
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
Rp.17.950.000,-     

17 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

perbankan dalam mendukung 

kegiatan usaha kecil menengah 

(kelurahan bereng bengkel, 
kalampangan, kereng bangkirei 

dan sabaru kecamatan 

sebangau)  

Tanggal     Oktober 2006 

ST. 328/A-II/B-DPRD/2006  

833.k/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

Rp.15.850.000,-     

18 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya kegiatan menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan prasarana jalan 
lingkungan di kelurahan 

palangka, menteng, bukit 

tunggal dan petuk katimpun 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 
katimpun ).  

Tanggal 16 Desember 2006 

ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.14.950.000,-     

19 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan lahan pertanian 

dan lahan kegiatan sosial di 
kelurahan kameloh baru, 

kalampangan, bereng bengkel 

dan kereng bangkirei 

(kelurahan kameloh baru, 

kalampangan, bereng bengkel 
dan kereng bangkirei ).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.14 550.000,-     

20 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat dalam 

rangka menampung aspirasi 

dengan masyarakat mengenai 

peran lembaga swadaya 

mayarakat dalam 
mengakomodasi aspirasi 

masyarakat mengenai swadaya 

pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng bukit 
tunggal dan petuk katimpun 

kecamatan jekan raya). 

Tanggal 10 Oktober 2006 

     /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.13.300.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
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 Hal. 73 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

21 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat mengenai 

pengelolaan batas wilayah oleh 

pemerintah daerah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku  

(Kelurahan petuk bukit, 
mungku baru, panjehangdan 

petuk barunai kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

    .c/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp.15.700.000,-     

22 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai peran 

lembaga swadaya masyarakat 

dalm mengakomodir aspirasi 

masyarakat mengenai kinerja 

pemerintah daerah dan 
perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng dan bukit 

tunggal kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 Oktober 2006 

ST. 319/A-II/B-DPRD/2006  

822.a/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp. 9.150.000,-     

23 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

pelayanan kelistrikan oleh 

perusahaan listrik Negara/PLN 

(kelurahan petuk bukit, 

panjehang, mungku baru dan 
petuk barunai kecamatan 

rakumpit.  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 326/A-II/B-DPRD/2006  

832.f 

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.17.950.000,-     

24 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 
perbankan dalam mendukung 

kegiatan usaha kecil menengah 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, kereng bangkirei 

dan sabaru kecamatan 
sebangau)  

Tanggal     Oktober 2006 

ST. 328/A-II/B-DPRD/2006  

833.k/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp.15.850.000,-     

25 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 
koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan masyarakat di bulan 

ramadhan dalam hubungan 

toleransi antar umat beragama 
di 4 (empat) kelurahan wilayah 

kecamatan jekan raya ( 

kelurahan menteng, bukit 

tunggal, palangka dan petuk 

katimpun kecamatan jekan 
raya).  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 338/A-II/B-DPRD/2006  

 
857.f/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.11.925.000,-     

26 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kinerja 

aparatur pemerintah desa di 
kelurahan mungku baru dan 

panjehang (kelurahan mungku 

baru dan panjehang ). 

Tanggal    Desember 2006 

ST. …./A-II/B-DPRD/2006  

977/BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 8.575.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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27 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
pengelolaan lahan pertanian 

dan lahan kegiatan sosial di 

kelurahan kameloh baru, 

kalampangan, bereng bengkel, 

dan kereng bangkirei 
(kelurahan kameloh baru, 

kalampangan, bereng bengkel, 

dan kereng bangkirei ).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.14.550.000,-     

28 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pengelolaan prasarana jalan 

lingkungan di kelurahan 

palangka, menteng, bukit 

tunggal dan petuk katimpun 

(kelurahan palangka, menteng, 
bukit tunggal dan petuk 

katimpun).  

Tanggal 16 Desember 2006 

ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

     c/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp.14.950.000,-     

29 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pengembangan ekonomi 

kemasyarakatan melalui 

pemerbdayaan usaha kecil 

menengah di kelurahan petuk 

bukit, panjehang, petuk 
barunai dan mungku baru 

(petuk bukit, panjehang, petuk 

barunai dan mungku baru).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 367/A-II/B-DPRD/2006  

     c/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.17.950.000,-     

30 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai kinerja 

pemerintahan dalam 

pengelolaan sengketa tanah di 

kelurahan pahandut, panarung, 

langkai dan pahandut seberang 
(kelurahan mungku baru dan 

panjehang ). 

Tanggal 17 Desember 2006 

ST.359A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.13.300.000,-     

31 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan kebersihan 
lingkungan dan pemukiman  

(kelurahan palangka, langkai, 

panarung dan menteng ).  

Tanggal 03 November 2006 

ST. 378/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp.11.925.000,-     

32 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan 

koordinasi dengan masyarakat 

mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 
kehidupan masyarakat ke 

kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petuk bukit dan pager 

(kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petuk bukit dan pager)   
Tanggal 22 November 2006 

ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp.16.450.000,-     

33 HATIR SATA Biaya koordinasi dengan 941.f/BKU/2006  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
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TARIGAN, SE, 

DKK 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan public di 

kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau 
(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau 

).  

Tanggal 23 November 2006 
ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.10.875.000,-     

34 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

pengelolaan dan penataan 

daerah pemukiman masyarakat 

melalui perbaikan drainase dan 

jalan (kelurahan menteng, dan 
bukit tunggal kecamatan jekan 

raya).  

Tanggal 22 November 2006 

ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

    .c/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 7.475..000,-     

35 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pengelolaan pasar tradisional 

dan pasar modern sebagai 

motor penggerak ekonomi di 

kelurahan - kelurahan 

(kelurahan pahandut, 
panarung, palangka dan bukit 

tunggal .  

Tanggal 01 November 2006 

ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

941.d/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 2.475..000,-     

36 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

pemerintahan desa dalam 

pelayanan kependudukan dan 
pemukiman (kelurahan marang 

dan tangkiling kecamatan bukit 

batu). 

Tanggal 09 November 2006 

ST.357/A-II/B-DPRD/2006  

941.a/BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 7.850.000,-     

37 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai penataan 

nama jalan dan penomoran 
perumahan penduduk 

(kelurahan palangka dan 

menteng kecamatan jekan 

raya). 

Tanggal 02 November 2006 
ST.356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/2006  

 

 
 

 

Rp. 6.650.000,-     

38 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

pelayanan PBB oleh kantor 

kelurahan (kelurahan pahandut 

da panarung kecamatan 

pahandut). 
Tanggal 01 November 2006 

ST.355/A-II/B-DPRD/2006  

941.c/BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

39 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan 
koordinasi dengan masyarakat 

mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 

kehidupan masyarakat ke 

kelurahan mungku baru, petuk 

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
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barunai, petk bukit dan pager 

(kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petk bukit dan pager ).  
Tanggal 22 November 2006 

ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

Rp.16.450.000,-     

40 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan public di 

kelurahan bereng bengkel, 
kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau 
).  

Tanggal 23 November 2006 

ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

941.f/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.10.875.000,-     

41 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan dan penataan 
daerah pemukiman masyarakat 

melalui perbaikan drainase dan 

jalan (kelurahan menteng, dan 

bukit tunggal kecamatan jekan 

raya).  
Tanggal 22 November 2006 

ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

    .c/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.475..000,-     

42 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan pasar tradisional 

dan pasar modern sebagai 
motor penggerak ekonomi di 

kelurahan - kelurahan 

(kelurahan pahandut, 

panarung, palangka dan bukit 

tunggal .  
Tanggal 01 November 2006 

ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

941.d/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 2.475..000,-     

43 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat mengenai kegiatan 

pemerintahan desa dalam 

pelayanan kependudukan dan 

pemukiman (kelurahan marang 

dan tangkiling kecamatan bukit 
batu). 

Tanggal 09 November 2006 

ST.357/A-II/B-DPRD/2006  

941.a/BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp. 7.850.000,-     

44 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat mengenai penataan 

nama jalan dan penomoran 

perumahan penduduk 

(kelurahan palangka dan 

menteng kecamatan jekan 
raya). 

Tanggal 02 November 2006 

ST.356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/2006  
 

 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

45 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelayanan PBB oleh kantor 
kelurahan (kelurahan pahandut 

da panarung kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 01 November 2006 

ST.355/A-II/B-DPRD/2006  

941.c/BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 6.650.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
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46 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

sosialisasi pemberdayaan 
pembangunan (kelurahan 

bereng bengkel, kalampangan, 

kereng bangkirei dan kameloh 

baru). 

Tanggal 12 Juli 2006 
ST.212.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.13.900.000,-     

47 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 

pengembangan potensi wisata 
(kelurahan marang, tumbang 

tahai, dan kelurahan tangkiling 

kecamatan bukit batu).  

Tanggal 26 Juni 2006 

ST. 196.01/A-II/B-
DPRD/2006  

487.d/BKU/2006  

 

 
 

 

Rp.11.300..000,  

48 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 
pelaksanaan kegiatan 

pendataan keluarga tahun 2006 

(kelurahan petuk bukit, 

panjehang, petuk barunai, 

mungku baru, pager, gaung 
baru dan kelurahan bukit sua 

kecamatan rakumpit).  

Tanggal 14 Juni 2006 

ST. 193.01/A-II/B-

DPRD/2006  

487.b/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.25.450..000,    

49 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi 

mengumpulkan data mengenai 

penanggulangan antisipasi 
bencana kebakaran lahan 

(kelurahan sei gohonh, 

habaring hurung, kanarakan 

kecamatan bukit batu).  

Tanggal 19 Juni 2006 
ST. 195.01/A-II/B-

DPRD/2006  

489.b/BKU/2006  

 

 
 

 

Rp.11.775.000,-     

50 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan pembangunan 

yang menerapkan aksesbilitas 

bagi para penyandang cacat  

(kelurahan pahandut, paanrung 
dan langkai kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 12 Juni 2006 

ST. 192.01/A-II/B-

DPRD/2006  

487.a/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp.9.975.000,-     

51 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 

pengaktifan kembali kegiatan 

pos kamling dan antisipasi 
musim kemarau tahun 2006 

(kelurahan bereng marang). 

Tanggal 26 Juni 2006 

ST.190.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 

 
 

Rp. 5.350.000,-     

52 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

sosialisasi pelaksanaan 

pendataan keluarga tahun 2006  
(kelurahan kalampangan, 

bereng bengkel, danau tundai, 

kameloh baru). 

Tanggal 17 Juni 2006 

ST.189.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp.12.250.000,-     

53 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

sosialisasi pelaksanaan 
pendataan keluarga tahun 2006  

(kelurahan kalampangan, 

485/BKU/2006  

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
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bereng bengkel, danau tundai, 

kameloh baru). 

Tanggal 17 Juni 2006 
ST.188.01/A-II/B-DPRD/2006  

 

Rp. 7.250.000,-     

54 ZULKIFLI 

YAHYA, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

sosialisasi mengenai perncanan 
pembangunan yang memberi 

aksesbilitas bagi penyandang 

cacat   (kelurahan palangka, 

menteng, bukit tunggal dan 

kelurahan petuk katimpun). 
Tanggal 14 Juni 2006 

ST.187.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.12.200.000,-     

55 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi mengenai 

rencana pemasangan jaringan 

distribusi SURT PT. PLN di 

wilayah kelurahan tanjung 
pinang  (kelurahan tanjung 

pinang). 

Tanggal 12 Juni 2006 

ST.186.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp. 4.150.000,-     

56 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi mengenai 

tempat penjualan minuman 
berakohol sebaagi usul inisiatif 

mengenai penyiapan raperda 

tentang retribusi ijin tempat 

penjualan minuman berakohol 

(kelurahan banturung, 
tangkiling dan kalanarakan 

kecamatan bukit batu). 

Tanggal 12 Juni 2006 

ST.186.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.000.000,-     

57 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pelaksanaan BOS di sekolah-

sekolah (kelurahan marang, 

tumnbang tahai, banturung, 

tangkiling, sei gohong, 

habaring hurung dan kelurahan 
kanarakan kecamatan bukit 

batu). 

Tanggal 14 Juni 2006 

ST.200.01/A-II/B-DPRD/2006  

489.a/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.22.750.000,-     

58 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

penyediaan balai kesehatan ibu 
dan anak (kelurahan bereng 

bengkel, kalampangan, kereng 

bengkirei dan sabaru 

kecamatan sebangau). 

Tanggal 15 September 2006 
ST.301/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp.12.625.000,-     

59 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai upaya 

meningkatkan toleransi antar 

umat beragama (kelurahan 

marang, habaring hurung, 
kanarakan dan sei gohong 

kecamatan bukti batu). 

Tanggal 12 September 2006 

ST.297/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.13.325.000,-     

60 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan       /BKU/2006  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
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masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pengelola pertanian (kelurahan 

pahandut, paanrung, dan 

langkai kecamatan pahandut). 

Tanggal 25 September 2006 

ST.302/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 9.425.000,-     

61 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

perlunya pengelolaan 

penerangan listrik bagi 
masyarakat  (kelurahan bukit 

sua, gaung baru, pager, dan 

petuk barunai kecamatan 

rakumpit).  

Tanggal 27 september 2006 
ST. 295/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp.17.950..000,  

62 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 
DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
sosialisasi 3 buah peraturan 

daerah kota paalngak raya  

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun kecamatan jekan 
raya).  

Tanggal 25 september 2006 

ST. 292/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

Rp.12.475..000,   

63 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan tanah hak ulayat 

adat  (kelurahan tumbang 

tahai, benturung, tangkiling 
dan sei gohong kecamatan 

bukit batu).  

Tanggal 23 september 2006 

ST. 291/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.12.475..000,     

64 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kredit usaha kecil bagi para 

petani dan usaha kecil  
(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, kereng bangkirei 

dan sabaru kecamatan 

sebangau).  

Tanggal 15 september 2006 
ST. 290/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp.13.375..000,   

65 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi mengenai 
kelangkaan bahan baker 

minyak tanah dan solar di 

kecamatan rakumpit 

(kelurahan mungku baru, 

pager, gaung baru dan bukit 
sua). 

Tanggal 27 september 2006 

ST.286/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp.15.700.000,-     

66 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai usaha 

pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan masyarakat 

desa memberantas pembakaran 
lahan / ladang (kelurahan 

palangka, bukit tunggal, 

menteng dan petuk katimpun). 

Tanggal 15 september 2006 

ST.284/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.11.650.000,-     

67 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

penambangan bahan galian 
golongan c dan manfaat bagi 

masyarakat sekitar (kelurahan 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

Disclaimer
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tangkiling, banturung, 

tumbang tahai dan marang). 

Tanggal 14 september 2006 
ST.283/A-II/B-DPRD/2006  

 

Rp.12.850.000,-     

68 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 

pencairan dana bantuan 
operasioanl sekolah tahap II 

(kelurahan panjehang 

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 21 Januari 2006 

ST.20.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 7.025.000,-     

69 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai tapal 

batas wilayah (kelurahan  
marang dan kelurahan 

tumbang tahai). 

Tanggal 21 Januari 2006 

ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 
 

Rp. 9.500.000,-     

70 ZULKIFLI 

YAHYA, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 

usul inisiatif anggota DPRD 

kota palangka raya. 
Tanggal 21 Januari 2006 

ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006  

103.c/BKU/2006  

 

 

 
Rp.10.750.000,-     

71 AGUS 

ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 
pemerintahan dan 

kemasyarakatan (kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 16 Januari 2006 
ST.25.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 
 

 

Rp. 8.200.000,-     

72 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengadakan sosialisasi 

tentang peraturan komite 

sekolah pada SD Negeri di 
Kelurahan langkai kecamatan 

pahandut (kelurahan langkai 

kecamatan pahandut kota 

palangka raya). 

Tanggal 14 Januari 2006 
ST.15.01/A-II/B-DPRD/2006  

119.b/BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 4.425.000,-     

73 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi dan 

konsultasi tentang anggaran 
pendidikan untuk pelaksanaan 

pendidikan di kota paalngka 

raya (jakarta). 

Tanggal 03 Januari 2006 

ST.11.01/A-II/B-DPRD/2006 

119.a/BKU/2006  

 
 

 

 

Rp.23.450.000,-     

74 ZULKIFLI 

YAHYA, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dan 

konsultasi PP 37, PP 53, dan 

PP 58 di Departemen Dalam 
Negeri RI. 

Tanggal 07 Januari 2006 

ST.23.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

Rp.16.750.000,-     

75 Drs. AYENEDY 
LESA, S.Pd 

Biaya mengenai bantuan 
langsung tunai kepada 

masyarakat miskin. 

Tanggal 18 Januari 2006 

ST.17.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

Rp. 3.150.000,-     

76 AGUS 

ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai tuntutan 

santunan tanam tumbuh Eks 

PPLG 1 juta hektar (kelurahan 
bereng bengkel, dnau tundai 

dan kameloh baru). 

Tanggal 15 mei 2006 

ST.156.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp.11.400.000,-     

77 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan pembangunan 

sarana dan prasarana kesehatan 
di kelurahan banturung, 

tangkiling dan kelurahan sei 

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Disclaimer
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gohong.  

Tanggal 23 mei  2006 

ST. 168.01/A-II/B-
DPRD/2006  

Rp.11.300..000,     

78 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pembersihan dan penyehatan 
lingkungan pemukiman 

masyarakat yang dilakukan 

oleh pemerintah.  

Tanggal 24 mei  2006 

ST. 176.01/A-II/B-
DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp.14.500.000,-     

79 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
peningkatan sarana dan 

prasarana kesenian.  

Tanggal 02 mei  2006 

ST. 170.01/A-II/B-

DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 
 

 

 

Rp.13.300.000,-     

80 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan pendataan 
keluarga dan keluarga miskin 

sebaai kelengkapan informasi 

penyaluran bantuan langsung 

tunai (kelurahan mungku baru 

dan petuk barunai kecamatan 
rakumpit).  

Tanggal 27 mei  2006 

ST. 177..01/A-II/B-

DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 9.525.000,-     

81 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pembangunan balai basara 

sambelum di kelurahan gaung 
baru kecamatan rakumpit.  

Tanggal 22 mei  2006 

ST. 167.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp.6.000.000,-     

82 ZULKIFLI 

YAHYA, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

penolakan penggalian sirkon di 

sei barunai dan penyediaan 

tanah untuk balai benih 
tanaman pangan dan 

holtikultura (kelurahan petuk 

barunai kecamatan rakumpit).  

Tanggal 08 mei  2006 

ST. 154.01/A-II/B-
DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.9.200.000,-     

83 ZULKIFLI 

YAHYA, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
kegiatan pelayanan public oleh 

pemerintah kota palangka raya 

(kelurahan pahandut, panarung 

kecamatan pahandut).  

Tanggal 06 mei  2006 
ST. 153.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.6.100.000,-     

84 AGUS 
ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan LSM 
pemantau proyek dan 

pembangunan daerah 

Kalimantan tengah mengenai 

pembentukan tim investigasi 

lapangan maupun pemeriksaan 
administrasi pada dana proyek 

PKPS-BBM TA. 2005 wilayah 

kota palangka raya. 

Tanggal 11 mei 2006 

ST.155.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 2.250.000,-     

85 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

       /BKU/2006  

 

Disclaimer
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DKK penyaluran dana di bidang 

keagamaan di kelurahan petuk 

bukit, panjehang dan petuk 
barunai kecamatan rakumpit.  

Tanggal 29 april  2006 

ST. 170.01/A-II/B-

DPRD/2006  

 

 

 
 

 

Rp.14.700.000,-     

2.4. Biaya Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD 
 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 
SURAT 

PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, 

MM. 

Biaya menghadiri pembukaan 

pendidikan dan latihan 

penanggulangan kebakaran bagi 

anggota pemadam kebakaran 
kota Palangka Raya.  

Tanggal 24 Juli 2006 

ST. 221.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

Rp. 350.000,-     

2 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, 

MM.  

Biaya menghadiri undangan 

HUT ke-6 harian umum Dayak 

post.  

Tanggal 22 Juli 2006 

ST. 220.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

Rp. 350.000,-     

3 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, 

MM. 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan menampung aspirasi 
masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan sarana ibadah dan 

sekolah (kelurahan tangkiling 

dan sei gohong).  

Tanggal 09 November 2006 
ST. 211.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 5.550.000,-    

4 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, 
MM. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
penambangan tanpa ijin 

(kelurahan pager dan bukit sua).  

Tanggal 13 Juli 2006 

ST. 218.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 
 

 

 

Rp. 6.750.000,-     

5 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, 

MM. 

Biaya memantau kegiatan 

pertanian masyarakat di 

kelurahan kalampangan dan 

kereng bangkirai (kelurahan 

kalampangan dan kereng 
bangkirai kecamatan sebangau). 

 Tanggal 10 Juli 2006 

ST. 217.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 5.450.000,-     

6 YURIKUS 

DIMANG 

Biaya menghadiri wisuda 

sarjana hukum STIH tambun 

bungai Palangka Raya angkatan 

XIX.  

Tanggal 01 Juli 2006 
ST. 222.01/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006  

 

 

 

Rp. 350.000,-     

7 YURIKUS 

DIMANG 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
sosialisasi pelaksanaan program 

kegiatan pemerintah untuk 

pelayanan kesehatan di 

kelurahan bukit tunggal dan 

menteng (kelurahan bukit 
tunggal dan menteng).  

Tanggal 10 Juli 2006 

ST. 223/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

Rp. 5.350.000,-     

8 YURIKUS 
DIMANG 

Biaya koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

penyaluran BLT (kelurahan 

pahandut dan panarung).  

Tanggal 13 Juli 2006 

ST. 224/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

Rp. 5.350.000,-     

9 YURIKUS Biaya mengenai pemerintahan       /BKU/2006  

Disclaimer
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DIMANG (kelurahan Petuk Bukit dan 

Mungku Baru).  

Tanggal 14 Juli 2006 
ST. 225/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
Rp. 6.750.000,-     

10 YURIKUS 

DIMANG 

Biaya menghadiri undangan 

peluncuran buku Soekarno dan 

desain rencana ibukota RI di 
Palangka Raya.  

Tanggal 15 Juli 2006 

ST. 226/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

Rp. 350.000,-     

11 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri seminar “ hari 

depan pembangunan pertanian 

menuju pembangunan 

berkelanjutan”.  

Tanggal 21 Juni 2006 
ST. 227/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
Rp. 350.000,-     

12 ARIES 

MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya menghadiri upacara 

pembukaan pekan olah raga 
pelajar daerah (POPDA) IX 

tingkat propinsi Kalimantan 

Tengah.  

Tanggal 23 Juni 2006 

ST. 228/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 
 

 

Rp. 350.000,-     

13 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri pembukaan 

rapat kerja propinsi KNPI 

Kalimantan Tengah tahun 2006.   

Tanggal 30 Juni 2006 
ST. 229/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
Rp. 350.000,-     

14 ARIES 

MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat di kelurahan 
tangkiling dan kelurahan sei 

gohong kecamatan bukit batu 

(kecamatan bukit batu).  

Tanggal 03 Juli 2006 

ST. 230/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp. 5.350.000,-     

15 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 

kegiatan masyarakat di bidang 
pertanian (kecamatan 

sebangau).  

Tanggal 07 Juli 2006 

ST. 231/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

Rp. 5.450.000,-     

16 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 

pos kamling di kelurahan 

pahandut dan panarung dalam 
rangka meningkatkan 

kewaspadaan bahaya kebakaran 

dan pencurian (kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 10 Juli 2006 
ST. 232/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 5.450.000,-     

17 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

peresmian gereja GKE jemaat 

hanua ramang (desa hanua 
ramang).  

Tanggal 15 Juli 2006 

ST. 233/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

Rp. 950.000,-     

18 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri upacara hari 

jadi kota palangka raya (kota 

palangka raya).  

Tanggal 15 Juli 2006 

ST. 234/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

Rp. 350.000,-     

19 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri peresmian 

dan sosialisasi balai benih ikan 

sei katune, pasar benih ikan dan 
depo pemasaran ikan.  

Tanggal 20 Juli 2006 

ST. 235/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

Rp. 350.000,-     

20 ARIES 
MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri sosialisasi 
teknis pengisian formulir 

kependudukan dan menghadiri 

dialog walikota palangka raya 

      /BKU/2006  
 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
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serta tanggapan dari nara 

sumber dengan RT/RW, Lkk, 

tim penggerak PKK, dan tokoh 
masyarakat kecamatan 

pahandut.  

Tanggal 24 Juli 2006 

ST. 236/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

Rp. 350.000,-     

21 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan peninjauan 

lapangan mengenai kegiatan 

perkembangan kegiatan 

pembangunan sarana publik di 

kelurahan petuk bukit dan 
takaras kecamatan rakumpit 

(kecamatan rakumpit).  

Tanggal 27 Juli 2006 

ST. 237/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 350.000,-     

22 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN 

,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

acara pencanangan bulan bhakti 

gotong royong masyarakat 

tingkat kota palangka raya tahun 
2006.  

Tanggal 27 Juli 2006 

ST. 237/A-II/B-DPRD/2006  

385.a 

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

Rp. 350.000,-     

23 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN 

,MM.  

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat  kelurahan habaring 

hurung dan kanarakan dalam 

rangka menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
penyaluran dana PKPS subsudi 

BBM (kelurahan habaring 

hurung dan kanarakan 

kecamatan rakumpit).  

Tanggal 29 Mei 2006 
ST. 183.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.f 

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 5.900.000,-     

24 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN 
,MM.  

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat  pahandut, 
panarung, dan langkai dalam 

rangka menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pembangunan dan rehabilitasi 

sarana kesehatan (kelurahan 
pahandut, panarung dan langkai 

kecamatan pahandut).  

Tanggal 12 Mei 2006 

ST. 179.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.c 

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp. 8.200.000,-     

25 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN 

,MM.  

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat  menteng, dan bukit 

tunggal dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai relokasi tempat 
hiburan yang meresahkan 

masyarakat (kelurahan menteng 

dan bukit tunggal kecamatan 

jekan raya).  

Tanggal 10 Mei 2006 
ST. 180.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.b 

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 5.350.000,-     

26 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN 
,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

pelepasan kafilah MTQ kota 
palangka raya di muara teweh.  

Tanggal 30 Mei 2006 

ST. 182.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.j 

/BKU/2006 

 

 
 

 

Rp. 350.000,-     

27 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN 

,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

upacara peringatan hari ulang 

tahun ke-49 propinsi 

Kalimantan Tengah tahun 2006.  

Tanggal 22 Mei 2006 
ST. 178.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.e 

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
Rp. 350.000,-     

28 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN 

,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

upacara peringatan hari ulang 

tahun ke-49 propinsi 
Kalimantan Tengah tahun 2006.  

Tanggal 22 Mei 2006 

ST. 198.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.e 

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

Rp. 350.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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29 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

mengenai pelayanan kesehatan 

di daearah rawan (kecamatan 
petuk bukit, petuk barunai dan 

pager di kecamatan rakumpit).  

Tanggal 20 Mei 2006 

ST. 142.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 9.600.000,-     

30 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

acara pembukaan pendidikan 

dan pelatihan kepemimpinan 

tingkat IV angkatan VII di 

lingkungan pemerintah kota 
palangka raya TA. 2006.  

Tanggal 27 Mei 2006 

ST. 143.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 350.000,-     

31 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat kelurahan 

pahandut seberang, tanjung 

pinang, dan tumbang rungan 

(kelurahan pahandut seberang, 
tannung pinang, dan tumbang 

rungan di kecamatan pahandut).  

Tanggal 12 Mei 2006 

ST. 140.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 8.200.000,-     

32 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 

pelayanan kesehatan remaja dan 

usia lanjut (kelurahan 
tangkiling, sei gohong dan 

habaring hurung di kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 17 Mei 2006 

ST. 141.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp. 8.400.000,-     

33 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

rapat pimpinan khusus majelis 

besar agama hindu kaharingan 
pusat palangka raya.  

Tanggal 08 Mei 2006 

ST. 139.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

Rp. 350.000,-     

34 ARIES 
MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 
rapat pleno dewan pengurus 

daerah komite nasional pemuda 

Indonesia.  

Tanggal 30 Mei 2006 

ST. 144.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

Rp. 350.000,-     

35 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

pembukaan pelatihan 

ketrampilan kerjasama antara 
pemerintah kabupaten murung 

raya dengan pemerintah kota 

palangka raya. 

Tanggal 02 Mei 2006 

ST. 138.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 350.000,-     

36 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya menghadiri undangan 

pembukaan lokakarya 

HIV/AIDS, NAPSA, KESPRO, 
PMS untuk rakyat Kalimantan 

Tengah.  

Tanggal 27 Mei 2006 

ST. 150.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

Rp. 350.000,-     

37 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya menghadiri undangan 

pelaksanaan dharma shanty hari 

raya nyepi tahun baru caka 1928 

tingkat propinsi Kalimantan 

Tengah.  
Tanggal 06 Mei 2006 

ST. 145.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 350.000,-     

38 YURIKUS 
DIMANG. 

Biaya menghadiri acara 
pembukaan musyawarah cabang 

VI partai persatuan 

pembangunan kota palangka 

raya.   

Tanggal 26 Mei 2006 

      /BKU/2006  
 

 

 

Rp. 350.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ST. 149.01/A-II/B-DPRD/2006  

39 YURIKUS 
DIMANG. 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat kelurahan gaung 

baru dan bukit sua untuk 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan.  

Tanggal 20 Mei 2006 

ST. 147.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp. 7.100.000,-     

40 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat kelurahan tangkiling 

untuk menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengembangan usaha 
masyarakat.  

Tanggal 23 Mei 2006 

ST. 148.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 3.050.000,-     

41 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat kelurahan kereng 

bengkirai, danau tundai dan 

sabaru dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan kelurahan.  

Tanggal 15 Mei 2006 

ST. 147.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp. 8.300.000,-     

42 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN 

,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 
pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 28 Januari 2006 

ST. ---  

31.b 

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

Rp.50.000.000,-     

43 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  
Tanggal 28 Januari 2006 

ST. ---  

31.c 

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
Rp.50.000.000,-     

44 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN 

,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 
kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 09 Juni 2006 
ST. ---  

408 
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

Rp.13.600.000,-     

45 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 
rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 09 Juni 2006 

ST. ---  

408 

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

Rp.13.800.000,-     

46 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 
raya.  

Tanggal 09 Juni 2006 

ST. ---  

408 

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

Rp.22.500.000,-     

47 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya dalam rangka menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan pembakaran lahan dan 

ladang kosong di kelurahan 

panjehang, petuk barunai, dan 

mungku baru kecamatan 

       

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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rakumpit.  

Tanggal 23 Desember 2006 

ST. 271/A-II/B-DPRD/2006 

 

Rp. 9.600.000,-     

48 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

untuk menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

peningkatan sarana dan 
prasarana jalan di lingkar luar 

(kelurahan bukit tunggal dan 

menteng kecamatan jekan raya).  

Tanggal 01 September 2006 

ST. 270/A-II/B-DPRD/2006 

       

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 5.350.000,-     

49 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya mengadakan koordinasi 

untuk menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 
pembangunan prasarana badan 

jalan desa (kelurahan tangkiling 

dan sei gohong kecamatan 

sebangau).  

Tanggal 07 September 2006 
ST. 272/A-II/B-DPRD/2006 

       

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

Rp. 5.550.000,-     

50 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 
masyarakat dalam 

mengantisipasi tindak kejahatan 

dan gangguan kamtibnas 

lainnya di sekitar lingkungan 

pemukiman (kelurahan 
pahandut dan panarung 

kecamatan pahandut).  

Tanggal 01 September 2006 

ST.273/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.850.000,-     

51 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya memfasilitasi pertemuan 

masyarakat untuk peraturan 

daerah mengenai bahaya 

kebakaran lahan (kelurahan 
bukit tunggal).  

Tanggal 26 September 2006 

ST.274/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 2.850.000,-     

52 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN 

,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 
dengan masyarakat mengani 

kegiatan penanggulangan 

bahaya kebakaran (kelurahan 

petuk bukit dan panjehang 

kecamatan rakumpit).  
Tanggal 13 September 2006 

ST.275/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

Rp. 5.350.000,-     

53 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN 

,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 
dengan masyarakat di kelurahan 

kalampangan dan kereng 

bangkirai sekaligus menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan pertanian dan 
peternakan (kelurahan 

kalampangan dan kereng 

bangkirai kecamatan sebangau).  

Tanggal 14 September 2006 

ST.276/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 5.450.000,-     

54 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya memantau langsung 

penanggulangan bahaya 

kebakaran lahan bersama 
masyarakat (kelurahan 

palangka, menteng, petuk 

katimpun dan bukit tunggal 

kecamatan jekan raya).  

Tanggal 05 Oktober 2006 
ST. 341/A-II/B-DPRD/2006 

821.f 

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.10.550.000,-     

55 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kinerja 
DPRD kota palangka raya tahun 

2006 (kelurahan banturung, 

tangkiling, kanarakan dan sei 

821.a 

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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gohong kecamatan bukit batu). 

Tanggal 02 Oktober 2006 

ST. 340/A-II/B-DPRD/2006 

 

 

Rp.10.750.000,-     

56 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

perbankan dalam membantu 
memberikan kredit lunak bagi 

usaha kecil dan menengah 

(kelurahan mungku baru, 

panjehang, petuk barunai dan 

petuk bukit kecamatan 
rakumpit).  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 342/A-II/B-DPRD/2006 

821.c 

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.11.950.000,-     

57 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan safarai 

ramadhan untuk meningkatkan 

toleransi umat beragama 

(kelurahan pahandut, panarung 

dan langkai kecamatan 
pahandut). 

Tanggal 11 Oktober 2006 

ST. 343/A-II/B-DPRD/2006 

821.d 

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

Rp. 7.775.000,-     

58 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya mengikuti bulan 

ramadhan dengan masyarakat 

untuk meningkatkan toleransi 

umat beragama (kelurahan 

banturung, tangkiling dan sei 
gohong kecamatan bukit batu). 

Tanggal 11 Oktober 2006 

ST. 343/A-II/B-DPRD/2006 

821.e 

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

Rp. 8.250.000,-     

59 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya tatap muka dengan para 

tokoh masyarakat, agama dan 

pemuda dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai sikap hidup saling 
tenggang rasa antar umat 

beragama (kelurahan pahandut, 

panarung, langkai dan pahandut 

seberang kecamatan pahandut).  

Tanggal 14 Oktober 2006 
ST. 345/A-II/B-DPRD/2006 

821.b 

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.10.550.000,-     

60 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 

masayarakat menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
pengelolaan tanah garapan 

sebagai upaya mensejahterakan 

masyarakat sekitar (kelurahan 

kameloh baru, bereng bengkel, 

kalampangan dan kereng 
bangkirai kecamatan sebangau). 

Tanggal 18 Oktober 2006 

ST. 346/A-II/B-DPRD/2006 

821.g 

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.10.650.000,-     

61 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan safarai 

ramadhan (kelurahan mungku 

baru kecamatan rakumpit).  

Tanggal 20 Oktober 2006 

ST. 347/A-II/B-DPRD/2006 

      /BKU/2006  

 

 

 

Rp. 4.450.000,-     

62 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri kegiatan buka 

puasa bersama 

(kelurahanpahandut dan langkai 
kecamatan pahandut). 

Tanggal 05 Oktober 2006 

ST. 348/A-II/B-DPRD/2006 

     /BKU/2006  

 

 
 

Rp. 550.000,-     

63 YURIKUS 
DIMANG. 

Biaya koordinasi dengan 
masayarakat mengenai tindak 

pembakaran lahan dan 

kebakaran hutan dikaitkan 

dengan peraturan daerah 

menmgenai pembakaran hutan 
(kelurahan kalampangan, bereng 

bengkel, kereng bangkirai dan 

kameloh baru).  

      /BKU/2006  
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Tanggal 07 Oktober 2006 

ST.350/A-II/B-DPRD/2006  

Rp.10.650.000,-     

64 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat menengah usul 

masyarakat untuk pembangunan 

sarana dan prasarana pelayanan 

masyarakat (kelurahan 
tangkiling, sei gohong, 

banturung dan kanarakan).  

Tanggal 12 Oktober 2006 

ST.351/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.10.750.000,-     

65 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dan memantau kegiatan pusat 

kesehatan masyarakat 

(kelurahan pahandut, langkai 
dan panarung).  

Tanggal 03 Oktober 2006 

ST.349/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

Rp. 8.050.000,-     

66 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dan memantau kegiatan 

pembangunan pelayanan 

masyarakat (kelurahan mungku 

baru, petuk barunai, panjehang 
dan petuk bukit kecamatan 

rakumpit).  

Tanggal 14 Oktober 2006 

ST.352/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp.11.950.000,-     

67 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya menghadiri kegiatan 

berbuka puasa bersama 

masyarakat (kelurahan 

tangkiling, sei gohong dan 
banturung).  

Tanggal 19 Oktober 2006 

ST.353/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

Rp. 8.250.000,-     

68 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN 

,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 
kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal  Agustus 2006 
ST. ---  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

Rp.50.000.000,-     

69 ARIES 

MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan dana / 

donatur penyelenggaraan HUT 
ke-61 RI di kelurahan banturung 

tahun 2006.  

Tanggal 31 agustus 2006 

ST. --- 

 

672/BKU/2006 

 

 
 

 

 

Rp. 500.000,-     

70 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

penyaluran raskin dan BLT bagi 

masyarakat miskin (kelurahan 
panjehang, petuk barunai dan 

mungku baru kecamatan  

rakumpit).  

Tanggal 16 agustus 2006 

ST.246.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.c 

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 9.600.000,-     

71 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN 

,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dan sosialisasi dengan 

masayarakat mengenai 

koordinasi kegiatan 
penanggulangan bencana 

(kelurahan gaung baru dan bukit 

sua kecamatan rakumpit).  

Tanggal 03 agustus 2006 

ST.241.01/A-II/B-DPRD/2006  

666.a 

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.100.000,-     

72 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

mengenai rencana pengawasan 

dan  rehabilitasi jembatan titian 
kawasan murjani bawah untuk 

menampung aspirasi masyarakat 

(kelurahan pahandut kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 09 agustus 2006 

664.b 

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

Rp. 2.850.000,-     

Disclaimer
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ST.245.01/A-II/B-DPRD/2006  

73 YURIKUS 
DIMANG. 

Biaya memfasilitasi pertemuan 
masyarakat untuk peraturan 

daerah mengenai bahaya 

kebakaran lahan (kelurahan 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun).  
Tanggal 05 agustus 2006 

ST.239.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.a 
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
Rp. 5.350.000,-     

74 YURIKUS 
DIMANG. 

Biaya mengadakan koordinasi 
dengan masayarakat memantau 

pelaksanaan pembangunan 

prasarana kesehatan masyarakat 

(kelurahan palangka dan 

menteng dan bukit tunggal).  
Tanggal 22 agustus 2006 

ST.240.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.c 
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

Rp. 8.200.000,-     

75 ARIES 
MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan dana 
dalam rangka memeriahkan 

perayaan HUT proklamasi 

kemerdekaan RI di lingkungan 

RT/RW kelurahan langkai 

kecamatan pahandut (kecamatan 
pahandut).  

Tanggal 31 agustus 2006 

ST. --- 

 
671/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

Rp. 500.000,-     

76 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN 

,MM. 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat sebagai usul inisitif 

mengenai pemberdayaan 

budidaya perikanan (kelurahan 

pahandut seberang dan 
panarung kecamatan pahandut).  

Tanggal 26 agustus 2006 

ST.243.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.e 
/BKU/2006 

 
 

 

 

 
 

 

Rp. 5.350.000,-     

77 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN 

,MM. 

Biaya koordinasi dan sosialisasi 
untuk menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelaksanaan kegiatan 

pembangunan bagi masyarakat 

sesuai dengan perda APBD 
tahun anggaran 2006 (kelurahan 

kanarakan dan banturung 

kecamatan bukit batu).  

Tanggal 11 agustus 2006 

ST.242.01/A-II/B-DPRD/2006  

666.b 
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 5.550.000,-     

78 YURIKUS 

DIMANG. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan prasarana 
pemukiman masyarakat 

(kelurahan tanjung pinang dan 

tumbang rungan).  

Tanggal 02 agustus 2006 

ST.238.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.a 

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

Rp. 5.350.000,-     

79 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pemberdayaan masyarakat 
dalam kegiatan pembangunan 

pertanian dan perkebunan 

(kecamatan tangkiling dan 

marang).  

Tanggal 30 agustus 2006 
ST.248.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.e 

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 5.550.000,-     

80 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

peningkatan jalan di kelurahan 
habaring hurung dan kanarakan 

(kelurahan habaring hurung dan 

kanarakan).   

Tanggal 19 agustus 2006 

ST.247.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.d 

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 5.550.000,-     

81 ARIES 

MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya mengadakan koordinasi 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai kegiatan 

664.a 

/BKU/2006 

 

 

 

Disclaimer
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pembangunan prasarana badan 

jalan desa (kelurahan 

kalampangan dan bereng 
bengkel kecamatan sebangau).  

Tanggal 09 agustus 2006 

ST.244.01/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

Rp. 5.450.000,-     

82 ARIES 
MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan biaya 
kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 28 Januari 2006 
ST.---  

31.a 
/BKU/2006 

 
 

 

 

Rp.75.000.000,-     

 

3.3. 1 (satu) Map UUDP Biaya Perjalanan dan Biaya Pengembangan SDM 

 Surat Tanda Setoran Model Bend. 17 sebesar Rp. 373.000,- untuk 

biaya penyetoran UUDP Tahun Anggaran 2006 dari sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya dengan rincian sebagai berikut : 

-  1.1.05.08.2  Biaya Koordinasi               Rp. 168.000,- 

- 2.1.05.09.2  Biaya Penunjangan Pimpinan   Rp. 175.000,- 

- 1.3.01.05.2  Biaya Dinas Panggilan              Rp.   30.000,-  

 Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 1.906.800,- untuk biaya penye-

toran uang selisih lebih pengeluaran tahun 2006 dengan rincian 

sebagai berikut : 

-  2.1.01.02.1 (Dinas Dalam Daerah) Rp. 935.000,- 

- 13.01.06.    (Dinas Tugas Khusus) Rp.971.800,-  

3.4. Foto copy Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 01/SK-

KEU/PERBEND/2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Penunjukan/ 

pengangkatan Pemegang Kas Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja serta 

Atasan Langsung  di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya 

Tahun Anggaran 2006. (16 halaman) ; 

3.5. Foto copy Buku Kas Umum (Model Bend.10) Pemegang Kas Sekre-

tariat DPRD Kota Palangka Raya bulan Januari 2006 s.d. Desember 

2006 (132 halaman) ; 

3.6. Asli Kwitansi sebanyak 43 (empat  puluh tiga) lembar yang terdiri dari : 

No. 
Uru
t 

Tgl. 
Kwitansi 

Terima Dari 

 
 Uang sebanyak 

(Rp.) 

 

Untuk Penerima Keterangan 

1 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
Pimpinan DPRD 

melaksanakan 
koordinasi dengan 
masyarakat mengenai 
penyaluran dan PKPS 

subsidi BBM di Kel. 
Kanarakan Kec. 
Rakumpit sesuai surat 
tugas No. 183.01/A-

11/B-DPRD/2006 

WALDES 

SALEM 
(Kelurahan 
Kanarakan) 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI- 
MAH 

Disclaimer
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tanggal Mei 2006 

2 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan pelaksanaan 

tugas Pimpinan DPRD 
Kota Palangka Raya 
dalam rangka 
mengadakan koordinasi 

dengan masyarakat 
untuk menampung 
aspirasi mengenai 
pengembangan usaha 

masyarakat di Kel. 
Tangkiling Kecamatan 
Bukit Batu sesuai surat 
tugas No. 148.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal Mei 2006 

MERI 
KRISTIN 

(Kelurahan 
Tangkiling) 

Setuju dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 

HAIRONI-
MAH 

3 20 
Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan dalam 
rangka menghadiri buka 

puasa bersama di 
Kelurahan Sei Gohong 
Kecamatan Bukit Batu 

tanggal 20-21 Oktober 
2006 sesuai Tugas 
No.353/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 1 9  

Oktober 2006 

ASEL, S.Sos 
(Kelurahan 
Sei Gohong) 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 

HAIRONI-
MAH 

4 15 Juli 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

pelaksanaan BOS di 
sekolah-sekolah di 
Kelurahan Tumbang 
Tahai sesuai Tugas No .  

200.01/A-11/B-
DPRD/2006 tgl 14 Jun i 
2006 

YUS 
ANWAR 
(Kelurahan 
Tumbang 

Tahai) 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

5 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan pelaksanaan 

tugas Pimpinan DPRD 
Kota Palangka Raya 
dalam rangka 
mengadakan koordinasi 

dengan masyarakat 
untuk menampung 
aspirasi mengenai 
relokasi tempat hiburan  

yang meresahkan 
masyarakat di Kel. 
Menteng Kecamatan 

Jekan Raya sesuai Surat  
Tugas No. 180.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 10 Mei 2006 

JAENPANA
LU, S.Sos 

(Kelurahan 
Menteng) 

Setuju dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 

HAIRONI-
MAH 

6 13-12-

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya kegaitan 
menampung asporasi 
masyarakat mengenai 
program kegiatan 

pendidikan sebagai usul 
inisiatif dalam Raperda 
APBD 2007 di 
Keluarahan Banturung 

sesuai Tugas No.377/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 12 Desember 
2006 

WIN FRIED 

DUNNIE 
(Kelurahan 
Banturung) 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

7 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 
mengenai tuntutan 
santunan tanam tumbuh  

eks PPLG 1 juta Hektar 
di Keluarahan Danau 
Tundai sesuai surat 

tugas No. 156.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal  Mei 2006 

ANANG 

ENTENG 
(Kelurahan 
Danau 
Tundai) 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

8 24 Nop 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan dalam 

SETH 
AJANG, 

Setuju dibayar, 
BEKER 

Disclaimer
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DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

rangka koordinasi untuk 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
peningkatan prasarana 
dan pelayanan publik di 
Keluarahan Kereng 

Bengkirai, sesuai surat 
tugas No.370/A-11/B-
DPRD Tgl. 23 
Nopember 2006. 

S.Sos.MAP 
(Kelurahan 

Kereng 
Bengkirai) 

SIMON, SE 
 

Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

9 18 Juli 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan dalam rangka 
menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 8  
(delapan) buah Raperda 

Kota Palangka Raya di 
Kel. Pahandut Seberang 
Kec. Pahandut tanggal 

18 Juli 2006 sesuai 
dengan Surat Tugas 
No.208.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 1 7  

Juli 2006 

WALTER 

(Kelurahan 
Pahandut 
Seberang) 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

10 10-11-
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan 
koordinasi dengan 
masyarakat Kelurahan 

Marang mengenai 
kegiatan Pemerintah 
Desa dalam pelayanan 
kependudukan dan 

pemukiman. Surat 
Tugas No. 357/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 0 9  
November 2006 

ITHER  
(Kelurahan 
Marang) 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

11 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya dalam 
menampung aspirasi 
masyarakat tentang 
pelaksanaan Perda 

APBD Kota Tahun 
2006 tentang sharing 
pengembangan tanaman 
karet seluas 50 Ha di 

Kel.Kalampangan 
Kecamatan Sebangau 
sesuai surat tugas 

No.157.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
Mei 2006 

IRA DEWI 

KARYANI, 
S.Sos 
(Kelurahan 
Kalampanga

n) 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

12 Septem-
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya koordinasi 

menampung aspirasi 
masyarakat sebagai usul 
inisiatif mengenai 
perlunya pengelolaan 

penerangan listrik bagi 
masyarakat di 
Kelurahan Panarung 
Kecamatan Pahandut 

sesuai Surat Tugas 
No.302/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 2 5  
September 2006 

ANDRIE  
(Kelurahan 

Panarung 

Setuju dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 

HAIRONI-
MAH 

13 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
Pimpinan DPRD 
melaksanakan 

koordinasi dengan 
masyarakat tentang 
pelayanan kesehatan 

remaja dan usia lanjut di 
Kelurahan Habaring 
Hurung Kecamatan 
Pahandut sesuai surat 

tugas No.141.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal Mei 2006 

MALAND 

TIMBUNG 
(Kelurahan 
Habaring 
Hurung) 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

14 13 Juni 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dalam rangka 

menampung aspirasi 

AMANDUS 
FRENALDY

,AP.Msi 

Setuju dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
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Palangka 
Raya 

masyarakat mengenai 
pelaksanaan 

pembangunan yang 
menerapkan 
asksesbilitasi bagi para 
penyandang cacat di 

Kel. Langkai sesuai 
dengan surat tugas 
No.192.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 1 3  

Juni 2006 

(Kelurahan 
Langkai) 

 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

 
15 

13 juni 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dalam rangka 
menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

rencana pemasangan 
jaringan distribusi 
SURT PT. PLN di 

wilayah Kel. Tanjung 
Pinang sesuai dengan 
Surat Tugas 
No.186.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 1 2  
Juni 2006 

HENDRIKU
S S. BUDI, 
AP. 
(Kelurahan 

Tanjung 
Pinang) 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

16 Juni 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dalam rangka 
menampung aspirasi 

masyarakat dalam 
rangka sosialisasi 
mengenai perencanaan 
pemban. yg memberi 

aksesbilitasi bagi 
penyandang cacat sesuai 
surat edaran Menteri 
Negara PPN Kepala 

Bapenas 
No.3065/M.PPN/05/200
6 ke Kelurahan Bkt. 
Tunggal dengan Surat 

Tugas No.187.01/A-
11/B-DPRD/2006 tgl 14 
Juni 2006 

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 

Bukit 
Tunggal) 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

17 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam rangka 

mengumpulkan data 
mengenai kegiatan 
pemerintahan desa 

dalam melayani 
masyarakat sebagai usul 
inisiatif DPRD dalam 
menyusun Peraturan 

Daerah di Keluarahan 
Bukit Tunggal sesuai 
Surat Tugas 
No.250.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 0 3  
Agustus 2006 

SAWANG 
NK, BA 

(Kelurahan 
Bukit 
Tunggal) 

Setuju dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

18 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam rangka 
memantau pelaksanaan 

Perda APBD Kota 
Palangka Raya Tahun 
2006 mengenai 
pemberdayaan 

perempuan dan 
kesejahteraan 
masyarakat di kelurahan 

Bukit Tunggal sesuai 
Surat Tugas No. 
267.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 1 9  

Agustus 2006 

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 

Bukit 
Tunggal) 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

19 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya kegiat-
an koordinasi dengan 
masyarakat dalam rang-
ka memantau kegiatan 

Pemerintah meningkat -
kan pelayanan kesehat -
an masyarakat di Kelu-
rahan Bukit Tunggal 

Kecamatan Jekan Ray a 
sesuai Surat Tugas 

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 

Tunggal) 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
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No.259.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 1 2  

Agustus 2006  

20 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam rangka 
mengumpulkan data 
mengenai kegiatan 

ekonomi masyarakat di 
bidang perdagangan dan 
industri dalam rangka 
Usul Inisiatif DPRD 

untuk Penyusunan Perda 
di Kelurahan Bukit 
Tunggal sesuai Surat 
Tugas No. 258.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal Agustus 2006 

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 

Tunggal) 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

21 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 

dalam rangka sosialisasi 
perencanaan 
pembangunan yang 

memberikan 
aksesbilitasi bagi 
penyandang cacat sesuai 
surat edaran Menteri 

Negara PPN/Kepala 
Bappenas Nomor 
3605/M.PPN/05/2006 di 
Kelurahan Petuk 

Katimpun sesuai surat 
tugas No.187.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 14 juni 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 

HAIRONI-
MAH 

22 Septem- 

ber 2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya sosialisasi 
pelaksanaan peraturan 
daerah kota palangka 
raya mengenai APBD di 

bidang keagamaan dan 
aliran kepercayaan 
masyarakat di kelurahan 
Petuk Katimpun 

Kecamatan Jekan Ray a 
sesuai surat tugas No. 
300/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 1 4  
September 2006 

Lurah Petuk 

Katimpun 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

23 Septem-
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya koordinasi 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pelayanan kesehatan 
masyarakat dalam 
penanggulangan bahaya 

flu burung di Kelurahan  
Petuk Katimpun 
Kecamatan Jekan Ray a 
sesuai Surat Tugas No. 

292/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 2 5  
September 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

 
24 

Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan mengumpulkan 

data peredaran minuman 
beralkohol dalam 
rangka penyiapan 
Raperda pengendalian 

dan pengawasan 
peredaran minuman 
beralkohol di Kelurahan 

Petuk Katimpun sesuai 
surat tugas No. 
194.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 1 3  

Juni 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 

HAIRONI-
MAH 

25 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
pelaksanaan tugas 
Pimpinan An. Aries M.  
Narang, SE dalam 

rangka melaksanakan 

 
 Kelurahan 
Pahandut 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas dibayar 
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koordinasi dengan 
masyarakat mengenai 

kegiatan Poskamling di 
Kel. Pahandut sesuai 
surat tugas No. 
232.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 1 0  
Juli 2006. 

Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

26 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
pelaksanaan tugas 
Pimpinan DPRD Kota 

Palangka Raya  dalam 
rangka mengadakan 
koordinasi dengan 
masyarakat dalam 

rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai penyaluran 

Bantuan Langsung 
Tunai di Kel. Pahandut  
sesuai surat tugas No. 
224.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 1 3  
Juli 2006. 

 
Kelurahan 
Pahandut 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

27 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam rangka 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8  
(delapan) buah Raperda 
Kota Palangka Raya di 
Kel. Pahandut Kec. 

Pahandut sesuai surat 
tugas No. 209.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 11 Juli 2006. 

 
 Kelurahan 
Pahandut 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

28 Juli 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan koordinasi 
menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 
pelaksanaan 

pembangunan yang 
menerapkan aksesbilitas 
bagi para penyandang 
cacat di Kelurahan 

Pahandut Kecamatan 
Pahandut sesuai surat 
tugas No. 192.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal 12 Juni 2006. 

 

 Kelurahan 
Pahandut 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

29 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam rangka 
melaksanakan 

koordinasi dengan 
masyarakat mengenai 
Penerapan pelaksanaan 
sistem keamanan 

lingkungan di Kel. 
Tumbang Rungan sesuai 
surat tugas No. 
265.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 1 2  
Agustus 2006. 

KARNEGI 
L. 
PATIANOM 

(Kelurahan 
Tumbang 
Rungan) 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

30 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya dalam rangka 
pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD 
melaksanakan 
koordinasi dengan 
masyarakat tentang 

pelayanan kesehatan 
yang memenuhi mutu di 
Kel. Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut 
sesuai surat tugas No. 
140.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

Mei 2006. 

KARNEGI 
L. 
PATIANOM 

(Kelurahan 
Tumbang 
Rungan) 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

31 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan pelaksanaan 
tugas Pimpinan DPRD 
Kota Palangka Raya 

dalam rangka 

KARNEGI 
L. 
PATIANOM 
(Kelurahan 

Tumbang 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas dibayar 

Disclaimer
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Menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

kegiatan pembangunan 
prasarana pemukiman 
masyarakat di Kel. 
Tumbang Rungan sesuai 

surat tugas No. 
238.01/A-11/B-
DPRD/2006. 

Rungan) Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

32 Juni 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dalam rangka 

menampung aspirasi 
masyarakat dalam 
rangka Sosialisasi  
mengenai perencanaan 

pembang. Yg memberi 
aksesbiliti bagi 
penyandang cacat sesuai 

surat edaran Menteri 
Negara PPN Kepala 
Bapenas 
No.3065/M.PPN/05/200

6 ke Kel. Palangka 
sesuai surat tugas No. 
187.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 1 4  

juni 2006. 

 
Kel. 

Palangka 

Setuju dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 

HAIRONI-
MAH 

33 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya kegiat-
an dalam rangka me-
nampung aspirasi deng-
an masyarakat mengenai 

8 (delapan) buah Raper-
da Kota P. Raya di Kel.  
Palangka Kec. Jekan 
Raya tanggal 18 Juli 

2006  sesuai surat tugas 
No. 216.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 1 7  
Juli  2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

34 14 Juni 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan bia-

ya kegiatan mengum-
pulkan data peredaran 
minuman beralkohol 
dalam rangka penyiapan 

Raperda Pengendalian 
& Pengawasan Minu-
man beralkohol di Kel. 

Palangka  sesuai surat 
tugas No. 194.01/A-11 / 
B-DPRD/2006 tanggal 
13 Juni  2006. 

Kel. 

Palangka 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

35 Oktober 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya dalam  

rangka Mengumpulkan 
Data tentang permintaan 
pembangunan Fisik 
prasarana dalan sebagai 

usul inisiatif dalam 
rangka menysun Raper-
da APBD TA 2007 di 
Kel. Palangka  Kec. 

Jekan Raya sesuai surat  
tugas No. 323/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
02/10/06. 

Kel. 

Palangka 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

36 Oktober 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya kegiat-

an memantau langsung 
penanggulangan bahaya 
kebakaran lahan bersa-
ma masyarakat ke 4 

(empat) Kelurahan di 
Kelurahan Palangka  Ke 
camatan Jekan Raya se  

suai tugas No. 341/A-
11/B-DPRD/2006 tang-
gal 05 Oktober 2006. 

Kel. 

Palangka 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

37 Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya kegiat-
an koordinasi dengan 

masyarakat dalam rang-
ka menampung Aspirasi 
dengan masyarakat me-
ngenai Peran Lembaga 

dalam mengakomodasi 

Kel. 
Palangka 

Setuju dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 

HAIRONI-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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aspirasi masyarakat me-
ngenai Swadaya Peme-

rintah Daerah dan pe-
rangkatnya di Kel. Pa-
langka  Kec. Jekan Raya 
sesuai tugas No. 317/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal 02-10-2006. 

MAH 

38 Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 

Dalam Rangka 
Menampung Aspirasi 
Masyarakat Mengani 
Pengelolaan Asset 

Daerah Dalam Bidang 
Kelengkapan Inventaris 
Daerah di Kel. Palangka  

Kec. Jekan Raya sesuai 
tugas No. 319/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 02-
10-2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

39 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

kegiatan Koordinasi 
dengan masyarakat 
mengenai Peningkatan 
sarana dan prasarana 

kesenian di Kel. 
Palangka  Kecamatan 
Jekan Raya sesuai surat  
tugas No. 170.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal Mei 2006. 

Kel. 

Palangka 

Setuju dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 

Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

40 09 
Septem-
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya Sosialisai 3 (tiga) 
buah Peraturan Daerah 

Kota palangka Raya di 
Kel. Bukit Sua 
Kecamatan Rakumpit 
sesuai surat tugas 

No.296/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 0 8  
September 2006. 

LISER, SE. 
Kelurahan 
Bukit Sua 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

41 Juni 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dlm rangka 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 
Pelaksanaan kegiatan 
pendataan keluarga 

tahun 2006 di Kel. 
Bukit Sua sesuai surat 
tugas No.193.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal 14 Juni 2006. 

LISER, SE. 
Kelurahan 

Bukit Sua 

Setuju dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 

HAIRONI-
MAH 

42 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
Pelaksanaan tugas 
Pimpinan DPRD Kota 

Palangka Raya dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai penambangan 

Tanpa Ijin (PETI) di 
Kel. Bukit Sua sesuai 
tugas No.218.01/A-
11/B-DPRD/2006 

tanggal   Juli 2006. 

LISER, SE. 
Kelurahan 
Bukit Sua 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-

MAH 

43 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
Menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

pelaksanaan kegiatan 
pendataan keluarga 
tahun 2006 di Kel. 
Bukit Sua Kecamatan 

Rakumpit sesuai surat 
tugas No.193.01/A-
11/B-DPRD/2006 

tanggal 14 Juni 2006. 

LISER, SE. 
Kelurahan 
Bukit Sua 

Setuju dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas dibayar 
Bendaharawan 
HAIRONI-
MAH 

3.7. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran : 

7.1 Biaya Penyiapan Raperda 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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No. 

Nama- Nama 

Penerima Surat 

Perintah 

Uraian Kegiatan No. Kwitansi Jumlah 

1 2 3 4 5 

1. HATIR SATA 

TARIGAN, SE. 

Biaya bantuan kegiatan untuk 

mengumpulkan data pendukung 

dari pemerintah daerah 
Banjarmasin dalam rangka 

persiapan pembahasan Raperda 

penerangan jalan umum dan 

pajak pengguna tenaga listrik ke 

Banjarmasin (Kalsel). 
Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/ 2006.  

 

 
 

 

 

Rp.12.475.000,- 

2. HATIR SATA 
TARIGAN, SE. 

Biaya bantuan kegiatan 
menampung Aspirasi masyarakat 

di Kecamatan Bukit Batu dalam 

rangka persiapan raperda 

penerangan jalan umum dan 

pajak pengguna tenaga listrik 
pada tanggal 06 s/d 07 Januari 

2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 09.01/A-II/B-DPRD/2006  

110.b/BKU/ 2006.  
 

 

 

 

Rp. 9.250.000,- 

3. AGUS 

ROMANSYAH, 

SH. 

Biaya bantuan kegiatan 

sosialisasi mengenai tapal Batas 

Kecamatan Bukit Batu dengan 

Kecamatan Rakumpit di Mungku 
Baru pada tanggal 28 Januari 

2006.  

Tanggal 27 Februari 2006 

ST. 30.01/A-II/B-DPRD/2006  

106.c/BKU/ 2006.  

 

 

 
Rp. 9.050.000,- 

4. AGUS 

ROMANSYAH, 

SH. 

Biaya bantuan kegiatan 

pertemuan dengan masyarakat 

mengenai pengaturan tapal batas 

kelurahan dan kecamatan di 

Kecamatan Sebangau pada 
tanggal 30 Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 31.01/A-II/B-DPRD/2006  

106.c/BKU/ 2006.  

 

 

 

Rp. 4.750.000,- 

5. AGUS 

ROMANSYAH, 

SH. 

Biaya bantuan dalam rangka 

pertemuan dengan masyarakat 

mengenai masalah pertanahan di 

Kecamatan Pahandut dan 

Kecamatan Jekan Raya pada 
tanggal 20 s/d 21 Januari 2006. 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.27.01/A-II/B-DPRD/2006  

106.d/BKU/ 2006.  

 

 

 

Rp. 7.300.000,- 

6. AGUS 

ROMANSYAH, 

SH. 

Biaya bantuan kegiatan 

peninjauan lapangan mengenai 

tapal batas Kelurahan Marang 

dengan Kelurahan Tumbang 

Tahai tanggal 25 s/d 26 Januari 
2006. Tanggal 28 Februari 2006 

ST.29.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/ 2006.  

 

 

 

Rp. 4.500.000,- 

7. JUNAIDI, S.Ag. Biaya kegiatan untuk 

pengumpulan data di Kecamatan 
Jekan Raya dalam rangka 

persiapan pembahasan Raperda 

tentang pengelolaan pertamanan 

dan keindahan kota Plangka Raya 

tanggal 11 s/d 12 Januari 2006. 
Tanggal 28 Februari 2006 

ST.21.01/A-II/B-DPRD/2006. 

      /BKU/ 2006.  

 
 

 

 

Rp. 3.850.000,- 

8. JUNAIDI, S.Ag. Biaya bantuan kegiatan 
pengawasan terhadap Komite 

Sekolah di Kecamatan Bukit Batu 

dalam hal peran serta Komite 

Sekolah membantu pihak 

Sekolah melaksanakan kegiatan 
yang dibiayai dari dana BOS 

tanggal 02 s/d 03 Januari 2006. 

       /BKU/ 2006.  
 

 

 

 

 
Rp. 5.250.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tanggal 28 Februari 2006 

ST.12.01/A-II/B-DPRD/2006. 

9. JUNAIDI, S.Ag. Biaya kegiatan pengumpulan data 

di Kecamatan Jekan Raya dalam 

rangka pembahasan Raperda 

tentang pengelolaan pertamanan.  

Tanggal 28 Februari 2006 
ST.13.01/A-II/B-DPRD/2006. 

       /BKU/ 2006.  

 

 

 

Rp. 3.300.000,- 

10 HATIR SATA 

TARIGAN, SE. 

Biaya bantuan kegiatan untuk 

mengumpulkan data pendukung 
dari pemerintah daerah 

Banjarmasin dalam rangka 

persiapan Raperda penerangan 

jalan umum dan pajak pengguna 

tenaga listrik ke Banjarmasin 
(Kalsel).  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/ 2006.  

 
 

 

 

 

Rp.12.475.000,- 

11. HATIR SATA 

TARIGAN, SE. 

Biaya bantuan dalam rangka 

kegiatan pengkajian Raperda 

tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi oleh Anggota DPRD 

Kota (Komisi II) dengan Tenaga 
Ahli pada tanggal 11 Januari 

2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 08.01/A-II/B-DPRD/2006  

 110.c/BKU/ 2006.  

 

 

 

Rp. 5.000.000,- 

7..2   Biaya Koordinasi dan Konsultasi : 

 
No. Nama- Nama 

Penerima Surat 
Perintah 

Uraian Kegiatan No. Kwitansi Jumlah 

1 2 3 4 5 

1. JUNAIDI, S.Ag. Biaya bantuan kegiatan 

koordinasi dalam rangka 

menampung dan menyerap 

aspirasi masyarakat tentang 
rencana pencairan dana BOS 

tahap II di Kelurahan Petuk 

Barunai dan Kelurahan Mungku 

Baru Kecamatan Rakumpit. 

Tanggal 28 Februari 2006 
ST. 18.01/A-II/B-DPRD/2006  

114.b /BKU/ 2006. Rp.9.525.000,- 

2. JUNAIDI, S.Ag. Biaya bantuan kegiatan 

koordinasi dan konsultasi di 

Jakarta tentang Anggaran 
pendidikan untuk pelaksanaan 

bidang pendidikan di Kota 

Palangka Raya pada tanggal 04 

s/d 07 Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 
ST. 11.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/ 2006. Rp.23.450.000,- 

3. ZULKIFLI 

YAHYA, SH. 

Biaya bantuan kegiatan 

koordinasi dan konsultasi PP. 37, 
PP 53 dan PP 58 di Departemen 

Dalam Negeri RI Jakarta pada 

tanggal 09 s/d 12 Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 23.01/A-II/B-DPRD/2006  

103.d/BKU/ 2006. Rp.16.750.000,- 

4. ASNAWI, SP. Biaya pengumpulan data dalam 

rangka pembahasan Raperda Ijin 

Industri di Sampit. Tanggal 28 
Februari 2006 

ST. 04.01/A-II/B-DPRD/2006  

110.d/BKU/ 2006. Rp. 5.970.000,- 

5. AGUS 

ROMANSYAH, 
SH. 

Biaya bantuan kegiatan 

koordinasi Anggota DPRD Kota 
Palangka Raya dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

pemerintahan dan 

kemasyarakatan di Kecamatan 

Rakumpit pada tanggal 17 dan 18 
Januari 2006.  

102.d/BKU/ 2006. Rp. 8.200.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tanggal 28 Februari 2006 

ST.25.01/A-II/B-DPRD/2006  

6. ZULKIFLI 

YAHYA, SH. 

Biaya bantuan kegiatan 

koordinasi mengenai rencana 

usul inisiatif Anggota DPRD 

Kota Palangka Raya ke LKBH 

STIH-TB Palangka Raya pada 
tanggal 14 dan 16 Januari 2006. 

 Tanggal 28 Februari 2006 

ST.24.01/A-II/B-DPRD/2006  

103.c/BKU/ 2006. Rp.10.750.000,- 

7. AGUS 

ROMANSYAH, 

SH. 

Biaya bantuan kegiatan 

koordinasi Anggota DPRD Kota 

Palangka Raya dengan 

masyarakat guna menampung 

Aspirasi mengenai tapal batas 
wilayah di Kelurahan Marang 

dengan Kelurahan Tumbang 

Tahai tanggal 23 dan 24 Januari 

2006. 

Tanggal 28 Februari 2006 
ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006. 

103.a/BKU/ 2006. Rp. 9.500.000,- 

8. JUNAIDI, S.Ag. Biaya bantuan koordinasi untuk 

menampung dan menyerap 
Aspirasi masyarakat tentang 

rencana pencaiaran dana BOS 

tahap II di Kelurahan Panjehang 

Kecamatan Rakumpit pada 

tanggal 23 Januari 2006.  
Tanggal 28 Februari 2006 

ST.20.01/A-II/B-DPRD/2006. 

114.d/BKU/ 2006. Rp. 7.025.000,- 

9. JUNAIDI, S.Ag. Biaya kegiatan menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

bantuan langsung tunai kepada 

rakyat miskin di Kecamatan 

Sebangau. Tanggal 28 Februari 

2006 
ST.17.01/A-II/B-DPRD/2006. 

       /BKU/ 2006. Rp. 3.150.000,- 

10 JUNAIDI, S.Ag. Biaya kegiatan mengadakan 

sosialisasi tentang peraturan 

Komite Sekolah pada SD Negeri 
di Kelurahan Langkai Kecamatan 

Pahandut pada tanggal 09 Januari 

2006. Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 15.01/A-II/B-DPRD/2006  

114.b/BKU/ 2006. Rp. 4.425.000,- 

11. JUNAIDI, S.Ag. Biaya kegiatan sosialisasi tentang 

peraturan Komite Sekolah pada 

SD Negeri di Kecamatan Bukit 

Batu.  
Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 14.01/A-II/B-DPRD/2006  

        /BKU/ 2006. Rp. 7.850.000,- 

 

3.8.  Foto copy Surat Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 

188.4.43/13/DPRD/2006. 

3.9. 1 (satu) lembar Surat Pengembalian SPJ yang tidak lengkap bukti, 

Nomor : 900/KEU/09/III-2006 tanggal 27 Juni 2006. 

3.10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan Nomor : 900/KEU/11/III-

2006 tanggal 19 Oktober 2006. 

3.11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan Nomor : 900/KEU/12/III-

2006 tanggal 24 Nopember 2006. 

3.12. 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penja-

baran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya 

Tahun Anggaran 2006 Nomor : 1 Tahun 2006 tanggal 7 Januari 2006. 

Disclaimer
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3.13. 1 (satu) buah Buku Pemerintah Kota Palangka Raya Peraturan Wali-

Kota Palangka Raya Nomor : 21 tahun 2007 tentang Penjabaran Per-

tanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 tanggal 15 

September 2007. 

3.14. 1 (satu) bundel foto copy kwitansi untuk dana bantuan kegiatan 

(terlampir).  

3.15. Uang sejumlah Rp. 86.085.000,- (delapan puluh enam juta delapan 

puluh lima ribu rupiah), atas nama HATIR SATA TARIGAN, SE. 

3.16. 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja. 

3.17. 24 (dua puluh empat) SPMU No. 1832/PK/2006; 1659/PK/2006; 1317/ 

PK/2006; 1195/PK/2006; 1156/PK/2006; 1072/PK/2006; 679/PK/2006; 

584/PK/2006; 356/PK/2006; 329/PK/2006; 023/PK/2006; 1895/PK/2006 

1193/PK/2006; 1091/PK/2006; 1039/PK/2006; 1034/PK/2006; 856/PK/ 

2006; 678/PK/2006; 615/PK/2006; 583/PK/2006; 295/PK/2006; 249/PK/ 

2006; 243/PK/2006; 146/PK/2006. 

3.18. 1 (satu) lembar copy surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Hasil Koordinasi Kerja antara Sekretaris DPRD Kota Palangka 

Raya dan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, tertanggal 16 Agustus 

2007. 

3.19. 1 (satu) lembar copy surat sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

perihal : Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Agar melengkapi 

bukti pertanggung jawaban tertanggal 16 Agustus 2007. 

3.20. 1 (satu) lembar copy Surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Penyelesaian Hasil Audit BPK-RI di Sekretariat DPRD Kota 

P.Raya Tahun Anggaran 2007, tertanggal 30 Agustus 2007. 

3.21. 1 (satu) lembar copy surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Surat Teguran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya kepada 

Kabag. Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, tertanggal 

16 Agustus 2007. 

3.22. 2 (dua) lembar copy surat Inventarisasi LHP pada Setwan Kota 

Palangka Raya. 

3.23. 1 (satu) lembar copy surat tanda setoran kepada Kas Daerah Kota 

Palangka Raya, pengembalian bantuan biaya telepon unsur pimpinan 

DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 

2006. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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3.24. 1 (satu) lembar copy surat setoran pajak, Pajak Pph Pasal 21 biaya 

Perumahan Anggota DPRD Kota Palangka Raya Ub. Januari s/d 

Desember tahun 2006. 

3.25. 2 (dua) lembar copy surat Walikota Palangka Raya Nomor : 700/ 

103/STL-BPK-RI/2007/INSP tanggal 20 Juli 2007 perihal Tindak Lanjut 

temuan hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI di Palangka Raya Tahun 

Anggaran 2006. 

3.26. 1 (satu) lembar copy surat Walikota Palangka Raya Nomor : 700/86/ 

STL-BPK/IV.b/08/INSP tanggal 21 Agustus 2008 perihal Susulan tindak 

lanjut temuan hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI di Palangka Raya 

Tahun Anggaran 2006. 

3.27. 2 (dua) lembar copy surat Walikota Palangka raya Nomor : 700/102/ 

STL-BPK-RI/2007/INSP tanggal 20 Juli 2007 perihal Mohon ditinjau 

kembali. 

3.28. 1  (satu) buku copy Laporan Hasil pemeriksaan Kepatuhan ; Laporan 

Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Tahun Anggaran 

2006. 

3.29. 7 (tujuh) lembar copy Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 

188.4.43/09.a/A-11/P-DPRD/2006 tanggal 15 Mei 2007 tentang 

Perubahan Pertama Rencana Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Palangka Raya tahun 2006. 

3.30. Uang sejumlah Rp. 86.085.000,- ( delapan puluh enam juta delapan 

puluh lima ribu rupiah) atas nama Junaidi,S.Ag. 

3.31. Uang Sejumlah Rp. 2.690.952.000,- ( dua milyar enam ratus sembilan 

puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah ) yang disita dari 

Aries Marcorius Narang,SE,M.Si,dkk. 

 Barang bukti dari nomor urut  3.1. sampai 3.31. tersebut dikembalikan 

kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama 

Beker Simon, SE., dkk. 

4. Membebankan kepada Terdakwa  untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; 

 Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 386/Pid.B/ 

2009/PN.PL.R. tanggal 08 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”korupsi 

secara bersama-sama” ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  tersebut oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut 

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 

3. Menetapkan barang bukti berupa :  

1 (satu) bundel Dokumen Data Biaya Perjalanan Dinas : 

1.1. Perjalanan Dinas Tugas Khusus. : 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 450/BKU 

2006 tanggal 26 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi pemberlakuan 

Tarif PDAM di Banjarmasin. dan ST. 269.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Prapti Suryandari. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 448/ 

BKU/2006 tanggal 25 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta  dan ST. 267.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Peneri-

ma Surat Perintah :Zulkifli Yahya, SH.,Dkk. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 446/BKU/ 

2006 tanggal 17 April 2006, Untuk Biaya Silahturahmi Nasional 

Anggota Legislatif di Jakarta  dan ST. 245.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Asnawi, SP., Dkk. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 447/ 

BKU/2006 tanggal 18 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta  dan ST. 248.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Pene-

rima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 444/BKU/ 

2006 tanggal 11 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Keuangan dan 

Pembangunan Daerah di Jakarta  dan ST. 238.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah :Mambang I. Tubil. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 445/ 

BKU/2006 tanggal 12 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penge-

lolaan Pariwisata di Denpasar Bali,  dan ST. 242.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : H. Mukransyah. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 443/ 

BKU/2006 tanggal 5 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang cara 

Penyusunan Perda ke Depdagri di Jakarta  dan ST. 234.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. Fitriyadi Yusuf. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 447.a/ 

BKU/ 2006 tanggal 3 April 2006, Untuk Biaya mengikuti Rapat Kerja 

Nasional di Jakarta  dan ST. 225.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Peneri-

ma Surat Perintah : Junaidi, S.Ag. Dkk. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 441/BKU/ 

2006 tanggal 28 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengelolaan 

Aset Daerah di Jakarta  dan ST. 224.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Drs. Ayenedy Lesa. S.Pd. 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 440/ 

BKU/2006 tanggal 31 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta  dan ST. 217.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Pene-

rima Surat Perintah : Hatir Sata Tarigan. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 449/BKU/ 

2006 tanggal 26 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang Peren-

canaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Jakarta  dan ST. 

268.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. 

Jamran Kurniawan, MM. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 467/BKU/ 

2006 tanggal 16 Mei 2006, Untuk Biaya Konsultasi Mengenai Fraksi 

Gabungan lebih dari satu ke Depdagri di Jakarta  dan ST. 311.01/A-

11/B-DPRD/ 2006 an. Penerima Surat Perintah : Syahrudin Durasid, 

Dkk. 

13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 451/BKU/ 

2006 tanggal 29 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penyusunan 

Tata Naskah Perda di Depdagri Jakarta  dan ST. 277.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Charly S Penyang. 

14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 468/BKU/ 

2006 tanggal 22 Mei 2006, Untuk Biaya Konsultasi Proses Pengelo-

laan APBD di Depdagri Jakarta  dan ST. 322.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Agus Romansyah, SH., Dkk. 

15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 469/BKU/ 

2006 tanggal 18 Januari 2006, Untuk Membayar kekurangan Biaya 

Perjalanan Dinas Tugas Khusus Dalam Rangka Menjemput Rom-

bongan Haji Kota Palangka Raya di Banjarbaru, ST. 44.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Sugianto, SP. Dkk. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 656/BKU/ 

2006 tanggal 14 Agustus 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penyusunan 

Disclaimer
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APBD dan Pengawasan / Auditing APBD Berbasis Kemerja di 

Jakarta  dan ST. 679.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah : Subandi, S.Sos. 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 625/BKU/ 

2006 tanggal 21 Juni 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Daerah di Depdagri Jakarta  dan ST. 380.01 

/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Walden M. 

Sihaloho. 

18. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 124/BKU/ 

2006 tanggal 3 Juli 2006, Untuk Biaya Mengikuti Konsultasi 

Keuangan dan Pembangunan Daerah di Jakarta  dan ST. 405.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. Fitriyadi Yusuf. 

19. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 577/BKU/ 

2006 tanggal 26 Mei 2006, Jakarta,  dan ST. 323.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

20. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 626/BKU/ 

2006 tanggal 27 Juni 2006, Untuk Biaya Konsultasi Peningkatan 

peran DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Kinerja 

Penda di Depdagri Jakarta  dan ST. 391.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Subandi, S.Sos. 

21. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 655/BKU/ 

2006 tanggal 31 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi Keuangan dan 

Pembangunan Daerah di Jakarta  dan ST. 453.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Zulkifli Yahya, Dkk. 

22. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 654/BKU/ 

2006 tanggal 7 Agustus 2006, Untuk Biaya Koordinasi Perda 

Persampahan di Surabaya  dan ST. 464.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

23. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 628/BKU/ 

2006 tanggal 12 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi Raperda Miras di 

Depdagri Jakarta  dan ST. 401.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima 

Surat Perintah : Maryono, Shi ; 

24. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 627/BKU/ 

2006 tanggal 3 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan dan Pertang-

gung Jawaban APBD di Jakarta  dan ST. 400.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Cornelius David. 

Disclaimer
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25. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 580/BKU/ 

2006 tanggal 27 Mei 2006, Untuk Biaya Dinas Keluar Daerah 

(Jakarta),  dan ST. 329.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah : Drs. Cornelius David. 

26. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 700/BKU/ 

2006 tanggal 25 Agustus 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang 

Perencanaan Penyusunan serta Penetapan Perda tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah di Jakarta.  dan ST. 688.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Asnawi, SP. 

27. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 698/BKU/ 

2006 tanggal 19 Agustus 2006, Untuk Biaya Konsultasi Permendagri 

No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah Perencanaan dan Pengangguran serta APBD di Jakarta.  

dan ST. 688.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Hatir Sata Tarigan, SE. 

28. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor :  /BKU/ 

2006 tanggal 7 September 2006, Jakarta.  dan ST. 738.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, 

SE. 

29. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 699/BKU/ 

2006 tanggal 19 Agustus 2006, Untuk Biaya Koordinasi Penangan-

an Miras di Banjarmasin.  dan ST. 685.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : H. Abu Sadikin. 

30. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 897/BKU/ 

2006 tanggal 17 Oktober 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengem-

bangan Aset Daerah Departemen Keuangan di Jakarta.  dan ST. 

803.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Walden 

M. Sihaloho, SH. Dkk. 

31. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 896/BKU/ 

2006 tanggal 8 November 2006, Jakarta.  dan ST. -  an. Penerima 

Surat Perintah : Mekatrin Yoshua. 

32. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 246/BKU/ 

2006 tanggal 11 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Mekanisme 

Penyusunan dan Pengelolaan Program ke Depdagri di Jakarta.  dan 

ST. 182.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Bambang A. Bahan. S. Hut. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
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33. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 247/BKU/ 

2006 tanggal 14 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda 

Mengenai Produk Hukum Daerah di Jakarta.  dan ST. 188.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Zulkifli Yahya, Dkk. 

34. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 245/BKU/ 

2006 tanggal 11 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Dana Perim-

bangan daerah di Depdagri Jakarta.  dan ST. 181.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :H. Abu Sadikin. 

35. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 244/BKU/ 

2006 tanggal 16 Januari 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang Dana 

Perimbangan Daerah di Departemen Dalam Negeri Jakarta.  dan 

ST. 07.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : H. 

Mukransyah. 

36. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 243/BKU/ 

2006 tanggal 4 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang 

Pengelolaan Aset Daerah ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta.  

dan ST. 163.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Syahrudin Durasid. 

37. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 182/BKU/ 

2006 tanggal 24 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda Pene-

rangan Jalan Kota Palangka Raya di Jakarta.  dan ST. 149.01/A-11/ 

B-DPRD/ 2006 an. Penerima Surat Perintah : Agus Romansyah,SH. 

38. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 122/BKU/ 

2006 tanggal 2 Januari 2006, Untuk Biaya Menghadiri Acara Pe-

ringatan Hari Jadi Kota Waringin Timur di Sampit. dan ST. 08.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang; 

39. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 121/BKU/ 

2006 tanggal 2 Januari 2006, Untuk Biaya Menghadiri Acara Pe-

ringatan Hari Jadi Kota Waringin Timur di Sampit. dan ST. 07.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius 

Narang, SE. 

40. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 181/BKU/ 

2006 tanggal 23 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengguna-

an Hak Angkat. Dewan di Jakarta.  dan ST. 136.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

41. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 180/BKU/ 

2006 tanggal 23 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengelolaan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Keuangan Daerah di Jakarta.  dan ST. 137.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Prapti Suryandari. 

42. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 179/BKU/ 

2006 tanggal 21 Februari 2006, Untuk Biaya Menghadiri Undangan 

Perkawinan Anak Kapolda Kalteng di Surabaya.  dan ST. - . 

Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 

43. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 183.b/ 

BKU/2006 tanggal 24 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Pengembangan Aset Daerah Departemen Keuangan di Jakarta.  

dan ST. 148/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Mambang I. Tubil, Dkk. 

44. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 178/BKU/ 

2006 tanggal 21 Februari 2006, Untuk Biaya Training Advocacy 

Ekham di Bogor (Via Jakarta). dan ST. 130.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah :  Bambang A. Bahan. S.Hut. 

45. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 177/BKU/ 

2006 tanggal 14 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Peraturan 

Daerah ke Depdagri di Jakarta. dan ST. 116.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Drs. Siber. 

46. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 176/BKU/ 

2006 tanggal 1 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta.  dan ST. 115.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 

47. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 175/BKU/ 

2006 tanggal 13 Februari 2006, Untuk Biaya Mendampingi Gubernur 

Kalteng ke Jakarta..  dan ST. 113.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Peneri-

ma Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

48. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 94/BKU/ 

2006 tanggal 16 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 42.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. Fitriyadi Yusuf. 

49. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 93/BKU/ 

2006 tanggal 28 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 76.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Charly S. Penyang. 

50. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 92/BKU/ 

2006 tanggal 16 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 77.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Siber. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
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51. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 38/BKU/ 

2006 tanggal 13 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 04.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Cornelius David. 

52. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 37.a/ 

BKU/2006 tanggal 13 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 32.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Mekatrin Yosua. 

53. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 39.a/BKU/ 

2006 tanggal 20 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. --- an. Penerima 

Surat Perintah : Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

54. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 36/BKU/ 

2006 tanggal 28 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 32.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Andrico, STH.  

1.2 Perjalanan Dinas Studi Banding Luar Daerah. 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 149.a/ 

BKU/2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya perja-

lanan dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota 

Komisi-komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa 

Timur. dan ST. 198/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah : Yurikus Dimang. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 149.b/ 

BKU/2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya 

perjalanan dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota 

Komisi-komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa 

Timur. dan ST. 196/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perin-

tah : Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 148/BKU/ 

2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya perjalanan 

dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota Komisi-

komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa Timur. 

dan ST. 197/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Aries Marcorius Narang, SE. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 150/BKU/ 

2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya perjalanan 

dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota Komisi-

komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa Timur. 

dan ST. 199/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Agus Romansyah, SH. Dkk. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 729/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas Reses Luar Daerah ke Jakarta. dan ST. 739/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 731/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas reses  Luar daerah ke Jakarta. dan ST. 742/A-11/ B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Prapti Suryandari, Dkk. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 732/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas Reses Luar Daerah Ke Jakarta. dan ST. 742/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Walden M. Sihaloho, 

SH. Dkk. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 730/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas Reses Luar Daerah Ke Jakarta. dan ST. 740/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. H. Jamran 

Kurniawan. MM. 

1.3. Perjalanan Dinas Panggilan. 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 574/BKU/ 

2006 tanggal 8 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 99.01/A-11/ 

B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Mambang I. Tubil, Dkk. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 573/BKU/ 

2006 tanggal 8 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 100.01/A-11/ 

B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Subandi, S.Sos. Dkk. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 573/BKU/ 

2006 tanggal 30 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 332.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Ayenedy Lesa, S.Pd., DKK. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 580/BKU/ 

2006 tanggal 27 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 329.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Cornelius David. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 576/BKU/ 

2006 tanggal 8 Juni 2006, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka 

Raya. dan ST. 359.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Agus Romansyah, Dkk. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 622/BKU/ 

2006 tanggal 24 Juni 2006, Surabaya. dan ST. 381.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Prapti Suryandari. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 623/BKU/ 

2006 tanggal 3 Juli 2006, Medan. dan ST. 401.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah :  Walden M. Sihaloho, SH. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 4 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 462.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 520/BKU/ 

2006 tanggal 28 Maret 2006, Jakarta. dan ST. 211.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Siber. 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 518/BKU/ 

2006 tanggal 10 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 355.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 28 Februari 2006, Jakarta. dan ST. 38.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, SE. 

Dkk. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 8 Mei 2006, Untuk Biaya Kontribusi Penyelewengan 

Diklat Penyusunan Perundang-Undangan. an. Penerima Surat 

Perintah :  Agus Romansyah, SH. Dan Ir. Fitriyadi Yusuf. 

13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 780/BKU/ 

2006 tanggal 22 Agustus 2006, Pontianak (Kalbar). dan ST. 703.01 

/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Andrico, STH. 

14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 783/BKU/ 

2006 tanggal 7 September 2006, Banjarmasin (Kalsel). dan ST. 

739.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Ir. Fitri-

yadi Yusuf. 

15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 781/BKU/ 

2006 tanggal 24 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 704.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy Lesa. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 779/BKU/ 

2006 tanggal 11 Agustus 2006, Kasongan. dan ST. 677.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 113 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 782/ 

BKU/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 725.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Mambang I. Tubil. 

18. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 697/ 

BKU/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 682.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius 

Narang, SE. 

19. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 428/ 

BKU/2006 tanggal 17 Maret 2006, Kuala Kapuas. dan ST. 206.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

20. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 429/ 

BKU/2006 tanggal 11 April 2006, Jakarta. dan ST. 239.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy Lesa, 

S.Pd. Dkk. 

21. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 430/ 

BKU/2006 tanggal 19 April 2006, Jakarta. dan ST. 249.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

22. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 450/ 

BKU/2006 tanggal 26 April 2006, Banjarmasin (Kalsel). dan ST. 

269.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Prapti 

Suryandari. 

23. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 431.c/ 

BKU/2006 tanggal 19 April 2006, Jakarta. dan ST. 250.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, SE. 

Dkk. 

24. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 433/ 

BKU/2006 tanggal 1 Mei 2006, Palembang. dan ST. 278.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Subandi, S.Sos. Dkk. 

25. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 434/ 

BKU/2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 283.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang.  

26. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 435/BKU/ 

2006 tanggal 3 Mei 2006, Surabaya. dan ST. 284.01/A-11/B-DPRD 

/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

27. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 436/ BKU/ 

2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 282.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 114 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

28. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 437/ 

BKU/2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 285.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy Lesa, 

S.Pd.,Dkk. 

29. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 438.b/ 

BKU/2006 tanggal 28 Februari 2006, Jakarta. dan ST. 151.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, 

SE. Dkk. 

30. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 439/ 

BKU/2006 tanggal 1 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 279.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Fitriyadi Yusuf. 

31. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 463/ 

BKU/2006 tanggal 11 Mei 2006, Daerah Istimewa Yogyakarta. dan 

ST. 305.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Mambang Tubil. 

32. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 465/ 

BKU/2006 tanggal 20 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 318.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Andrico, STH. 

33. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 464/ 

BKU/2006 tanggal 17 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 312.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Zulkifli Yahya, SH. Dkk. 

34. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 466/ 

BKU/2006 tanggal 20 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 319.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Bambang A. Bahan, 

S.Hut. 

35. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 470/ 

BKU/2006 tanggal 16 Januari 2006, Denpasar – Bali Via Surabaya. 

dan ST. 07.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Aries Marcorius Narang, SE.  

36. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 239/ 

BKU/2006 tanggal 9 Maret 2006, Jakarta. dan ST. 177.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Mambang I Tubil, Dkk. 

37. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 240/ 

BKU/2006 tanggal 11 Maret 2006, Gedung DPRD Kalteng. dan ST. 

189.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 115 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

38. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 238/ 

BKU/2006 tanggal 8 Maret 2006, Kecamatan Rakumpit dan ST. -- 

an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

39. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 242/ 

BKU/2006 tanggal 16 Maret 2006, Palangka Raya. dan ST. 

195.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

40. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 241/ 

BKU/2006 tanggal 14 Maret 2006, Kuala Kapuas. dan ST. -- an. 

Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

41. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 173.b/ 

BKU/2006 tanggal 17 Februari 2006, Balikpapan. dan ST. 122.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Syahrudin Durasid 

dan Maryono, SH. 

42. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 14 Februari 2006, Balikpapan. dan ST. --  an. 

Penerima Surat Perintah :  Imam Prayitno. 

43. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 171/BKU/ 

2006 tanggal 17 Februari 2006, Makasar via Jakarta. dan ST. 121. 

01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Asnawi, SP. 

44. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 172/ 

BKU/2006 tanggal 20 Februari 2006, Gedung DPRD Kalteng. dan 

ST. 133.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

45. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 91/BKU/ 

2006 tanggal 19 Januari 2006, Jakarta. dan ST. -- an. Penerima 

Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, SE. Dkk. 

46. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 34/BKU/ 

2006 tanggal 26 November 2006, Jakarta. dan ST. -- an. Penerima 

Surat Perintah :  Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

47. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 31.a/ 

BKU/2006 tanggal 29 Desember 2006, LKMS Di Jakarta. dan ST. -- 

an. Penerima Surat Perintah :  Syahrudin Durasid dan Junaidi. 

48. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 33.a/ 

BKU/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Balikpapan. dan ST. -- an. 

Penerima Surat Perintah :  Maryono, SH. Dan Mekatrin Yosua. 

1.4. Biaya Reses Dalam Daerah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 116 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 158/ 

BKU/2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

13.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 159/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Pahandut. dan ST. 

14.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. H. 

Jamran Kurniawan.MM. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 160/BKU/ 

2006 tanggal  2 Februari 2006, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan 

Sebangau. dan ST. 92.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Yurikus Dimang. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 161/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 

105.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 162.a/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

91.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Subandi, 

S.Sos.,Dkk. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 164.a/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Pahandut. dan ST. 

89.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Zulkifli 

Yahya, SH. Dkk. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 165.c/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 

19.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Subandi, 

S.Sos.,Dkk. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 621/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

441.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. 

Ayenedy Lesa, S.Pd.,Dkk. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 620/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Bukit dan Kecamatan 

Pahandut. dan ST. 438.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Subandi, S.Sos., Dkk. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 117 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 614/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

436.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus 

Dimang. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 618/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamtan Bukit dan Kecamatan Pahandut. 

dan ST. 435.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Aries Marcorius Narang, SE. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 617/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

440.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Aye-

nedy Lesa, S.Pd.,Dkk. 

13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 616/BKU/ 

2006 tanggal 17 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 

432.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Agus 

Romansyah, Dkk. 

14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 615/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Sebangau. dan ST. 437.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Subandi, S.Sos.,Dkk. 

15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 614/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 436.01/ 

A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 612/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Sebangau. dan ST. 434.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius 

Narang, SE. 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 613/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 433.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. H. Jamran 

Kurniawan, MM. 

2. 1 (satu) bundel Dokumen Data Biaya Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM). 

2.1. Biaya Pelatihan dan Kursus 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 
SURAT PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1. ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE 

Biaya dalam rangka mengikuti 

orientasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah bagi kepala 

464/BKU/2006 
 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 118 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

daerah, wakil kepala daerah dan 

pimpinan DPRD di jakarta. 

Tanggal 06 November 2006 
ST. 807/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

Rp. 3.500.000,-     

2. Drs. AYENEDY LESA, 

S.Pd 

Biaya kontribusi workshop 

pendidikan nasional angkatan II-

event tanggal 01-04 juni 2006. 

Tanggal 04 juni 2006 
ST. -- 

       /BKU/2006 
 

 

 

Rp. 3.250.000,-     

2.2. Biaya Penyiapan Raperda Pengajian dan Telaah Raperda. 
 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 

SURAT PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya memantau pelaksanaan 

perda DPRD kota palangak 

raya tahunn 2006, mengenai 
pemberdayaan perempuan dan 

kesejahteraan masyarakat 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun kecamatan jekan 
raya). 

Tanggal 19 agustus 2006 

ST. 267.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.11.925.000,-     

2 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelaksanaan perda APBD 

tahun 2006 bidang pendidikan 
(kelurahan marang, dan 

tumbang tahai kecamatan bukit 

batu). 

Tanggal 10 agustus 2006 

ST. 269.01/A-II/B-
DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp. 8.325.000,-     

3 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 
raperda kota palangka raya 

(kelurahan petuk bukit dan 

panjehang kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 04 agustus 2006 
ST. 263.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp. 9.525.000,-     

4 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya melaksanakan mengenai 

pelaksanaan perda peredaran 
minuman berakohol dan 

penjualan minuman berakohol 

(kelurahan pahandut, 

paanrung, langkai dan 

pahandut seberang). 
Tanggal 29 agustus 2006 

ST. 262.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.12.475.000,-     

5 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan tangkiling, dan sei 

gohong kecamatan bukit batu). 
Tanggal 02 agustus 2006 

ST. 256.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 9.275.000,-     

6 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan tumbang tahai, 

marang banturung dan 
tangkiling). 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 119 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

Tanggal 26 agustus 2006 

ST. 265.01/A-II/B-

DPRD/2006 

Rp.12.850.000,-     

7 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menghimpun informasi 

mengenai pelaksanaan perda 

kota palangka raya mengenai 

APBD kota palangka raya 
tahun 2006 bidang 

pemerintahan (kelurahan 

bereng bengkel, kalampangan 

dan kereng bangkirei). 

Tanggal 12 agustus 2006 
ST. 252.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp.12.250.000,-     

8 AGUS ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya mengumpulkan data 
mengenai kegiatan 

pemerintahan desa dalam 

melayanai masyarakat sebagai 

usul inisiatif DPRD dalam 

menyusun peraturan daerah 
(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun). 

Tanggal 03 agustus 2006 

ST. 250.01/A-II/B-
DPRD/2006 

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.11.650.000,-     

9 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 
raperda kota palangka raya 

(kelurahan pahandut dan 

panarung kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 01 agustus 2006 
ST. 299.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 
 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

10 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya di 

kecamatan jekan raya 

(kelurahan palangka dan 

kelurahan menteng kecamatan 
jekan raya). 

Tanggal 17 juli  2006 

ST. 216.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp. 7.200.000,-     

11 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya di 

kecamatan rakumpit 

(kelurahan petuk bukit dan 
kelurahan panjehang  

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 10 juli  2006 

ST. 214.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.10.000.000,-     

12 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 
(kelurahan tangkiling dan sei 

gohong kecamatan bukit batu). 

Tanggal 08 juli 2006 

ST. 211.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 7.850.000,-     

13 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya untuk kegiatan 

mengumpulkan data peredaran 

minuman berakohol dalam 
rangka penyiapan raperda 

pengendalian dan pengawadan 

peredaran minuman berakohol 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 
katimpun kecamatan jekan 

raya). 

492/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.475.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 120 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

Tanggal 13 juni  2006 

ST. 194.01/A-II/B-

DPRD/2006 

14 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan pahandut dan 
panarung kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 10 juli 2006 

ST. 209.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 6.375.000,-     

15 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 
(kelurahan langkai, dan 

pahandut seberang kecamatna 

pahandut). 

Tanggal 17 juli 2006 

ST. 208.01/A-II/B-
DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 6.375.000,-     

16 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya untuk kegiatan 

mengumpulkan data peredaran 
minuman berakohol dalam 

rangka penyiapan raperda 

pengendalian dan pengawadan 

peredaran minuman berakohol 

(kelurahan palangka, menteng, 
bukit tunggal dan petuk 

katimpun kecamatan jekan 

raya). 

Tanggal 13 juni  2006 

ST. 194.01/A-II/B-
DPRD/2006 

492/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

Rp.12.475.000,-     

17 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya untuk kegiatan 

mengumpulkan data peredaran 
minuman berakohol dalam 

rangka penyiapan raperda 

tentang label pengendalian 

peredaran minuman berakohol 

(kelurahan bereng bengkel, 
kalampangan dan kereng 

bangkirei kecamatan 

sebangau). 

Tanggal 31 mei 2006 

ST. 197.01/A-II/B-
DPRD/2006  

492/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.12.050.000,-     

18 ASNAWI, SP, DKK Biaya dalam rangka kegiatan 

pengumpulan data untuk 

pembahasan raperda ijin 
industri. 

Tanggal 11 januari 2006 

ST. 04.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 
 

Rp. 5.970.000,-     

19 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya untuk menampung 

aspirasi masyarakat di 

kecamatan bukit batu dalam 

rangka persiapan raperda 

penerangan jalan umum dan 
pajak penggunaan tenaga 

listrik (kecamatan bukit batu). 

Tanggal 05 januari  2006 

ST. 09.01/A-II/B-DPRD/2006 

110.b/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp. 9.250.000,-     

20 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengenai tapal batas 

kecamatana bukit batu dengan 

kecamatan rakumpit (mungku 

baru kecamatan rakumpit). 
Tanggal 08 juli 2006 

ST. 211.01/A-II/B-

DPRD/2006 

106.c/BKU/2006  

 

 

 
 

Rp. 9.050.000,-     

21 AGUS ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya pertemuan dengan 
masyarakat mengenai 

peraturan tapal batas 

kelurahnan dn kecamatan 

106.d/BKU/2006  
 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 121 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

(kecamatan sebangau). 

Tanggal 28 januari 2006 

ST. 31.01/A-II/B-DPRD/2006 

 

 

Rp. 4.750.000,-     

22 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya pertemuan dengan 

masyarakat mengenai masalah 

pertanahan (kecamatan 

pahandut dan kecamatan jekan 
raya). 

Tanggal 19 januari 2006 

ST. 27.01/A-II/B-DPRD/2006 

106.a/BKU/2006  

 

 

 
 

Rp. 7.300.000,-     

23 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya peninjauan lapangan 

mengenai tapal batas kelurahan 

marang dengan kelurahan 

tumbang tahai ( kelurahan 

marang dengan kelurahan 
tumbang tahai). 

Tanggal 24 januari 2006 

ST. 29.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 4.500.000,-     

24 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengadakan sosialisasi 

tentang peraturan komite 

sekolah pada SD negeri di 

kelurahan banturung, 

tangkiling dan kecamatan bukit 
batu ( kelurahan marang 

dengan kelurahan tumbang 

tahai). 

Tanggal 13 januari 2006 

ST. 14.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.850.000,-     

25 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengumpulan data 

dalam rangka persiapan 

pembahasan raperda tentang 
ijin industri dalam hal 

penyediaan tenaga kerja 

(kecamatan pahandut). 

Tanggal 23 januari 2006 

ST. 21.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 3.850.000,-     

26 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengawasan terhadap 

komite sekolah dalam hal 

peran serta komite sekolah 

membantu pihak sekolah 
melaksanakan kegiatan yang 

dibiayai dari dana BOS 

(kecamatan bukit batu). 

Tanggal 02 januari 2006 

ST. 12.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp. 5.250.000,-     

27 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengumpulan data 

dalam rangka persiapan 

raperda tentang pengelolaan 
pertamanan dan keindahan 

kota (kecamatan jekan raya). 

Tanggal 09 januari 2006 

ST. 13.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 3.300.000,-     

28 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan untuk 

mengumpulkan data 

pendukung dari pemerintah 

daerah banjarmasin dalam 
rangka persiapan pembahasan 

raperda penerangan jalan 

umum dan pajak penggunaan 

tenaga listrik (di banjarmasin 

kalsel). 
Tanggal 02 januari  2006 

ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp.12.475.000,-     

29 ASNAWI, SP, DKK Biaya dalam rangka kegiatan 

pengkajian raperda tentang 
restribusi ijin usaha jasa 

kontruksi oleh anggota DPRD 

komisi II dengan tenaga ahli. 

Tanggal 09 januari  2006 

ST. 08.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 
 

 

 

Rp. 5.000.000,-     

30 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 

aspirasi dalam rangka 

258.b/BKU/2006  

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 122 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

pengembangan karet raktyat 

yang didanai melalui APBD 

kota palangka raya sesuai 
dengan perda APBD tahun 

2006 (kecamatan pahandut dan 

kecamatan jekan raya). 

Tanggal 16 mei 2006 

ST. 157.01/A-II/B-
DPRD/2006 

 

 

 
 

 

Rp. 9.050.000,-     

31 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 

aspirasi dalam rangka 
pengembangan karet mengenai 

pelaksanaan perda APBD kota 

palangka raya tahun 2006 

tentang pengembangan 

tanaman karet dalam rangka 
kegiatan rehabilitasi hutan dan 

lahan (areal social foresty / 

kawasan hutan kelurahan petuk 

bukit dan pager kecamatan 

rakumpit). 
Tanggal 16 mei 2006 

ST. 158.01/A-II/B-

DPRD/2006 

258.c/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 9.050.000,-     

32 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan untuk 

mengumpulkan data kegiatan 

dalam rangka koordinasi 

dengan masyarakat kelurahan 

kameloh baru, sabaru dan 
kalampangan untuk 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelaksanaan perbaikan 

prasarana jalan sesuai APBD 
kota palangka raya. 

Tanggal 27 mei  2006 

ST. 169.01/A-II/B-

DPRD/2006 

357.d/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.10.875.000,-     

33 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 

aspirasi tentang pelaksanaan 

perda APBD kota palangka 
raya tahun 2006 mengenai 

sharing pengembangan 

tanaman karet seluas 50 ha 

(kelurahan mungku baru dan 

kelurahan petuk bukit). 
Tanggal 16 mei 2006 

ST. 159.01/A-II/B-

DPRD/2006 

158.a/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 4.750.000,-     

34 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai realisasi 

pelaksanaan perda APBD kota 

tahun 2006 di bidang 

peningkatan kesejahteraan 
sosial masyarakat (kelurahan 

panarung, langkai kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 11 mei 2006 

ST. 172.01/A-II/B-
DPRD/2006 

356.a/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 6.925.000,-     

35 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

sosialisasi kegiatan 
pembangunan sumber daya 

masyarakat sesuai dengan 

perda APBD tahun 2006 

(kelurahan petuk bukit dan 

panjehang kecamatan 
rakumpit). 

Tanggal 18 mei 2006 

ST. 175.01/A-II/B-

356.b/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp. 9.525.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 123 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

DPRD/2006 

36 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

kebijakan pemerintah dalam 

penyaluran bantuan tunai 

langsung sebagai pelengkap 

usul inisiatif raperda kelurahan 
panarung, langkai dan 

pahandut seberang. 

Tanggal 06 mei  2006 

ST. 162.01/A-II/B-

DPRD/2006 

357.a/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.12.450.000,-     

37 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelaksanaan APBD kota tahun 
2006 tentang pelayanan di 

bidang pendidikan di 

kelurahan kalampangan dan 

bereng bengkel. 

Tanggal 19 mei  2006 
ST. 166.01/A-II/B-

DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp. 7.625.000,-     

38 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

pelaksanaan perda APBD kota 

palangka raya tahun 2006 

tentang bantuan pembinaan 

dan bantuan kepada organisasi 
keagamaan (kelurahan 

kalampangan dan bereng 

bengkel kecamatan sebangau). 

Tanggal 17 mei 2006 

ST. 174.01/A-II/B-
DPRD/2006 

356.c/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.625.000,-     

39 JUNAIDI, S.Ag Biaya memantau pelaksanaan 

perda kota palangka raya 
mengenai batas wilayah dalam 

hubungannya pengembangan 

kebudayaan dan kesenian 

(kelurahan petuk bukit, petuk 

barunai, panjehang dan 
mungku baru kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 14 oktober 2006 

ST. 336/A-II/B-DPRD/2006 

823.a/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.16.450.000,-     

40 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan data 

pendukung sebagai usul 

inisiatif komisi mengenai 

pelaksanaan 3 buah raperda 

(kelurahan tangkiling 
kecamatan bukit batu). 

Tanggal 19 oktober 2006 

ST. 337/A-II/B-DPRD/2006 

823.b/BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 2.975.000,-     

41 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  mengumpulkan data 

tentang permintaan 

pembangunan fisik prasarana 

jalan sebagai usul inisiatif 

dalm penyusunan raperda 
APBD tahun 2007 (kelurahan 

palangka, menteng dan bukit 

tunggal kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 oktober  2006 

ST. 323/A-II/B-DPRD/2006 

823.c/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp. 9.975.000,-     

42 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  mengumpulkan data 

mengenai pelaksanaan 3 buah 

raperda kota palangka raya 
sesuai dengan sosialisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah 

daerah (kelurahan bereng 

bengkel, kereng bangkirei dan 

kalampangan kecamatan 
sebangau). 

Tanggal 11 oktober  2006 

823.d/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.10.875.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ST. 325/A-II/B-DPRD/2006 

43 AGUS ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya memantau sarana dan 
prasaran pemerintahan desa 

sesuai dengan kegiatan 

pembangunan yang dimuat 

dalam peraturan daerah APBD 

tahun 2006 sebagai bahan usul 
inisiatif DPRD untuk raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

tangkiling dan banturung 

kecamatan bukit batu). 

Tanggal 16 mei 2006 
ST. 159.01/A-II/B-

DPRD/2006 

823.e/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 7.850.000,-     

44 AGUS ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya memantau kegiatan 
pertanian dan rumah potong 

hewan sebagai penggerak 

kegiatan ekonomi masyarakat 

dalam rangka pengumpulan 

data pendukung usuk inisiatif 
DPRD kota palangka raya 

dalam penyusunan raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

kereng bangkirei dan 

kalampangan kecamatan 
sebangau). 

Tanggal 02 oktober 2006 

ST. 321/A-II/B-DPRD/2006 

823.f/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.250.000,-     

45 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengenai sosialisasi 3 

buah peraturan daerah kota 

palangka raya (kelurahan bukti 

sua, gaung baru, petuk barunai 

dan panjehang kecamatan 
rakumpit). 

Tanggal 08 september 2006 

ST. 296/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp.14.525.000,-     

46 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan 

informasi sebagai usul inisiatif 

DPRD mengenai raperda kota 

palangka raya  tentang 

pengelolaan dan 
pengembangan kesenian 

daerah (kelurahan bereng 

bengkel, kalampangan 

kecamatan sebangau). 

Tanggal 13 september 2006 
ST. 299/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.625.000,-     

47 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan 

informasi sebagai usul inisiatif 

DPRD mengenai pelaksanaan 
3 buah perda kota palangka 

raya (kelurahan bereng 

bengkel, kalampangan kereng 

bangkirei dan kameloh baru 

kecamatan sebangau). 
Tanggal 13 september 2006 

ST. 298/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.625.000,-     

48 JUNAIDI, S.Ag Biaya sosialisasi pelaksanaan 
peraturan daerah kota palangka 

raya (kelurahan palangka, 

menteng, bukit tunggal dan 

petuk katimpun kecamatan 

jekan raya). 
Tanggal 14 september 2006 

ST. 300/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  
 

 

 

 

Rp.11.295.000,-     

49 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  mengumpulkan 
informasi sebagai usul inisiatif 

DPRD mengenai pelaksanaan 

peraturan daerah APBD tahun 

2006 mengenai penambangan 

galian c sebagai sumber 
pendapatan (kelurahan 

kalampangan, sabaru, kereng 

        /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 125 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

bangkirei dan kameloh baru 

kecamatan sebangau). 

Tanggal 12 september  2006 
ST. 289/A-II/B-DPRD/2006 

Rp.13.375.000,-     

50 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  sosialisasi 3 buah 

peraturan daerah kota palangka 

raya (kelurahan petuk bukit, 
mungku baru, panjehang dan 

pager kecamatan rakumpit). 

Tanggal 26 september  2006 

ST. 293/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp.15.475.000,-     

51 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelayana kesehatan masyarakat 

dalam penanggulangan bahaya 
flu burung (kelurahan 

pahandut, panarung, langkai 

dan pahandut seberang 

kecamatan pahandut). 

Tanggal 25 september  2006 
ST. 294/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp.12.475.000,-     

52 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 3 buah 
raperda kota palangka raya 

(kelurahan tangkiling dan sei 

gohong). 

Tanggal 09 oktober 2006 

ST. 281/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  

 
 

 

 

Rp.12.850.000,-     

53 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 3 buah 

raperda kota palangka raya 
(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, kameloh baru 

dan danau tundai). 

Tanggal 08 september 2006 

ST. 280/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp.12.250.000,-     

54 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai 

pelaksanaan perda APBD 

tahun 2006 mengenai 
peningkatan prasarana 

pemerintah (kelurahan langkai, 

panarung, palangka dan 

pahandut kecamatan 

pahandut). 
Tanggal 05 september 2006 

ST. 279/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp.11.650.000,-     

55 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat dalam rangka 

menghimpun data mengenai 

program kegiatan bidang 

penataan pemukiman dan 

penataan kota sebagai bahan 
evaluasi dan pengawasan 

peraturan daerah mengenai 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

pahandut, panarung, menteng 

dan bukit tunggal). 
Tanggal 12 desember  2006 

ST. 374/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.12.475.000,-     

56 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai program 

kegiatan pendidikan sebagai 

usul inisiatif dalam raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

banturung, tangkiling dan sei 
gohong). 

Tanggal 12 desember 2006 

ST. 377/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp.10.825.000,-     

57 AGUS ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya mengumpulkan data 
mengenai kegiatan kelurahan 

dalam menggalakan program 

keamanan dan ketertiban 

         /BKU/2006  
 

 

 

Disclaimer
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masyarakat sebagai usul 

inisiatif penyusunan raperda 

kota palangka raya (kelurahan 
marang, tangkiling dan 

tumbang tahai). 

Tanggal 13 desember 2006 

ST. 360/A-II/B-DPRD/2006 

 

 

 
 

 

Rp.10.500.000,-     

58 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan data dan 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai peran 

serta lembaga dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan perda 
kegiatan kelembagaan 

(kelurahan palangka, menteng 

dan petuk katimpun). 

Tanggal 24 november 2006 

ST. 379/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp. 9.425.000,-     

59 JUNAIDI, S.Ag Biaya melaksanakan kegiatan 

koordinasi untuk menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
pengelolaan kebersihan 

lingkungan dan pemukiman 

(kelurahan bukit tunggal, 

menteng, pahandut dan 

langkai). 
Tanggal 18 november 2006 

ST. 375/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.11.925.000,-     

61 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

penambangan di daerah aliran 

sungai kahayan dan rungan 

sebaagi bahan usul inisiatif 

DPRD dalam penyusunan 
raperda kota palangka raya 

(kelurahan bukti sua, gaung 

baru, pager dan mungku baru 

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 17 november  2006 
ST. 366/A-II/B-DPRD/2006 

942.d/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.15.475.000,-     

62 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat dalam rangka 
persiapan usul inisiatif DPRD 

dalam penyiapan rapeda kota 

palangka raya (kelurahan petuk 

bukti, panjehang, petuk 

barunai dan mungku baru 
kecamatan rakumpit). 

Tanggal 21 november 2006 

ST. 359/A-II/B-DPRD/2006 

942.b/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.15.700.000,-     

63 AGUS ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai progeam 

kegiatan kelurahan dalam 

rangka pembahasan raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

sabaru, kameloh baru, dan 
danau tundai kecamatan 

sebangau). 

Tanggal 28 november 2006 

ST. 358/A-II/B-DPRD/2006 

942.a/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 9.750.000,-     

 

2.3 Biaya Koordinasi dan Konsultasi 
 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 

SURAT PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai palayanan pendataan 

PBB oleh kantor kelurahan di 

kelurahan pahandut dan panarung 

941.c/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

Disclaimer
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kecamatan pahandut (Kelurahan 

Pahandut dan Panarung 

Kecamatan Pahandut). 
Tanggal 01 November 2006 

ST. 355/A-II/B-DPRD/2006  

 

Rp. 6.650.000,-     

2 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya kegiatan melaksanakan 

koordinasi dengan masyarakat 
mengenai penataan nama jalan 

dan penomoran perumahan 

penduduk di kelurahan palangka 

dan menteng kecamatan jekan 

raya  (Kelurahan  palangka  dan 
menteng kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 November 2006 

ST. 356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 6.650.000,-     

3 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 

melaksanakan koordinasi 

mengenai kegiatan pemerintahan 

desa dalam pelayanan 

kependudkan dan pemukiman di 
kelurahan marang dan tangkiling 

kecamatan bukit batu  ( kelurahan 

marang dan tangkiling kecamatan 

bukit batu). 

Tanggal 09 November 2006 
ST. 357/A-II/B-DPRD/2006  

941.a/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.850.000,-     

4 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 

melaksanakan koordinasi dengan 
masyarakat untuk menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan pasar tradisional dan 

pasar modern sebagai motor 

penggerak ekonomi di kelurahan-
kelurahan (kelurahan pahandut, 

panarung, palangka dan bukit 

tunggal). 

Tanggal 01 November 2006 

ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

941.d/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.12.475.000,-     

5 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 

melaksanakan koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 
pengelolaan dan penataan daerah 

pemukiman masyarakat melalui 

perbaikan drainase dan jalan di 

kelurahan menteng dan bukit 

tunggal ( kelurahan menteng  dan 
bukit tunggal kecamatan jekan 

raya). 

Tanggal 22 November 2006 

ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

941.e/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp. 7. 475.000,-     

6 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 

melaksanakan koordinasi  untuk 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan publik di 
kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau ( 

kelurahan bereng bengkel,  

kalampangan dan kereng 
bangkirei kecamatan sebangau).  

Tanggal 23 November 2006 

ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

941.f/BKU/200

6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.10.875.000,-     

7 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan  

koordinasi  dengan masyarakat 

mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 

kehidupan masyarakat ke 
kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petuk bukit dan pager ( 

kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petuk bukit dan pager).  

Tanggal 22 November 2006 

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Disclaimer
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ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  Rp.10.875.000,-     

8 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan menampung 
aspirasi masyarakat dalam rangka 

penyiapan usul inisiatif DPRD 

dalam pembahasan Raperda Kota 

Palangka Raya mengenai 

pengelolaan pertamanan kota dan 
keindahan lingkungan di 

kelurahan panarung, langkai, 

palangka dan menteng ( 

kelurahan bukit tunggal, 

menteng, pahandut dan langkai ).  
Tanggal 18 November 2006 

ST. 375/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.11.925.000,-     

9 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 
masyarakat menampung aspirasi 

mengenai kinerja pemerintahan 

dalam pengelolaan sengketa 

tanah di kelurahan pahandut, 

panarung, langkai dan pahandut 
seberang  (  kelurahan pahandut, 

panarung, langkai dan pahandut 

seberang  ). 

Tanggal 17 Desember 2006 

ST. 359/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.13.300.000,-     

10 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengembangan ekonomi 
kemasyarakatan melalui 

pemberdayaan usaha kecil 

menengah di kelurahan petuk 

bukit, panjehang, petuk barunai 

dan mungku baru  (  kelurahan 
petuk bukit, panjehang, petuk 

barunai dan mungku baru  ).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 367/A-II/B-DPRD/2006  

     

.d/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.17.950.000,-     

11 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan prasarana jalan 

lingkungan di kelurahan 
palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun (kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun ).  

Tanggal 16 Desember 2006 
ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

        

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.14.950.000,-     

12 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pengelolaan lahan pertanian dan 

lahan kegiatan sosial di kelurahan 

kameloh baru, kalampangan, 

bereng bengkel dan kereng 

bangkirei (kelurahan kameloh 
baru, kalampangan, bereng 

bengkel dan kereng bangkirei ).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.14 550.000,-     

13 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi dengan 

masyarakat mengenai peran 
lembaga swadaya mayarakat 

dalam mengakomodasi aspirasi 

masyarakat mengenai swadaya 

pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 
palangka, menteng bukit tunggal 

dan petuk katimpun kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.13.300.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128
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14 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 

pengelolaan batas wilayah oleh 
pemerintah daerah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku  

(Kelurahan petuk bukit, mungku 

baru, panjehang dan petuk 

barunai kecamatan rakumpit). 
Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

    

.c/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.15.700.000,-     

15 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai peran lembaga 

swadaya masyarakat dalm 

mengakomodir aspirasi 

masyarakat mengenai kinerja 
pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng dan bukit 

tunggal kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 Oktober 2006 
ST. 319/A-II/B-DPRD/2006  

822.a/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 9.150.000,-     

16 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelayanan kelistrikan 

oleh perusahaan listrik 

Negara/PLN (kelurahan petuk 

bukit, panjehang, mungku baru 
dan petuk barunai kecamatan 

rakumpit.  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 326/A-II/B-DPRD/2006  

832.f 

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

Rp.17.950.000,-     

17 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai kegiatan perbankan 
dalam mendukung kegiatan usaha 

kecil menengah (kelurahan 

bereng bengkel, kalampangan, 

kereng bangkirei dan sabaru 

kecamatan sebangau)  
Tanggal     Oktober 2006 

ST. 328/A-II/B-DPRD/2006  

833.k/BKU/20

06 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.15.850.000,-     

18 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan prasarana jalan 

lingkungan di kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun (kelurahan 
palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun ).  

Tanggal 16 Desember 2006 

ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

        
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.14.950.000,-     

19 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan lahan pertanian dan 

lahan kegiatan sosial di kelurahan 
kameloh baru, kalampangan, 

bereng bengkel dan kereng 

bangkirei (kelurahan kameloh 

baru, kalampangan, bereng 

bengkel dan kereng bangkirei ).  
Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.14 550.000,-     

20 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi dengan 

masyarakat mengenai peran 

lembaga swadaya mayarakat 

dalam mengakomodasi aspirasi 

     /BKU/2006  
 

 

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129
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masyarakat mengenai swadaya 

pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 
palangka, menteng bukit tunggal 

dan petuk katimpun kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

 

Rp.13.300.000,-     

21 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 

pengelolaan batas wilayah oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku  

(Kelurahan petuk bukit, mungku 

baru, panjehangdan petuk barunai 

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 10 Oktober 2006 
ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

    

.c/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.15.700.000,-     

22 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai peran lembaga 

swadaya masyarakat dalm 

mengakomodir aspirasi 

masyarakat mengenai kinerja 
pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng dan bukit 

tunggal kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 Oktober 2006 
ST. 319/A-II/B-DPRD/2006  

822.a/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 9.150.000,-     

23 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelayanan kelistrikan 

oleh perusahaan listrik 

Negara/PLN (kelurahan petuk 

bukit, panjrhang, mungku baru 
dan petuk barunai kecamatan 

rakumpit.  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 326/A-II/B-DPRD/2006  

832.f 

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.17.950.000,-     

24 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai kegiatan perbankan 
dalam mendukung kegiatan usaha 

kecil menengah (kelurahan 

bereng bengkel, kalampangan, 

kereng bangkirei dan sabaru 

kecamatan sebangau)  
Tanggal     Oktober 2006 

ST. 328/A-II/B-DPRD/2006  

833.k/BKU/20

06 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.15.850.000,-     

25 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 
masyarakat mengenai kegiatan 

masyarakat di bulan ramadhan 

dalam hubungan toleransi antar 

umat beragama di 4 (empat) 

kelurahan wilayah kecamatan 
jekan raya ( kelurahan menteng, 

bukit tunggal, palangka dan petuk 

katimpun kecamatan jekan raya).  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 338/A-II/B-DPRD/2006  

 

857.f/BKU/200
6 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.11.925.000,-     

26 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai kinerja aparatur 

pemerintah desa di kelurahan 

mungku baru dan panjehang 

(kelurahan mungku baru dan 

panjehang ). 

977/BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 8.575.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130
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Tanggal    Desember 2006 

ST. …./A-II/B-DPRD/2006  

27 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan lahan pertanian dan 

lahan kegiatan sosial di kelurahan 
kameloh baru, kalampangan, 

bereng bengkel, dan kereng 

bangkirei (kelurahan kameloh 

baru, kalampangan, bereng 

bengkel, dan kereng bangkirei ).  
Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.14.550.000,-     

28 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan prasarana 

jalan lingkungan di kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 
dan petuk katimpun (kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun).  

Tanggal 16 Desember 2006 

ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

     
c/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.14.950.000,-     

29 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai pengembangan 

ekonomi kemasyarakatan melalui 

pemerbdayaan usaha kecil 

menengah di kelurahan petuk 

bukit, panjehang, petuk barunai 
dan mungku baru (petuk bukit, 

panjehang, petuk barunai dan 

mungku baru).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 367/A-II/B-DPRD/2006  

     

c/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.17.950.000,-     

30 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai kinerja pemerintahan 

dalam pengelolaan sengketa 

tanah di kelurahan pahandut, 

panarung, langkai dan pahandut 

seberang (kelurahan mungku 
baru dan panjehang ). 

Tanggal 17 Desember 2006 

ST.359A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.13.300.000,-     

31 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 
koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan kebersihan 

lingkungan dan pemukiman  

(kelurahan palangka, langkai, 
panarung dan menteng ).  

Tanggal 03 November 2006 

ST. 378/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp.11.925.000,-     

32 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan 

koordinasi dengan masyarakat 

mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 

kehidupan masyarakat ke 
kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petk bukit dan pager 

(kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petk bukit dan pager ).  

Tanggal 22 November 2006 
ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp.16.450.000,-     

33 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai peningkatan sarana dan 

941.f/BKU/200

6 

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131
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prasarana pelayanan public di 

kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 
bangkirei kecamatan sebangau 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau ).  

Tanggal 23 November 2006 
ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp.10.875.000,-     

34 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai pengelolaan dan 

penataan daerah pemukiman 

masyarakat melalui perbaikan 

drainase dan jalan (kelurahan 

menteng, dan bukit tunggal 
kecamatan jekan raya).  

Tanggal 22 November 2006 

ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

    

.c/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 7.475..000,-     

35 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan pasar 

tradisional dan pasar modern 
sebagai motor penggerak 

ekonomi di kelurahan - kelurahan 

(kelurahan pahandut, panarung, 

palangka dan bukit tunggal .  

Tanggal 01 November 2006 
ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

941.d/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 2.475..000,-     

36 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 
pemerintahan desa dalam 

pelayanan kependudukan dan 

pemukiman (kelurahan marang 

dan tangkiling kecamatan bukit 

batu). 
Tanggal 09 November 2006 

ST.357/A-II/B-DPRD/2006  

941.a/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

Rp. 7.850.000,-     

37 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat mengenai penataan 

nama jalan dan penomoran 

perumahan penduduk (kelurahan 

palangka dan menteng kecamatan 

jekan raya). 
Tanggal 02 November 2006 

ST.356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/20
06 

 
 

 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

38 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelayanan PBB oleh 

kantor kelurahan (kelurahan 

pahandut da panarung kecamatan 

pahandut). 
Tanggal 01 November 2006 

ST.355/A-II/B-DPRD/2006  

941.c/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

39 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan 
koordinasi dengan masyarakat 

mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 

kehidupan masyarakat ke 

kelurahan mungku baru, petuk 
barunai, petk bukit dan pager 

(kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petk bukit dan pager ).  

Tanggal 22 November 2006 

ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.16.450.000,-     

40 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan public di 

941.f/BKU/200

6 

 

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132
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kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau 
(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau ).  

Tanggal 23 November 2006 

ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

 

Rp.10.875.000,-     

41 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan dan 
penataan daerah pemukiman 

masyarakat melalui perbaikan 

drainase dan jalan (kelurahan 

menteng, dan bukit tunggal 

kecamatan jekan raya).  
Tanggal 22 November 2006 

ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

    

.c/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.475..000,-     

42 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan pasar 

tradisional dan pasar modern 

sebagai motor penggerak 
ekonomi di kelurahan - kelurahan 

(kelurahan pahandut, panarung, 

palangka dan bukit tunggal .  

Tanggal 01 November 2006 

ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

941.d/BKU/20
06 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 2.475..000,-     

43 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

pemerintahan desa dalam 
pelayanan kependudukan dan 

pemukiman (kelurahan marang 

dan tangkiling kecamatan bukit 

batu). 

Tanggal 09 November 2006 
ST.357/A-II/B-DPRD/2006  

941.a/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.850.000,-     

44 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai penataan 
nama jalan dan penomoran 

perumahan penduduk (kelurahan 

palangka dan menteng kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 02 November 2006 
ST.356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

45 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai pelayanan PBB oleh 

kantor kelurahan (kelurahan 

pahandut da panarung kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 01 November 2006 
ST.355/A-II/B-DPRD/2006  

941.c/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

46 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 
sosialisasi pemberdayaan 

pembangunan (kelurahan bereng 

bengkel, kalampangan, kereng 

bangkirei dan kameloh baru). 

Tanggal 12 Juli 2006 
ST.212.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.13.900.000,-     

47 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 
pengembangan potensi wisata 

(kelurahan marang, tumbang 

tahai, dan kelurahan tangkiling 

kecamatan bukit batu).  

Tanggal 26 Juni 2006 
ST. 196.01/A-II/B-DPRD/2006  

487.d/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

Rp.11.300..000,  

48 HATIR SATA Biaya koordinasi dengan 487.b/BKU/20  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133
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TARIGAN, SE, DKK masyarakat mengenai 

pelaksanaan kegiatan pendataan 

keluarga tahun 2006 (kelurahan 
petuk bukit, panjehang, petuk 

barunai, mungku baru, pager, 

gaung baru dan kelurahan bukit 

sua kecamatan rakumpit).  

Tanggal 14 Juni 2006 
ST. 193.01/A-II/B-DPRD/2006  

06  

 

 
 

 

 

Rp.25.450..000,    

49 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi mengumpulkan 

data mengenai penanggulangan 

antisipasi bencana kebakaran 
lahan (kelurahan sei gohonh, 

habaring hurung, kanarakan 

kecamatan bukit batu).  

Tanggal 19 Juni 2006 

ST. 195.01/A-II/B-DPRD/2006  

489.b/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

Rp.11.775.000,-     

50 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan pembangunan yang 
menerapkan aksesbilitas bagi 

para penyandang cacat  

(kelurahan pahandut, paanrung 

dan langkai kecamatan 

pahandut).  
Tanggal 12 Juni 2006 

ST. 192.01/A-II/B-DPRD/2006  

487.a/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.9.975.000,-     

51 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat mengenai 

pengaktifan kembali kegiatan pos 

kamling dan antisipasi musim 

kemarau tahun 2006 (kelurahan 

bereng marang). 
Tanggal 26 Juni 2006 

ST.190.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  
 

 

 

 

Rp. 5.350.000,-     

52 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

sosialisasi pelaksanaan pendataan 

keluarga tahun 2006  (kelurahan 

kalampangan, bereng bengkel, 

danau tundai, kameloh baru). 
Tanggal 17 Juni 2006 

ST.189.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp.12.250.000,-     

53 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
sosialisasi pelaksanaan pendataan 

keluarga tahun 2006  (kelurahan 

kalampangan, bereng bengkel, 

danau tundai, kameloh baru). 

Tanggal 17 Juni 2006 
ST.188.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp. 7.250.000,-     

54 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
sosialisasi mengenai perncanan 

pembangunan yang memberi 

aksesbilitas bagi penyandang 

cacat   (kelurahan palangka, 

menteng, bukit tunggal dan 
kelurahan petuk katimpun). 

Tanggal 14 Juni 2006 

ST.187.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.12.200.000,-     

55 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi mengenai 

rencana pemasangan jaringan 

distribusi SURT PT. PLN di 
wilayah kelurahan tanjung pinang  

(kelurahan tanjung pinang). 

Tanggal 12 Juni 2006 

ST.186.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 4.150.000,-     

56 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi mengenai 

485/BKU/2006  

 

 

Disclaimer
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tempat penjualan minuman 

berakohol sebaagi usul inisiatif 

mengenai penyiapan raperda 
tentang retribusi ijin tempat 

penjualan minuman berakohol 

(kelurahan banturung, tangkiling 

dan kalanarakan kecamatan bukit 

batu). 
Tanggal 12 Juni 2006 

ST.186.01/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp.12.000.000,-     

57 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelaksanaan BOS di 

sekolah-sekolah (kelurahan 

marang, tumnbang tahai, 

banturung, tangkiling, sei 
gohong, habaring hurung dan 

kelurahan kanarakan kecamatan 

bukit batu). 

Tanggal 14 Juni 2006 

ST.200.01/A-II/B-DPRD/2006  

489.a/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.22.750.000,-     

58 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai penyediaan balai 

kesehatan ibu dan anak 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, kereng bengkirei 

dan sabaru kecamatan sebangau). 
Tanggal 15 September 2006 

ST.301/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.625.000,-     

59 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai upaya meningkatkan 

toleransi antar umat beragama 

(kelurahan marang, habaring 
hurung, kanarakan dan sei 

gohong kecamatan bukti batu). 

Tanggal 12 September 2006 

ST.297/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp.13.325.000,-     

60 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelola pertanian 
(kelurahan pahandut, paanrung, 

dan langkai kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 25 September 2006 

ST.302/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 9.425.000,-     

61 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

perlunya pengelolaan penerangan 

listrik bagi masyarakat  
(kelurahan bukit sua, gaung baru, 

pager, dan petuk barunai 

kecamatan rakumpit).  

Tanggal 27 september 2006 

ST. 295/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp.17.950..000,  

62 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

sosialisasi 3 buah peraturan 
daerah kota paalngak raya  

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk katimpun 

kecamatan jekan raya).  

Tanggal 25 september 2006 
ST. 292/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.475..000,   

63 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
pengelolaan tanah hak ulayat adat  

(kelurahan tumbang tahai, 

741/BKU/2006  

 
 

 

Disclaimer
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benturung, tangkiling dan sei 

gohong kecamatan bukit batu).  

Tanggal 23 september 2006 
ST. 291/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
Rp.12.475..000,     

64 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kredit usaha kecil bagi para 
petani dan usaha kecil  

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, kereng bangkirei 

dan sabaru kecamatan sebangau).  

Tanggal 15 september 2006 
ST. 290/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.13.375..000,   

65 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi mengenai 

kelangkaan bahan baker minyak 

tanah dan solar di kecamatan 

rakumpit (kelurahan mungku 

baru, pager, gaung baru dan bukit 
sua). 

Tanggal 27 september 2006 

ST.286/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

Rp.15.700.000,-     

66 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai usaha 

pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan masyarakat desa 

memberantas pembakaran lahan / 
ladang (kelurahan palangka, 

bukit tunggal, menteng dan petuk 

katimpun). 

Tanggal 15 september 2006 

ST.284/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

Rp.11.650.000,-     

67 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

penambangan bahan galian 
golongan c dan manfaat bagi 

masyarakat sekitar (kelurahan 

tangkiling, banturung, tumbang 

tahai dan marang). 

Tanggal 14 september 2006 
ST.283/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

Rp.12.850.000,-     

68 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 

pencairan dana bantuan 
operasioanl sekolah tahap II 

(kelurahan panjehang kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 21 Januari 2006 

ST.20.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.025.000,-     

69 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai tapal batas 

wilayah (kelurahan  marang dan 
kelurahan tumbang tahai). 

Tanggal 21 Januari 2006 

ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 
 

Rp. 9.500.000,-     

70 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 

usul inisiatif anggota DPRD kota 

palangka raya. 

Tanggal 21 Januari 2006 
ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006  

103.c/BKU/20

06 

 

 

 

 

Rp.10.750.000,-     

71 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

pemerintahan dan 
kemasyarakatan (kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 16 Januari 2006 

ST.25.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 
 

Rp. 8.200.000,-     

72 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengadakan sosialisasi 

tentang peraturan komite sekolah 

pada SD Negeri di Kelurahan 

langkai kecamatan pahandut 

119.b/BKU/20

06 

 

 

 

 

Disclaimer
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(kelurahan langkai kecamatan 

pahandut kota palangka raya). 

Tanggal 14 Januari 2006 
ST.15.01/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

Rp. 4.425.000,-     

73 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi dan konsultasi 

tentang anggaran pendidikan 

untuk pelaksanaan pendidikan di 
kota paalngka raya (jakarta). 

Tanggal 03 Januari 2006 

ST.11.01/A-II/B-DPRD/2006 

119.a/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

Rp.23.450.000,-     

74 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dan konsultasi 

PP 37, PP 53, dan PP 58 di 

Departemen Dalam Negeri RI. 

Tanggal 07 Januari 2006 

ST.23.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

Rp.16.750.000,-     

75 Drs. AYENEDY 

LESA, S.Pd 

Biaya mengenai bantuan 

langsung tunai kepada 

masyarakat miskin. 
Tanggal 18 Januari 2006 

ST.17.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

Rp. 3.150.000,-     

76 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai tuntutan 
santunan tanam tumbuh Eks 

PPLG 1 juta hektar (kelurahan 

bereng bengkel, dnau tundai dan 

kameloh baru). 

Tanggal 15 mei 2006 
ST.156.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

Rp.11.400.000,-     

77 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
pelaksanaan pembangunan sarana 

dan prasarana kesehatan di 

kelurahan banturung, tangkiling 

dan kelurahan sei gohong.  

Tanggal 23 mei  2006 
ST. 168.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

Rp.11.300..000,     

78 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
pembersihan dan penyehatan 

lingkungan pemukiman 

masyarakat yang dilakukan oleh 

pemerintah.  

Tanggal 24 mei  2006 
ST. 176.01/A-II/B-DPRD/2006 

        

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

Rp.14.500.000,-     

79 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
peningkatan sarana dan prasarana 

kesenian.  

Tanggal 02 mei  2006 

ST. 170.01/A-II/B-DPRD/2006 

        

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

Rp.13.300.000,-     

80 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan pendataan keluarga 

dan keluarga miskin sebaai 

kelengkapan informasi 
penyaluran bantuan langsung 

tunai (kelurahan mungku baru 

dan petuk barunai kecamatan 

rakumpit).  

Tanggal 27 mei  2006 
ST. 177..01/A-II/B-DPRD/2006 

        

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 9.525.000,-     

81 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
pembangunan balai basara 

sambelum di kelurahan gaung 

baru kecamatan rakumpit.  

Tanggal 22 mei  2006 

ST. 167.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

Rp.6.000.000,-     

82 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

penolakan penggalian sirkon di 
sei barunai dan penyediaan tanah 

untuk balai benih tanaman 

       

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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pangan dan holtikultura 

(kelurahan petuk barunai 

kecamatan rakumpit).  
Tanggal 08 mei  2006 

ST. 154.01/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

Rp.9.200.000,-     

83 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
kegiatan pelayanan public oleh 

pemerintah kota palangka raya 

(kelurahan pahandut, panarung 

kecamatan pahandut).  

Tanggal 06 mei  2006 
ST. 153.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.6.100.000,-     

84 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan LSM 

pemantau proyek dan 
pembangunan daerah Kalimantan 

tengah mengenai pembentukan 

tim investigasi lapangan maupun 

pemeriksaan administrasi pada 

dana proyek PKPS-BBM TA. 
2005 wilayah kota palangka raya. 

Tanggal 11 mei 2006 

ST.155.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 2.250.000,-     

85 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

penyaluran dana di bidang 

keagamaan di kelurahan petuk 

bukit, panjehang dan petuk 
barunai kecamatan rakumpit.  

Tanggal 29 april  2006 

ST. 170.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

Rp.14.700.000,-     

2.4 Biaya Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD 

 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 

SURAT PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM. 

Biaya menghadiri pembukaan 

pendidikan dan latihan 

penanggulangan kebakaran 

bagi anggota pemadam 

kebakaran kota Palangka Raya.  
Tanggal 24 Juli 2006 

ST. 221.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

2 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM.  

Biaya menghadiri undangan 

HUT ke-6 harian umum Dayak 
post.  

Tanggal 22 Juli 2006 

ST. 220.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

3 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM. 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan sarana ibadah 
dan sekolah (kelurahan 

tangkiling dan sei gohong).  

Tanggal 09 November 2006 

ST. 211.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006 Rp. 5.550.000,-    

4 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

penambangan tanpa ijin 

(kelurahan pager dan bukit 
sua).  

Tanggal 13 Juli 2006 

ST. 218.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 6.750.000,-     

5 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN, MM. 

Biaya memantau kegiatan 
pertanian masyarakat di 

kelurahan kalampangan dan 

kereng bangkirai (kelurahan 

kalampangan dan kereng 

bangkirai kecamatan 

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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sebangau). 

 Tanggal 10 Juli 2006 

ST. 217.01/A-II/B-DPRD/2006  

6 YURIKUS DIMANG Biaya menghadiri wisuda 

sarjana hukum STIH tambun 

bungai Palangka Raya 

angkatan XIX.  
Tanggal 01 Juli 2006 

ST. 222.01/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

7 YURIKUS DIMANG Biaya koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

sosialisasi pelaksanaan 

program kegiatan pemerintah 

untuk pelayanan kesehatan di 

kelurahan bukit tunggal dan 
menteng (kelurahan bukit 

tunggal dan menteng).  

Tanggal 10 Juli 2006 

ST. 223/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

8 YURIKUS DIMANG Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

penyaluran BLT (kelurahan 

pahandut dan panarung).  
Tanggal 13 Juli 2006 

ST. 224/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

9 YURIKUS DIMANG Biaya mengenai pemerintahan 

(kelurahan Petuk Bukit dan 
Mungku Baru).  

Tanggal 14 Juli 2006 

ST. 225/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 6.750.000,-     

10 YURIKUS DIMANG Biaya menghadiri undangan 

peluncuran buku Soekarno dan 

desain rencana ibukota RI di 

Palangka Raya.  

Tanggal 15 Juli 2006 
ST. 226/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

11 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri seminar “ 

hari depan pembangunan 
pertanian menuju 

pembangunan berkelanjutan”.  

Tanggal 21 Juni 2006 

ST. 227/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

12 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri upacara 

pembukaan pekan olah raga 

pelajar daerah (POPDA) IX 

tingkat propinsi Kalimantan 
Tengah.  

Tanggal 23 Juni 2006 

ST. 228/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

13 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya menghadiri pembukaan 
rapat kerja propinsi KNPI 

Kalimantan Tengah tahun 

2006.   

Tanggal 30 Juni 2006 

ST. 229/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

14 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat di 

kelurahan tangkiling dan 
kelurahan sei gohong 

kecamatan bukit batu 

(kecamatan bukit batu).  

Tanggal 03 Juli 2006 

ST. 230/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

15 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 

kegiatan masyarakat di bidang 
pertanian (kecamatan 

sebangau).  

Tanggal 07 Juli 2006 

ST. 231/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

16 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 

pos kamling di kelurahan 

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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pahandut dan panarung dalam 

rangka meningkatkan 

kewaspadaan bahaya kebakaran 
dan pencurian (kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 10 Juli 2006 

ST. 232/A-II/B-DPRD/2006  

17 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

peresmian gereja GKE jemaat 

hanua ramang (desa hanua 

ramang).  

Tanggal 15 Juli 2006 
ST. 233/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 950.000,-     

18 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri upacara hari 

jadi kota palangka raya (kota 
palangka raya).  

Tanggal 15 Juli 2006 

ST. 234/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

19 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri peresmian 

dan sosialisasi balai benih ikan 

sei katune, pasar benih ikan dan 

depo pemasaran ikan.  

Tanggal 20 Juli 2006 
ST. 235/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

20 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri sosialisasi 

teknis pengisian formulir 

kependudukan dan menghadiri 
dialog walikota palangka raya 

serta tanggapan dari nara 

sumber dengan RT/RW, Lkk, 

tim penggerak PKK, dan tokoh 
masyarakat kecamatan 

pahandut.  

Tanggal 24 Juli 2006 

ST. 236/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

21 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan 

peninjauan lapangan mengenai 

kegiatan perkembangan 

kegiatan pembangunan sarana 

publik di kelurahan petuk bukit 
dan takaras kecamatan 

rakumpit (kecamatan 

rakumpit).  

Tanggal 27 Juli 2006 

ST. 237/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

22 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

acara pencanangan bulan bhakti 

gotong royong masyarakat 
tingkat kota palangka raya 

tahun 2006.  

Tanggal 27 Juli 2006 

ST. 237/A-II/B-DPRD/2006  

385.a 

/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

23 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat  kelurahan habaring 

hurung dan kanarakan dalam 

rangka menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

penyaluran dana PKPS subsudi 

BBM (kelurahan habaring 

hurung dan kanarakan 

kecamatan rakumpit).  
Tanggal 29 Mei 2006 

ST. 183.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.f 

/BKU/2006 

Rp. 5.900.000,-     

24 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat  pahandut, 
panarung, dan langkai dalam 

rangka menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pembangunan dan rehabilitasi 

sarana kesehatan (kelurahan 
pahandut, panarung dan langkai 

kecamatan pahandut).  

Tanggal 12 Mei 2006 

383.c 

/BKU/2006 

Rp. 8.200.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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ST. 179.01/A-II/B-DPRD/2006  

25 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN ,MM.  

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat  menteng, dan bukit 

tunggal dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai relokasi 

tempat hiburan yang 
meresahkan masyarakat 

(kelurahan menteng dan bukit 

tunggal kecamatan jekan raya).  

Tanggal 10 Mei 2006 

ST. 180.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.b 
/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

26 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

pelepasan kafilah MTQ kota 

palangka raya di muara teweh.  
Tanggal 30 Mei 2006 

ST. 182.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.j 

/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

27 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 
upacara peringatan hari ulang 

tahun ke-49 propinsi 

Kalimantan Tengah tahun 

2006.  

Tanggal 22 Mei 2006 
ST. 178.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.e 
/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

28 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

upacara peringatan hari ulang 

tahun ke-49 propinsi 
Kalimantan Tengah tahun 

2006.  

Tanggal 22 Mei 2006 

ST. 198.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.e 

/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

29 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

mengenai pelayanan kesehatan 

di daearah rawan (kecamatan 

petuk bukit, petuk barunai dan 
pager di kecamatan rakumpit).  

Tanggal 20 Mei 2006 

ST. 142.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 9.600.000,-     

30 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

acara pembukaan pendidikan 

dan pelatihan kepemimpinan 

tingkat IV angkatan VII di 

lingkungan pemerintah kota 
palangka raya TA. 2006.  

Tanggal 27 Mei 2006 

ST. 143.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

31 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat kelurahan 

pahandut seberang, tanjung 

pinang, dan tumbang rungan 

(kelurahan pahandut seberang, 
tannung pinang, dan tumbang 

rungan di kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 12 Mei 2006 

ST. 140.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.200.000,-     

32 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 

pelayanan kesehatan remaja 

dan usia lanjut (kelurahan 
tangkiling, sei gohong dan 

habaring hurung di kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 17 Mei 2006 

ST. 141.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.400.000,-     

33 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

rapat pimpinan khusus majelis 

besar agama hindu kaharingan 
pusat palangka raya.  

Tanggal 08 Mei 2006 

ST. 139.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

34 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

rapat pleno dewan pengurus 

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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daerah komite nasional pemuda 

Indonesia.  

Tanggal 30 Mei 2006 
ST. 144.01/A-II/B-DPRD/2006  

35 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

pembukaan pelatihan 

ketrampilan kerjasama antara 
pemerintah kabupaten murung 

raya dengan pemerintah kota 

palangka raya. 

Tanggal 02 Mei 2006 

ST. 138.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

36 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri undangan 

pembukaan lokakarya 

HIV/AIDS, NAPSA, KESPRO, 
PMS untuk rakyat Kalimantan 

Tengah.  

Tanggal 27 Mei 2006 

ST. 150.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

37 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri undangan 

pelaksanaan dharma shanty 

hari raya nyepi tahun baru caka 

1928 tingkat propinsi 
Kalimantan Tengah.  

Tanggal 06 Mei 2006 

ST. 145.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

38 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri acara 
pembukaan musyawarah 

cabang VI partai persatuan 

pembangunan kota palangka 

raya.   
Tanggal 26 Mei 2006 

ST. 149.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

39 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 

masyarakat kelurahan gaung 
baru dan bukit sua untuk 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan.  

Tanggal 20 Mei 2006 

ST. 147.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 7.100.000,-     

40 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 

masyarakat kelurahan 

tangkiling untuk menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengembangan usaha 
masyarakat.  

Tanggal 23 Mei 2006 

ST. 148.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 3.050.000,-     

41 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 

masyarakat kelurahan kereng 

bengkirai, danau tundai dan 

sabaru dalam rangka 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan kelurahan.  

Tanggal 15 Mei 2006 

ST. 147.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.300.000,-     

42 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 
raya.  

Tanggal 28 Januari 2006 

ST. ---  

31.b /BKU/2006 Rp.50.000.000,-     

43 YURIKUS DIMANG. Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

31.c /BKU/2006 Rp.50.000.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142
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Tanggal 28 Januari 2006 

ST. ---  

44 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  
Tanggal 09 Juni 2006 

ST. ---  

408 /BKU/2006 Rp.13.600.000,-     

45 YURIKUS DIMANG. Biaya untuk membayar bantuan 
kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 09 Juni 2006 
ST. ---  

408 /BKU/2006 Rp.13.800.000,-     

46 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 
rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 09 Juni 2006 

ST. ---  

408 /BKU/2006 Rp.22.500.000,-     

47 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 
raya dalam rangka menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan pembakaran lahan dan 

ladang kosong di kelurahan 
panjehang, petuk barunai, dan 

mungku baru kecamatan 

rakumpit.  

Tanggal 23 Desember 2006 

ST. 271/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006 Rp. 9.600.000,-     

48 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

untuk menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

peningkatan sarana dan 
prasarana jalan di lingkar luar 

(kelurahan bukit tunggal dan 

menteng kecamatan jekan 

raya).  

Tanggal 01 September 2006 
ST. 270/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

49 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya mengadakan koordinasi 

untuk menampung aspirasi 
masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan prasarana badan 

jalan desa (kelurahan 

tangkiling dan sei gohong 

kecamatan sebangau).  
Tanggal 07 September 2006 

ST. 272/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006 Rp. 5.550.000,-     

50 YURIKUS DIMANG. Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai kegiatan 

masyarakat dalam 

mengantisipasi tindak 

kejahatan dan gangguan 

kamtibnas lainnya di sekitar 
lingkungan pemukiman 

(kelurahan pahandut dan 

panarung kecamatan pahandut).  

Tanggal 01 September 2006 

ST.273/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 7.850.000,-     

51 YURIKUS DIMANG. Biaya memfasilitasi pertemuan 

masyarakat untuk peraturan 

daerah mengenai bahaya 

kebakaran lahan (kelurahan 
bukit tunggal).  

Tanggal 26 September 2006 

ST.274/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 2.850.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143
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52 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengani 

kegiatan penanggulangan 
bahaya kebakaran (kelurahan 

petuk bukit dan panjehang 

kecamatan rakumpit).  

Tanggal 13 September 2006 

ST.275/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

53 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat di 

kelurahan kalampangan dan 

kereng bangkirai sekaligus 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pertanian dan peternakan 

(kelurahan kalampangan dan 

kereng bangkirai kecamatan 
sebangau).  

Tanggal 14 September 2006 

ST.276/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

54 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya memantau langsung 

penanggulangan bahaya 

kebakaran lahan bersama 

masyarakat (kelurahan 

palangka, menteng, petuk 
katimpun dan bukit tunggal 

kecamatan jekan raya).  

Tanggal 05 Oktober 2006 

ST. 341/A-II/B-DPRD/2006 

821.f 

/BKU/2006 

Rp.10.550.000,-     

55 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kinerja DPRD kota palangka 
raya tahun 2006 (kelurahan 

banturung, tangkiling, 

kanarakan dan sei gohong 

kecamatan bukit batu). 

Tanggal 02 Oktober 2006 
ST. 340/A-II/B-DPRD/2006 

821.a 

/BKU/2006 

Rp.10.750.000,-     

56 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan perbankan dalam 

membantu memberikan kredit 

lunak bagi usaha kecil dan 

menengah (kelurahan mungku 
baru, panjehang, petuk barunai 

dan petuk bukit kecamatan 

rakumpit).  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 342/A-II/B-DPRD/2006 

821.c 

/BKU/2006 

Rp.11.950.000,-     

57 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan safarai 

ramadhan untuk meningkatkan 

toleransi umat beragama 

(kelurahan pahandut, panarung 
dan langkai kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 11 Oktober 2006 

ST. 343/A-II/B-DPRD/2006 

821.d 

/BKU/2006 

Rp. 7.775.000,-     

58 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya mengikuti bulan 

ramadhan dengan masyarakat 

untuk meningkatkan toleransi 

umat beragama (kelurahan 
banturung, tangkiling dan sei 

gohong kecamatan bukit batu). 

Tanggal 11 Oktober 2006 

ST. 343/A-II/B-DPRD/2006 

821.e 

/BKU/2006 

Rp. 8.250.000,-     

59 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya tatap muka dengan para 

tokoh masyarakat, agama dan 

pemuda dalam rangka 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai sikap 

hidup saling tenggang rasa 

821.b 

/BKU/2006 

Rp.10.550.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 145 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

antar umat beragama 

(kelurahan pahandut, panarung, 

langkai dan pahandut seberang 
kecamatan pahandut).  

Tanggal 14 Oktober 2006 

ST. 345/A-II/B-DPRD/2006 

60 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 
masayarakat menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan tanah garapan 

sebagai upaya mensejahterakan 

masyarakat sekitar (kelurahan 
kameloh baru, bereng bengkel, 

kalampangan dan kereng 

bangkirai kecamatan 

sebangau). 

Tanggal 18 Oktober 2006 
ST. 346/A-II/B-DPRD/2006 

821.g 
/BKU/2006 

Rp.10.650.000,-     

61 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan safarai 

ramadhan (kelurahan mungku 
baru kecamatan rakumpit).  

Tanggal 20 Oktober 2006 

ST. 347/A-II/B-DPRD/2006 

      /BKU/2006 Rp. 4.450.000,-     

62 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri kegiatan 

buka puasa bersama 

(kelurahanpahandut dan 

langkai kecamatan pahandut). 

Tanggal 05 Oktober 2006 
ST. 348/A-II/B-DPRD/2006 

     /BKU/2006 Rp. 550.000,-     

63 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 

masayarakat mengenai tindak 
pembakaran lahan dan 

kebakaran hutan dikaitkan 

dengan peraturan daerah 

menmgenai pembakaran hutan 

(kelurahan kalampangan, 
bereng bengkel, kereng 

bangkirai dan kameloh baru).  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST.350/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp.10.650.000,-     

64 YURIKUS DIMANG. Biaya menampung aspirasi 

masyarakat menengah usul 

masyarakat untuk 

pembangunan sarana dan 

prasarana pelayanan 
masyarakat (kelurahan 

tangkiling, sei gohong, 

banturung dan kanarakan).  

Tanggal 12 Oktober 2006 

ST.351/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp.10.750.000,-     

65 YURIKUS DIMANG. Biaya melaksanakan koordinasi 

dan memantau kegiatan pusat 

kesehatan masyarakat 
(kelurahan pahandut, langkai 

dan panarung).  

Tanggal 03 Oktober 2006 

ST.349/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.050.000,-     

66 YURIKUS DIMANG. Biaya melaksanakan koordinasi 

dan memantau kegiatan 

pembangunan pelayanan 

masyarakat (kelurahan mungku 
baru, petuk barunai, panjehang 

dan petuk bukit kecamatan 

rakumpit).  

Tanggal 14 Oktober 2006 

ST.352/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp.11.950.000,-     

67 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri kegiatan 

berbuka puasa bersama 

masyarakat (kelurahan 

tangkiling, sei gohong dan 
banturung).  

Tanggal 19 Oktober 2006 

ST.353/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.250.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145
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68 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 
pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal  Agustus 2006 

ST. ---  

      /BKU/2006 Rp.50.000.000,-     

69 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan dana 

/ donatur penyelenggaraan 

HUT ke-61 RI di kelurahan 

banturung tahun 2006.  

Tanggal 31 agustus 2006 
ST. --- 

 672/BKU/2006 Rp. 500.000,-     

70 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
penyaluran raskin dan BLT 

bagi masyarakat miskin 

(kelurahan panjehang, petuk 

barunai dan mungku baru 

kecamatan  rakumpit).  
Tanggal 16 agustus 2006 

ST.246.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.c 

/BKU/2006 

Rp. 9.600.000,-     

71 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN ,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 
dan sosialisasi dengan 

masayarakat mengenai 

koordinasi kegiatan 

penanggulangan bencana 

(kelurahan gaung baru dan 
bukit sua kecamatan rakumpit).  

Tanggal 03 agustus 2006 

ST.241.01/A-II/B-DPRD/2006  

666.a 
/BKU/2006 

Rp. 7.100.000,-     

72 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

mengenai rencana pengawasan 

dan  rehabilitasi jembatan titian 

kawasan murjani bawah untuk 

menampung aspirasi 
masyarakat (kelurahan 

pahandut kecamatan pahandut).  

Tanggal 09 agustus 2006 

ST.245.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.b 

/BKU/2006 

Rp. 2.850.000,-     

73 YURIKUS DIMANG. Biaya memfasilitasi pertemuan 

masyarakat untuk peraturan 

daerah mengenai bahaya 

kebakaran lahan (kelurahan 

bukit tunggal dan petuk 
katimpun).  

Tanggal 05 agustus 2006 

ST.239.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.a 

/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

74 YURIKUS DIMANG. Biaya mengadakan koordinasi 

dengan masayarakat memantau 

pelaksanaan pembangunan 

prasarana kesehatan 

masyarakat (kelurahan 
palangka dan menteng dan 

bukit tunggal).  

Tanggal 22 agustus 2006 

ST.240.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.c 

/BKU/2006 

Rp. 8.200.000,-     

75 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan dana 

dalam rangka memeriahkan 

perayaan HUT proklamasi 

kemerdekaan RI di lingkungan 
RT/RW kelurahan langkai 

kecamatan pahandut 

(kecamatan pahandut).  

Tanggal 31 agustus 2006 

ST. --- 

 671/BKU/2006 Rp. 500.000,-     

76 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat sebagai usul inisitif 

mengenai pemberdayaan 

budidaya perikanan (kelurahan 
pahandut seberang dan 

panarung kecamatan pahandut).  

Tanggal 26 agustus 2006 

665.e 

/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146
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ST.243.01/A-II/B-DPRD/2006  

77 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN ,MM. 

Biaya koordinasi dan 
sosialisasi untuk menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan kegiatan 

pembangunan bagi masyarakat 

sesuai dengan perda APBD 
tahun anggaran 2006 

(kelurahan kanarakan dan 

banturung kecamatan bukit 

batu).  

Tanggal 11 agustus 2006 
ST.242.01/A-II/B-DPRD/2006  

666.b 
/BKU/2006 

Rp. 5.550.000,-     

78 YURIKUS DIMANG. Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 
pembangunan prasarana 

pemukiman masyarakat 

(kelurahan tanjung pinang dan 

tumbang rungan).  

Tanggal 02 agustus 2006 
ST.238.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.a 

/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

79 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pemberdayaan masyarakat 

dalam kegiatan pembangunan 

pertanian dan perkebunan 

(kecamatan tangkiling dan 

marang).  
Tanggal 30 agustus 2006 

ST.248.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.e 

/BKU/2006 

Rp. 5.550.000,-     

80 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai kegiatan 

peningkatan jalan di kelurahan 

habaring hurung dan kanarakan 

(kelurahan habaring hurung 

dan kanarakan).   
Tanggal 19 agustus 2006 

ST.247.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.d 
/BKU/2006 

Rp. 5.550.000,-     

81 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya mengadakan koordinasi 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan prasarana badan 

jalan desa (kelurahan 

kalampangan dan bereng 

bengkel kecamatan sebangau).  
Tanggal 09 agustus 2006 

ST.244.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.a 

/BKU/2006 

Rp. 5.450.000,-     

82 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan biaya 
kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 28 Januari 2006 
ST.---  

31.a /BKU/2006 Rp.75.000.000,-     

 

3.3. 1 (satu) Map UUDP Biaya Perjalanan dan Biaya Pengembangan SDM 

 Surat Tanda Setoran Model Bend. 17 sebesar Rp. 373.000,- untuk 

biaya penyetoran UUDP Tahun Anggaran 2006 dari sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya dengan rincian sebagai berikut : 

-  1.1.05.08.2 Biaya Koordinasi Rp.  168.000,- 

- 2.1.05.09.2 Biaya Penunjangan Pimpinan Rp.  175.000,- 

- 1.3.01.05.2 Biaya Dinas Panggilan  Rp.   30.000,-  

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147
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 Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 1.906.800,- untuk biaya penye-

toran uang selisih lebih pengeluaran tahun 2006 dengan rincian 

sebagai berikut : 

-  2.1.01.02.1 (Dinas Dalam Daerah) Rp. 935.000,- 

- 13.01.06.2 (Dinas Tugas Khusus) Rp.971.800,-  

3.4. Foto copy Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 01/SK-

KEU/PERBEND/2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Penunjukan/ 

pengangkatan Pemegang Kas Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja serta 

Atasan Langsung  di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya 

Tahun Anggaran 2006. (16 halaman) ; 

3.5. Foto copy Buku Kas Umum (Model Bend.10) Pemegang Kas Sekre-

tariat DPRD Kota Palangka Raya bulan Januari 2006 s.d. Desember 

2006 (132 halaman) ; 

3.6. Asli Kwitansi sebanyak 43 (empat  puluh tiga) lembar yang terdiri dari : 

 

 

No. 
Urut 

Tgl. 
Kwitansi 

Terima Dari 

 
 Uang sebanyak 

(Rp.) 

 

Untuk Penerima Keterangan 

1 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
Pimpinan DPRD 
melaksanakan 

koordinasi dengan 
masyarakat mengenai 
penyaluran dan 

PKPS subsidi BBM 
di Kel. Kanarakan 
Kec. Rakumpit sesuai 
surat tugas No. 

183.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
Mei 2006 

WALDES 

SALEM 
(Kelurahan 
Kanarakan) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

2 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan pelaksanaan 

tugas Pimpinan 
DPRD Kota 
Palangka Raya dalam 
rangka mengadakan 

koordinasi dengan 
masyarakat untuk 
menampung aspirasi 
mengenai 

pengembangan usaha 
masyarakat di Kel. 
Tangkiling 

Kecamatan Bukit 
Batu sesuai surat 
tugas No. 148.01/A-
11/B-DPRD/2006 

tanggal Mei 2006 

MERI 
KRISTIN 

(Kelurahan 
Tangkiling) 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

3 20 
Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan dalam 
rangka menghadiri 
buka puasa bersama 

di Kelurahan Sei 
Gohong Kecamatan 
Bukit Batu tanggal 
20-21 Oktober 2 006  

ASEL, S.Sos 
(Kelurahan 
Sei Gohong) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben 
Daharawan 

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 149 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

sesuai Tugas 
No.353/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
19 Oktober 2006 

HAIRONI-
MAH 

4 15 Juli 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pelaksanaan BOS di 
sekolah-sekolah di 
Kelurahan Tumbang 

Tahai sesuai Tugas 
No. 200.01/A-11 /B-
DPRD/2006 tgl 14 
Juni 2006 

YUS 
ANWAR 
(Kelurahan 

Tumbang 
Tahai) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

5 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan pelaksanaan 
tugas Pimpinan 
DPRD Kota 
Palangka Raya dalam 

rangka mengadakan 
koordinasi dengan 
masyarakat untuk 

menampung aspirasi 
mengenai relokasi 
tempat hiburan y ang 
meresahkan 

masyarakat di Kel. 
Menteng Kecamatan  
Jekan Raya sesuai 
Surat Tugas No. 

180.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
10 Mei 2006 

JAENPANA

LU, S.Sos 
(Kelurahan 
Menteng) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

6 13-12-
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegaitan 

menampung asporasi 
masyarakat mengenai 
program kegiatan 
pendidikan sebagai 

usul inisiatif dalam 
Raperda APBD 2007 
di Keluarahan 
Banturung sesuai 

Tugas No.377/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 12 Desember 

2006 

WIN FRIED 
DUNNIE 

(Kelurahan 
Banturung) 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

7 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 
mengenai tuntutan 

santunan tanam 
tumbuh eks PPLG 1 
juta Hektar di 
Keluarahan Danau 

Tundai sesuai surat 
tugas No. 156.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal  Mei 2006 

ANANG 

ENTENG 
(Kelurahan 
Danau 

Tundai) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

8 24 Nop 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya kegiatan dalam 
rangka koordinasi 
untuk menampung 
aspirasi masyarakat 

mengenai 
peningkatan 
prasarana dan 
pelayanan publik di 

Keluarahan Kereng 
Bengkirai, sesuai 
surat tugas 

No.370/A-11/B-
DPRD Tgl. 23 
Nopember 2006. 

SETH 

AJANG, 
S.Sos.MAP 
(Kelurahan 
Kereng 

Bengkirai) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

9 18 Juli 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 

rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai 8 (delapan) 
buah Raperda Kota 

Palangka Raya di 

WALTER 
(Kelurahan 

Pahandut 
Seberang) 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 

Disclaimer
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Kel. Pahandut 
Seberang Kec. 

Pahandut tanggal 1 8  
Juli 2006 sesuai 
dengan Surat Tugas 
No.208.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
17 Juli 2006 

daharawan 
HAIRONI-

MAH 

10 10-11-
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan 
koordinasi dengan 

masyarakat 
Kelurahan Marang 
mengenai kegiatan 
Pemerintah Desa 

dalam pelayanan 
kependudukan dan 
pemukiman. Surat 

Tugas No. 357/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 09 November 
2006 

ITHER  
(Kelurahan 
Marang) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

11 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya dalam 
menampung aspirasi 
masyarakat tentang 
pelaksanaan Perda 

APBD Kota Tahun 
2006 tentang sharing 
pengembangan 
tanaman karet seluas 

50 Ha di 
Kel.Kalampangan 
Kecamatan Sebangau 
sesuai surat tugas 

No.157.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
Mei 2006 

IRA DEWI 

KARYANI, 
S.Sos 
(Kelurahan 
Kalampanga

n) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

12 Septem-
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya koordinasi 

menampung aspirasi 
masyarakat sebagai 
usul inisiatif 
mengenai perlunya 

pengelolaan 
penerangan listrik 
bagi masyarakat di 

Kelurahan Panarung 
Kecamatan Pahandut 
sesuai Surat Tugas 
No.302/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
25 September 2006 

ANDRIE  
(Kelurahan 

Panarung 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

13 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya dalam rangka 
pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD 
melaksanakan 
koordinasi dengan 
masyarakat tentang 

pelayanan kesehatan 
remaja dan usia 
lanjut di Kelurahan 
Habaring Hurung 

Kecamatan Pahandut 
sesuai surat tugas 
No.141.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
Mei 2006 

MALAND 
TIMBUNG 
(Kelurahan 

Habaring 
Hurung) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

14 13 Juni 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dalam 
rangka menampung 

aspirasi masyarakat 
mengenai 
pelaksanaan 
pembangunan yang 

menerapkan 
asksesbilitasi bagi 
para penyandang 
cacat di Kel. Langkai 

sesuai dengan surat 
tugas No.192.01/A-

AMANDUS 
FRENALDY
,AP.Msi 

(Kelurahan 
Langkai) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
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11/B-DPRD/2006 
tanggal 13 Juni 2006 

 

15 

13 juni 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

koordinasi dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai rencana 

pemasangan jaringan 
distribusi SURT PT. 
PLN di wilayah Kel. 
Tanjung Pinang 

sesuai dengan Surat 
Tugas No.186.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 12 Juni 2006 

HENDRIKU

S S. BUDI, 
AP. 
(Kelurahan 
Tanjung 

Pinang) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

16 Juni 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

koordinasi dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
dalam rangka 

sosialisasi mengenai 
perencanaan pemban. 
yg memberi 

aksesbilitasi bagi 
penyandang cacat 
sesuai surat edaran 
Menteri Negara PPN 

Kepala Bapenas 
No.3065/M.PPN/05/
2006 ke Kelurahan 
Bkt. Tunggal dengan  

Surat Tugas 
No.187.01/A-11/B-
DPRD/2006 tgl 14 
Juni 2006 

SAWANG 

NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 
Tunggal) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

17 Agustus 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan dalam 
rangka 
mengumpulkan data 
mengenai kegiatan 

pemerintahan desa 
dalam melayani 
masyarakat sebagai 
usul inisiatif DPRD 

dalam menyusun 
Peraturan Daerah di 
Keluarahan Bukit 

Tunggal sesuai Surat 
Tugas No.250.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 03 Agustus 

2006 

SAWANG 

NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 
Tunggal) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

18 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka memantau 
pelaksanaan Perda 

APBD Kota 
Palangka Raya Tahun 
2006 mengenai 
pemberdayaan 

perempuan dan 
kesejahteraan 
masyarakat di 
kelurahan Bukit 

Tunggal sesuai Surat 
Tugas No. 267.01/A-
11/B-DPRD/2006 

tanggal 19 Agustus 
2006 

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 

Tunggal) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

19 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 

dalam rangka 
memantau kegiatan 
Pemerintah 
meningkatkan 

pelayanan kesehatan 
masyarakat di 
Kelurahan Bukit 
Tunggal Kecamatan 

Jekan Raya sesuai 
Surat Tugas 

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 

Bukit 
Tunggal) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
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No.259.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

12 Agustus 2006  

20 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka 
mengumpulkan data 

mengenai kegiatan 
ekonomi masyarakat 
di bidang 
perdagangan dan 

industri dalam rangka 
Usul Inisiatif DPRD 
untuk Penyusunan 
Perda di Kelurahan 

Bukit Tunggal sesuai 
Surat Tugas No. 
258.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
Agustus 2006 

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 

Tunggal) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

21 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 

dalam rangka 
sosialisasi 
perencanaan 
pembangunan yang 

memberikan 
aksesbilitasi bagi 
penyandang cacat 
sesuai surat edaran 

Menteri Negara 
PPN/Kepala 
Bappenas Nomor 
3605/M.PPN/05/200

6 di Kelurahan Petuk 
Katimpun sesuai 
surat tugas 
No.187.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
14 juni 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

22 Septem- 
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya sosialisasi 
pelaksanaan 

peraturan daerah kota 
palangka raya 
mengenai APBD di 

bidang keagamaan 
dan aliran 
kepercayaan 
masyarakat di 

kelurahan Petuk 
Katimpun Kecamatan 
Jekan Raya sesuai 
surat tugas No. 

300/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
14 September 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

23 Septem-
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya koordinasi 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 
pelayanan kesehatan 
masyarakat dalam 

penanggulangan 
bahaya flu burung di 
Kelurahan Petuk 

Katimpun Kecamatan 
Jekan Raya sesuai 
Surat Tugas No. 
292/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
25 September 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

 
24 

Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan 
mengumpulkan data 

peredaran minuman 
beralkohol dalam 
rangka penyiapan 
Raperda 

pengendalian dan 
pengawasan 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-

Disclaimer
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peredaran minuman 
beralkohol di 

Kelurahan Petuk 
Katimpun sesuai 
surat tugas No. 
194.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
13 Juni 2006 

MAH 

25 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
pelaksanaan tugas 
Pimpinan An. Aries 

M. Narang, SE dalam 
rangka melaksanakan 
koordinasi dengan 
masyarakat mengenai 

kegiatan Poskamling 
di Kel. Pahandut 
sesuai surat tugas No. 

232.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
10 Juli 2006. 

 
 Kelurahan 
Pahandut  

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

26 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD 
Kota Palangka Raya  
dalam rangka 
mengadakan 

koordinasi dengan 
masyarakat dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 

mengenai penyaluran 
Bantuan Langsung 
Tunai di Kel. 
Pahandut sesuai surat 

tugas No. 224.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 13 Juli 2006. 

 
Kelurahan 

Pahandut  

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

27 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 

rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai 8 (delapan) 
buah Raperda Kota 

Palangka Raya di 
Kel. Pahandut Kec. 
Pahandut sesuai surat 

tugas No. 209.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 11 Juli 2006. 

 
 Kelurahan 

Pahandut  

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

28 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 
pelaksanaan 
pembangunan yang 

menerapkan 
aksesbilitas bagi para  
penyandang cacat di 
Kelurahan Pahandut 

Kecamatan Pahandut 
sesuai surat tugas No. 
192.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

12 Juni 2006. 

 
 Kelurahan 

Pahandut  

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

29 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka melaksanakan 
koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 
Penerapan 
pelaksanaan sistem 

keamanan 
lingkungan di Kel. 
Tumbang Rungan 
sesuai surat tugas No. 

265.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
12 Agustus 2006. 

KARNEGI 
L. 
PATIANOM 
(Kelurahan 

Tumbang 
Rungan) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben-  

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

30 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya dalam rangka 

pelaksanaan tugas 

KARNEGI 
L. 

PATIANOM 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
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Palangka 
Raya 

Pimpinan DPRD 
melaksanakan 

koordinasi dengan 
masyarakat tentang 
pelayanan kesehatan 
yang memenuhi mutu 

di Kel. Tumbang 
Rungan Kecamatan 
Pahandut sesuai surat 
tugas No. 140.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal Mei 2006. 

(Kelurahan 
Tumbang 

Rungan) 

SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

31 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan pelaksanaan 
tugas Pimpinan 

DPRD Kota 
Palangka Raya dalam 
rangka Menampung 

aspirasi masyarakat 
mengenai kegiatan 
pembangunan 
prasarana 

pemukiman 
masyarakat di Kel. 
Tumbang Rungan 
sesuai surat tugas No. 

238.01/A-11/B-
DPRD/2006. 

KARNEGI 
L. 
PATIANOM 

(Kelurahan 
Tumbang 
Rungan) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

32 Juni 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dalam 
rangka menampung 

aspirasi masyarakat 
dalam rangka 
Sosialisasi  mengenai 
perencanaan 

pembang. Yg 
memberi aksesbiliti 
bagi penyandang 
cacat sesuai surat 

edaran Menteri 
Negara PPN Kepala 
Bapenas 

No.3065/M.PPN/05/
2006 ke Kel. 
Palangka sesuai surat 
tugas No. 187.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal 14 juni 2006. 

 
Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

33 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka menampung 

aspirasi dengan 
masyarakat mengenai 
8 (delapan) buah 
Raperda Kota P. 

Raya di Kel. 
Palangka Kec. Jekan  
Raya tanggal 18 Juli 
2006  sesuai surat 

tugas No. 216.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 17 Juli  2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

34 14 Juni 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan 

mengumpulkan data 
peredaran minuman 
beralkohol dalam 

rangka penyiapan 
Raperda 
Pengendalian & 
Pengawasan 

Minuman beralkohol 
di Kel. Palangka  
sesuai surat tugas No. 
194.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
13 Juni  2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

35 Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
dalam rangka 
Mengumpulkan Data 

tentang permintaan 
pembangunan Fisik 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 

Disclaimer
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prasarana dalan 
sebagai usul inisiatif 

dalam rangka 
menysun Raperda 
APBD TA 2007 di 
Kel. Palangka  Kec. 

Jekan Raya sesuai 
surat tugas No. 
323/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

02/10/06. 

Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

36 Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan memantau 
langsung 
penanggulangan 

bahaya kebakaran 
lahan bersama 
masyarakat ke 4 

(empat) Kelurahan di 
Kelurahan Palangka  
Kecamatan Jekan 
Raya sesuai tugas 

No. 341/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
05 Oktober 2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

37 Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 

dengan masyarakat 
dalam rangka 
menampung Aspirasi 
dengan masyarakat 

mengenai Peran 
Lembaga dalam 
mengakomodasi 
aspirasi masyarakat 

mengenai Swadaya 
Pemerintah Daerah 
dan perangkatnya di 
Kel. Palangka  Kec. 

Jekan Raya sesuai 
tugas No. 317/A-
11/B-DPRD/2006 

tanggal 02-10-2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

38 Oktober 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 
Dalam Rangka 

Menampung Aspirasi 
Masyarakat Mengani 
Pengelolaan Asset 
Daerah Dalam 

Bidang Kelengkapan  
Inventaris Daerah di 
Kel. Palangka  Kec. 
Jekan Raya sesuai 

tugas No. 319/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 02-10-2006. 

Kel. 

Palangka 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

39 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
kegiatan Koordinasi 

dengan masyarakat 
mengenai 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 

kesenian di Kel. 
Palangka  Kecamatan 
Jekan Raya sesuai 

surat tugas No. 
170.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
Mei 2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

40 09 

Septem-
ber 2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya Sosialisai 3 
(tiga) buah Peraturan 
Daerah Kota 
palangka Raya di 

Kel. Bukit Sua 
Kecamatan Rakumpit 
sesuai surat tugas 
No.296/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
08 September 2006. 

LISER, SE. 

Kelurahan 
Bukit Sua 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

Disclaimer
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41 Juni 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dlm 

rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai 
Pelaksanaan kegiatan 

pendataan keluarga 
tahun 2006 di Kel. 
Bukit Sua sesuai 
surat tugas 

No.193.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
14 Juni 2006. 

LISER, SE. 
Kelurahan 

Bukit Sua 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

42 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
Pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD 
Kota Palangka Raya 
dalam rangka 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 
penambangan Tanpa 
Ijin (PETI) di Kel. 

Bukit Sua sesuai 
tugas No.218.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal   Juli 2006. 

LISER, SE. 
Kelurahan 

Bukit Sua 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

43 Juli 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan koordinasi 
Menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 
pelaksanaan kegiatan 

pendataan keluarga 
tahun 2006 di Kel. 
Bukit Sua Kecamatan 
Rakumpit sesuai 

surat tugas 
No.193.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
14 Juni 2006. 

LISER, SE. 

Kelurahan 
Bukit  Sua 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

3.7. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran : 

7.1 Biaya Penyiapan Raperda 
 

No. 

Nama- Nama 

Penerima 

Surat 

Perintah 

Uraian Kegiatan No. Kwitansi Jumlah 

1 2 3 4 5 

1. HATIR 
SATA 

TARIGAN, 

SE. 

Biaya bantuan kegiatan untuk 
mengumpulkan data pendukung dari 

pemerintah daerah Banjarmasin dalam 

rangka persiapan pembahasan Raperda 

penerangan jalan umum dan pajak 

pengguna tenaga listrik ke 
Banjarmasin (Kalsel). 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/ 2006.  
 

 

 

 

 
Rp.12.475.000,- 

2. HATIR 

SATA 

TARIGAN, 

SE. 

Biaya bantuan kegiatan menampung 

Aspirasi masyarakat di Kecamatan 

Bukit Batu dalam rangka persiapan 

raperda penerangan jalan umum dan 

pajak pengguna tenaga listrik pada 
tanggal 06 s/d 07 Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 09.01/A-II/B-DPRD/2006  

110.b/BKU/ 

2006. 

 

 

 

 

 
Rp. 9.250.000,- 

3. AGUS 
ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan sosialisasi 
mengenai tapal Batas Kecamatan 

Bukit Batu dengan Kecamatan 

Rakumpit di Mungku Baru pada 

tanggal 28 Januari 2006.  

Tanggal 27 Februari 2006 
ST. 30.01/A-II/B-DPRD/2006  

106.c/BKU/ 
2006. 

 
 

 

 

Rp. 9.050.000,- 

4. AGUS 

ROMANSYA
H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan pertemuan 

dengan masyarakat mengenai 
pengaturan tapal batas kelurahan dan 

kecamatan di Kecamatan Sebangau 

pada tanggal 30 Januari 2006.  

106.c/BKU/ 

2006. 

 

 
 

 

Rp. 4.750.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156
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Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 31.01/A-II/B-DPRD/2006  

5. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan dalam rangka 

pertemuan dengan masyarakat 

mengenai masalah pertanahan di 

Kecamatan Pahandut dan Kecamatan 

Jekan Raya pada tanggal 20 s/d 21 
Januari 2006. Tanggal 28 Februari 

2006 

ST.27.01/A-II/B-DPRD/2006  

106.d/BKU/ 

2006. 

 

 

 

 

Rp. 7.300.000,- 

6. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan peninjauan 

lapangan mengenai tapal batas 

Kelurahan Marang dengan Kelurahan 

Tumbang Tahai tanggal 25 s/d 26 

Januari 2006. Tanggal 28 Februari 
2006 

ST.29.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/ 

2006. 

 

 

 

 

Rp. 4.500.000,- 

7. JUNAIDI, 
S.Ag. 

Biaya kegiatan untuk pengumpulan 
data di Kecamatan Jekan Raya dalam 

rangka persiapan pembahasan Raperda 

tentang pengelolaan pertamanan dan 

keindahan kota Plangka Raya tanggal 

11 s/d 12 Januari 2006. 
Tanggal 28 Februari 2006 

ST.21.01/A-II/B-DPRD/2006. 

      /BKU/ 2006.  
 

 

 

 

Rp. 3.850.000,- 

8. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya bantuan kegiatan pengawasan 

terhadap Komite Sekolah di 
Kecamatan Bukit Batu dalam hal 

peran serta Komite Sekolah membantu 

pihak Sekolah melaksanakan kegiatan 

yang dibiayai dari dana BOS tanggal 
02 s/d 03 Januari 2006. Tanggal 28 

Februari 2006 

ST.12.01/A-II/B-DPRD/2006. 

       /BKU/ 

2006. 

 

 
 

 

 

 
Rp. 5.250.000,- 

9. JUNAIDI, 
S.Ag. 

Biaya kegiatan pengumpulan data di 
Kecamatan Jekan Raya dalam rangka 

pembahasan Raperda tentang 

pengelolaan pertamanan.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.13.01/A-II/B-DPRD/2006. 

       /BKU/ 
2006. 

 
 

 

 

Rp. 3.300.000,- 

10 HATIR 

SATA 

TARIGAN, 
SE. 

Biaya bantuan kegiatan untuk 

mengumpulkan data pendukung dari 

pemerintah daerah Banjarmasin dalam 
rangka persiapan Raperda penerangan 

jalan umum dan pajak pengguna 

tenaga listrik ke Banjarmasin (Kalsel).  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/ 

2006. 

 

 

 
 

 

 

Rp.12.475.000,- 

11. HATIR 

SATA 

TARIGAN, 
SE. 

Biaya bantuan dalam rangka kegiatan 

pengkajian Raperda tentang Retribusi 

Ijin Usaha Jasa Konstruksi oleh 
Anggota DPRD Kota (Komisi II) 

dengan Tenaga Ahli pada tanggal 11 

Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 08.01/A-II/B-DPRD/2006  

 110.c/BKU/ 

2006. 

 

 

 
 

Rp. 5.000.000,- 

7..2   Biaya Koordinasi dan Konsultasi : 
 

No. Nama-Nama 
Penerima 

Surat Perintah 

Uraian Kegiatan No. Kwitansi Jumlah 

1 2 3 4 5 

1. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

dalam rangka menampung dan 

menyerap aspirasi masyarakat 

tentang rencana pencairan dana 
BOS tahap II di Kelurahan Petuk 

Barunai dan Kelurahan Mungku 

Baru Kecamatan Rakumpit. 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 18.01/A-II/B-DPRD/2006  

114.b /BKU/ 2006.  

 

 

 
 

Rp.9.525.000,- 

2. JUNAIDI, Biaya bantuan kegiatan koordinasi        /BKU/ 2006.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
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S.Ag. dan konsultasi di Jakarta tentang 

Anggaran pendidikan untuk 

pelaksanaan bidang pendidikan di 
Kota Palangka Raya pada tanggal 

04 s/d 07 Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 11.01/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

Rp.23.450.000,- 

3. ZULKIFLI 

YAHYA, SH. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

dan konsultasi PP. 37, PP 53 dan PP 

58 di Departemen Dalam Negeri RI 

Jakarta pada tanggal 09 s/d 12 

Januari 2006.  
Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 23.01/A-II/B-DPRD/2006  

103.d/BKU/ 2006.  

 

 

 

Rp.16.750.000,- 

4. ASNAWI, 
SP. 

Biaya pengumpulan data dalam 
rangka pembahasan Raperda Ijin 

Industri di Sampit. Tanggal 28 

Februari 2006 

ST. 04.01/A-II/B-DPRD/2006  

110.d/BKU/ 2006.  
 

Rp. 5.970.000,- 

5. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

Anggota DPRD Kota Palangka 

Raya dengan masyarakat mengenai 

kegiatan pemerintahan dan 
kemasyarakatan di Kecamatan 

Rakumpit pada tanggal 17 dan 18 

Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.25.01/A-II/B-DPRD/2006  

102.d/BKU/ 2006.  

 

 

 
 

Rp. 8.200.000,- 

6. ZULKIFLI 

YAHYA, SH. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

mengenai rencana usul inisiatif 

Anggota DPRD Kota Palangka 
Raya ke LKBH STIH-TB Palangka 

Raya pada tanggal 14 dan 16 

Januari 2006. 

 Tanggal 28 Februari 2006 

ST.24.01/A-II/B-DPRD/2006  

103.c/BKU/ 2006.  

 

 
 

Rp.10.750.000,- 

7. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

Anggota DPRD Kota Palangka 

Raya dengan masyarakat guna 

menampung Aspirasi mengenai 
tapal batas wilayah di Kelurahan 

Marang dengan Kelurahan 

Tumbang Tahai tanggal 23 dan 24 

Januari 2006. 

Tanggal 28 Februari 2006 
ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006. 

103.a/BKU/ 2006.  

 

 

 
 

 

Rp. 9.500.000,- 

8. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya bantuan koordinasi untuk 

menampung dan menyerap Aspirasi 
masyarakat tentang rencana 

pencaiaran dana BOS tahap II di 

Kelurahan Panjehang Kecamatan 

Rakumpit pada tanggal 23 Januari 

2006.  
Tanggal 28 Februari 2006 

ST.20.01/A-II/B-DPRD/2006. 

114.d/BKU/ 2006.  

 
 

 

 

Rp. 7.025.000,- 

9. JUNAIDI, 
S.Ag. 

Biaya kegiatan menampung aspirasi 
masyarakat mengenai bantuan 

langsung tunai kepada rakyat 

miskin di Kecamatan Sebangau. 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.17.01/A-II/B-DPRD/2006. 

       /BKU/ 2006.  
 

 

Rp. 3.150.000,- 

10 JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya kegiatan mengadakan 

sosialisasi tentang peraturan Komite 

Sekolah pada SD Negeri di 

Kelurahan Langkai Kecamatan 
Pahandut pada tanggal 09 Januari 

2006. Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 15.01/A-II/B-DPRD/2006  

114.b/BKU/ 2006.  

 

 

 
Rp. 4.425.000,- 

11. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya kegiatan sosialisasi tentang 

peraturan Komite Sekolah pada SD 

Negeri di Kecamatan Bukit Batu.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 14.01/A-II/B-DPRD/2006  

        /BKU/ 2006.  

 

 

Rp. 7.850.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158
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3.8.  Foto copy Surat Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 

188.4.43/13/DPRD/2006. 

3.9. 1 (satu) lembar Surat Pengembalian SPJ yang tidak lengkap bukti, 

Nomor : 900/KEU/09/III-2006 tanggal 27 Juni 2006. 

3.10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan Nomor : 900/KEU/11/III-

2006 tanggal 19 Oktober 2006. 

3.11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan Nomor : 900/KEU/12/III-

2006 tanggal 24 Nopember 2006. 

3.12. 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Palangka Raya tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka 

Raya Tahun Anggaran 2006 Nomor : 1 Tahun 2006 tanggal 7 Januari 

2006. 

3.13. 1 (satu) buah Buku Pemerintah Kota Palangka Raya Peraturan 

Walikota Palangka Raya Nomor : 21 tahun 2007 tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 tanggal 15 

September 2007. 

3.14. 1 (satu) bundel foto copy kwitansi untuk dana bantuan kegiatan 

(terlampir).  

3.15. Uang sejumlah Rp. 86.085.000,- (delapan puluh enam juta delapan 

puluh lima ribu rupiah), atas nama HATIR SATA TARIGAN, SE. 

3.16. 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

3.17. 24 (dua puluh empat) SPMU No. 1832/PK/2006; 1659/PK/2006; 1317/ 

PK/2006; 1195/PK/2006; 1156/PK/2006; 1072/PK/2006; 679/PK/2006; 

584/PK/2006; 356/PK/2006; 329/PK/2006; 023/PK/2006; 1895/PK/ 

2006; 1193/PK/2006; 1091/PK/2006; 1039/PK/2006; 1034/PK/2006; 

856/PK/2006; 678/PK/2006; 615/PK/2006; 583/PK/2006; 295/PK/2006; 

249/PK/2006; 243/PK/2006; 146/PK/2006. 

3.18. 1 (satu) lembar copy surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Hasil Koordinasi Kerja antara Sekretaris DPRD Kota Palangka 

Raya dan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, tertanggal 16 Agustus 

2007; 

3.19. 1 (satu) lembar copy surat sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

perihal : Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Agar melengkapi 

bukti pertanggung jawaban tertanggal 16 Agustus 2007; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159
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3.20 .1 (satu) lembar copy Surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Penyelesaian Hasil Audit BPK-RI di Sekretariat DPRD Kota 

P.Raya Tahun Anggaran 2007, tertanggal 30 Agustus 2007; 

3.21. 1 (satu) lembar copy surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Surat Teguran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya kepada 

Kabag. Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, tertanggal 

16 Agustus 2007; 

3.22. 2 (dua) lembar copy surat Inventarisasi LHP pada Setwan Kota 

Palangka Raya ; 

3.23. 1 (satu) lembar copy surat tanda setoran kepada Kas Daerah Kota 

Palangka Raya, pengembalian bantuan biaya telepon unsur pimpinan 

DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 

2006; 

3.24. 1 (satu) lembar copy surat setoran pajak, Pajak Pph Pasal 21 biaya 

Perumahan Anggota DPRD Kota Palangka Raya Ub. Januari s/d 

Desember tahun 2006; 

3.25. 2 (dua) lembar copy surat Walikota Palangka Raya Nomor : 700/ 

103/STL-BPK-RI/2007/INSP tanggal 20 Juli 2007 perihal Tindak Lanjut 

temuan hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI di Palangka Raya Tahun 

Anggaran 2006. 

3.26. 1 (satu) lembar copy surat Walikota Palangka Raya Nomor : 700/ 

86/STL-BPK/IV.b/08/INSP tanggal 21 Agustus 2008 perihal Susulan 

tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI di Palangka 

Raya Tahun Anggaran 2006. 

3.27. 2 (dua) lembar copy surat Walikota Palangka raya Nomor : 700/ 

102/STL-BPK-RI/2007/INSP tanggal 20 Juli 2007 perihal Mohon ditinjau 

kembali. 

3.28. 1  (satu) buku copy Laporan Hasil pemeriksaan Kepatuhan ; Laporan 

Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Tahun Anggaran 

2006. 

3.29. 7 (tujuh) lembar copy Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 

188.4.43/09.a/A-11/P-DPRD/2006 tanggal 15 Mei 2007 tentang 

Perubahan Pertama Rencana Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Palangka Raya tahun 2006. 

3.30. Uang sejumlah Rp. 86.085.000,- (delapan puluh enam juta delapan 

puluh lima ribu rupiah) atas nama Junaidi,S.Ag. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160
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3.31. Uang Sejumlah Rp. 2.690.952.000,- (dua milyar enam ratus sembilan 

puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang disita dari 

Aries Marcorius Narang,SE,M.Si,dkk ; 

 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam 

perkara atas nama Terdakwa  lain yang diajukan terpisah ;  

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa  sebesar Rp. 5.000,- (lima 

ribu rupiah) ; 

 Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 27/PID/ 

2010/PT.PR. tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa  Aries Marcorius 

Narang, SE,M.Si. dan Jaksa Penuntut Umum ; 

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 

386/Pid.B/2009/PN.PL.R. tanggal 08 April 2010 ; 

MENGADILI SENDIRI  : 

1. Menyatakan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”korupsi 

secara bersama-sama” ; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  tersebut oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 

3. Menetapkan barang bukti berupa :  

1 (satu) bundel Dokumen Data Biaya Perjalanan Dinas : 

1.1. Perjalanan Dinas Tugas Khusus. : 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 450/BKU 

2006 tanggal 26 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi pemberlakuan 

Tarif PDAM di Banjarmasin. dan ST. 269.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Prapti Suryandari. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 448/ BKU/ 

2006 tanggal 25 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta  dan ST. 267.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Peneri-

ma Surat Perintah :Zulkifli Yahya, SH.,Dkk. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 446/BKU/ 

2006 tanggal 17 April 2006, Untuk Biaya Silahturahmi Nasional 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Anggota Legislatif di Jakarta  dan ST. 245.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Asnawi, SP., Dkk. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 447/ 

BKU/2006 tanggal 18 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta  dan ST. 248.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Pene-

rima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 444/BKU/ 

2006 tanggal 11 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Keuangan dan 

Pembangunan Daerah di Jakarta  dan ST. 238.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah :Mambang I. Tubil. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 445/ 

BKU/2006 tanggal 12 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penge-

lolaan Pariwisata di Denpasar Bali,  dan ST. 242.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : H. Mukransyah. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 443/ 

BKU/2006 tanggal 5 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang cara 

Penyusunan Perda ke Depdagri di Jakarta  dan ST. 234.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. Fitriyadi Yusuf. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 447.a/ 

BKU/ 2006 tanggal 3 April 2006, Untuk Biaya mengikuti Rapat Kerja 

Nasional di Jakarta  dan ST. 225.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Peneri-

ma Surat Perintah : Junaidi, S.Ag. Dkk. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 441/BKU/ 

2006 tanggal 28 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengelolaan 

Aset Daerah di Jakarta  dan ST. 224.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Drs. Ayenedy Lesa. S.Pd. 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 440/ 

BKU/2006 tanggal 31 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta  dan ST. 217.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Pene-

rima Surat Perintah : Hatir Sata Tarigan. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 449/BKU/ 

2006 tanggal 26 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang Peren-

canaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Jakarta  dan ST. 

268.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. 

Jamran Kurniawan, MM. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 467/BKU/ 

2006 tanggal 16 Mei 2006, Untuk Biaya Konsultasi Mengenai Fraksi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162
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 Hal. 163 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

Gabungan lebih dari satu ke Depdagri di Jakarta  dan ST. 311.01/A-

11/B-DPRD/ 2006 an. Penerima Surat Perintah : Syahrudin Durasid, 

Dkk. 

13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 451/BKU/ 

2006 tanggal 29 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penyusunan 

Tata Naskah Perda di Depdagri Jakarta  dan ST. 277.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Charly S Penyang. 

14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 468/BKU/ 

2006 tanggal 22 Mei 2006, Untuk Biaya Konsultasi Proses Pengelo-

laan APBD di Depdagri Jakarta  dan ST. 322.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Agus Romansyah, SH., Dkk. 

15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 469/BKU/ 

2006 tanggal 18 Januari 2006, Untuk Membayar kekurangan Biaya 

Perjalanan Dinas Tugas Khusus Dalam Rangka Menjemput Rom-

bongan Haji Kota Palangka Raya di Banjarbaru, ST. 44.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Sugianto, SP. Dkk. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 656/BKU/ 

2006 tanggal 14 Agustus 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penyusunan 

APBD dan Pengawasan / Auditing APBD Berbasis Kemerja di 

Jakarta  dan ST. 679.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah : Sunbandi, S.Sos. 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 625/BKU/ 

2006 tanggal 21 Juni 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Daerah di Depdagri Jakarta  dan ST. 380.01 

/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Walden M. 

Sihaloho. 

18. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 124/BKU/ 

2006 tanggal 3 Juli 2006, Untuk Biaya Mengikuti Konsultasi 

Keuangan dan Pembangunan Daerah di Jakarta  dan ST. 405.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. Fitriyadi Yusuf. 

19. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 577/BKU/ 

2006 tanggal 26 Mei 2006, Jakarta,  dan ST. 323.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

20. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 626/BKU/ 

2006 tanggal 27 Juni 2006, Untuk Biaya Konsultasi Peningkatan 

peran DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Kinerja 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 163
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Penda di Depdagri Jakarta  dan ST. 391.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Subandi, S.Sos. 

21. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 655/BKU/ 

2006 tanggal 31 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi Keuangan dan 

Pembangunan Daerah di Jakarta  dan ST. 453.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Zulkifli Yahya, Dkk. 

22. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 654/BKU/ 

2006 tanggal 7 Agustus 2006, Untuk Biaya Koordinasi Perda 

Persampahan di Surabaya  dan ST. 464.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

23. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 628/BKU/ 

2006 tanggal 12 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi Raperda Miras di 

Depdagri Jakarta  dan ST. 401.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima 

Surat Perintah : Maryono, Shi ; 

24. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 627/BKU/ 

2006 tanggal 3 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan dan Pertang-

gung Jawaban APBD di Jakarta  dan ST. 400.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Cornelius David. 

25. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 580/BKU/ 

2006 tanggal 27 Mei 2006, Untuk Biaya Dinas Keluar Daerah 

(Jakarta),  dan ST. 329.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah : Drs. Cornelius David. 

26. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 700/BKU/ 

2006 tanggal 25 Agustus 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang 

Perencanaan Penyusunan serta Penetapan Perda tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah di Jakarta.  dan ST. 688.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Asnawi, SP. 

27. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 698/BKU/ 

2006 tanggal 19 Agustus 2006, Untuk Biaya Konsultasi Permendagri 

No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah Perencanaan dan Pengangguran serta APBD di Jakarta.  

dan ST. 688.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Hatir Sata Tarigan, SE. 

28. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor :  /BKU/ 

2006 tanggal 7 September 2006, Jakarta.  dan ST. 738.01/A-11/B-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 164
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DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, 

SE. 

29. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 699/BKU/ 

2006 tanggal 19 Agustus 2006, Untuk Biaya Koordinasi Penangan-

an Miras di Banjarmasin.  dan ST. 685.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : H. Abu Sadikin. 

30. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 897/BKU/ 

2006 tanggal 17 Oktober 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengem-

bangan Aset Daerah Departemen Keuangan di Jakarta.  dan ST. 

803.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Walden 

M. Sihaloho, SH. Dkk. 

31. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 896/BKU/ 

2006 tanggal 8 November 2006, Jakarta.  dan ST. -  an. Penerima 

Surat Perintah : Mekatrin Yoshua. 

32. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 246/BKU/ 

2006 tanggal 11 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Mekanisme 

Penyusunan dan Pengelolaan Program ke Depdagri di Jakarta.  dan 

ST. 182.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Bambang A. Bahan. S. Hut. 

33. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 247/BKU/ 

2006 tanggal 14 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda 

Mengenai Produk Hukum Daerah di Jakarta.  dan ST. 188.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Zulkifli Yahya, Dkk. 

34. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 245/BKU/ 

2006 tanggal 11 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Dana Perim-

bangan daerah di Depdagri Jakarta.  dan ST. 181.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :H. Abu Sadikin. 

35. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 244/BKU/ 

2006 tanggal 16 Januari 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang Dana 

Perim-bangan Daerah di Departemen Dalam Negeri Jakarta.  dan 

ST. 07.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : H. 

Mukransyah. 

36. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 243/BKU/ 

2006 tanggal 4 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang 

Pengelolaan Aset Daerah ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta.  

dan ST. 163.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Syahrudin Durasid. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 165
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37. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 182/BKU/ 

2006 tanggal 24 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda Pene-

rangan Jalan Kota Palangka Raya di Jakarta.  dan ST. 149.01/A-11/ 

B-DPRD/ 2006 an. Penerima Surat Perintah : Agus Romansyah,SH. 

38. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 122/BKU/ 

2006 tanggal 2 Januari 2006, Untuk Biaya Menghadiri Acara Pe-

ringatan Hari Jadi Kota Waringin Timur di Sampit. dan ST. 08.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang; 

39. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 121/BKU/ 

2006 tanggal 2 Januari 2006, Untuk Biaya Menghadiri Acara Pe-

ringatan Hari Jadi Kota Waringin Timur di Sampit. dan ST. 07.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius 

Narang, SE. 

40. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 181/BKU/ 

2006 tanggal 23 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengguna-

an Hak Angkat. Dewan di Jakarta.  dan ST. 136.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

41. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 180/BKU/ 

2006 tanggal 23 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Jakarta.  dan ST. 137.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Prapti Suryandari. 

42. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 179/BKU/ 

2006 tanggal 21 Februari 2006, Untuk Biaya Menghadiri Undangan 

Perkawinan Anak Kapolda Kalteng di Surabaya.  dan ST. - . 

Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 

43. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 183.b/ 

BKU/2006 tanggal 24 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Pengembangan Aset Daerah Departemen Keuangan di Jakarta.  

dan ST. 148/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Mambang I. Tubil, Dkk. 

44. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 178/BKU/ 

2006 tanggal 21 Februari 2006, Untuk Biaya Training Advocacy 

Ekham di Bogor (Via Jakarta). dan ST. 130.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah :  Bambang A. Bahan. S.Hut. 

45. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 177/BKU/ 

2006 tanggal 14 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Peraturan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 166
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 Hal. 167 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

Daerah ke Depdagri di Jakarta. dan ST. 116.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Drs. Siber. 

46. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 176/BKU/ 

2006 tanggal 1 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta.  dan ST. 115.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 

47. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 175/BKU/ 

2006 tanggal 13 Februari 2006, Untuk Biaya Mendampingi Gubernur 

Kalteng ke Jakarta..  dan ST. 113.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Peneri-

ma Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

48. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 94/BKU/ 

2006 tanggal 16 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 42.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. Fitriyadi Yusuf. 

49. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 93/BKU/ 

2006 tanggal 28 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 76.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Charly S. Penyang. 

50. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 92/BKU/ 

2006 tanggal 16 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 77.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Siber. 

51. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 38/BKU/ 

2006 tanggal 13 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 04.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Cornelius David. 

52. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 37.a/ 

BKU/2006 tanggal 13 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 32.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Mekatrin Yosua. 

53. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 39.a/BKU/ 

2006 tanggal 20 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. --- an. Penerima 

Surat Perintah : Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

54. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 36/BKU/ 

2006 tanggal 28 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 32.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Andrico, STH.  

1.2 Perjalanan Dinas Studi Banding Luar Daerah. 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 149.a/ 

BKU/2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya perja-

lanan dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota 

Komisi-komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 167
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 168 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

Timur. dan ST. 198/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah : Yurikus Dimang. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 149.b/ 

BKU/2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya 

perjalanan dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota 

Komisi-komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa 

Timur. dan ST. 196/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perin-

tah : Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 148/BKU/ 

2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya perjalanan 

dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota Komisi-

komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa Timur. 

dan ST. 197/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Aries Marcorius Narang, SE. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 150/BKU/ 

2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya perjalanan 

dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota Komisi-

komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa Timur. 

dan ST. 199/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Agus Romansyah, SH. Dkk. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 729/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas Reses Luar Daerah ke Jakarta. dan ST. 739/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 731/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas reses  Luar daerah ke Jakarta. dan ST. 742/A-11/ B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Prapti Suryandari, Dkk. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 732/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas Reses Luar Daerah Ke Jakarta. dan ST. 742/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Walden M. Sihaloho, 

SH. Dkk. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 730/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas Reses Luar Daerah Ke Jakarta. dan ST. 740/A-11/B-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 168
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 169 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. H. Jamran 

Kurniawan. MM. 

1.3. Perjalanan Dinas Panggilan. 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 574/BKU/ 

2006 tanggal 8 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 99.01/A-11/ 

B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Mambang I. Tubil, Dkk. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 573/BKU/ 

2006 tanggal 8 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 100.01/A-11/ 

B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Subandi, S.Sos. Dkk. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 573/BKU/ 

2006 tanggal 30 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 332.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Ayenedy Lesa, S.Pd., DKK. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 580/BKU/ 

2006 tanggal 27 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 329.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Cornelius David. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 576/BKU/ 

2006 tanggal 8 Juni 2006, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka 

Raya. dan ST. 359.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Agus Romansyah, Dkk. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 622/BKU/ 

2006 tanggal 24 Juni 2006, Surabaya. dan ST. 381.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Prapti Suryandari. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 623/BKU/ 

2006 tanggal 3 Juli 2006, Medan. dan ST. 401.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah :  Walden M. Sihaloho, SH. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 4 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 462.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 520/BKU/ 

2006 tanggal 28 Maret 2006, Jakarta. dan ST. 211.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Siber. 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 518/BKU/ 

2006 tanggal 10 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 355.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 28 Februari 2006, Jakarta. dan ST. 38.01/A-11/B-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 169
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 170 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, SE. 

Dkk. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 8 Mei 2006, Untuk Biaya Kontribusi Penyelewengan 

Diklat Penyusunan Perundang-Undangan. an. Penerima Surat 

Perintah :  Agus Romansyah, SH. Dan Ir. Fitriyadi Yusuf. 

13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 780/BKU/ 

2006 tanggal 22 Agustus 2006, Pontianak (Kalbar). dan ST. 703.01 

/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Andrico, STH. 

14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 783/BKU/ 

2006 tanggal 7 September 2006, Banjarmasin (Kalsel). dan ST. 

739.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Ir. Fitri-

yadi Yusuf. 

15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 781/BKU/ 

2006 tanggal 24 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 704.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy Lesa. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 779/BKU/ 

2006 tanggal 11 Agustus 2006, Kasongan. dan ST. 677.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 782/ 

BKU/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 725.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Mambang I. Tubil. 

18. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 697/ 

BKU/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 682.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius 

Narang, SE. 

19. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 428/ 

BKU/2006 tanggal 17 Maret 2006, Kuala Kapuas. dan ST. 206.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

20. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 429/ 

BKU/2006 tanggal 11 April 2006, Jakarta. dan ST. 239.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy Lesa, 

S.Pd. Dkk. 

21. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 430/ 

BKU/2006 tanggal 19 April 2006, Jakarta. dan ST. 249.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 170
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 171 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

22. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 450/ 

BKU/2006 tanggal 26 April 2006, Banjarmasin (Kalsel). dan ST. 

269.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Prapti 

Suryandari. 

23. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 431.c/ 

BKU/2006 tanggal 19 April 2006, Jakarta. dan ST. 250.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, SE. 

Dkk. 

24. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 433/ 

BKU/2006 tanggal 1 Mei 2006, Palembang. dan ST. 278.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Subandi, S.Sos. Dkk. 

25. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 434/ 

BKU/2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 283.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang.  

26. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 435/BKU/ 

2006 tanggal 3 Mei 2006, Surabaya. dan ST. 284.01/A-11/B-DPRD 

/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

27. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 436/ BKU/ 

2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 282.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

28. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 437/ 

BKU/2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 285.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy Lesa, 

S.Pd.,Dkk. 

29. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 438.b/ 

BKU/2006 tanggal 28 Februari 2006, Jakarta. dan ST. 151.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, 

SE. Dkk. 

30. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 439/ 

BKU/2006 tanggal 1 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 279.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Fitriyadi Yusuf. 

31. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 463/ 

BKU/2006 tanggal 11 Mei 2006, Daerah Istimewa Yogyakarta. dan 

ST. 305.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Mambang Tubil. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 171
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 172 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

32. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 465/ 

BKU/2006 tanggal 20 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 318.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Andrico, STH. 

33. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 464/ 

BKU/2006 tanggal 17 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 312.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Zulkifli Yahya, SH. Dkk. 

34. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 466/ 

BKU/2006 tanggal 20 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 319.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Bambang A. Bahan, 

S.Hut. 

35. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 470/ 

BKU/2006 tanggal 16 Januari 2006, Denpasar – Bali Via Surabaya. 

dan ST. 07.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Aries Marcorius Narang, SE.  

36. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 239/ 

BKU/2006 tanggal 9 Maret 2006, Jakarta. dan ST. 177.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Mambang I Tubil, Dkk. 

37. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 240/ 

BKU/2006 tanggal 11 Maret 2006, Gedung DPRD Kalteng. dan ST. 

189.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

38. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 238/ 

BKU/2006 tanggal 8 Maret 2006, Kecamatan Rakumpit dan ST. -- 

an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

39. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 242/ 

BKU/2006 tanggal 16 Maret 2006, Palangka Raya. dan ST. 

195.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

40. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 241/ 

BKU/2006 tanggal 14 Maret 2006, Kuala Kapuas. dan ST. -- an. 

Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

41. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 173.b/ 

BKU/2006 tanggal 17 Februari 2006, Balikpapan. dan ST. 122.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Syahrudin Durasid 

dan Maryono, SH. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 172
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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42. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 14 Februari 2006, Balikpapan. dan ST. --  an. 

Penerima Surat Perintah :  Imam Prayitno. 

43. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 171/BKU/ 

2006 tanggal 17 Februari 2006, Makasar via Jakarta. dan ST. 121. 

01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Asnawi, SP. 

44. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 172/ 

BKU/2006 tanggal 20 Februari 2006, Gedung DPRD Kalteng. dan 

ST. 133.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

45. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 91/BKU/ 

2006 tanggal 19 Januari 2006, Jakarta. dan ST. -- an. Penerima 

Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, SE. Dkk. 

46. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 34/BKU/ 

2006 tanggal 26 November 2006, Jakarta. dan ST. -- an. Penerima 

Surat Perintah :  Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

47. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 31.a/ 

BKU/2006 tanggal 29 Desember 2006, LKMS Di Jakarta. dan ST. -- 

an. Penerima Surat Perintah :  Syahrudin Durasid dan Junaidi. 

48. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 33.a/ 

BKU/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Balikpapan. dan ST. -- an. 

Penerima Surat Perintah :  Maryono, SH. Dan Mekatrin Yosua. 

1.4. Biaya Reses Dalam Daerah  

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 158/ 

BKU/2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan 

ST. 13.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 159/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Pahandut. dan ST. 

14.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. H. 

Jamran Kurniawan.MM. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 160/BKU/ 

2006 tanggal  2 Februari 2006, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan 

Sebangau. dan ST. 92.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Yurikus Dimang. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 161/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 173
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105.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

162.a/BKU/ 2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Jekan Raya. 

dan ST. 91.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Subandi, S.Sos.,Dkk. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

164.a/BKU/ 2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Pahandut. 

dan ST. 89.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Zulkifli Yahya, SH. Dkk. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 

165.c/BKU/ 2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. 

dan ST. 19.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Subandi, S.Sos.,Dkk. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 621/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

441.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. 

Ayenedy Lesa, S.Pd.,Dkk. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 620/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Bukit dan Kecamatan 

Pahandut. dan ST. 438.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Subandi, S.Sos., Dkk. 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 614/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

436.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus 

Dimang. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 618/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamtan Bukit dan Kecamatan 

Pahandut. dan ST. 435.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 617/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

440.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Aye-

nedy Lesa, S.Pd.,Dkk. 

13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 616/BKU/ 

2006 tanggal 17 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 174
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432.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Agus 

Romansyah, Dkk. 

14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 615/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Sebangau. dan ST. 

437.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Subandi, 

S.Sos.,Dkk. 

15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 614/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 436.01/ 

A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 612/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Sebangau. dan ST. 

434.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 613/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 433.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. H. Jamran 

Kurniawan, MM. 

2. 1 Satu bundel Dokumen Data Biaya Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM). 

2.1. Biaya Pelatihan dan Kursus 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 

SURAT PERINTAH 
KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1. ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE 

Biaya dalam rangka mengikuti 
orientasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah bagi kepala 

daerah, wakil kepala daerah dan 

pimpinan DPRD di jakarta. 

Tanggal 06 November 2006 
ST. 807/A-II/B-DPRD/2006  

464/BKU/2006 
 
 

 

 

 

Rp. 3.500.000,-     

2. Drs. AYENEDY LESA, 

S.Pd 

Biaya kontribusi workshop 

pendidikan nasional angkatan II-

event tanggal 01-04 juni 2006. 
Tanggal 04 juni 2006 

ST. -- 

       /BKU/2006 
 

 

 

Rp. 3.250.000,-     

2.2. Biaya Penyiapan Raperda Pengajian dan Telaah Raperda. 
 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 

SURAT PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya memantau pelaksanaan 

perda DPRD kota palangak 
raya tahunn 2006, mengenai 

pemberdayaan perempuan dan 

kesejahteraan masyarakat 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 
katimpun kecamatan jekan 

       /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.11.925.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 175
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raya). 

Tanggal 19 agustus 2006 

ST. 267.01/A-II/B-
DPRD/2006  

2 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelaksanaan perda APBD 
tahun 2006 bidang pendidikan 

(kelurahan marang, dan 

tumbang tahai kecamatan bukit 

batu). 

Tanggal 10 agustus 2006 
ST. 269.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp. 8.325.000,-     

3 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan petuk bukit dan 

panjehang kecamatan 

rakumpit). 
Tanggal 04 agustus 2006 

ST. 263.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp. 9.525.000,-     

4 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya melaksanakan mengenai 

pelaksanaan perda peredaran 

minuman berakohol dan 

penjualan minuman berakohol 

(kelurahan pahandut, 
paanrung, langkai dan 

pahandut seberang). 

Tanggal 29 agustus 2006 

ST. 262.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.12.475.000,-     

5 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 
(kelurahan tangkiling, dan sei 

gohong kecamatan bukit batu). 

Tanggal 02 agustus 2006 

ST. 256.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 9.275.000,-     

6 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan tumbang tahai, 
marang banturung dan 

tangkiling). 

Tanggal 26 agustus 2006 

ST. 265.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp.12.850.000,-     

7 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menghimpun informasi 

mengenai pelaksanaan perda 

kota palangka raya mengenai 
APBD kota palangka raya 

tahun 2006 bidang 

pemerintahan (kelurahan 

bereng bengkel, kalampangan 

dan kereng bangkirei). 
Tanggal 12 agustus 2006 

ST. 252.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.250.000,-     

8 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengumpulkan data 

mengenai kegiatan 

pemerintahan desa dalam 

melayanai masyarakat sebagai 

usul inisiatif DPRD dalam 
menyusun peraturan daerah 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun). 

Tanggal 03 agustus 2006 
ST. 250.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp.11.650.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 176
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9 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 
(kelurahan pahandut dan 

panarung kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 01 agustus 2006 

ST. 299.01/A-II/B-
DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

Rp. 6.650.000,-     

10 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya di 
kecamatan jekan raya 

(kelurahan palangka dan 

kelurahan menteng kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 17 juli  2006 
ST. 216.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 7.200.000,-     

11 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya di 

kecamatan rakumpit 

(kelurahan petuk bukit dan 

kelurahan panjehang  
kecamatan rakumpit). 

Tanggal 10 juli  2006 

ST. 214.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp.10.000.000,-     

12 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan tangkiling dan sei 
gohong kecamatan bukit batu). 

Tanggal 08 juli 2006 

ST. 211.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 7.850.000,-     

13 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya untuk kegiatan 

mengumpulkan data peredaran 

minuman berakohol dalam 

rangka penyiapan raperda 
pengendalian dan pengawadan 

peredaran minuman berakohol 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun kecamatan jekan 
raya). 

Tanggal 13 juni  2006 

ST. 194.01/A-II/B-

DPRD/2006 

492/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp.12.475.000,-     

14 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan pahandut dan 

panarung kecamatan 
pahandut). 

Tanggal 10 juli 2006 

ST. 209.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 6.375.000,-     

15 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan langkai, dan 
pahandut seberang kecamatna 

pahandut). 

Tanggal 17 juli 2006 

ST. 208.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 6.375.000,-     

16 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya untuk kegiatan 

mengumpulkan data peredaran 

minuman berakohol dalam 
rangka penyiapan raperda 

pengendalian dan pengawadan 

492/BKU/2006  

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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peredaran minuman berakohol 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 
katimpun kecamatan jekan 

raya). 

Tanggal 13 juni  2006 

ST. 194.01/A-II/B-

DPRD/2006 

 

 

 
Rp.12.475.000,-     

17 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya untuk kegiatan 

mengumpulkan data peredaran 

minuman berakohol dalam 

rangka penyiapan raperda 
tentang label pengendalian 

peredaran minuman berakohol 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan dan kereng 

bangkirei kecamatan 
sebangau). 

Tanggal 31 mei 2006 

ST. 197.01/A-II/B-

DPRD/2006  

492/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.050.000,-     

18 ASNAWI, SP, DKK Biaya dalam rangka kegiatan 

pengumpulan data untuk 

pembahasan raperda ijin 

industri. 
Tanggal 11 januari 2006 

ST. 04.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 
Rp. 5.970.000,-     

19 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya untuk menampung 
aspirasi masyarakat di 

kecamatan bukit batu dalam 

rangka persiapan raperda 

penerangan jalan umum dan 

pajak penggunaan tenaga 
listrik (kecamatan bukit batu). 

Tanggal 05 januari  2006 

ST. 09.01/A-II/B-DPRD/2006 

110.b/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp. 9.250.000,-     

20 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengenai tapal batas 

kecamatana bukit batu dengan 

kecamatan rakumpit (mungku 

baru kecamatan rakumpit). 

Tanggal 08 juli 2006 
ST. 211.01/A-II/B-

DPRD/2006 

106.c/BKU/2006  

 

 

 

 
Rp. 9.050.000,-     

21 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya pertemuan dengan 

masyarakat mengenai 
peraturan tapal batas 

kelurahnan dn kecamatan 

(kecamatan sebangau). 

Tanggal 28 januari 2006 

ST. 31.01/A-II/B-DPRD/2006 

106.d/BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp. 4.750.000,-     

22 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya pertemuan dengan 

masyarakat mengenai masalah 

pertanahan (kecamatan 
pahandut dan kecamatan jekan 

raya). 

Tanggal 19 januari 2006 

ST. 27.01/A-II/B-DPRD/2006 

106.a/BKU/2006  

 

 
 

 

Rp. 7.300.000,-     

23 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya peninjauan lapangan 

mengenai tapal batas kelurahan 

marang dengan kelurahan 

tumbang tahai ( kelurahan 
marang dengan kelurahan 

tumbang tahai). 

Tanggal 24 januari 2006 

ST. 29.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 4.500.000,-     

24 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengadakan sosialisasi 

tentang peraturan komite 

sekolah pada SD negeri di 

kelurahan banturung, 

tangkiling dan kecamatan bukit 
batu ( kelurahan marang 

dengan kelurahan tumbang 

tahai). 

        /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.850.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 178
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 179 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

Tanggal 13 januari 2006 

ST. 14.01/A-II/B-DPRD/2006 

25 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengumpulan data 

dalam rangka persiapan 

pembahasan raperda tentang 

ijin industri dalam hal 

penyediaan tenaga kerja 
(kecamatan pahandut). 

Tanggal 23 januari 2006 

ST. 21.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 3.850.000,-     

26 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengawasan terhadap 

komite sekolah dalam hal 

peran serta komite sekolah 

membantu pihak sekolah 

melaksanakan kegiatan yang 
dibiayai dari dana BOS 

(kecamatan bukit batu). 

Tanggal 02 januari 2006 

ST. 12.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp. 5.250.000,-     

27 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengumpulan data 

dalam rangka persiapan 

raperda tentang pengelolaan 

pertamanan dan keindahan 
kota (kecamatan jekan raya). 

Tanggal 09 januari 2006 

ST. 13.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 3.300.000,-     

28 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan untuk 
mengumpulkan data 

pendukung dari pemerintah 

daerah banjarmasin dalam 

rangka persiapan pembahasan 
raperda penerangan jalan 

umum dan pajak penggunaan 

tenaga listrik (di banjarmasin 

kalsel). 

Tanggal 02 januari  2006 
ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  
 

 

 

 
 

 

 

Rp.12.475.000,-     

29 ASNAWI, SP, DKK Biaya dalam rangka kegiatan 

pengkajian raperda tentang 

restribusi ijin usaha jasa 
kontruksi oleh anggota DPRD 

komisi II dengan tenaga ahli. 

Tanggal 09 januari  2006 

ST. 08.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

Rp. 5.000.000,-     

30 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 

aspirasi dalam rangka 

pengembangan karet raktyat 
yang didanai melalui APBD 

kota palangka raya sesuai 

dengan perda APBD tahun 

2006 (kecamatan pahandut dan 

kecamatan jekan raya). 
Tanggal 16 mei 2006 

ST. 157.01/A-II/B-

DPRD/2006 

258.b/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 9.050.000,-     

31 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 

aspirasi dalam rangka 

pengembangan karet mengenai 

pelaksanaan perda APBD kota 
palangka raya tahun 2006 

tentang pengembangan 

tanaman karet dalam rangka 

kegiatan rehabilitasi hutan dan 

lahan (areal social foresty / 
kawasan hutan kelurahan petuk 

bukit dan pager kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 16 mei 2006 

ST. 158.01/A-II/B-
DPRD/2006 

258.c/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 9.050.000,-     

32 HATIR SATA Biaya kegiatan untuk 357.d/BKU/2006  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 179
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 180 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

TARIGAN, SE, DKK mengumpulkan data kegiatan 

dalam rangka koordinasi 

dengan masyarakat kelurahan 
kameloh baru, sabaru dan 

kalampangan untuk 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelaksanaan perbaikan 
prasarana jalan sesuai APBD 

kota palangka raya. 

Tanggal 27 mei  2006 

ST. 169.01/A-II/B-

DPRD/2006 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.10.875.000,-     

33 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 

aspirasi tentang pelaksanaan 

perda APBD kota palangka 
raya tahun 2006 mengenai 

sharing pengembangan 

tanaman karet seluas 50 ha 

(kelurahan mungku baru dan 

kelurahan petuk bukit). 
Tanggal 16 mei 2006 

ST. 159.01/A-II/B-

DPRD/2006 

158.a/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 4.750.000,-     

34 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai realisasi 

pelaksanaan perda APBD kota 

tahun 2006 di bidang 

peningkatan kesejahteraan 
sosial masyarakat (kelurahan 

panarung, langkai kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 11 mei 2006 

ST. 172.01/A-II/B-
DPRD/2006 

356.a/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 6.925.000,-     

35 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
sosialisasi kegiatan 

pembangunan sumber daya 

masyarakat sesuai dengan 

perda APBD tahun 2006 

(kelurahan petuk bukit dan 
panjehang kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 18 mei 2006 

ST. 175.01/A-II/B-

DPRD/2006 

356.b/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp. 9.525.000,-     

36 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

kebijakan pemerintah dalam 
penyaluran bantuan tunai 

langsung sebagai pelengkap 

usul inisiatif raperda kelurahan 

panarung, langkai dan 

pahandut seberang. 
Tanggal 06 mei  2006 

ST. 162.01/A-II/B-

DPRD/2006 

357.a/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.450.000,-     

37 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

pelaksanaan APBD kota tahun 

2006 tentang pelayanan di 

bidang pendidikan di 

kelurahan kalampangan dan 
bereng bengkel. 

Tanggal 19 mei  2006 

ST. 166.01/A-II/B-

DPRD/2006 

        /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp. 7.625.000,-     

38 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelaksanaan perda APBD kota 

palangka raya tahun 2006 

356.c/BKU/2006  

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 180



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 181 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

tentang bantuan pembinaan 

dan bantuan kepada organisasi 

keagamaan (kelurahan 
kalampangan dan bereng 

bengkel kecamatan sebangau). 

Tanggal 17 mei 2006 

ST. 174.01/A-II/B-

DPRD/2006 

 

 

 
 

Rp. 7.625.000,-     

39 JUNAIDI, S.Ag Biaya memantau pelaksanaan 

perda kota palangka raya 

mengenai batas wilayah dalam 

hubungannya pengembangan 
kebudayaan dan kesenian 

(kelurahan petuk bukit, petuk 

barunai, panjehang dan 

mungku baru kecamatan 

rakumpit). 
Tanggal 14 oktober 2006 

ST. 336/A-II/B-DPRD/2006 

823.a/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp.16.450.000,-     

40 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan data 
pendukung sebagai usul 

inisiatif komisi mengenai 

pelaksanaan 3 buah raperda 

(kelurahan tangkiling 

kecamatan bukit batu). 
Tanggal 19 oktober 2006 

ST. 337/A-II/B-DPRD/2006 

823.b/BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp. 2.975.000,-     

41 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  mengumpulkan data 
tentang permintaan 

pembangunan fisik prasarana 

jalan sebagai usul inisiatif 

dalm penyusunan raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 
palangka, menteng dan bukit 

tunggal kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 oktober  2006 

ST. 323/A-II/B-DPRD/2006 

823.c/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp. 9.975.000,-     

42 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  mengumpulkan data 

mengenai pelaksanaan 3 buah 

raperda kota palangka raya 

sesuai dengan sosialisasi yang 
dilakukan oleh pemerintah 

daerah (kelurahan bereng 

bengkel, kereng bangkirei dan 

kalampangan kecamatan 

sebangau). 
Tanggal 11 oktober  2006 

ST. 325/A-II/B-DPRD/2006 

823.d/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.10.875.000,-     

43 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya memantau sarana dan 

prasaran pemerintahan desa 
sesuai dengan kegiatan 

pembangunan yang dimuat 

dalam peraturan daerah APBD 

tahun 2006 sebagai bahan usul 

inisiatif DPRD untuk raperda 
APBD tahun 2007 (kelurahan 

tangkiling dan banturung 

kecamatan bukit batu). 

Tanggal 16 mei 2006 

ST. 159.01/A-II/B-
DPRD/2006 

823.e/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.850.000,-     

44 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya memantau kegiatan 

pertanian dan rumah potong 
hewan sebagai penggerak 

kegiatan ekonomi masyarakat 

dalam rangka pengumpulan 

data pendukung usuk inisiatif 

DPRD kota palangka raya 
dalam penyusunan raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

kereng bangkirei dan 

kalampangan kecamatan 

sebangau). 

823.f/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.250.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 181



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 182 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

Tanggal 02 oktober 2006 

ST. 321/A-II/B-DPRD/2006 

45 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengenai sosialisasi 3 

buah peraturan daerah kota 

palangka raya (kelurahan bukti 

sua, gaung baru, petuk barunai 

dan panjehang kecamatan 
rakumpit). 

Tanggal 08 september 2006 

ST. 296/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp.14.525.000,-     

46 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan 

informasi sebagai usul inisiatif 

DPRD mengenai raperda kota 

palangka raya  tentang 

pengelolaan dan 
pengembangan kesenian 

daerah (kelurahan bereng 

bengkel, kalampangan 

kecamatan sebangau). 

Tanggal 13 september 2006 
ST. 299/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.625.000,-     

47 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan 

informasi sebagai usul inisiatif 
DPRD mengenai pelaksanaan 

3 buah perda kota palangka 

raya (kelurahan bereng 

bengkel, kalampangan kereng 

bangkirei dan kameloh baru 
kecamatan sebangau). 

Tanggal 13 september 2006 

ST. 298/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

Rp.12.625.000,-     

48 JUNAIDI, S.Ag Biaya sosialisasi pelaksanaan 

peraturan daerah kota palangka 

raya (kelurahan palangka, 

menteng, bukit tunggal dan 

petuk katimpun kecamatan 
jekan raya). 

Tanggal 14 september 2006 

ST. 300/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
Rp.11.295.000,-     

49 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  mengumpulkan 
informasi sebagai usul inisiatif 

DPRD mengenai pelaksanaan 

peraturan daerah APBD tahun 

2006 mengenai penambangan 

galian c sebagai sumber 
pendapatan (kelurahan 

kalampangan, sabaru, kereng 

bangkirei dan kameloh baru 

kecamatan sebangau). 

Tanggal 12 september  2006 
ST. 289/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.13.375.000,-     

50 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  sosialisasi 3 buah 

peraturan daerah kota palangka 
raya (kelurahan petuk bukit, 

mungku baru, panjehang dan 

pager kecamatan rakumpit). 

Tanggal 26 september  2006 

ST. 293/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp.15.475.000,-     

51 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelayana kesehatan masyarakat 
dalam penanggulangan bahaya 

flu burung (kelurahan 

pahandut, panarung, langkai 

dan pahandut seberang 

kecamatan pahandut). 
Tanggal 25 september  2006 

ST. 294/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp.12.475.000,-     

52 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 3 buah 
raperda kota palangka raya 

(kelurahan tangkiling dan sei 

gohong). 

         /BKU/2006  

 
 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 182
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 183 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

Tanggal 09 oktober 2006 

ST. 281/A-II/B-DPRD/2006 

Rp.12.850.000,-     

53 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 3 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, kameloh baru 
dan danau tundai). 

Tanggal 08 september 2006 

ST. 280/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp.12.250.000,-     

54 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai 

pelaksanaan perda APBD 

tahun 2006 mengenai 

peningkatan prasarana 
pemerintah (kelurahan langkai, 

panarung, palangka dan 

pahandut kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 05 september 2006 
ST. 279/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.11.650.000,-     

55 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat dalam rangka 
menghimpun data mengenai 

program kegiatan bidang 

penataan pemukiman dan 

penataan kota sebagai bahan 

evaluasi dan pengawasan 
peraturan daerah mengenai 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

pahandut, panarung, menteng 

dan bukit tunggal). 

Tanggal 12 desember  2006 
ST. 374/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.12.475.000,-     

56 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai program 
kegiatan pendidikan sebagai 

usul inisiatif dalam raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

banturung, tangkiling dan sei 

gohong). 
Tanggal 12 desember 2006 

ST. 377/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.10.825.000,-     

57 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengumpulkan data 

mengenai kegiatan kelurahan 
dalam menggalakan program 

keamanan dan ketertiban 

masyarakat sebagai usul 

inisiatif penyusunan raperda 

kota palangka raya (kelurahan 
marang, tangkiling dan 

tumbang tahai). 

Tanggal 13 desember 2006 

ST. 360/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.10.500.000,-     

58 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan data dan 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai peran 

serta lembaga dalam rangka 
pengawasan pelaksanaan perda 

kegiatan kelembagaan 

(kelurahan palangka, menteng 

dan petuk katimpun). 

Tanggal 24 november 2006 
ST. 379/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp. 9.425.000,-     

59 JUNAIDI, S.Ag Biaya melaksanakan kegiatan 

koordinasi untuk menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan kebersihan 

lingkungan dan pemukiman 

(kelurahan bukit tunggal, 

menteng, pahandut dan 
langkai). 

Tanggal 18 november 2006 

       /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.11.925.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 183



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 184 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

ST. 375/A-II/B-DPRD/2006 

61 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

penambangan di daerah aliran 

sungai kahayan dan rungan 

sebaagi bahan usul inisiatif 

DPRD dalam penyusunan 
raperda kota palangka raya 

(kelurahan bukti sua, gaung 

baru, pager dan mungku baru 

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 17 november  2006 
ST. 366/A-II/B-DPRD/2006 

942.d/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.15.475.000,-     

62 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat dalam rangka 
persiapan usul inisiatif DPRD 

dalam penyiapan rapeda kota 

palangka raya (kelurahan petuk 

bukti, panjehang, petuk 

barunai dan mungku baru 
kecamatan rakumpit). 

Tanggal 21 november 2006 

ST. 359/A-II/B-DPRD/2006 

942.b/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.15.700.000,-     

63 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai progeam 

kegiatan kelurahan dalam 

rangka pembahasan raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 
sabaru, kameloh baru, dan 

danau tundai kecamatan 

sebangau). 

Tanggal 28 november 2006 

ST. 358/A-II/B-DPRD/2006 

942.a/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 9.750.000,-     

 

2.3 Biaya Koordinasi dan Konsultasi 
 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 

SURAT PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai palayanan pendataan 

PBB oleh kantor kelurahan di 

kelurahan pahandut dan panarung 

kecamatan pahandut (Kelurahan 
Pahandut dan Panarung 

Kecamatan Pahandut). 

Tanggal 01 November 2006 

ST. 355/A-II/B-DPRD/2006  

941.c/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 6.650.000,-     

2 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan melaksanakan 

koordinasi dengan masyarakat 

mengenai penataan nama jalan 

dan penomoran perumahan 

penduduk di kelurahan palangka 
dan menteng kecamatan jekan 

raya  (Kelurahan  palangka  dan 

menteng kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 November 2006 

ST. 356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

3 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 

melaksanakan koordinasi 

mengenai kegiatan pemerintahan 
desa dalam pelayanan 

kependudkan dan pemukiman di 

kelurahan marang dan tangkiling 

kecamatan bukit batu  ( kelurahan 

marang dan tangkiling kecamatan 
bukit batu). 

Tanggal 09 November 2006 

ST. 357/A-II/B-DPRD/2006  

941.a/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 7.850.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 184
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 185 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

4 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 

melaksanakan koordinasi dengan 

masyarakat untuk menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan pasar tradisional dan 

pasar modern sebagai motor 

penggerak ekonomi di kelurahan-

kelurahan (kelurahan pahandut, 
panarung, palangka dan bukit 

tunggal). 

Tanggal 01 November 2006 

ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

941.d/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.12.475.000,-     

5 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 

melaksanakan koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 

pengelolaan dan penataan daerah 

pemukiman masyarakat melalui 
perbaikan drainase dan jalan di 

kelurahan menteng dan bukit 

tunggal ( kelurahan menteng  dan 

bukit tunggal kecamatan jekan 

raya). 
Tanggal 22 November 2006 

ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

941.e/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 7. 475.000,-     

6 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 
melaksanakan koordinasi  untuk 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan publik di 

kelurahan bereng bengkel, 
kalampangan dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau ( 

kelurahan bereng bengkel,  

kalampangan dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau).  
Tanggal 23 November 2006 

ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

941.f/BKU/200
6 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.10.875.000,-     

7 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan  
koordinasi  dengan masyarakat 

mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 

kehidupan masyarakat ke 

kelurahan mungku baru, petuk 
barunai, petuk bukit dan pager ( 

kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petuk bukit dan pager).  

Tanggal 22 November 2006 

ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.10.875.000,-     

8 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan menampung 

aspirasi masyarakat dalam rangka 

penyiapan usul inisiatif DPRD 
dalam pembahasan Raperda Kota 

Palangka Raya mengenai 

pengelolaan pertamanan kota dan 

keindahan lingkungan di 

kelurahan panarung, langkai, 
palangka dan menteng ( 

kelurahan bukit tunggal, 

menteng, pahandut dan langkai ).  

Tanggal 18 November 2006 

ST. 375/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.11.925.000,-     

9 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat menampung aspirasi 

mengenai kinerja pemerintahan 

dalam pengelolaan sengketa 
tanah di kelurahan pahandut, 

panarung, langkai dan pahandut 

seberang  (  kelurahan pahandut, 

panarung, langkai dan pahandut 

seberang  ). 
Tanggal 17 Desember 2006 

ST. 359/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp.13.300.000,-     

10 HATIR SATA Biaya kegiatan menampung       

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 185
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putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 186 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

TARIGAN, SE, DKK aspirasi masyarakat mengenai 

pengembangan ekonomi 

kemasyarakatan melalui 
pemberdayaan usaha kecil 

menengah di kelurahan petuk 

bukit, panjehang, petuk barunai 

dan mungku baru  (  kelurahan 

petuk bukit, panjehang, petuk 
barunai dan mungku baru  ).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 367/A-II/B-DPRD/2006  

.d/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.17.950.000,-     

11 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan prasarana jalan 

lingkungan di kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun (kelurahan 
palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun ).  

Tanggal 16 Desember 2006 

ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

        
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.14.950.000,-     

12 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan lahan pertanian dan 
lahan kegiatan sosial di kelurahan 

kameloh baru, kalampangan, 

bereng bengkel dan kereng 

bangkirei (kelurahan kameloh 

baru, kalampangan, bereng 
bengkel dan kereng bangkirei ).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.14 550.000,-     

13 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi dengan 

masyarakat mengenai peran 

lembaga swadaya mayarakat 
dalam mengakomodasi aspirasi 

masyarakat mengenai swadaya 

pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng bukit tunggal 
dan petuk katimpun kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.13.300.000,-     

14 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 

pengelolaan batas wilayah oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku  

(Kelurahan petuk bukit, mungku 

baru, panjehangdan petuk barunai 

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 10 Oktober 2006 
ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

    

.c/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.15.700.000,-     

15 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai peran lembaga 

swadaya masyarakat dalm 

mengakomodir aspirasi 

masyarakat mengenai kinerja 

pemerintah daerah dan 
perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng dan bukit 

tunggal kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 Oktober 2006 

ST. 319/A-II/B-DPRD/2006  

822.a/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp. 9.150.000,-     

16 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

832.f 

/BKU/2006 

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 186
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 187 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

mengenai pelayanan kelistrikan 

oleh perusahaan listrik 

Negara/PLN (kelurahan petuk 
bukit, panjrhang, mungku baru 

dan petuk barunai kecamatan 

rakumpit.  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 326/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
Rp.17.950.000,-     

17 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai kegiatan perbankan 
dalam mendukung kegiatan usaha 

kecil menengah (kelurahan 

bereng bengkel, kalampangan, 

kereng bangkirei dan sabaru 

kecamatan sebangau)  
Tanggal     Oktober 2006 

ST. 328/A-II/B-DPRD/2006  

833.k/BKU/20

06 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.15.850.000,-     

11 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan prasarana jalan 

lingkungan di kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun (kelurahan 
palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun ).  

Tanggal 16 Desember 2006 

ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

        
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.14.950.000,-     

12 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan lahan pertanian dan 
lahan kegiatan sosial di kelurahan 

kameloh baru, kalampangan, 

bereng bengkel dan kereng 

bangkirei (kelurahan kameloh 

baru, kalampangan, bereng 
bengkel dan kereng bangkirei ).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.14 550.000,-     

13 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi dengan 

masyarakat mengenai peran 

lembaga swadaya mayarakat 
dalam mengakomodasi aspirasi 

masyarakat mengenai swadaya 

pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng bukit tunggal 
dan petuk katimpun kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.13.300.000,-     

14 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 

pengelolaan batas wilayah oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku  
(Kelurahan petuk bukit, mungku 

baru, panjehangdan petuk barunai 

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

    

.c/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

Rp.15.700.000,-     

15 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai peran lembaga 

swadaya masyarakat dalm 

mengakomodir aspirasi 

masyarakat mengenai kinerja 

pemerintah daerah dan 

822.a/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 187
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perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng dan bukit 

tunggal kecamatan jekan raya). 
Tanggal 02 Oktober 2006 

ST. 319/A-II/B-DPRD/2006  

 

Rp. 9.150.000,-     

16 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelayanan kelistrikan 

oleh perusahaan listrik 

Negara/PLN (kelurahan petuk 

bukit, panjrhang, mungku baru 
dan petuk barunai kecamatan 

rakumpit.  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 326/A-II/B-DPRD/2006  

832.f 

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.17.950.000,-     

17 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai kegiatan perbankan 
dalam mendukung kegiatan usaha 

kecil menengah (kelurahan 

bereng bengkel, kalampangan, 

kereng bangkirei dan sabaru 

kecamatan sebangau)  
Tanggal     Oktober 2006 

ST. 328/A-II/B-DPRD/2006  

833.k/BKU/20

06 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.15.850.000,-     

25 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 
koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

masyarakat di bulan ramadhan 

dalam hubungan toleransi antar 

umat beragama di 4 (empat) 
kelurahan wilayah kecamatan 

jekan raya ( kelurahan menteng, 

bukit tunggal, palangka dan petuk 

katimpun kecamatan jekan raya).  

Tanggal 07 Oktober 2006 
ST. 338/A-II/B-DPRD/2006  

 
857.f/BKU/200

6 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.11.925.000,-     

26 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai kinerja aparatur 

pemerintah desa di kelurahan 

mungku baru dan panjehang 

(kelurahan mungku baru dan 
panjehang ). 

Tanggal    Desember 2006 

ST. …./A-II/B-DPRD/2006  

977/BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp. 8.575.000,-     

27 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 
koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan lahan pertanian dan 

lahan kegiatan sosial di kelurahan 

kameloh baru, kalampangan, 
bereng bengkel, dan kereng 

bangkirei (kelurahan kameloh 

baru, kalampangan, bereng 

bengkel, dan kereng bangkirei ).  

Tanggal 09 Desember 2006 
ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.14.550.000,-     

28 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan prasarana 

jalan lingkungan di kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun (kelurahan 
palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun).  

Tanggal 16 Desember 2006 

ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

     

c/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.14.950.000,-     

29 HATIR SATA Biaya koordinasi dengan       

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 188
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TARIGAN, SE, DKK masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengembangan 
ekonomi kemasyarakatan melalui 

pemerbdayaan usaha kecil 

menengah di kelurahan petuk 

bukit, panjehang, petuk barunai 

dan mungku baru (petuk bukit, 
panjehang, petuk barunai dan 

mungku baru).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 367/A-II/B-DPRD/2006  

c/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.17.950.000,-     

30 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai kinerja pemerintahan 

dalam pengelolaan sengketa 
tanah di kelurahan pahandut, 

panarung, langkai dan pahandut 

seberang (kelurahan mungku 

baru dan panjehang ). 

Tanggal 17 Desember 2006 
ST.359A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp.13.300.000,-     

31 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

pengelolaan kebersihan 

lingkungan dan pemukiman  

(kelurahan palangka, langkai, 

panarung dan menteng ).  
Tanggal 03 November 2006 

ST. 378/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp.11.925.000,-     

32 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan 
koordinasi dengan masyarakat 

mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 

kehidupan masyarakat ke 

kelurahan mungku baru, petuk 
barunai, petk bukit dan pager 

(kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petk bukit dan pager ).  

Tanggal 22 November 2006 

ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.16.450.000,-     

33 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan public di 

kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau 
(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau ).  

Tanggal 23 November 2006 

ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

941.f/BKU/200

6 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.10.875.000,-     

34 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan dan 
penataan daerah pemukiman 

masyarakat melalui perbaikan 

drainase dan jalan (kelurahan 

menteng, dan bukit tunggal 

kecamatan jekan raya).  
Tanggal 22 November 2006 

ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

    

.c/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 7.475..000,-     

35 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan pasar 

tradisional dan pasar modern 

sebagai motor penggerak 

941.d/BKU/20
06 

 
 

 

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 189
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ekonomi di kelurahan - kelurahan 

(kelurahan pahandut, panarung, 

palangka dan bukit tunggal .  
Tanggal 01 November 2006 

ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

Rp. 2.475..000,-     

36 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 
pemerintahan desa dalam 

pelayanan kependudukan dan 

pemukiman (kelurahan marang 

dan tangkiling kecamatan bukit 

batu). 
Tanggal 09 November 2006 

ST.357/A-II/B-DPRD/2006  

941.a/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

Rp. 7.850.000,-     

37 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat mengenai penataan 

nama jalan dan penomoran 

perumahan penduduk (kelurahan 

palangka dan menteng kecamatan 

jekan raya). 
Tanggal 02 November 2006 

ST.356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/20
06 

 
 

 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

38 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelayanan PBB oleh 

kantor kelurahan (kelurahan 

pahandut da panarung kecamatan 
pahandut). 

Tanggal 01 November 2006 

ST.355/A-II/B-DPRD/2006  

941.c/BKU/20
06 

 
 

 

 

 

 
Rp. 6.650.000,-     

40 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan 

koordinasi dengan masyarakat 

mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 

kehidupan masyarakat ke 
kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petk bukit dan pager 

(kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petk bukit dan pager ).  

Tanggal 22 November 2006 
ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp.16.450.000,-     

41 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan public di 

kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau 
(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau ).  

Tanggal 23 November 2006 

ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

941.f/BKU/200

6 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.10.875.000,-     

42 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai pengelolaan dan 

penataan daerah pemukiman 

masyarakat melalui perbaikan 

drainase dan jalan (kelurahan 

menteng, dan bukit tunggal 
kecamatan jekan raya).  

Tanggal 22 November 2006 

ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

    

.c/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 7.475..000,-     

43 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan pasar 

tradisional dan pasar modern 
sebagai motor penggerak 

ekonomi di kelurahan - kelurahan 

941.d/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 190
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 Hal. 191 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

(kelurahan pahandut, panarung, 

palangka dan bukit tunggal .  

Tanggal 01 November 2006 
ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

 

Rp. 2.475..000,-     

44 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

pemerintahan desa dalam 
pelayanan kependudukan dan 

pemukiman (kelurahan marang 

dan tangkiling kecamatan bukit 

batu). 

Tanggal 09 November 2006 
ST.357/A-II/B-DPRD/2006  

941.a/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.850.000,-     

45 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai penataan 
nama jalan dan penomoran 

perumahan penduduk (kelurahan 

palangka dan menteng kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 02 November 2006 
ST.356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

46 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelayanan PBB oleh 

kantor kelurahan (kelurahan 

pahandut da panarung kecamatan 

pahandut). 
Tanggal 01 November 2006 

ST.355/A-II/B-DPRD/2006  

941.c/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

47 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat mengenai kegiatan 

sosialisasi pemberdayaan 

pembangunan (kelurahan bereng 

bengkel, kalampangan, kereng 

bangkirei dan kameloh baru). 
Tanggal 12 Juli 2006 

ST.212.01/A-II/B-DPRD/2006  

       
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.13.900.000,-     

48 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 
pengembangan potensi wisata 

(kelurahan marang, tumbang 

tahai, dan kelurahan tangkiling 

kecamatan bukit batu).  

Tanggal 26 Juni 2006 
ST. 196.01/A-II/B-DPRD/2006  

487.d/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

Rp.11.300..000,  

49 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 
pelaksanaan kegiatan pendataan 

keluarga tahun 2006 (kelurahan 

petuk bukit, panjehang, petuk 

barunai, mungku baru, pager, 

gaung baru dan kelurahan bukit 
sua kecamatan rakumpit).  

Tanggal 14 Juni 2006 

ST. 193.01/A-II/B-DPRD/2006  

487.b/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.25.450..000,    

50 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi mengumpulkan 

data mengenai penanggulangan 

antisipasi bencana kebakaran 

lahan (kelurahan sei gohonh, 

habaring hurung, kanarakan 
kecamatan bukit batu).  

Tanggal 19 Juni 2006 

ST. 195.01/A-II/B-DPRD/2006  

489.b/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
Rp.11.775.000,-     

51 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan pembangunan yang 

menerapkan aksesbilitas bagi 

para penyandang cacat  

(kelurahan pahandut, paanrung 
dan langkai kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 12 Juni 2006 

487.a/BKU/20
06 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.9.975.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 191
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 192 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

ST. 192.01/A-II/B-DPRD/2006  

52 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat mengenai 

pengaktifan kembali kegiatan pos 

kamling dan antisipasi musim 

kemarau tahun 2006 (kelurahan 

bereng marang). 
Tanggal 26 Juni 2006 

ST.190.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  
 

 

 

 

Rp. 5.350.000,-     

53 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

sosialisasi pelaksanaan pendataan 

keluarga tahun 2006  (kelurahan 

kalampangan, bereng bengkel, 

danau tundai, kameloh baru). 
Tanggal 17 Juni 2006 

ST.189.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp.12.250.000,-     

54 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

sosialisasi pelaksanaan pendataan 

keluarga tahun 2006  (kelurahan 

kalampangan, bereng bengkel, 

danau tundai, kameloh baru). 
Tanggal 17 Juni 2006 

ST.188.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp. 7.250.000,-     

55 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
sosialisasi mengenai perncanan 

pembangunan yang memberi 

aksesbilitas bagi penyandang 

cacat   (kelurahan palangka, 
menteng, bukit tunggal dan 

kelurahan petuk katimpun). 

Tanggal 14 Juni 2006 

ST.187.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 
 

 

 

 
 

Rp.12.200.000,-     

56 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi mengenai 

rencana pemasangan jaringan 

distribusi SURT PT. PLN di 
wilayah kelurahan tanjung pinang  

(kelurahan tanjung pinang). 

Tanggal 12 Juni 2006 

ST.186.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 4.150.000,-     

57 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi mengenai 

tempat penjualan minuman 
berakohol sebaagi usul inisiatif 

mengenai penyiapan raperda 

tentang retribusi ijin tempat 

penjualan minuman berakohol 

(kelurahan banturung, tangkiling 
dan kalanarakan kecamatan bukit 

batu). 

Tanggal 12 Juni 2006 

ST.186.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.000.000,-     

58 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelaksanaan BOS di 
sekolah-sekolah (kelurahan 

marang, tumnbang tahai, 

banturung, tangkiling, sei 

gohong, habaring hurung dan 

kelurahan kanarakan kecamatan 
bukit batu). 

Tanggal 14 Juni 2006 

ST.200.01/A-II/B-DPRD/2006  

489.a/BKU/20

06 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.22.750.000,-     

59 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai penyediaan balai 

      /BKU/2006  
 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 192
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 193 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

kesehatan ibu dan anak 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, kereng bengkirei 
dan sabaru kecamatan sebangau). 

Tanggal 15 September 2006 

ST.301/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

Rp.12.625.000,-     

60 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai upaya meningkatkan 

toleransi antar umat beragama 

(kelurahan marang, habaring 
hurung, kanarakan dan sei 

gohong kecamatan bukti batu). 

Tanggal 12 September 2006 

ST.297/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp.13.325.000,-     

61 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelola pertanian 
(kelurahan pahandut, paanrung, 

dan langkai kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 25 September 2006 

ST.302/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 9.425.000,-     

62 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

perlunya pengelolaan penerangan 
listrik bagi masyarakat  

(kelurahan bukit sua, gaung baru, 

pager, dan petuk barunai 

kecamatan rakumpit).  

Tanggal 27 september 2006 
ST. 295/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp.17.950..000,  

63 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
sosialisasi 3 buah peraturan 

daerah kota paalngak raya  

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk katimpun 

kecamatan jekan raya).  
Tanggal 25 september 2006 

ST. 292/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

Rp.12.475..000,   

64 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
pengelolaan tanah hak ulayat adat  

(kelurahan tumbang tahai, 

benturung, tangkiling dan sei 

gohong kecamatan bukit batu).  

Tanggal 23 september 2006 
ST. 291/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.12.475..000,     

65 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
kredit usaha kecil bagi para 

petani dan usaha kecil  

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, kereng bangkirei 

dan sabaru kecamatan sebangau).  
Tanggal 15 september 2006 

ST. 290/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.13.375..000,   

66 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi mengenai 

kelangkaan bahan baker minyak 

tanah dan solar di kecamatan 

rakumpit (kelurahan mungku 
baru, pager, gaung baru dan bukit 

sua). 

Tanggal 27 september 2006 

ST.286/A-II/B-DPRD/2006  

       
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
Rp.15.700.000,-     

67 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai usaha 

pemerintah daerah dalam 

       

/BKU/2006 
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pemberdayaan masyarakat desa 

memberantas pembakaran lahan / 

ladang (kelurahan palangka, 
bukit tunggal, menteng dan petuk 

katimpun). 

Tanggal 15 september 2006 

ST.284/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

Rp.11.650.000,-     

68 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

penambangan bahan galian 

golongan c dan manfaat bagi 

masyarakat sekitar (kelurahan 
tangkiling, banturung, tumbang 

tahai dan marang). 

Tanggal 14 september 2006 

ST.283/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

Rp.12.850.000,-     

69 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 

pencairan dana bantuan 

operasioanl sekolah tahap II 
(kelurahan panjehang kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 21 Januari 2006 

ST.20.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.025.000,-     

70 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai tapal batas 

wilayah (kelurahan  marang dan 

kelurahan tumbang tahai). 
Tanggal 21 Januari 2006 

ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 
Rp. 9.500.000,-     

71 ZULKIFLI YAHYA, 
SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat mengenai rencana 

usul inisiatif anggota DPRD kota 

palangka raya. 

Tanggal 21 Januari 2006 

ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006  

103.c/BKU/20
06 

 
 

 

 

Rp.10.750.000,-     

72 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

pemerintahan dan 

kemasyarakatan (kecamatan 
rakumpit). 

Tanggal 16 Januari 2006 

ST.25.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 
Rp. 8.200.000,-     

73 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengadakan sosialisasi 

tentang peraturan komite sekolah 

pada SD Negeri di Kelurahan 

langkai kecamatan pahandut 

(kelurahan langkai kecamatan 
pahandut kota palangka raya). 

Tanggal 14 Januari 2006 

ST.15.01/A-II/B-DPRD/2006  

119.b/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
 

Rp. 4.425.000,-     

74 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi dan konsultasi 

tentang anggaran pendidikan 

untuk pelaksanaan pendidikan di 

kota paalngka raya (jakarta). 

Tanggal 03 Januari 2006 
ST.11.01/A-II/B-DPRD/2006 

119.a/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
Rp.23.450.000,-     

75 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dan konsultasi 

PP 37, PP 53, dan PP 58 di 

Departemen Dalam Negeri RI. 
Tanggal 07 Januari 2006 

ST.23.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

Rp.16.750.000,-     

76 Drs. AYENEDY 
LESA, S.Pd 

Biaya mengenai bantuan 
langsung tunai kepada 

masyarakat miskin. 

Tanggal 18 Januari 2006 

ST.17.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

Rp. 3.150.000,-     

77 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai tuntutan 

santunan tanam tumbuh Eks 

PPLG 1 juta hektar (kelurahan 
bereng bengkel, dnau tundai dan 

kameloh baru). 

       

/BKU/2006 
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Tanggal 15 mei 2006 

ST.156.01/A-II/B-DPRD/2006  

Rp.11.400.000,-     

78 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan pembangunan sarana 

dan prasarana kesehatan di 

kelurahan banturung, tangkiling 
dan kelurahan sei gohong.  

Tanggal 23 mei  2006 

ST. 168.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

Rp.11.300..000,     

79 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pembersihan dan penyehatan 

lingkungan pemukiman 

masyarakat yang dilakukan oleh 
pemerintah.  

Tanggal 24 mei  2006 

ST. 176.01/A-II/B-DPRD/2006 

        

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

Rp.14.500.000,-     

80 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

peningkatan sarana dan prasarana 

kesenian.  

Tanggal 02 mei  2006 
ST. 170.01/A-II/B-DPRD/2006 

        

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
Rp.13.300.000,-     

81 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan pendataan keluarga 
dan keluarga miskin sebaai 

kelengkapan informasi 

penyaluran bantuan langsung 

tunai (kelurahan mungku baru 
dan petuk barunai kecamatan 

rakumpit).  

Tanggal 27 mei  2006 

ST. 177..01/A-II/B-DPRD/2006 

        

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 
 

Rp. 9.525.000,-     

82 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pembangunan balai basara 

sambelum di kelurahan gaung 

baru kecamatan rakumpit.  
Tanggal 22 mei  2006 

ST. 167.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

Rp.6.000.000,-     

83 ZULKIFLI YAHYA, 
SH, DKK 

Biaya koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

penolakan penggalian sirkon di 

sei barunai dan penyediaan tanah 

untuk balai benih tanaman 

pangan dan holtikultura 
(kelurahan petuk barunai 

kecamatan rakumpit).  

Tanggal 08 mei  2006 

ST. 154.01/A-II/B-DPRD/2006  

       
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.9.200.000,-     

84 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan pelayanan public oleh 

pemerintah kota palangka raya 
(kelurahan pahandut, panarung 

kecamatan pahandut).  

Tanggal 06 mei  2006 

ST. 153.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.6.100.000,-     

85 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan LSM 

pemantau proyek dan 

pembangunan daerah Kalimantan 

tengah mengenai pembentukan 

tim investigasi lapangan maupun 
pemeriksaan administrasi pada 

dana proyek PKPS-BBM TA. 

2005 wilayah kota palangka raya. 

Tanggal 11 mei 2006 

ST.155.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 2.250.000,-     

86 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

penyaluran dana di bidang 

       

/BKU/2006 
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keagamaan di kelurahan petuk 

bukit, panjehang dan petuk 

barunai kecamatan rakumpit.  
Tanggal 29 april  2006 

ST. 170.01/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

Rp.14.700.000,-     

2.4 Biaya Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD 

 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 

SURAT PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM. 

Biaya menghadiri pembukaan 

pendidikan dan latihan 
penanggulangan kebakaran 

bagi anggota pemadam 

kebakaran kota Palangka Raya.  

Tanggal 24 Juli 2006 

ST. 221.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

2 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM.  

Biaya menghadiri undangan 

HUT ke-6 harian umum Dayak 

post.  
Tanggal 22 Juli 2006 

ST. 220.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

3 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN, MM. 

Biaya koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan sarana ibadah 

dan sekolah (kelurahan 
tangkiling dan sei gohong).  

Tanggal 09 November 2006 

ST. 211.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006 Rp. 5.550.000,-    

4 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

penambangan tanpa ijin 

(kelurahan pager dan bukit 

sua).  
Tanggal 13 Juli 2006 

ST. 218.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 6.750.000,-     

5 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM. 

Biaya memantau kegiatan 

pertanian masyarakat di 
kelurahan kalampangan dan 

kereng bangkirai (kelurahan 

kalampangan dan kereng 

bangkirai kecamatan 

sebangau). 
 Tanggal 10 Juli 2006 

ST. 217.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

6 YURIKUS DIMANG Biaya menghadiri wisuda 
sarjana hukum STIH tambun 

bungai Palangka Raya 

angkatan XIX.  

Tanggal 01 Juli 2006 

ST. 222.01/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

7 YURIKUS DIMANG Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

sosialisasi pelaksanaan 
program kegiatan pemerintah 

untuk pelayanan kesehatan di 

kelurahan bukit tunggal dan 

menteng (kelurahan bukit 

tunggal dan menteng).  
Tanggal 10 Juli 2006 

ST. 223/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

8 YURIKUS DIMANG Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
penyaluran BLT (kelurahan 

pahandut dan panarung).  

Tanggal 13 Juli 2006 

ST. 224/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

9 YURIKUS DIMANG Biaya mengenai pemerintahan       /BKU/2006 Rp. 6.750.000,-     

Disclaimer
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(kelurahan Petuk Bukit dan 

Mungku Baru).  

Tanggal 14 Juli 2006 
ST. 225/A-II/B-DPRD/2006  

10 YURIKUS DIMANG Biaya menghadiri undangan 

peluncuran buku Soekarno dan 

desain rencana ibukota RI di 
Palangka Raya.  

Tanggal 15 Juli 2006 

ST. 226/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

11 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri seminar “ 

hari depan pembangunan 

pertanian menuju 

pembangunan berkelanjutan”.  

Tanggal 21 Juni 2006 
ST. 227/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

12 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri upacara 

pembukaan pekan olah raga 
pelajar daerah (POPDA) IX 

tingkat propinsi Kalimantan 

Tengah.  

Tanggal 23 Juni 2006 

ST. 228/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

13 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri pembukaan 

rapat kerja propinsi KNPI 

Kalimantan Tengah tahun 

2006.   
Tanggal 30 Juni 2006 

ST. 229/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

14 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 
dengan masyarakat di 

kelurahan tangkiling dan 

kelurahan sei gohong 

kecamatan bukit batu 

(kecamatan bukit batu).  
Tanggal 03 Juli 2006 

ST. 230/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

15 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 
dengan masyarakat mengenai 

kegiatan masyarakat di bidang 

pertanian (kecamatan 

sebangau).  

Tanggal 07 Juli 2006 
ST. 231/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

16 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 
pos kamling di kelurahan 

pahandut dan panarung dalam 

rangka meningkatkan 

kewaspadaan bahaya kebakaran 

dan pencurian (kecamatan 
pahandut).  

Tanggal 10 Juli 2006 

ST. 232/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

17 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 
peresmian gereja GKE jemaat 

hanua ramang (desa hanua 

ramang).  

Tanggal 15 Juli 2006 

ST. 233/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 950.000,-     

18 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri upacara hari 

jadi kota palangka raya (kota 

palangka raya).  
Tanggal 15 Juli 2006 

ST. 234/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

19 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya menghadiri peresmian 
dan sosialisasi balai benih ikan 

sei katune, pasar benih ikan dan 

depo pemasaran ikan.  

Tanggal 20 Juli 2006 

ST. 235/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

20 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri sosialisasi 

teknis pengisian formulir 

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 197
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kependudukan dan menghadiri 

dialog walikota palangka raya 

serta tanggapan dari nara 
sumber dengan RT/RW, Lkk, 

tim penggerak PKK, dan tokoh 

masyarakat kecamatan 

pahandut.  

Tanggal 24 Juli 2006 
ST. 236/A-II/B-DPRD/2006  

21 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan 

peninjauan lapangan mengenai 

kegiatan perkembangan 
kegiatan pembangunan sarana 

publik di kelurahan petuk bukit 

dan takaras kecamatan 

rakumpit (kecamatan 

rakumpit).  
Tanggal 27 Juli 2006 

ST. 237/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

22 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 
acara pencanangan bulan bhakti 

gotong royong masyarakat 

tingkat kota palangka raya 

tahun 2006.  

Tanggal 27 Juli 2006 
ST. 237/A-II/B-DPRD/2006  

385.a 
/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

23 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat  kelurahan habaring 
hurung dan kanarakan dalam 

rangka menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

penyaluran dana PKPS subsudi 

BBM (kelurahan habaring 
hurung dan kanarakan 

kecamatan rakumpit).  

Tanggal 29 Mei 2006 

ST. 183.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.f 

/BKU/2006 

Rp. 5.900.000,-     

24 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat  pahandut, 

panarung, dan langkai dalam 

rangka menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

pembangunan dan rehabilitasi 

sarana kesehatan (kelurahan 

pahandut, panarung dan langkai 

kecamatan pahandut).  
Tanggal 12 Mei 2006 

ST. 179.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.c 

/BKU/2006 

Rp. 8.200.000,-     

25 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat  menteng, dan bukit 
tunggal dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai relokasi 

tempat hiburan yang 

meresahkan masyarakat 
(kelurahan menteng dan bukit 

tunggal kecamatan jekan raya).  

Tanggal 10 Mei 2006 

ST. 180.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.b 

/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

26 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

pelepasan kafilah MTQ kota 

palangka raya di muara teweh.  

Tanggal 30 Mei 2006 
ST. 182.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.j 

/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

27 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

upacara peringatan hari ulang 
tahun ke-49 propinsi 

Kalimantan Tengah tahun 

2006.  

Tanggal 22 Mei 2006 

ST. 178.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.e 

/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

28 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

upacara peringatan hari ulang 

383.e 

/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tahun ke-49 propinsi 

Kalimantan Tengah tahun 

2006.  
Tanggal 22 Mei 2006 

ST. 198.01/A-II/B-DPRD/2006  

29 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

mengenai pelayanan kesehatan 
di daearah rawan (kecamatan 

petuk bukit, petuk barunai dan 

pager di kecamatan rakumpit).  

Tanggal 20 Mei 2006 

ST. 142.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 9.600.000,-     

30 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

acara pembukaan pendidikan 

dan pelatihan kepemimpinan 
tingkat IV angkatan VII di 

lingkungan pemerintah kota 

palangka raya TA. 2006.  

Tanggal 27 Mei 2006 

ST. 143.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

31 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat kelurahan 

pahandut seberang, tanjung 
pinang, dan tumbang rungan 

(kelurahan pahandut seberang, 

tannung pinang, dan tumbang 

rungan di kecamatan 

pahandut).  
Tanggal 12 Mei 2006 

ST. 140.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.200.000,-     

32 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 
dengan masyarakat mengenai 

pelayanan kesehatan remaja 

dan usia lanjut (kelurahan 

tangkiling, sei gohong dan 

habaring hurung di kecamatan 
pahandut).  

Tanggal 17 Mei 2006 

ST. 141.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.400.000,-     

33 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 
rapat pimpinan khusus majelis 

besar agama hindu kaharingan 

pusat palangka raya.  

Tanggal 08 Mei 2006 

ST. 139.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

34 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

rapat pleno dewan pengurus 

daerah komite nasional pemuda 
Indonesia.  

Tanggal 30 Mei 2006 

ST. 144.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

35 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

pembukaan pelatihan 

ketrampilan kerjasama antara 

pemerintah kabupaten murung 

raya dengan pemerintah kota 
palangka raya. 

Tanggal 02 Mei 2006 

ST. 138.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

36 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri undangan 
pembukaan lokakarya 

HIV/AIDS, NAPSA, KESPRO, 

PMS untuk rakyat Kalimantan 

Tengah.  

Tanggal 27 Mei 2006 
ST. 150.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

37 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri undangan 

pelaksanaan dharma shanty 
hari raya nyepi tahun baru caka 

1928 tingkat propinsi 

Kalimantan Tengah.  

Tanggal 06 Mei 2006 

ST. 145.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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38 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri acara 

pembukaan musyawarah 

cabang VI partai persatuan 
pembangunan kota palangka 

raya.   

Tanggal 26 Mei 2006 

ST. 149.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

39 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 

masyarakat kelurahan gaung 

baru dan bukit sua untuk 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran 

hutan dan lahan.  

Tanggal 20 Mei 2006 

ST. 147.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 7.100.000,-     

40 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 

masyarakat kelurahan 

tangkiling untuk menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pengembangan usaha 

masyarakat.  

Tanggal 23 Mei 2006 

ST. 148.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 3.050.000,-     

41 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 

masyarakat kelurahan kereng 

bengkirai, danau tundai dan 
sabaru dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan kelurahan.  
Tanggal 15 Mei 2006 

ST. 147.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.300.000,-     

42 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN ,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 
kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 28 Januari 2006 
ST. ---  

31.b /BKU/2006 Rp.50.000.000,-     

43 YURIKUS DIMANG. Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 
pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 28 Januari 2006 

ST. ---  

31.c /BKU/2006 Rp.50.000.000,-     

44 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 
raya.  

Tanggal 09 Juni 2006 

ST. ---  

408 /BKU/2006 Rp.13.600.000,-     

45 YURIKUS DIMANG. Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  
Tanggal 09 Juni 2006 

ST. ---  

408 /BKU/2006 Rp.13.800.000,-     

46 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 
rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 09 Juni 2006 

ST. ---  

408 /BKU/2006 Rp.22.500.000,-     

47 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

       /BKU/2006 Rp. 9.600.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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pimpinan DPRD kota palangka 

raya dalam rangka menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
kegiatan pembakaran lahan dan 

ladang kosong di kelurahan 

panjehang, petuk barunai, dan 

mungku baru kecamatan 

rakumpit.  
Tanggal 23 Desember 2006 

ST. 271/A-II/B-DPRD/2006 

48 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

untuk menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

peningkatan sarana dan 

prasarana jalan di lingkar luar 

(kelurahan bukit tunggal dan 

menteng kecamatan jekan 
raya).  

Tanggal 01 September 2006 

ST. 270/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

49 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya mengadakan koordinasi 

untuk menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan prasarana badan 

jalan desa (kelurahan 
tangkiling dan sei gohong 

kecamatan sebangau).  

Tanggal 07 September 2006 

ST. 272/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006 Rp. 5.550.000,-     

50 YURIKUS DIMANG. Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

masyarakat dalam 

mengantisipasi tindak 
kejahatan dan gangguan 

kamtibnas lainnya di sekitar 

lingkungan pemukiman 

(kelurahan pahandut dan 

panarung kecamatan pahandut).  
Tanggal 01 September 2006 

ST.273/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 7.850.000,-     

51 YURIKUS DIMANG. Biaya memfasilitasi pertemuan 
masyarakat untuk peraturan 

daerah mengenai bahaya 

kebakaran lahan (kelurahan 

bukit tunggal).  

Tanggal 26 September 2006 
ST.274/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 2.850.000,-     

52 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengani 

kegiatan penanggulangan 
bahaya kebakaran (kelurahan 

petuk bukit dan panjehang 

kecamatan rakumpit).  

Tanggal 13 September 2006 

ST.275/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

53 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat di 

kelurahan kalampangan dan 
kereng bangkirai sekaligus 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pertanian dan peternakan 

(kelurahan kalampangan dan 
kereng bangkirai kecamatan 

sebangau).  

Tanggal 14 September 2006 

ST.276/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

54 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya memantau langsung 

penanggulangan bahaya 

kebakaran lahan bersama 

masyarakat (kelurahan 
palangka, menteng, petuk 

katimpun dan bukit tunggal 

821.f 

/BKU/2006 

Rp.10.550.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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kecamatan jekan raya).  

Tanggal 05 Oktober 2006 

ST. 341/A-II/B-DPRD/2006 

55 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kinerja DPRD kota palangka 
raya tahun 2006 (kelurahan 

banturung, tangkiling, 

kanarakan dan sei gohong 

kecamatan bukit batu). 

Tanggal 02 Oktober 2006 
ST. 340/A-II/B-DPRD/2006 

821.a 

/BKU/2006 

Rp.10.750.000,-     

56 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan perbankan dalam 

membantu memberikan kredit 

lunak bagi usaha kecil dan 

menengah (kelurahan mungku 
baru, panjehang, petuk barunai 

dan petuk bukit kecamatan 

rakumpit).  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 342/A-II/B-DPRD/2006 

821.c 

/BKU/2006 

Rp.11.950.000,-     

57 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan safarai 

ramadhan untuk meningkatkan 

toleransi umat beragama 
(kelurahan pahandut, panarung 

dan langkai kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 11 Oktober 2006 

ST. 343/A-II/B-DPRD/2006 

821.d 

/BKU/2006 

Rp. 7.775.000,-     

58 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya mengikuti bulan 

ramadhan dengan masyarakat 

untuk meningkatkan toleransi 
umat beragama (kelurahan 

banturung, tangkiling dan sei 

gohong kecamatan bukit batu). 

Tanggal 11 Oktober 2006 

ST. 343/A-II/B-DPRD/2006 

821.e 

/BKU/2006 

Rp. 8.250.000,-     

59 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya tatap muka dengan para 

tokoh masyarakat, agama dan 

pemuda dalam rangka 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai sikap 

hidup saling tenggang rasa 

antar umat beragama 

(kelurahan pahandut, panarung, 

langkai dan pahandut seberang 
kecamatan pahandut).  

Tanggal 14 Oktober 2006 

ST. 345/A-II/B-DPRD/2006 

821.b 

/BKU/2006 

Rp.10.550.000,-     

60 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 

masayarakat menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan tanah garapan 

sebagai upaya mensejahterakan 
masyarakat sekitar (kelurahan 

kameloh baru, bereng bengkel, 

kalampangan dan kereng 

bangkirai kecamatan 

sebangau). 
Tanggal 18 Oktober 2006 

ST. 346/A-II/B-DPRD/2006 

821.g 

/BKU/2006 

Rp.10.650.000,-     

61 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan safarai 
ramadhan (kelurahan mungku 

baru kecamatan rakumpit).  

Tanggal 20 Oktober 2006 

ST. 347/A-II/B-DPRD/2006 

      /BKU/2006 Rp. 4.450.000,-     

62 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri kegiatan 

buka puasa bersama 

(kelurahanpahandut dan 

     /BKU/2006 Rp. 550.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 202
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langkai kecamatan pahandut). 

Tanggal 05 Oktober 2006 

ST. 348/A-II/B-DPRD/2006 

63 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 

masayarakat mengenai tindak 

pembakaran lahan dan 

kebakaran hutan dikaitkan 
dengan peraturan daerah 

menmgenai pembakaran hutan 

(kelurahan kalampangan, 

bereng bengkel, kereng 

bangkirai dan kameloh baru).  
Tanggal 07 Oktober 2006 

ST.350/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp.10.650.000,-     

64 YURIKUS DIMANG. Biaya menampung aspirasi 
masyarakat menengah usul 

masyarakat untuk 

pembangunan sarana dan 

prasarana pelayanan 

masyarakat (kelurahan 
tangkiling, sei gohong, 

banturung dan kanarakan).  

Tanggal 12 Oktober 2006 

ST.351/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp.10.750.000,-     

65 YURIKUS DIMANG. Biaya melaksanakan koordinasi 

dan memantau kegiatan pusat 

kesehatan masyarakat 

(kelurahan pahandut, langkai 
dan panarung).  

Tanggal 03 Oktober 2006 

ST.349/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.050.000,-     

66 YURIKUS DIMANG. Biaya melaksanakan koordinasi 

dan memantau kegiatan 

pembangunan pelayanan 

masyarakat (kelurahan mungku 

baru, petuk barunai, panjehang 
dan petuk bukit kecamatan 

rakumpit).  

Tanggal 14 Oktober 2006 

ST.352/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp.11.950.000,-     

67 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri kegiatan 

berbuka puasa bersama 

masyarakat (kelurahan 

tangkiling, sei gohong dan 

banturung).  
Tanggal 19 Oktober 2006 

ST.353/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.250.000,-     

68 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN ,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 
kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal  Agustus 2006 
ST. ---  

      /BKU/2006 Rp.50.000.000,-     

69 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan dana 

/ donatur penyelenggaraan 
HUT ke-61 RI di kelurahan 

banturung tahun 2006.  

Tanggal 31 agustus 2006 

ST. --- 

 672/BKU/2006 Rp. 500.000,-     

70 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

penyaluran raskin dan BLT 

bagi masyarakat miskin 

(kelurahan panjehang, petuk 
barunai dan mungku baru 

kecamatan  rakumpit).  

Tanggal 16 agustus 2006 

ST.246.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.c 

/BKU/2006 

Rp. 9.600.000,-     

71 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dan sosialisasi dengan 

masayarakat mengenai 

koordinasi kegiatan 

666.a 

/BKU/2006 

Rp. 7.100.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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penanggulangan bencana 

(kelurahan gaung baru dan 

bukit sua kecamatan rakumpit).  
Tanggal 03 agustus 2006 

ST.241.01/A-II/B-DPRD/2006  

72 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

mengenai rencana pengawasan 
dan  rehabilitasi jembatan titian 

kawasan murjani bawah untuk 

menampung aspirasi 

masyarakat (kelurahan 

pahandut kecamatan pahandut).  
Tanggal 09 agustus 2006 

ST.245.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.b 

/BKU/2006 

Rp. 2.850.000,-     

73 YURIKUS DIMANG. Biaya memfasilitasi pertemuan 
masyarakat untuk peraturan 

daerah mengenai bahaya 

kebakaran lahan (kelurahan 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun).  
Tanggal 05 agustus 2006 

ST.239.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.a 
/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

74 YURIKUS DIMANG. Biaya mengadakan koordinasi 
dengan masayarakat memantau 

pelaksanaan pembangunan 

prasarana kesehatan 

masyarakat (kelurahan 

palangka dan menteng dan 
bukit tunggal).  

Tanggal 22 agustus 2006 

ST.240.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.c 
/BKU/2006 

Rp. 8.200.000,-     

75 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan dana 

dalam rangka memeriahkan 

perayaan HUT proklamasi 

kemerdekaan RI di lingkungan 

RT/RW kelurahan langkai 
kecamatan pahandut 

(kecamatan pahandut).  

Tanggal 31 agustus 2006 

ST. --- 

 671/BKU/2006 Rp. 500.000,-     

76 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat sebagai usul inisitif 

mengenai pemberdayaan 

budidaya perikanan (kelurahan 

pahandut seberang dan 
panarung kecamatan pahandut).  

Tanggal 26 agustus 2006 

ST.243.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.e 

/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

77 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM. 

Biaya koordinasi dan 

sosialisasi untuk menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan kegiatan 

pembangunan bagi masyarakat 
sesuai dengan perda APBD 

tahun anggaran 2006 

(kelurahan kanarakan dan 

banturung kecamatan bukit 

batu).  
Tanggal 11 agustus 2006 

ST.242.01/A-II/B-DPRD/2006  

666.b 

/BKU/2006 

Rp. 5.550.000,-     

78 YURIKUS DIMANG. Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan prasarana 

pemukiman masyarakat 

(kelurahan tanjung pinang dan 

tumbang rungan).  
Tanggal 02 agustus 2006 

ST.238.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.a 
/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

79 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pemberdayaan masyarakat 

dalam kegiatan pembangunan 

pertanian dan perkebunan 

664.e 

/BKU/2006 

Rp. 5.550.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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(kecamatan tangkiling dan 

marang).  

Tanggal 30 agustus 2006 
ST.248.01/A-II/B-DPRD/2006  

80 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

peningkatan jalan di kelurahan 
habaring hurung dan kanarakan 

(kelurahan habaring hurung 

dan kanarakan).   

Tanggal 19 agustus 2006 

ST.247.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.d 

/BKU/2006 

Rp. 5.550.000,-     

81 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya mengadakan koordinasi 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 
pembangunan prasarana badan 

jalan desa (kelurahan 

kalampangan dan bereng 

bengkel kecamatan sebangau).  

Tanggal 09 agustus 2006 
ST.244.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.a 

/BKU/2006 

Rp. 5.450.000,-     

82 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan biaya 

kepada masyarakat dalam 
rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 28 Januari 2006 

ST.---  

31.a /BKU/2006 Rp.75.000.000,-     

 

3.3. 1 (satu) Map UUDP Biaya Perjalanan dan Biaya Pengembangan SDM 

 Surat Tanda Setoran Model Bend. 17 sebesar Rp. 373.000,- untuk 

biaya penyetoran UUDP Tahun Anggaran 2006 dari sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya dengan rincian sebagai berikut : 

-  1.1.05.08.2 Biaya Koordinasi Rp.  168.000,- 

- 2.1.05.09.2 Biaya Penunjangan Pimpinan Rp.  175.000,- 

- 1.3.01.05.2 Biaya Dinas Panggilan  Rp.   30.000,-  

 Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 1.906.800,- untuk biaya penye-

toran uang selisih lebih pengeluaran tahun 2006 dengan rincian 

sebagai berikut : 

-  2.1.01.02.1 (Dinas Dalam Daerah) Rp. 935.000,- 

- 13.01.06.2 (Dinas Tugas Khusus) Rp.971.800,-  

3.4. Foto copy Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 01/SK-

KEU/PERBEND/2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Penunjukan/ 

pengangkatan Pemegang Kas Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja serta 

Atasan Langsung  di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya 

Tahun Anggaran 2006. (16 halaman) ; 

3.5. Foto copy Buku Kas Umum (Model Bend.10) Pemegang Kas Sekre-

tariat DPRD Kota Palangka Raya bulan Januari 2006 s.d. Desember 

2006 (132 halaman) ; 

3.6. Asli Kwitansi sebanyak 43 (empat  puluh tiga) lembar yang terdiri dari : 

Disclaimer
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No. 
Urut 

Tgl. 
Kwitansi 

Terima Dari 

 

 Uang sebanyak 
(Rp.) 
 

Untuk Penerima Keterangan 

1 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya dalam rangka 

pelaksanaan tugas 
Pimpinan DPRD 
melaksanakan 
koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 
penyaluran dan 
PKPS subsidi BBM 
di Kel. Kanarakan 

Kec. Rakumpit sesuai 
surat tugas No. 
183.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

Mei 2006 

WALDES 
SALEM 

(Kelurahan 
Kanarakan) 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

2 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan pelaksanaan 
tugas Pimpinan 
DPRD Kota 

Palangka Raya dalam 
rangka mengadakan 
koordinasi dengan 

masyarakat untuk 
menampung aspirasi 
mengenai 
pengembangan usaha 

masyarakat di Kel. 
Tangkiling 
Kecamatan Bukit 
Batu sesuai surat 

tugas No. 148.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal Mei 2006 

MERI 
KRISTIN 
(Kelurahan 
Tangkiling) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

3 20 
Oktober 

2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan dalam 

rangka menghadiri 
buka puasa bersama 
di Kelurahan Sei 
Gohong Kecamatan 

Bukit Batu tanggal 
20-21 Oktober 2 006  
sesuai Tugas 
No.353/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
19 Oktober 2006 

ASEL, S.Sos 
(Kelurahan 

Sei Gohong) 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

4 15 Juli 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pelaksanaan BOS di 
sekolah-sekolah di 

Kelurahan Tumbang 
Tahai sesuai Tugas 
No. 200.01/A-11 /B-
DPRD/2006 tgl 14 

Juni 2006 

YUS 
ANWAR 
(Kelurahan 

Tumbang 
Tahai) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

5 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan pelaksanaan 
tugas Pimpinan 
DPRD Kota 

Palangka Raya dalam 
rangka mengadakan 
koordinasi dengan 
masyarakat untuk 

menampung aspirasi 
mengenai relokasi 
tempat hiburan y ang 
meresahkan 

masyarakat di Kel. 
Menteng Kecamatan  
Jekan Raya sesuai 

Surat Tugas No. 
180.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

JAENPANA
LU, S.Sos 
(Kelurahan 
Menteng) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
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10 Mei 2006 

6 13-12-
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegaitan 

menampung asporasi 
masyarakat mengenai 
program kegiatan 
pendidikan sebagai 

usul inisiatif dalam 
Raperda APBD 2007 
di Keluarahan 
Banturung sesuai 

Tugas No.377/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 12 Desember 
2006 

WIN FRIED 
DUNNIE 

(Kelurahan 
Banturung) 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

7 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 
mengenai tuntutan 
santunan tanam 

tumbuh eks PPLG 1 
juta Hektar di 
Keluarahan Danau 

Tundai sesuai surat 
tugas No. 156.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal  Mei 2006 

ANANG 

ENTENG 
(Kelurahan 
Danau 
Tundai) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

8 24 Nop 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya kegiatan dalam 
rangka koordinasi 
untuk menampung 
aspirasi masyarakat 

mengenai 
peningkatan 
prasarana dan 
pelayanan publik di 

Keluarahan Kereng 
Bengkirai, sesuai 
surat tugas 
No.370/A-11/B-

DPRD Tgl. 23 
Nopember 2006. 

SETH 

AJANG, 
S.Sos.MAP 
(Kelurahan 
Kereng 

Bengkirai) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

9 18 Juli 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka menampung 

aspirasi masyarakat 
mengenai 8 (delapan) 
buah Raperda Kota 
Palangka Raya di 

Kel. Pahandut 
Seberang Kec. 
Pahandut tanggal 1 8  

Juli 2006 sesuai 
dengan Surat Tugas 
No.208.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

17 Juli 2006 

WALTER 
(Kelurahan 
Pahandut 

Seberang) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

10 10-11-
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan 
koordinasi dengan 
masyarakat 

Kelurahan Marang 
mengenai kegiatan 
Pemerintah Desa 
dalam pelayanan 

kependudukan dan 
pemukiman. Surat 
Tugas No. 357/A-
11/B-DPRD/2006 

tanggal 09 November 
2006 

ITHER  
(Kelurahan 
Marang) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

11 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya dalam 
menampung aspirasi 

masyarakat tentang 
pelaksanaan Perda 
APBD Kota Tahun 

2006 tentang sharing 
pengembangan 
tanaman karet seluas 
50 Ha di 

Kel.Kalampangan 

IRA DEWI 
KARYANI, 
S.Sos 

(Kelurahan 
Kalampanga
n) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 207
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Kecamatan Sebangau 
sesuai surat tugas 

No.157.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
Mei 2006 

12 Septem-
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya koordinasi 

menampung aspirasi 
masyarakat sebagai 
usul inisiatif 
mengenai perlunya 

pengelolaan 
penerangan listrik 
bagi masyarakat di 
Kelurahan Panarung 

Kecamatan Pahandut 
sesuai Surat Tugas 
No.302/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
25 September 2006 

ANDRIE  
(Kelurahan 

Panarung 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

13 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya dalam rangka 
pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD 
melaksanakan 
koordinasi dengan 
masyarakat tentang 

pelayanan kesehatan 
remaja dan usia 
lanjut di Kelurahan 
Habaring Hurung 

Kecamatan Pahandut 
sesuai surat tugas 
No.141.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

Mei 2006 

MALAND 
TIMBUNG 
(Kelurahan 

Habaring 
Hurung) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

14 13 Juni 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 

mengenai 
pelaksanaan 
pembangunan yang 
menerapkan 

asksesbilitasi bagi 
para penyandang 
cacat di Kel. Langkai 

sesuai dengan surat 
tugas No.192.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 13 Juni 2006 

AMANDUS 
FRENALDY
,AP.Msi 
(Kelurahan 

Langkai) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

 

15 

13 juni 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

koordinasi dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai rencana 

pemasangan jaringan 
distribusi SURT PT. 
PLN di wilayah Kel. 
Tanjung Pinang 

sesuai dengan Surat 
Tugas No.186.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 12 Juni 2006 

HENDRIKU

S S. BUDI, 
AP. 
(Kelurahan 
Tanjung 

Pinang) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

16 Juni 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

koordinasi dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
dalam rangka 

sosialisasi mengenai 
perencanaan pemban. 
yg memberi 

aksesbilitasi bagi 
penyandang cacat 
sesuai surat edaran 
Menteri Negara PPN 

Kepala Bapenas 
No.3065/M.PPN/05/
2006 ke Kelurahan 
Bkt. Tunggal dengan  

Surat Tugas 
No.187.01/A-11/B-

SAWANG 

NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 
Tunggal) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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DPRD/2006 tgl 14 
Juni 2006 

17 Agustus 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan dalam 
rangka 
mengumpulkan data 
mengenai kegiatan 

pemerintahan desa 
dalam melayani 
masyarakat sebagai 
usul inisiatif DPRD 

dalam menyusun 
Peraturan Daerah di 
Keluarahan Bukit 
Tunggal sesuai Surat 

Tugas No.250.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 03 Agustus 

2006 

SAWANG 

NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 
Tunggal) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

18 Agustus 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan dalam 
rangka memantau 
pelaksanaan Perda 

APBD Kota 
Palangka Raya Tahun 
2006 mengenai 
pemberdayaan 

perempuan dan 
kesejahteraan 
masyarakat di 
kelurahan Bukit 

Tunggal sesuai Surat 
Tugas No. 267.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 19 Agustus 

2006 

SAWANG 

NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 

Tunggal) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

19 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 
dalam rangka 

memantau kegiatan 
Pemerintah 
meningkatkan 
pelayanan kesehatan 

masyarakat di 
Kelurahan Bukit 
Tunggal Kecamatan 

Jekan Raya sesuai 
Surat Tugas 
No.259.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

12 Agustus 2006  

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 

Tunggal) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

20 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka 
mengumpulkan data 

mengenai kegiatan 
ekonomi masyarakat 
di bidang 
perdagangan dan 

industri dalam rangka 
Usul Inisiatif DPRD 
untuk Penyusunan 
Perda di Kelurahan 

Bukit Tunggal sesuai 
Surat Tugas No. 
258.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
Agustus 2006 

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 

Tunggal) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

21 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 

dalam rangka 
sosialisasi 
perencanaan 
pembangunan yang 

memberikan 
aksesbilitasi bagi 
penyandang cacat 
sesuai surat edaran 

Menteri Negara 
PPN/Kepala 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bappenas Nomor 
3605/M.PPN/05/200

6 di Kelurahan Petuk 
Katimpun sesuai 
surat tugas 
No.187.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
14 juni 2006 

22 Septem- 
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya sosialisasi 
pelaksanaan 

peraturan daerah kota 
palangka raya 
mengenai APBD di 
bidang keagamaan 

dan aliran 
kepercayaan 
masyarakat di 

kelurahan Petuk 
Katimpun Kecamatan 
Jekan Raya sesuai 
surat tugas No. 

300/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
14 September 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

23 Septem-
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya koordinasi 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 
pelayanan kesehatan 
masyarakat dalam 

penanggulangan 
bahaya flu burung di 
Kelurahan Petuk 
Katimpun Kecamatan 

Jekan Raya sesuai 
Surat Tugas No. 
292/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

25 September 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

 
24 

Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan 
mengumpulkan data 
peredaran minuman 

beralkohol dalam 
rangka penyiapan 
Raperda 

pengendalian dan 
pengawasan 
peredaran minuman 
beralkohol di 

Kelurahan Petuk 
Katimpun sesuai 
surat tugas No. 
194.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
13 Juni 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

25 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
pelaksanaan tugas 
Pimpinan An. Aries 

M. Narang, SE dalam 
rangka melaksanakan 
koordinasi dengan 
masyarakat mengenai 

kegiatan Poskamling 
di Kel. Pahandut 
sesuai surat tugas No. 

232.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
10 Juli 2006. 

 
 Kelurahan 
Pahandut  

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

26 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD 
Kota Palangka Raya  
dalam rangka 
mengadakan 

koordinasi dengan 
masyarakat dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 

mengenai penyaluran 
Bantuan Langsung 

 
Kelurahan 

Pahandut  

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tunai di Kel. 
Pahandut sesuai surat 

tugas No. 224.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 13 Juli 2006. 

27 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 

rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai 8 (delapan) 
buah Raperda Kota 

Palangka Raya di 
Kel. Pahandut Kec. 
Pahandut sesuai surat 
tugas No. 209.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal 11 Juli 2006. 

 
 Kelurahan 

Pahandut  

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

28 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pelaksanaan 
pembangunan yang 

menerapkan 
aksesbilitas bagi para  
penyandang cacat di 
Kelurahan Pahandut 

Kecamatan Pahandut 
sesuai surat tugas No. 
192.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

12 Juni 2006. 

 
 Kelurahan 
Pahandut  

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

29 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka melaksanakan 
koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 
Penerapan 
pelaksanaan sistem 
keamanan 

lingkungan di Kel. 
Tumbang Rungan 
sesuai surat tugas No. 
265.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
12 Agustus 2006. 

KARNEGI 
L. 
PATIANOM 
(Kelurahan 

Tumbang 
Rungan) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

30 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya dalam rangka 
pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD 
melaksanakan 
koordinasi dengan 

masyarakat tentang 
pelayanan kesehatan 
yang memenuhi mutu 
di Kel. Tumbang 

Rungan Kecamatan 
Pahandut sesuai surat 
tugas No. 140.01/A-
11/B-DPRD/2006 

tanggal Mei 2006. 

KARNEGI 
L. 
PATIANOM 

(Kelurahan 
Tumbang 
Rungan) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

31 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan pelaksanaan 
tugas Pimpinan 
DPRD Kota 

Palangka Raya dalam 
rangka Menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai kegiatan 

pembangunan 
prasarana 
pemukiman 

masyarakat di Kel. 
Tumbang Rungan 
sesuai surat tugas No. 
238.01/A-11/B-

DPRD/2006. 

KARNEGI 
L. 
PATIANOM 
(Kelurahan 

Tumbang 
Rungan) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

32 Juni 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 

dalam rangka 

 
Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
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Sosialisasi  mengenai 
perencanaan 

pembang. Yg 
memberi aksesbiliti 
bagi penyandang 
cacat sesuai surat 

edaran Menteri 
Negara PPN Kepala 
Bapenas 
No.3065/M.PPN/05/

2006 ke Kel. 
Palangka sesuai surat 
tugas No. 187.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal 14 juni 2006. 

Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

33 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka menampung 

aspirasi dengan 
masyarakat mengenai 
8 (delapan) buah 
Raperda Kota P. 

Raya di Kel. 
Palangka Kec. Jekan  
Raya tanggal 18 Juli 
2006  sesuai surat 

tugas No. 216.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 17 Juli  2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

34 14 Juni 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan 

mengumpulkan data 
peredaran minuman 
beralkohol dalam 
rangka penyiapan 

Raperda 
Pengendalian & 
Pengawasan 
Minuman beralkohol 

di Kel. Palangka  
sesuai surat tugas No. 
194.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
13 Juni  2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

35 Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
dalam rangka 
Mengumpulkan Data 

tentang permintaan 
pembangunan Fisik 
prasarana dalan 
sebagai usul inisiatif 

dalam rangka 
menysun Raperda 
APBD TA 2007 di 
Kel. Palangka  Kec. 

Jekan Raya sesuai 
surat tugas No. 
323/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

02/10/06. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

36 Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan memantau 
langsung 
penanggulangan 

bahaya kebakaran 
lahan bersama 
masyarakat ke 4 

(empat) Kelurahan di 
Kelurahan Palangka  
Kecamatan Jekan 
Raya sesuai tugas 

No. 341/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
05 Oktober 2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

37 Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 

dengan masyarakat 
dalam rangka 
menampung Aspirasi 
dengan masyarakat 

mengenai Peran 
Lembaga dalam 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
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mengakomodasi 
aspirasi masyarakat 

mengenai Swadaya 
Pemerintah Daerah 
dan perangkatnya di 
Kel. Palangka  Kec. 

Jekan Raya sesuai 
tugas No. 317/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 02-10-2006. 

HAIRONI-
MAH 

38 Oktober 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 
Dalam Rangka 
Menampung Aspirasi 

Masyarakat Mengani 
Pengelolaan Asset 
Daerah Dalam 

Bidang Kelengkapan  
Inventaris Daerah di 
Kel. Palangka  Kec. 
Jekan Raya sesuai 

tugas No. 319/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 02-10-2006. 

Kel. 

Palangka 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

39 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
kegiatan Koordinasi 

dengan masyarakat 
mengenai 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 

kesenian di Kel. 
Palangka  Kecamatan 
Jekan Raya sesuai 
surat tugas No. 

170.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
Mei 2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

40 09 
Septem-

ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya Sosialisai 3 

(tiga) buah Peraturan 
Daerah Kota 
palangka Raya di 
Kel. Bukit Sua 

Kecamatan Rakumpit 
sesuai surat tugas 
No.296/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
08 September 2006. 

LISER, SE. 
Kelurahan 

Bukit Sua 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

41 Juni 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dlm 
rangka menampung 

aspirasi masyarakat 
mengenai 
Pelaksanaan kegiatan 
pendataan keluarga 

tahun 2006 di Kel. 
Bukit Sua sesuai 
surat tugas 
No.193.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
14 Juni 2006. 

LISER, SE. 
Kelurahan 
Bukit Sua 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

42 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
Pelaksanaan tugas 
Pimpinan DPRD 

Kota Palangka Raya 
dalam rangka 
menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

penambangan Tanpa 
Ijin (PETI) di Kel. 
Bukit Sua sesuai 

tugas No.218.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal   Juli 2006. 

LISER, SE. 
Kelurahan 
Bukit Sua 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

43 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 

Menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 
pelaksanaan kegiatan 
pendataan keluarga 

tahun 2006 di Kel. 

LISER, SE. 
Kelurahan 

Bukit Sua 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
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Bukit Sua Kecamatan 
Rakumpit sesuai 

surat tugas 
No.193.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
14 Juni 2006. 

daharawan 
HAIRONI-

MAH 

3.7. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran : 

7.1 Biaya Penyiapan Raperda 
 

No. 

Nama- Nama 

Penerima 

Surat 

Perintah 

Uraian Kegiatan No. Kwitansi Jumlah 

1 2 3 4 5 

1. HATIR 
SATA 

TARIGAN, 

SE. 

Biaya bantuan kegiatan untuk 
mengumpulkan data pendukung dari 

pemerintah daerah Banjarmasin dalam 

rangka persiapan pembahasan Raperda 

penerangan jalan umum dan pajak 

pengguna tenaga listrik ke 
Banjarmasin (Kalsel). 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/ 2006.  
 

 

 

 

 
Rp.12.475.000,- 

2. HATIR 

SATA 

TARIGAN, 

SE. 

Biaya bantuan kegiatan menampung 

Aspirasi masyarakat di Kecamatan 

Bukit Batu dalam rangka persiapan 

raperda penerangan jalan umum dan 

pajak pengguna tenaga listrik pada 
tanggal 06 s/d 07 Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 09.01/A-II/B-DPRD/2006  

110.b/BKU/ 

2006. 

 

 

 

 

 
Rp. 9.250.000,- 

3. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan sosialisasi 

mengenai tapal Batas Kecamatan 

Bukit Batu dengan Kecamatan 

Rakumpit di Mungku Baru pada 

tanggal 28 Januari 2006.  
Tanggal 27 Februari 2006 

ST. 30.01/A-II/B-DPRD/2006  

106.c/BKU/ 

2006. 

 

 

 

 

Rp. 9.050.000,- 

4. AGUS 
ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan pertemuan 
dengan masyarakat mengenai 

pengaturan tapal batas kelurahan dan 

kecamatan di Kecamatan Sebangau 

pada tanggal 30 Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 
ST. 31.01/A-II/B-DPRD/2006  

106.c/BKU/ 
2006. 

 
 

 

 

Rp. 4.750.000,- 

5. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan dalam rangka 

pertemuan dengan masyarakat 

mengenai masalah pertanahan di 
Kecamatan Pahandut dan Kecamatan 

Jekan Raya pada tanggal 20 s/d 21 

Januari 2006. Tanggal 28 Februari 

2006 

ST.27.01/A-II/B-DPRD/2006  

106.d/BKU/ 

2006. 

 

 

 
 

Rp. 7.300.000,- 

6. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan peninjauan 

lapangan mengenai tapal batas 

Kelurahan Marang dengan Kelurahan 
Tumbang Tahai tanggal 25 s/d 26 

Januari 2006. Tanggal 28 Februari 

2006 

ST.29.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/ 

2006. 

 

 

 
 

Rp. 4.500.000,- 

7. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya kegiatan untuk pengumpulan 

data di Kecamatan Jekan Raya dalam 

rangka persiapan pembahasan Raperda 

tentang pengelolaan pertamanan dan 
keindahan kota Plangka Raya tanggal 

11 s/d 12 Januari 2006. 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.21.01/A-II/B-DPRD/2006. 

      /BKU/ 2006.  

 

 

 
 

Rp. 3.850.000,- 

8. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya bantuan kegiatan pengawasan 

terhadap Komite Sekolah di 

Kecamatan Bukit Batu dalam hal 

peran serta Komite Sekolah membantu 

       /BKU/ 

2006. 
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pihak Sekolah melaksanakan kegiatan 

yang dibiayai dari dana BOS tanggal 

02 s/d 03 Januari 2006. Tanggal 28 
Februari 2006 

ST.12.01/A-II/B-DPRD/2006. 

 

 

Rp. 5.250.000,- 

9. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya kegiatan pengumpulan data di 

Kecamatan Jekan Raya dalam rangka 
pembahasan Raperda tentang 

pengelolaan pertamanan.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.13.01/A-II/B-DPRD/2006. 

       /BKU/ 

2006. 

 

 
 

 

Rp. 3.300.000,- 

10 HATIR 

SATA 

TARIGAN, 

SE. 

Biaya bantuan kegiatan untuk 

mengumpulkan data pendukung dari 

pemerintah daerah Banjarmasin dalam 

rangka persiapan Raperda penerangan 
jalan umum dan pajak pengguna 

tenaga listrik ke Banjarmasin (Kalsel).  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/ 

2006. 

 

 

 

 
 

 

Rp.12.475.000,- 

11. HATIR 

SATA 

TARIGAN, 

SE. 

Biaya bantuan dalam rangka kegiatan 

pengkajian Raperda tentang Retribusi 

Ijin Usaha Jasa Konstruksi oleh 

Anggota DPRD Kota (Komisi II) 
dengan Tenaga Ahli pada tanggal 11 

Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 08.01/A-II/B-DPRD/2006  

 110.c/BKU/ 

2006. 

 

 

 

 
Rp. 5.000.000,- 

7..2   Biaya Koordinasi dan Konsultasi : 
 

No. Nama-Nama 

Penerima 
Surat Perintah 

Uraian Kegiatan No. Kwitansi Jumlah 

1 2 3 4 5 

1. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

dalam rangka menampung dan 

menyerap aspirasi masyarakat 

tentang rencana pencairan dana 
BOS tahap II di Kelurahan Petuk 

Barunai dan Kelurahan Mungku 

Baru Kecamatan Rakumpit. 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 18.01/A-II/B-DPRD/2006  

114.b /BKU/ 2006.  

 

 

 
 

Rp.9.525.000,- 

2. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

dan konsultasi di Jakarta tentang 

Anggaran pendidikan untuk 

pelaksanaan bidang pendidikan di 
Kota Palangka Raya pada tanggal 

04 s/d 07 Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 11.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/ 2006.  

 

 

 
 

Rp.23.450.000,- 

3. ZULKIFLI 

YAHYA, SH. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

dan konsultasi PP. 37, PP 53 dan PP 

58 di Departemen Dalam Negeri RI 

Jakarta pada tanggal 09 s/d 12 
Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 23.01/A-II/B-DPRD/2006  

103.d/BKU/ 2006.  

 

 

 
Rp.16.750.000,- 

4. ASNAWI, 

SP. 

Biaya pengumpulan data dalam 

rangka pembahasan Raperda Ijin 

Industri di Sampit. Tanggal 28 

Februari 2006 

ST. 04.01/A-II/B-DPRD/2006  

110.d/BKU/ 2006.  

 

Rp. 5.970.000,- 

5. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

Anggota DPRD Kota Palangka 

Raya dengan masyarakat mengenai 

kegiatan pemerintahan dan 
kemasyarakatan di Kecamatan 

Rakumpit pada tanggal 17 dan 18 

Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.25.01/A-II/B-DPRD/2006  

102.d/BKU/ 2006.  

 

 

 
 

Rp. 8.200.000,- 

6. ZULKIFLI Biaya bantuan kegiatan koordinasi 103.c/BKU/ 2006.  
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YAHYA, SH. mengenai rencana usul inisiatif 

Anggota DPRD Kota Palangka 

Raya ke LKBH STIH-TB Palangka 
Raya pada tanggal 14 dan 16 

Januari 2006. 

 Tanggal 28 Februari 2006 

ST.24.01/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
Rp.10.750.000,- 

7. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

Anggota DPRD Kota Palangka 

Raya dengan masyarakat guna 

menampung Aspirasi mengenai 

tapal batas wilayah di Kelurahan 
Marang dengan Kelurahan 

Tumbang Tahai tanggal 23 dan 24 

Januari 2006. 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006. 

103.a/BKU/ 2006.  

 

 

 

 
 

Rp. 9.500.000,- 

8. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya bantuan koordinasi untuk 

menampung dan menyerap Aspirasi 

masyarakat tentang rencana 
pencaiaran dana BOS tahap II di 

Kelurahan Panjehang Kecamatan 

Rakumpit pada tanggal 23 Januari 

2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 
ST.20.01/A-II/B-DPRD/2006. 

114.d/BKU/ 2006.  

 

 
 

 

Rp. 7.025.000,- 

9. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya kegiatan menampung aspirasi 

masyarakat mengenai bantuan 
langsung tunai kepada rakyat 

miskin di Kecamatan Sebangau. 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.17.01/A-II/B-DPRD/2006. 

       /BKU/ 2006.  

 
 

Rp. 3.150.000,- 

10 JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya kegiatan mengadakan 

sosialisasi tentang peraturan Komite 

Sekolah pada SD Negeri di 

Kelurahan Langkai Kecamatan 
Pahandut pada tanggal 09 Januari 

2006. Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 15.01/A-II/B-DPRD/2006  

114.b/BKU/ 2006.  

 

 

 
Rp. 4.425.000,- 

11. JUNAIDI, 
S.Ag. 

Biaya kegiatan sosialisasi tentang 
peraturan Komite Sekolah pada SD 

Negeri di Kecamatan Bukit Batu.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 14.01/A-II/B-DPRD/2006  

        /BKU/ 2006.  
 

 

Rp. 7.850.000,- 

 

3.8.  Foto copy Surat Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 

188.4.43/13/DPRD/2006. 

3.9. 1 (satu) lembar Surat Pengembalian SPJ yang tidak lengkap bukti, 

Nomor : 900/KEU/09/III-2006 tanggal 27 Juni 2006. 

3.10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan Nomor : 900/KEU/11/III-

2006 tanggal 19 Oktober 2006. 

3.11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan Nomor : 900/KEU/12/III-

2006 tanggal 24 Nopember 2006. 

3.12. 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Palangka Raya tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka 

Raya Tahun Anggaran 2006 Nomor : 1 Tahun 2006 tanggal 7 Januari 

2006. 

3.13. 1 (satu) buah Buku Pemerintah Kota Palangka Raya Peraturan 

Walikota Palangka Raya Nomor : 21 tahun 2007 tentang Penjabaran 
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Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 tanggal 15 

September 2007. 

3.14. 1 (satu) bundel foto copy kwitansi untuk dana bantuan kegiatan 

(terlampir).  

3.15. Uang sejumlah Rp. 86.085.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan 

Puluh Lima Ribu rupiah), atas nama HATIR SATA TARIGAN, SE. 

3.16. 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

3.17. 24 (dua puluh empat) SPMU No. 1832/PK/2006; 1659/PK/2006; 1317/ 

PK/2006; 1195/PK/2006; 1156/PK/2006; 1072/PK/2006; 679/PK/2006; 

584/PK/2006; 356/PK/2006; 329/PK/2006; 023/PK/2006; 1895/PK/ 

2006; 1193/PK/2006; 1091/PK/2006; 1039/PK/2006; 1034/PK/2006; 

856/PK/2006; 678/PK/2006; 615/PK/2006; 583/PK/2006; 295/PK/2006; 

249/PK/2006; 243/PK/2006; 146/PK/2006. 

3.18. 1 (satu) lembar copy surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Hasil Koordinasi Kerja antara Sekretaris DPRD Kota Palangka 

Raya dan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, tertanggal 16 Agustus 

2007; 

3.19. 1 (satu) lembar copy surat sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

perihal : Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Agar melengkapi 

bukti pertanggung jawaban tertanggal 16 Agustus 2007; 

3.20 .1 (satu) lembar copy Surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Penyelesaian Hasil Audit BPK-RI di Sekretariat DPRD Kota 

P.Raya Tahun Anggaran 2007, tertanggal 30 Agustus 2007; 

3.21. 1 (satu) lembar copy surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Surat Teguran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya kepada 

Kabag. Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, tertanggal 

16 Agustus 2007; 

3.22. 2 (dua) lembar copy surat Inventarisasi LHP pada Setwan Kota 

Palangka Raya ; 

3.23. 1 (satu) lembar copy surat tanda setoran kepada Kas Daerah Kota 

Palangka Raya, pengembalian bantuan biaya telepon unsur pimpinan 

DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 

2006; 

3.24. 1 (satu) lembar copy surat setoran pajak, Pajak Pph Pasal 21 biaya 

Perumahan Anggota DPRD Kota Palangka Raya Ub. Januari s/d 

Desember tahun 2006; 
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3.25. 2 (dua) lembar copy surat Walikota Palangka Raya Nomor : 700/ 

103/STL-BPK-RI/2007/INSP tanggal 20 Juli 2007 perihal Tindak Lanjut 

temuan hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI di Palangka Raya Tahun 

Anggaran 2006. 

3.26. 1 (satu) lembar copy surat Walikota Palangka Raya Nomor : 700/ 

86/STL-BPK/IV.b/08/INSP tanggal 21 Agustus 2008 perihal Susulan 

tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI di Palangka 

Raya Tahun Anggaran 2006. 

3.27. 2 (dua) lembar copy surat Walikota Palangka raya Nomor : 700/ 

102/STL-BPK-RI/2007/INSP tanggal 20 Juli 2007 perihal Mohon ditinjau 

kembali. 

3.28. 1  (satu) buku copy Laporan Hasil pemeriksaan Kepatuhan ; Laporan 

Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Tahun Anggaran 

2006. 

3.29. 7 (tujuh) lembar copy Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 

188.4.43/09.a/A-11/P-DPRD/2006 tanggal 15 Mei 2007 tentang 

Perubahan Pertama Rencana Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Palangka Raya tahun 2006. 

 Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam 

perkara lain yang diajukan terpisah ; 

 Dan 

3.30.Surat bukti setoran penitipan uang sejumlah Rp.2.690.952.000,- (dua 

milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh dua 

ribu rupiah) yang disita dari Aries Marcorius Narang, SE.M.Si, dkk oleh 

Kejati Kalteng melalui rekening penampungan dana titipan Kejaksaan 

Agung RI. No. 0193-01-000822-30-8 tanggal 13 Mei 2009 No. Validasi 

0243 0243053 110168/13/05/09 09:06:14 R (dari an. Unsur pimpinan 

Aries Marcorius Narang, SE) telah dititipkan ke BRI Cabang Palangka 

Raya oleh Kejaksaan Tinggi Kalteng tetap terlampir dalam berkas 

perkaranya untuk digunakan perkara lain ; 

 Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2011/ 

PN.PI.R. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya 

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2011 Terdakwa telah menga-

jukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi  tersebut ; 

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 3 Mei 2011 dari kuasa 

Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon 

Kasasi  tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Maret 2011, 
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memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Palangka Raya pada tanggal 3 Mei 2011 ; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan ; 

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-

kan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 06 April 2011 dan 

Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 

April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Palangka Raya pada tanggal 03 Mei 2011 dengan demikian permohonan 

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu 

dan dengan cara menurut undang-undang ; 

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ 

Terdakwa  pada pokoknya adalah sebagai berikut : 

JUDEX  FACTI TINGKAT BANDING KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN 

TERBUKTINYA PASAL 2 AYAT (1) jo. PASAL 18 UU NO. 31 TAHUN 1999 jo. 

UU NO. 20 TAHUN 2001 jo. PASAL 55 AYAT (1) KE 1 KUHP. 

Bahwa judex facti tingkat banding pada putusannya halaman 143-179 

mempertimbangkan dan memutus bahwa Dakwaan Primair yaitu melanggar 

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 

jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti, pertimbangan dan putusan mana 

berbeda dengan dengan pertimbangan dan putusan judex  facti tingkat pertama 

yang temyata tidak terbukti pula ; 

Bahwa kekeliruan judex facti tingkat banding dalam pertimbangan 

putusannya tersebut akan kami tanggapi berdasarkan unsur-unsur dalam 

Dakwaan Primair sebagai berikut : 

ad.1. UNSUR SETIAP ORANG 

Bahwa  judex facti tingkat banding mempertimbangkan unsur setiap  

orang dalam putusannya halaman 143 sebagai berikut : 

“Menimbang, bahwa dalam Pasal angka 3 Undang-Undang No. 31 tahun 

1999, setiap orang didefinisikan sebagai perseorangan atau termasuk 

koorporasi” ; 

Menimbang, bahwa apabila diterjemahkan secara harafiah kata "setiap" 

mengandung arti yaitu satu-satu atau masing-masing dan dalam konteks 

kalimat, tentunya orang sebagai subyek hukum. Menimbang, bahwa 

orang sebagai subyek hukum adalah setiap orang atau badan hukum 

(korporasi)  yang   bertindak   atau   melakukan   perbuatan   hukum   dan  
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merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan 

sebagai pendukung hak dan kewajiban. 

Menimbang, bahwa karena Terdakwa  adalah orang yang diperiksa 

dipersidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum, yang diakui oleh Terdakwa  sendiri dan tidak 

disanggah, maka dengan demikian unsur ke 1 (satu) telah terpenuhi 

menurut hukum" ; 

Bahwa pertimbangan judex facti tingkat banding tersebut jelas adalah 

pertimbangan yang keliru dan prematur. Unsur "Setiap orang" bukan 

merupakan delik inti/bagian inti, namun hanya merupakan elemen delict 

yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melaku-

kan tindak pidana, yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian 

delik intinya, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan 

tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama dan baru dapat dibahas 

setelah seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Primair dinyatakan terbukti 

secara sah dan meyakinkan 

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Rl No. 951 K/Pid/1982, 

tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara 

lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti 

orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan 

unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara 

bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan 

dalam kaitan dengan setiap orang. 

Dengan demikian unsur "Setiap orang" ini tidak terpenuhi selama delik 

inti/bagian inti dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 

Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

tidak terbukti. 

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM 

Bahwa judex  facti tingkat banding telah keliru dalam mempertimbangkan 

ketentuan PP No. 24 Tahun 2004 dan PP No. 37 Tahun 2005, untuk 

menilai kewenangan maupun andil Pemohon kasasi dalam perkara a 

quo. 

Bahwa antara DPRD dengan Kepala Daerah mempunyai kedudukan 

yang setara namun memiliki fungsi yang berbeda, yaitu DPRD sebagai 

policy maker dan pengawas sedangkan Kepala Daerah adalah sebagai 

policy eksekutor, sehingga jelas di dalam sistem pemerintahan sudah 

ada pemisahan fungsi. 
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Bahwa dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara, pengelolaan keuangan Pemerintah daerah ( Pasal 6 ayat (2) ), 

didelegasikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang kemudian 

berdasarkan Pasal 5 PP 58 Tahun 2005 diberikan kewenangan kepada 

Kepala daerah untuk mendelegasikan kekuasaannya kepada Sekda 

untuk menjadi koordinator pengelolaan keuangan daerah dan kemudian 

dan Sekda turun kepada pengguna anggaran yaitu pejabat yang 

berwenang mengelola keuangan daerah (Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah). 

Hal ini juga diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 Pasal 156 ayat (1) 

yang menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan daerah. Artinya bahwa norma tersebut 

merupakan norma perintah yang memberikan wewenang kepada Kepala 

Daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang kemudian 

dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada 

pejabat perangkat daerah (Pasal 156 ayat (2)). 

Bahwa apabila kita tarik kembali kepada hulu atau sumber anggaran 

tahunan dari suatu daerah, maka peran dan fungsi DPRD hanya sampai 

pada perencanaan anggaran saja di mana DPRD menjadi pengawas dan 

pengawal kebijakan APBD yang tepat guna bagi daerah dan masyarakat 

melalui Pembahasan Raperda tentang APBD untuk kemudian disahkan 

bersama-sama kepala daerah. Lepas dari itu, sudah tidak ada lagi bentuk 

campur tangan DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah, itulah 

sebabnya mengapa UU nomor 22 tahun 2003 Pasal 99 ayat (6) dan ayat 

(7) mengatur bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

DPRD Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat DPRD dengan tugas secara 

limitatif sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 123 ayat (3) UU. Nomor 

32 Tahun 2004 yaitu : 

1. Menyelenggarakan Administrasi Keseketariatan DPRD. 

2. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD. 

3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

4. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperuntukan oleh 

DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan 

Keuangan Negara. Fakta di persidangan terungkap sebagai berikut: 

 Ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh  (Ahli Pemerintahan dan  Penge-

lolaan Keuangan Daerah), di bawah sumpah menerangkan sebagai 

berikut : 
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- Bahwa menurut Ahli, tidak ada peran Legislatif dalam skema 

pengelolaan keuangan ; 

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, ketika berbicara mengenai 

perencanaan, perencanaan itu dilakukan dalam kedudukan DPRD 

dalam fungsi anggaran dan fungsi legislasi dan outputnya adalah 

berupa Perda APBD ; 

- Bahwa apabila perkara ini berada dalam tahap perencanaan 

anggaran maka DPRD akan terlibat, namun jika perkara ini berada 

dalam tahap pelaksanaan, maka pertanggungjawaban dan penga-

wasan sepenuhnya berada dalam domain pengguna anggaran ; 

- Bahwa wewenang DPRD hanya berada pada tahap perencanaan ; 

- Bahwa bentuk pertanggungjawaban DPRD adalah moral dan 

politis kepada konstituennya dan menurut ahli, dalam pengelolaan 

keuangan DPRD tidak memiliki tanggungjawab ; 

Saksi Satrio Hari Nugroho (BPK Rl Perwakilan Palangkaraya), di-

bawah   sumpah menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa penguasa umum keuangan daerah adalah kepala daerah, 

dengan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD 

yang dilakukan maksimal 6 bulan setelah habis masa anggaran ; 

- Bahwa Ketua DPRD tidak memiliki pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan daerah ; 

- Bahwa Legislatif tidak memiliki pertanggungjawaban keuangan 

karena semua ada di tangan Sekretariat DPRD (SEKWAN) karena 

Sekwan adalah delegasi kepala daerah sebagai pengguna/ 

pengelola anggaran di SKPD-nya ; 

- Bahwa Sekwan melaksanakan anggaran Sekretariat DPRD dari 

APBD, dan semua yang terkait dengan keuangan DPRD termasuk 

gaji anggota DPRD semua ada dalam penguasaan Sekretariat 

DPRD (Sekwan) ; 

- Bahwa legislatif hanya terlibat dalam proses penetapan RAPBD 

menjadi APBD saja dan tidak terlibat dalam pelaksanaan APBD 

tersebut ; 

- Bahwa setahu saksi tidak ada aturan apapun yang mengatur 

mengenai pertanggungjawaban keuangan pada legislatif, karena 

legislatif bukan pengguna anggaran ; 

- Bahwa pengguna anggaran harus bertanggungjawab secara 

formal dan material atas anggaran yang dikelolanya ; 
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Dengan demikian jelas bahwa DPRD termasuk Pemohon Kasasi selaku 

Ketua DPRD tidak memiliki kewenangan maupun pertanggungjawaban 

atas pengelolaan APBD di lingkungan DPRD. Yang memiliki kewenangan 

untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran di Lingkungan 

DPRD adalah Sekretariat DPRD. 

Bahwa pembahasan unsur secara melawan hukum ini akan kami bahas 

dalam pokok-pokok bahasan secara sistematis berdasarkan pertimbang-

an judex  facti tingkat banding sebagai berikut : 

2.1. Surat Keputusan DPRD Kota Palangkaraya No. 188.4.43/13/DPRD/ 

2006 tanggal 31 Januari 2006 tentang rencana kerja tidak mem-

punyai akibat terhadap pengelolaan keuangan. 

Bahwa judex  facti tingkat banding dalam putusannya pada halaman 

147 mempertimbangkan penerbitan surat keputusan DPRD Kota 

Palangkaraya No. 188.4.43/13/DPRD/2006 tanggal 31 Januari 2006, 

sebagai berikut : 

“Menimbang, bahwa Terdakwa  telah menerbitkan dan menanda-

tangani Surat Keputusan DPRD Kota Palangka Raya nomor: 

184.4.43/13/DPRD/2006, tanggal 31 Januari 2006 tentang Rencana 

Kerja DPRD Kota Palangka Raya tahun 2006, di dalamnya berisi 

pengaturan belanja penunjang kegiatan dewan yaitu .....dst" 

Bahwa pertimbangan judex facti tingkat banding tersebut adalah 

keliru dan pantas untuk dibatalkan. 

Kedudukan Pemohon Kasasi selaku Ketua Dewan dalam lembaga 

DPRD adalah bersifat kolektif kolegial. Ketua Dewan merupakan 

representasi untuk mewakili Dewan dalam hubungannya keluar. 

Oleh karena itu, dalam kerangka tugas pokok, fungsi, dan hak 

Dewan khususnya dalam bidang anggaran, legislasi dan 

pengawasan, maka pertanggungjawaban ketua dewan merupakan 

pertanggungjawaban kelembagaan, tidak dapat kemudian dialihkan 

ke dalam tanggung jawab pribadi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah mengandung pengertian berhak bertindak untuk dan atas 

nama Dewan. Ketua hanya berfungsi melancarkan proses pekerjaan 

dewan. Ketua tidak mempunyai kewenangan eksekutif dalam 

lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lihat H Abdul Latif, 

Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) pada 

Pemerintah Daerah, tahun 2005, hal 81). Keputusan Dewan adalah 

manifestasi dari hasil rapat Paripurna yang memang mekanismenya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 223



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 224 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

harus ditetapkan dalam Keputusan DPRD, hal ini berlaku juga 

dalam penetapan rencana kerja DPRD setiap tahunnya yang harus 

melalui mekanisme rapat paripurna sehingga keputusan yang 

didapat adalah keputusan bulat dari seluruh anggota DPRD. 

Bahwa surat keputusan DPRD Kota Palangkaraya No. 188.4.43/13/ 

DPRD/2006 tanggal 31 Januari 2006 tentang Rencana Kerja me-

rupakan hasil rapat yang sah memenuhi kuorum dan bukanlah 

bagian dari dokumen APBD maupun penjabarannya/DASK, 

sehingga surat keputusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar 

pencairan uang oleh Sekretariat DPRD. Dalam melakukan 

pencairan anggaran, Sekretariat DPRD haruslah tetap tunduk dan 

taat terhadap APBD dan Penjabarannya yang kita kenal dengan 

nama DASK, artinya apapun kegiatan DPRD selama tidak ada pos 

anggarannya atau terdapat kekurangan anggaran, maka tidak dapat 

dilakukan pencairan. 

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 

yang mengatur sebagai berikut : 

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk 

menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disedia-

kan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas 

beban APBN/APBD. 

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : 

a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak 

pihak penagih;  

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ ke-

lengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan 

barang/jasa ;  

c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ; 

d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran  

pengeluaran yang bersangkutan ;  

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. 

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen 

yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar 

pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas 

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan 

surat bukti dimaksud. 
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Selanjutnya, PP. No. 58 tahun 2005 juga mengatur secara limitatif 

bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan 

perundang-undangan (vide Pasal 4), dalam melakukan pengelolaan 

keuangan daerah, Sekretariat DPRD tidak boleh menyimpangi 

ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan termasuk mekanisme 

pertanggungjawabannya, apalagi dengan berdalih melaksanakan 

surat keputusan DPRD Kota Palangkaraya No. 188.4.43/13/DPRD/ 

2006 tanggal 31 Januari 2006 tentang Rencana Kerja yang jelas-

jelas tidak ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. 

Hal ini sejalan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Zudan Arif 

Fakrulloh, S.H., M.H. : 

- Bahwa surat keputusan DPRD mengenai rencana kerja yang 

ditandatangani oleh Terdakwa  hanya fungsi administrasi dalam 

kerangka representasi dalam mewakili dewan dalam hubungan-

nya ke luar dan bukan merupakan fungsi hukum karena tidak 

ada keputusan dalam DPRD yang bersifat mandiri ; 

- Bahwa yang diikuti dan jadi pedoman dalam pengelolaan 

keuangan daerah adalah DPA karena DPA itu menginduk 

kepada Perda APBD dan yang membuat rincian DPA              

adalah pengguna anggaran yang melahirkan PO (perintah 

operasional) ; 

- Bahwa menurut Ahli dari aspek hukum perbuatan pembuatan 

keputusan adalah tidak memiliki makna dan hanya merupakan 

bingkai administrasi pemerintahan. Yang penting adalah 

Pengguna anggaran membuat rinciannya berdasarkan DPA 

yang ada ; 

Bahwa dengan demikian jelas bahwa surat keputusan DPRD Kota 

Palangkaraya No. 188.4.43/13/DPRD/2006 tanggal 31 Januari 2006 

tentang Rencana Kerja adalah hanya tentang rencana kegiatan 

DPRD selama tahun 2006, yang dapat tertaksana ataupun tidak dan 

tidak mempunyai akibat terhadap keuangan karena untuk pencairan 

anggaran merupakan kewenangan dari Pengguna Anggaran yang 

harus didasarkan pada APBD, Penjabaran APBD/DASK dan keter-

sediaan anggaran (vide Pasal 53 fP Nomor 58 Tahun 2005). 

2.2. PENERBITAN SURAT TUGAS DAN RINCIAN BIAYA 

Bahwa judex facti tingkat banding dalam pertimbangan putusan 

halaman 149 menyatakan sebagai berikut : 
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“Menimbang, bahwa dalam jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota 

Palangka Raya Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE.Msi. diberi 

kewenangan untuk memerintahkan anggota DPRD Kota Palangka 

Raya melaksanakan tugas-tugas dinas yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Palangka Raya dalam 

bidang legislasi, pengawasan dan anggaran dengan menerbitkan 

dan menandatangani surat tugas (ST) dan menandatangani surat 

perjalanan dinas (SPPD), penandatanganan SPPD oleh Ketua 

DPRD oleh pihak yang diberi perintah melaksanakan tugasnya yang 

dibuktikan dengan adanya tanda tangan pejabat di tempat 

pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam kolom tiba dan berangkat 

pada SPPD.. .dst. 

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis formal anggota 

DPRD Kota Palangka Raya sebagai pihak yang menerima perintah 

maupun pihak yang memberi perintah/tugas mengetahui tentang 

kapan, di mana kegiatan dilaksanakan dan apa kegiatannya serta 

mengetahui pula sumber biaya untuk pelaksanaan kegiatan 

tersebut.dst..." 

Bahwa perlu kita ketahui bersama, dalam DPRD dikenal adanya 

mekanisme pengambilan keputusan bersama karena sifat dari 

DPRD sendiri yang kolektif kolegial, artinya DPRD bukan berarti 

Pemohon Kasasi, tapi perwakilan DPRD untuk bertindak keluar (ex 

offico) adalah Ketua DPRD, pada saat itu Pemohon Kasasi. 

DPRD juga memiliki alat kelengkapan, di antaranya yaitu : 

1. Unsur Pimpinan ; 

2. Panitia Musyawarah ; 

3. Komisi ; 

4. Badan Kehormatan ; 

5. Panitia Anggaran ; 

6. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan.  

(vide Undang-undang nomor 22 tahun 2003). 

Untuk membantu kelancaran tugas DPRD, maka pengelolaan ad-

ministrasi dan keuangan sebagaimana telah kami bahas 

berulangkali di atas, dilakukan oleh Sekretariat DPRD. 

Khusus mengenai Surat Tugas, mekanismenya adalah diawali 

dengan rapat komisi untuk menentukan bentuk kegiatan komisi 

sesuai dengan bidangnya, siapa saja personil/anggota DPRD/ 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 226



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 227 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

Anggota Komisi yang akan melaksanakan tugas, kemudian komisi 

meminta kepada Pimpinan DPRD (bukan hanya Ketua DPRD) untuk 

menerbitkan Surat Tugas atas nama-nama anggota komisi yang di-

ajukan tadi, kemudian setelah melalui proses administrasi oleh 

Sekretariat DPRD, Surat Tugas tersebut ditandatangani oleh 

Pimpinan DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan dapat 

digantikan oleh wakilnya. 

Bahwa rencana kerja pertahun dalam komisi-komisi dalam DPRD 

awalnya ditentukan dalam rapat komisi sebagaimana kami sebut di 

atas yang kemudian dibawa ke rapat paripuma untuk disahkan dan 

ditetapkan sebagai satu kesatuan dalam SK DPRD tentang rencana 

kerja tahunan DPRD yang bersangkutan, karena dasar dan tujuan 

dari rencana kerja tahunan komisi tentunya hanya dapat ditentukan 

oleh komisi yang bersangkutan, itulah gunanya pembidangan tugas 

yang terbagi dalam komisi-komisi tersebut. Seorang Ketua DPRD 

tentunya tidak dapat dan tidak berhak untuk menentukan kegiatan 

apa yang akan dilakukan oleh koleganya (bukan anak buah yang 

menerima perintah sebagaimana dimaksud oleh Judex  facti tingkat 

banding). Ketua DRPD memiliki kedudukan yang sama dengan 

anggota DRPD lainnya, seseorang dapat duduk sebagai Ketua 

DPRD karena mekanisme komposisi pemenangan suara dalam 

pemilu dan peraturan internal partai, bukan karena ukuran suatu 

pangkat maupun masa jabatan seperti PNS. 

Bahwa dengan demikian jelas, apa yang digambarkan oleh judex  

facti tingkat banding tentang Pemohon Kasasi yang seolah-olah 

memiliki kewenangan untuk memerintahkan anggota DPRD yang 

lainnya untuk bertugas dan mengatur serta memutuskan segala 

urusan dalam DPRD adalah keliru, karena DPRD adalah lembaga 

kolektif kolegial, sekali lagi, Pemohon Kasasi selaku Ketua DPRD 

hanyalah wujud perwakilan dari anggota-anggota DPRD lainnya, 

serta dalam membuat keputusan DPRD, maka ketua DPRD adalah 

wujud ex officio yang mewakili seluruh anggota DPRD. 

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi sebagai berikut : 

Saksi Prapti (Anggota Komisi 3), di bawah sumpah menerangkan 

sebagai berikut : 
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Bahwa kegiatan komisi ditentukan dulu dalam rapat intern dan rapat 

komisi, baru kemudian dimohonkan surat tugas kepada Pimpinan 

DPRD ; 

Saksi Ayednedi (Anggota Komisi 3), di bawah sumpah menerang-

kan sebagai berikut : 

Bahwa kegiatan komisi ditentukan dulu dalam rapat intern dan rapat 

komisi, baru kemudian dimohonkan surat tugas kepada Pimpinan 

DPRD ; 

Bahwa selain kegiatan komisi tersebut saksi juga mendapatkan 

tugas lain seperti menghadiri rapat atas nama pimpinan dan 

sebagainya ; 

Dengan demikian jelas bahwa penerbitan dan tanda tangan Surat 

Tugas merupakan bagian dari mekanisme yang harus dilalui (ex 

offico) yang bukan berarti kehendak satu pihak saja, dan yang tidak 

kalah pentingnya adalah surat tugas sebagai akibat dari rencana 

kerja yang sebelumnya telah disepakati oleh komisi dalam rapat 

komisi merupakan hasil keputusan kolektif kolegial, bukan 

keputusan Ketua DPRD. 

Bahwa judex facti tingkat banding dalam pertimbangannya pada 

halaman 151-152 putusan menyatakan sebagai berikut : 

“...Menimbang, bahwa Terdakwa  menyangkal menandatangani 

rincian biaya kegiatan dalam tahun 2006 dan menyatakan surat 

tersebut ditandatangani tahun 2007 untuk melengkapi kekurangan 

administrasi keuangan memenuhi hasil temuan BPK RI Kalimantan 

Tengah. Bahwa penyangkalan dan keterangan Terdakwa  tidak 

didukung oleh bukti-bukti lain selain dari keterangan Terdakwa . 

Bukti yang mengungkap adanya pembuatan rincian biaya kegiatan 

dan tanda tangan Terdakwa  pada surat tersebut pada tahun 2006 

didukung oleh keterangan saksi Drs. Rawang, Evriana Oktavia, 

Beker Simon SE., Haironimah serta barang bukti berupa rincian 

bantuan/rencana biaya dan buku kas umum yang ditanda tangani 

oleh saksi Beker Simon SE. dan saksi Haironimah, sehingga 

keterangan/penyangkalan Terdakwa  tersebut tidak beralasan 

menurut hukum...dst 

“.....Menimbang, bahwa dengan mencermati dan membandingkan 

barang bukti antara dokumen-dokumen administrasi biaya 

perjalanan dinas anggota dan pimpinan DPRD Kota Palangka Raya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 228



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 229 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

menggunakan sumber dana yang bukan berasal dari biaya 

pengembangan sumber daya manusia dengan dokumen 

administrasi biaya perjalanan dinas anggota dan pimpinan DPRD 

Kota Palangka Raya menggunakan sumber dana biaya 

pengembangan sumber daya manusia, tampak sekali ada 

perbedaan perlakuan khususnya menyangkut surat rincian biaya 

perjalanan dinas. Pada rincian perjalanan dinas menggunakan 

sumber dana yang bukan berasal dari biaya pengembangan sumber 

daya manusia, ditandatangani oleh pejabat-pejabat Sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya secara berjenjang yakni Kasubag 

Perencanaan dan Program (Drs. Kordias Nigel atau yang mewakili), 

Kepala Bagian Umum sebagai atasan langsung (Drs. Rawang) dan 

ada pernyataan setuju dibayar (verifikasi) dari kepala bagian 

Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya (Drs. Henky), 

sedangkan surat rincian biaya menggunakan dana biaya 

pengembangan sumber daya manusia ditandatangani langsung  

oleh Kepala Bagian Umum (Drs. Rawang) dan Ketua DPRD Kota 

Palangka Raya (Aries Marcorius Narang SE. M.Si.) padahal atasan 

langsung Kepala bagian Umum adalah Sekreatris DPRD Kota 

Palangka Raya (saksi Beker Simon SE.) dan bukan Ketua DPRD 

Kota Palangka Raya ; 

“.....Menimbang, bahwa adanya perbedaan pehakuan dalam per-

buatan dan penandatanganan rincian biaya perjalanan dinas 

tersebut memberi bukti petunjuk bahwa rincian biaya perjalanan 

dinas menggunakan sumber dana biaya pengembangan sumber 

daya manusia menyalahi mekanisme formal pelaksanaan dan 

pengelolaan administrasi sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil alih kewenangan, 

tugas dan fungsi Sekretariat dalam tahun 2006, karena pejabat-

pejabat yang lebih berwenang menandatangani rincian biaya antara 

lain Kepala Sub bagian Perencanaan dan Program (Drs. Kordias 

Nigel) dan Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya (saksi Beker 

Simon SE.) masih bertugas di Sekretariat DPRD Kota Palangka 

Raya....dst" 

Bahwa judex  facti tingkat Banding telah membuat kekeliruan dalam 

pertimbangan hukum tersebut di atas. 
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Bahwa dalam perkara a quo kita dapati adanya 2 versi rincian biaya, 

yaitu rincian biaya dengan item bantuan kelurahan di mana terdapat 

tanda tangan mengetahui dari Pemohon Kasasi dan rincian biaya 

tanpa item bantuan kelurahan maka harus kita cermati terlebih 

dahulu fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

Saksi Hairunimah (Bendahara pada Sekretariat DPRD Kota 

Palangka Raya tahun 2006), di bawah sumpah menerangkan 

sebagai berikut : 

Bahwa yang menentukan item rincian biaya adalah bagian umum, 

yang menentukan mata anggaran A untuk kegiatan A dilakukan oleh 

Kabag Umum atas perintah Sekwan ; 

Saksi Drs. Hengky (Kabag Keuangan Setda Pemkot Palangka 

Raya), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa rincian biaya yang diajukan dalam persidangan ini tidak 

saksi kenali karena pada tahun 2006 tidak ada Saksi Fried Sahel 

(Staf Keuangan Sekretariat DPRD), di bawah sumpah mene-

rangkan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi tidak pernah mengetik kuitansi bantuan kepada 

kelurahan pada tahun 2006 ; 

Dan keterangan tersebut disesuaikan dengan fakta dan alat bukti 

yang terungkap di persidangan, jelas bahwa sebenamya pada tahun 

2006 tidak ada pernah ada item bantuan untuk kelurahan dalam 

kaitan kegiatan perjalanan dinas DPRD apalagi sampai terncatum 

dalam rincian biaya, kata-kata item bantuan kelurahan tersebut baru 

muncul pada tahun 2007 dalam pertanggungjawaban Sekretariat 

DPRD yang kemudian dijadikan sebagai temuan oleh LHP BPK Rl. 

Untuk mengukuhkan dalil "bantuan kelurahan" tersebut, kemudian 

pada tahun 2007 dibuatlah kuitansi dengan meminta tanda tangan 

lurah-lurah bahkan sebagian ada yang dipalsu baik tanda tangan 

maupun cap-nya (vide keterangan semua lurah yang diperiksa 

dalam perkara ini), para anggota DPRD diminta tanda tangan di atas 

kuitansi kosong (vide keterangan Terdakwa , H. Jamran, Yurikus 

Dimang) oleh Sekretariat DPRD dengan dalih untuk perbaikan 

sesuai LHP BPK Rl atas pemeriksaan keuangan DPRD Kota 

Palangka Raya Tahun Anggaran 2006, dan Pemohon Kasasi 

diminta tanda tangan mengetahui di rincian biaya dengan alasan 

yang sama yaitu sesuai permintaan BPK Rl, pada saat itu Pemohon 
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Kasasi juga mengkonfirmasi kepada walikota mengenai permintaan 

tanda tangan mengetahui itu dan dijawab oleh walikota "diikuti saja 

pak" ; 

Bahwa di muka persidangan terungkap adanya dokumen perjalanan 

dinas ganda di mana letak perbedaannya adalah : 

1. Rincian biaya dengan item bantuan kelurahan (kami sebut 

sebagai rincian biaya aspal (asli tapi palsu) dan rincian biaya 

tanpa item bantuan kelurahan ; 

2. Surat Tugas tanpa cap verifikasi dari sub bag verifikasi (kami 

sebut sebagai surat tugas aspal) dan surat tugas dengan tanda 

tangan dan cap verifikasi. 

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi sebagai berikut : 

Saksi Fried Sahel (Staf Keuangan Sekretariat DPRD), di bawah 

sumpah menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi bertugas di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 

sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, pada tahun 2006   

bekerja pada staff bendahara (Hairunimah) dengan tugas   

antara   lain mengetik dokumen berupa kuitansi, pengolahan 

data untuk menyusun laporan ; 

- Bahwa saksi tidak pernah mengetik kuitansi bantuan kepada 

Kelurahan pada tahun 2006 ; 

- Bahwa yang saksi ketik adalah kuitansi pembayaran uang yang 

jumlahnya sesuai rincian biaya, namun tidak ada bantuan 

kelurahan ; 

Saksi Rawang (Kabag Umum DPRD), di bawah sumpah menerang-

kan sebagai berikut : 

- Bahwa setiap Surat Tugas sebelum ditandatangani oleh Ketua 

DPRD harus ada verifikasi paraf-paraf mulai kabag umum 

sampai sekwan ; 

- Bahwa  redaksional  bantuan  kelurahan  dalam  rincian  biaya  

dibuat berdasarkan perintah Sekwan Beker Simon ; 

- Bahwa Seluruh  Pimpinan  dan Anggota  DPRD tidak ada turut 

campur maupun mengatur masalah administrasi dan keuangan ; 

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini tidak ada 

cap verifikasi ; 

- Bahwa bukti-bukti keuangan yang sah adalah yang ada cap 

verifikasi. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, masalah keuangan ini menjadi 

semakin terang, Pemohon Kasasi menduga bahwa untuk memper-

tanggungjawabkan pengelolaan keuangan di bawah kewenangan-

nya pada tahun anggaran 2006 yang diperiksa oleh BPK Rl pada 

tahun 2007, Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya menciptakan 

bukti baru dengan memasukkan item tambahan ke dalam rincian 

biaya dalam anggaran perjalanan dinas anggota DPRD. Dokumen-

dokumen mana kemudian dibawa ke Pemohon Kasasi untuk dimin-

takan tanda tangan mengetahui dengan alasan sebagai syarat audit 

dari BPK Rl, sampai akhirnya di muka persidangan muncul adanya 

bukti dokumen perjalanan dinas termasuk rincian biaya ganda ; 

Fakta itulah yang dapat menjawab pertimbangan judex  facti tingkat 

banding pada halaman 161-164 putusan yang kami kutip per poin 

sebagai berikut : 

“....Menimbang, bahwa Terdakwa  menerangkan tidak benar barang 

bukti yang dipehihatkan di persidangan tentang dokumen surat 

pertanggungjawaban biaya pengembangan sumber daya manusia 

(surat tugas, rincian biaya, SPPD, kwitansi) yang dibuat oleh saksi 

Beker Simon SE. dan saksi Haironimah tetapi Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE. M.Si. membenarkan tanda tangannya di 

dalam surat tugas, SPPD maupun kwitansi. Demikian pula saksi 

Yurikus Diman S.Sos. dan saksi Drs. H. Jamran Kurniawan MM. 

menerangkan pernah dua kali melaksanakan tugas ke kelurahan-

kelurahan sebagai pimpinan DPRD Kota Palangka Raya sebagai-

mana tersebut dalam surat tugas yang ditandatangani Terdakwa  ; 

“.....Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perjalanan dinas ke 

kelurahan-kelurahan maupun kecamatan di Kota Palangka Raya 

tahun 2006 bahkan sampai sekarang, Terdakwa , saksi Yurikus 

Dimang, S.Sos, Drs. H. Jamran Kurniawan, MM, Agus Romasyah, 

SH, MH, Hatir Sata Tarigan, SE, Junaidi, S.Ag, dan saksi-saksi 

anggota DPRD Kota Palangka Raya tidak pernah membelanjakan 

ataupun menyerahkan biaya bantuan kegiatan yang telah diterima-

nya tersebut sesuai peruntukannya ; 

“....Bahwa demikian pula halnya Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD) anggota dan pimpinan DPRD sebagai bukti legalitas 

perjalanan dinas bagi yang bersangkutan untuk kunjungan ke 

kelurahan-kelurahan di Kota Palangka Raya tahun 2006 baru 
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ditandatangani tahun 2007 oleh saksi para Lurah yang menjabat 

tahun 2006 setelah ada temuan hasil pemeriksaan keuangan pada 

Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya oleh BPK Rl Perwakilan 

Kalimantan Tengah, hampir semua saksi para Lurah tersebut 

menyatakan bahwa pada tahun 2006 tidak ada kunjungan anggota 

DPRD Kota Palangka Raya ke kelurahan di wilayahnya masing-

masing, bahkan ada yang menyatakan tanda tangan pada SPPD 

bukan tanda tangan saksi ; 

“....Menimbang, bahwa sesuai DASK nomor: 2.7/DASK/KEU/2006, 

tanggal 09 Januari 2006, terbukti bahwa biaya pengembangan 

sumber daya manusia yang dianggarkan untuk biaya bantuan-

bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas pimpinan DPRD Kota 

Palangka Raya sebesar Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) 

yang telah direalisasikan dan diterima oleh Terdakwa , saksi: 

Yurikus Dimang, S.Sos. dan saksi Drs. H. Jamran Kurniawan, MM, 

anggaran tersebut seharusnya dipergunakan untuk biaya bantuan 

kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pimpinan 

DPRD Kota Palargka Raya tahun 2006, yang berhak menerima 

dana tersebut adalah masyarakat yang seharusnya diserahkan oleh 

pimpinan DPRD Kota Palangka Raya dalam rangka melaksanakan 

tugas-tugas kedinasannya. Dalam rincian biaya perjalanan dinas 

yang ditandatangani oleh saksi Drs. Rawang dan Terdakwa  Aries 

Marcorius Narang, SE. telah disebutkan peruntukan dana dalam 

rangka membayar biaya bantuan/kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,- 

(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing tempat 

penyelenggaraan kegiatan dalam perjalanan dinas pimpinan DPRD 

Kota Palangka Raya, tetapi dana tersebut tidak pemah diterima oleh 

masyarakat ; 

“.....terungkap bahwa realisasi biaya pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) pada sekretariat DPRD Kota Palangka Raya tahun 

auggaran 2006 tidak sesuai dengan ketentuan, terdapat 

penggunaan dana yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 

624.065.200,- (enam ratus dua puluh empat juta enam puluh lima 

ribu dua ratus rupiah) dari bukti-bukti pertanggungjawaban yang 

dibuat oleh saksi Beker Simon, SE. dan Haironimah ternyata fiktif 

senilai Rp. 2.099.250.000,- (dua milyar sembilan puluh sembilan juta 

dua ratus lima puluh ribu rupiah), fakta tersebut didasarkan pada 
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keterangan saksi-saksi para Lurah Kota Palangka Raya yang 

menyatakan bahwa tahun 2006 tidak ada kunjungan anggota 

maupun pimpinan DPRD Kota Palangka Raya ke wilayah kelurahan, 

saksi menandatangani SPPD tahun 2007 setelah ada hasil temuan 

BPK Rl Perwakilan Kalimantan Tengah para Lurah menandatangani 

kwitansi penerimaan uang dalam pelaksanaan tugas anggota dan 

pimpinan DPRD Kota Palangka Raya tetapi tidak pernah menerima 

uangnya dan keterangan anggota DPRD Kota Palangka Raya yang 

menyatakan pada tahun 2007 pernah menandatangani kwitansi 

kosong..dst" 

Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh judex facti tingkat banding 

tersebut di atas juga Pemohon Kasasi gali selama proses pemerik-

saan di Pengadilan Negeri, hal ini antara lain Pemohon Kasasi 

analisa dari beberapa fakta : 

1. Bahwa benar pada tahun 2006, anggota DPRD melaksanakan 

kegiatan dan perjalanan dinas ; 

2. Bahwa benar pada tahun 2006 tidak ada pemberian bantuan ke 

kelurahan-kelurahan yang dikunjungi semua anggota DPRD ; 

3. Bahwa benar pada tahun 2007 semua anggota DPRD dan lurah-

lurah se Palangka Raya ada dimintai tanda tangan atas kuitansi 

kosong ; 

4. Bahwa benar pada tahun 2007, Pemohon Kasasi diminta oleh 

Sekretariat DPRD untuk menandatangani berkas-berkas SPJ 

termasuk tanda tangan mengetahui dalam rincian biaya dengan 

alasan memenuhi petunjuk BPK Rl ; 

Akan tetapi di muka persidangan terbukti bahwa ternyata bukti-bukti 

surat dan administrasi tersebut digunakan oleh Sekretariat DPRD 

untuk menambal hasil temuan BPK Rl atas anggaran yang dikelola 

oleh Sekretariat DPRD. 

2.3. PEMOHON  KASASI  TIDAK  MEMILIKI  KEWENANGAN  DALAM  

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD. 

Bahwa judex facti tingkat banding dalam pertimbangan putusan 

pada halaman 165-166. 

“...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di 

atas terbukti bahwa Terdakwa  tidak melaksanakan jabatannya         

atau melaksanakan jabatannya untuk tujuan lain dan maksud 
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diberikannya jabatan tersebut menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku ; 

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan per-

buatan melawan hukum yang dilakukan setiap orang merupakan 

perluasan dari apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewe-

nangan kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan 

atau kedudukan, mengingat bahwa Terdakwa  adalah pribadi yang 

menjabat ketua DPRD Kodya Palangka Raya, dengan demikian 

unsur-unsur secara melawan hukum telah terbukti menurut 

hukum..." 

Pertimbangan judex facti tingkat banding tersebut adalah pertim-

bangan yang keliru dan tidak sejalan dengan ketentuan PP No. 58 

Tahun 2005, Pemohon Kasasi selaku Ketua DPRD tidak dapat 

menyalahi kewenangan dalam kasus a quo karena Pemohon Kasasi 

tidak memiliki jabatan/kewenangan untuk mengelola anggaran 

DPRD, sehingga dengan demikian bagaimana bisa suatu badan 

atau seseorang dituntut pertanggungjawaban berdasarkan suatu 

jabatan / kewenangan sedangkan jabatan/kewenangan untuk 

melakukan suatu perbuatan itu bukan merupakan jabatan/ 

kewenangannya?? 

Berdasarkan UU nomor 22 tahun 2003 Pasal 99 ayat (6) dan ayat 

(7), dinyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas DPRD Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat DPRD. 

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota tersebut dipimpin seorang 

sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan 

bupati/walikota atas pertimbangan Pimpinan DPRD Kabupaten/ 

Kota. 

Bahwa PP 58 Tahun 2005 ini merupakan Omnibus Regulations 

yang didasari oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan daerah seperti UU No. 17 Tahun 2003, UU 

No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, 

UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU NO. 33 

Tahun 2004. 

Secara limitatif tugas Sekretariat DPRD diatur dalam Pasal 123 ayat 

(3) UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dinyatakan bahwa di DPRD terdapat Kesekretariatan yang dipimpin 

oleh Sekretaris Dewan yang bertugas : 
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1. Menyelenggarakan Administrasi Keseketariatan DPRD. 

2. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD. 

3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

4. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperuntukan 

oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ke-

mampuan Keuangan Negara. 

Dalam kaitannya dengan posisi kelembagaan DPRD, yang merupa-

kan pejabat perangkat daerah adalah Sekretariat DPRD sebagai-

mana diatur dalam Pasal 123 UU nomor 32 tahun 2004. Pejabat 

perangkat daerah adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati/Walikota/ Gubernur. 

Berdasarkan pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh 

Bupati /Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP 58 tahun 

2005 (menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang), maka 

pengelolaan keuangan di DPRD dilakukan oleh Sekretaris Dewan 

sebagai Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran. Dalam konteks ini 

Pengguna anggarannya adalah kepala satuan kerja atau pimpinan 

instansi. Untuk kepala satuan kerja di Sekretariat DPRD adalah 

Sekretaris DPRD. 

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, pengguna 

anggaran wajib mempedomani peraturan perundang-undangan 

yang terdiri atas : 

a. UU. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 

b. UU. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 

c. PP. Nomor 24 tahun 2004 jo PP. Nomor 37/2006 tentang 

Kedudukan Keuangan dan Protokoler ; 

d. PP. Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah ; 

e. Kepmendagri 29 Tahun 2002. 

Secara normatif Pasal 18 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004 menggaris-

kan sebagai berikut : 

- Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen 

yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar 

pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas 

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan 

surat bukti dimaksud. 
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Dalam konteks inilah maka pengguna anggaran dengan seluruh pe-

rangkatnya yang terkait dengan dokumen pencairan uang bertang-

gung jawab terhadap seluruh perbuatan hukum yang dilakukan 

beserta akibat hukum yang ditimbulkan. 

Berdasarkan Pasal 52 UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbenda-

haraan Negara, khusus dalam pengelolaan keuangan dibebankan 

adanya kewajiban kepada Pengguna Anggaran untuk menatausaha-

kan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam 

Pasal 54 dinyatakan bahwa : 

1. Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan mate-

rial bertanggung jawab kepada Presiden/Gubemur/Bupati/ Wali-

kota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam 

penguasaannya ; 

2. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal 

dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan 

kegiatan yang berada dalam penguasaannya ; 

Dalam pengelolaan anggaran, seorang pengguna anggaran dibatasi 

oleh berbagai norma agar dalam penyelenggaraan pengelolaan 

tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam Pasal 54 

PP No 58 tahun 2005 dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dilarang melakukan pengeluaran atas beban ang-

garan belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, 

dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. 

Dalam hal ini, pengguna anggaran sebagai pimpinan SKPD harus 

taat dengan norma tersebut agar pengelolaan keuangan dapat 

dilaksanakan secara hemat, tidak mewah, efektif, efisien. 

Dalam kerangka pengelolaan keuangan tersebut, guna pertangung-

jawaban keuangan maka setiap pengeluaran harus didukung oleh 

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak 

yang menagih (Pasal 61 PP 58 tahun 2005). Hal ini berarti bahwa 

dalam setiap pengeluaran uang harus segera diikuti dengan per-

tanggungjawaban, baik yang berupa kuitansi, tanda terima atau 

surat perintah perjalanan dinas (SPPD) apabila terkait dengan 

penugasan ke daerah/ke tempat lain yang membutuhkan dana 

transportasi. 
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Dengan demikian pengguna anggaran untuk DPRD adalah Sekre-

taris DPRD yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-

undangan melaksanakan kegiatan berdasarkan mata anggaran 

yang telah ditetapkan. Sekwan DPRD sebagai pengguna anggaran 

dalam mengeluarkan pembayaran kegiatan atas beban APBD harus 

sesuai dengan mata anggaran yang ditetapkan (lihat pasal 54 PP. 

Nomor 58/2005). 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, di mana dapat kami buktikan 

adanya pemisahan tugas pokok, fungsi dan kewenangan antara 

Legislatif dan Eksekutif cq Sekretariat DPRD, maka jelas pula 

batasan pertanggungjawaban masing-masing, di mana legislatif 

mempunyai pertanggungjawaban yang bersifat akuntabilitas dan 

moral kepada pemilihnya dengan sanksi apabila amanah yang 

diberikan kepadanya tidak dijalankan dengan baik, maka ia dapat 

tidak terpilih lagi pada pemilu selanjutnya, sedangkan eksekutif cq 

Sekretariat DPRD dengan memperhatikan ketentuan perundang-

undangan termasuk UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, 

UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 

2004, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU NO. 33 Tahun 2004 dan PP 

58 Tahun 2005 sebagai Omnibus Regulations, harus bertanggung-

jawab baik secara formil maupun materiil terhadap pengelolaan 

keuangan daerah yang ada dalam penguasaannya. 

Dengan demikian unsur "secara melawan hukum" tidak terbukti. 

Ad.3. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI 

ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI 

Bahwa kami menolak pertimbangan judex facti tingkat banding yang 

menyatakan bahwa unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti. 

Bahwa dalam membuktikan unsur a quo judex facti tingkat banding 

membuat pertimbangan-pertimbangan pada halaman 168-171 putusan 

yang kami kutip per poin sebagai berikut : 

“....terbukti bahwa ketika saksi Haironimah menjabat sebagai pemegang 

kas/bendahara Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya tahun 2006 mene-

rima uang dan hasil pencairan dana biaya pengembangan sumber daya 

manusia melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp. 

Rp. 2.879.250.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta 

dua ratus lima puluh ribu rupiah), dana tersebut telah dipergunakan untuk 
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perjalanan dinas anggota dan pimpinan DPRD Kota Palangka Raya yang 

telah diserahkan oleh saksi Haironimah kepada penerima yakni 

Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. sebesar Rp. 305.175.000, 

(tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).... 

.....Bahwa saksi Haironimah menyerahkan uang tersebut kepada pene-

rima didasarkan pada surat tugas perjalanan dinas tahun 2006 bagi 

anggota dan pimpinan DPRD Kota Palangka Raya yang ditandatangani 

oleh Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE yang berisi keterangan 

bahwa biaya perjalanan dinas itu dibebankan kepada APBD Kota 

Palangka Raya cq. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 

anggaran 2006 serta didasarkan pula pada rincian biaya yang 

ditandatangami oleh Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE. M.Si. dan 

saksi Drs. Rawang di mana di dalam rincian biaya dianggarkan untuk 

bantuan biaya kegiatan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta 

lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tempat penyelenggaraan kegiatan... 

......Bahwa walaupun Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE. M.Si 

maupun saksi-saksi Yurikus Dimang, S.Sos, Drs. H. Jamran Kurniawan, 

MM, Agus Romansyah, SH, MH, HatirSata Tarigan, SE. Junaidi, S.Ag. 

maupun anggota DPRD Kota Palangka Raya lainnya sudah menerima 

uang bantuan kegiatan dalam rangka kegiatan perjalanan dinas ke 

kelurahan-kelurahan di Kota Palangka Raya, tetapi ternyata tidak pernah 

menggunakan uang yang diterimanya untuk biaya bantuan kegiatan, 

demikian pula tidak ada bukti sebagian ataupun seluruh belanja bantuan. 

biaya dalam rangka pelaksanaan tugas pimpinan DPRD Kota Palangka 

Raya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana 

tersebut dalam rincian biaya yang telah diterima oleh pimpinan DPRD 

Kota Palangka Raya diserahkan kepada masyarakat yang menerimanya. 

kwitansi penerimaan uang untuk mempertanggunjawabkan penggunaan 

uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 

masing-masing Penyelenggaraan kegiatan yang ditandatangani oleh 

para Lurah Kota Palangka Raya yang menjadi saksi dalam perkara ini, 

tidak pernah diterima oleh para Lurah yang menandatangani kwitansi...." 

Bahwa judex facti tingkat banding telah keliru dalam memahami peran, 

kewenangan dan fungsi dari DPRD pada umumnya termasuk peran, 

kewenangan dan fungsi Pemohon Kasasi pada khususnya. 

Bahwa agar tidak mengulang pembahasan mengenai batasan 

kewenangan ketua dan anggota DPRD dalam pengelolaan keuangan 
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DPRD, maka pembahasan mengenai kewenangan pengelolaan 

keuangan DPRD oleh Sekretariat DRPD sebagaimana telah kami bahas 

dalam unsur "secara melawan hukum" dianggap sebagai satu kesatuan 

yang tak terpisahkan dalam pembahasan unsur "melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ini. 

Bahwa yang diketahui oleh anggota DPRD Kota Palangkaraya selama 

tahun 2006 adalah mereka telah melaksanakan tugas berupa perjalanan 

dinas baik di dalam maupun di luar daerah, dan atas pelaksanaan tugas 

itu. mereka berhak atas pembayaran uang perjalanan dinas yang 

dibayarkan rata-rata per tri wulan. Mengenai penatausahaan perjalanan 

dinas, SPPD, kuitansi dan berkas-berkas administrasinya, berdasarkan 

pasal 123 ayat (3) UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD, sedangkan mengenai 

ketepatgunaan mata anggaran dan pertanggungjawaban keuangan 

berdasarkan Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 juga menjadi kewenangan 

dan pertanggung-jawaban Sekretariat DPRD. 

Lebih lanjut, Anggota DPRD Kota Palangkaraya tidak pernah menerima 

uang perjalanan dinas lainnya selain yang mereka terima pada tahun 

2006 dan sekarang telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan 

Tengah senilai kurang lebih Rp. 2.863.122.000,-, dan sebagaimana kami 

telah uraikan di atas terbukti bahwa anggota DPRD Kota Palangkaraya 

pada tahun 2006 memang melaksanakan perjalanan dinas, hanya saja 

ada sebagian yang merasa bahwa uang perjalanan dinas yang 

diterimanya tidak sebesar bukti bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum di muka sidang. 

(vide keterangan Saksi Si Hang Luper Dima,BA,Madian S.Sos, Win fried 

Dunie, Simen, Salmadi S.Sos, Titing, Amandus Frenaldy, AP.M.Si., 

Hendrikus S. Budi, AP., Drs. Yus Anwar, Ira Dewi Karyani, S.Sos , Men 

Kristin, AP, Asel, S.Sos, Maland, S.Sos, Agus Romansyah, Bambang A. 

Bahan, Drs. Siber, H. Jamran, Ayednedi, Prapti, Yurikus Dimang, 

Tananuhiye. 

Bahwa dengan demikian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti. 

Ad.4. UNSUR  DAPAT MERUGIKAN  KEUANGAN  NEGARA ATAU  PER-

EKONOMIAN NEGARA. 
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Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan judex  facti tingkat 

banding yang menyatakan bahwa unsur "dapat merugikan keuangan 

Negara atau perekonomian Negara" telah terbukti. 

Bahwa judex  facti tingkat banding dalam pertimbangannya pada 

halaman 175 putusan menyatakan sebagai berikut : 

“...Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya kerugian negara, 

Majelis Hakim akan berpatokan kepada keterangan ahli Satrio Hari 

Nugroho, SE, Ak. MA. EC, surat hasil pemeriksaan (audit) BPK Rl Per-

wakilan Kalimantan Tengah nomor: 16/LHP/3/XIX.PAL/2009, tanggal 24 

April 2009, dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan (surat 

tugas, rincian biaya dan kwitansi, SPPD), saksi-saksi para anggota 

DPRD Kota Palangka Raya, saksi para Lurah yang tidak pernah 

menerima uang bantuan sebagaimana tersebut dalam kwitansi. Dengan 

memperhatikan secara seksama bukti-bukti tersebut dihubungkan satu 

sama lain maka terbukti negara cq. Pemerintah Daerah Kota Palangka 

Raya telah dirugikan sebesar Rp 2.723.315.000,- (dua milyar tujuh ratus 

dua puluh tiga juta tiga ratus lima betas ribu rupiah), yang terdiri dari : a. 

pertanggunganjawab penggunaan anggaran secara fiktif sebesar              

Rp. 2.099.250.000,- (dua milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus 

lima puluh ribu rupialr), b. Penggunaan anggaran yang tidak didukung 

oleh bukti-bukti (tidak dapat dipertanggung jawabkan) sebesar Rp. 

624.065.000,- (enam ratus dua puluh empat juta enam puluh lima ribu 

rupiah) ; 

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa  dan 

para saksi anggota DPRD Kota Palangka Raya, terbukti bahwa 

Terdakwa , saksi-saksi : Yurikus Dimang, S.Sos, Drs. H. Jamran 

Kurniawan, MM, Agus Romansyah, SH, MH, Hatir Sata Tarigan, SE., 

Junaidi, S.Ag. dan anggota DPRD Kota Palangka Raya lainnya telah 

mengembalikan uang yang diterimanya kepada Kejaksaan Tinggi 

Palangka Raya saat proses penyidikan berjalan, uang tersebut telah 

disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini. Oleh. karena tindak 

pidana korupsi merupakan delik formil, maka dengan pengembalian uang 

atas kerugian negara/daerah tidak menyebabkan hapusnya 

penanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa , akan tetapi 

hal itu dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembebanan uang 

pengganti, itikad baik Terdakwa  tersebut juga dapat dipergunakan dasar 

pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan pidana..." ; 
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Bahwa setelah pembahasan ketiga unsur sebelumnya maka sebenarnya 

dapat langsung Pemohon Kasasi simpulkan bahwa kerugian negara juga 

tidak terbukti terjadi dalam perkara a quo, justru negara cq Kota Palangka 

Raya mendapatkan keuntungan karena selama tahun 2006 tidak          

perlu membayar uang perjalanan dinas bagi anggota DPRD Kota 

Palangka Raya, karena saat ini uang perjalanan dinas yang pernah 

diterima oleh anggota DPRD Kota Palangka Raya pada tahun 2006 telah 

dikembalikan kepada negara walaupun dalam keadaan tersita oleh 

Kejaksaan Tinggi Kelimantan Tengah (uang yang awalnya adalah 

"titipan" sebesar Rp. 2.863.122.000,- adalah jumlah yang "diminta" oleh 

Kejaksaan Tinggi karena sebenarnya uang perjalanan dinas yang 

diterima tidak sebanyak itu), nilai Rp. 2.863.122.000,- adalah jumlah 

anggaran SDM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat 

DPRD. 

Bahwa kemudian di persidangan Saksi   Satrio   Hari   Nugroho   (BPK   

Rl   Perwakilan Palangka Raya), di bawah sumpah menerangkan sebagai 

berikut : 

- Bahwa saksi turut melakukan pemeriksaan di Sekwan DPRD Kota 

Palangka Raya, saksi adalah ketua Tim Pemeriksa atas permintaan 

Kejaksaan Tinggi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi DPRD 

Kota Palangka Raya tahun anggaran 2006 ; 

- Bahwa total anggaran SDM adalah Rp. 2,98 milyar, dan direalisasikan 

kurang lebih sebesar Rp. 2,877 milyar, yang berdasarkan pertang-

gungjawaban dipergunakan untuk SPPD dan bantuan ; 

- Bahwa berdasarkan perhitungan saksi, ada kerugian daerah sebesar 

Rp. 2.099.500.000 (dua milyar sembilan puluh sembilan juta lima 

ratus ribu) dan dana yang tidak dapat dipertanggunjawabkan sebesar 

Rp.624.065.200 (enam ratus dua puluh empat juta enam puluh lima 

ribu dua ratus rupiah) dengan total sebesar kurang lebih 

Rp.2.877.000.000 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta 

rupiah) ; 

- Bahwa yang benar menurut saksi indikasi kerugian daerah adalah Rp. 

2.099.500.000 sedang yang Rp. 2,877 milyar itu adalah total dana 

cair; 

- Bahwa untuk yang Rp. 624.065.200 tidak dapat dipertanggung-

jawabkan oleh pengguna anggaran yaitu Sekwan sebagai Kepala 

SKPD ; 
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- Bahwa indikasi kerugian negara sebesar Rp. 2.099.500.000 tersebut 

telah dilaporkan kepada Kejaksaan dalam bentuk laporan, tapi saksi  

tidak  mengerti kenapa dalam  dakwaan disebutkan kerugian negara 

sebesar Rp. 2,72 milyar, tapi setahu saksi indikasi kerugian negara 

hanya Rp. 2.099.500.000 ; 

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kepada saksi total 

senilai Rp. 2,3 milyar, sehingga selisihnya antara Rp, 2,3 milyar dan 

Rp. 2,8 milyar yang saksi sebutkan Rp. 624.065.200 tidak dapat 

dipertanggungjawabkan ; 

- Bahwa  Rp. 624.065.200 tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh 

Sekretariat DPRD, karena SEKWAN adalah penanggungjawab 

keuangan sebagai pengguna anggaran ; 

Perbedaan angka ini merupakan suatu hal yang cukup fatal dan krusial, 

sehingga kami sendiri bingung ketika harus rekonfirmasi bukti-bukti 

karena menjadi tidak jelas nilai yang menjadi acuan, apakah Rp. 

2.723.315.200,- atau Rp. 2.099.250.000,- ?? dalam keadaan fakta hukum 

seperti ini, bagaimana bisa Judex  facti tingkat banding yakin bila nilai 

yang harus dipertanggungjawabkan oleh Anggota DRPD Kota Palangka-

Raya tahun 2006 adalah sebesar Rp 2. 723.315.000,- (dua milyar tujuh 

ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)?? Sedangkan si 

peng-audit alias si penghitung uang (BPK Rl) saja menyatakan bahwa 

indikasi kerugian negara hanya Rp. 2.099.250.000,- dan untuk Rp. 

624.065.200 tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat 

DPRD?? Jelas bahwa baik sejak proses awal pemeriksaan kasus ini 

maupun pada saat persidangan perkara ini tidak dilakukan berdasarkan 

kaidah-kaidah hukum yang baik serta tidak taat aturan formil sehingga 

mengakibatkan pihak-pihak yang sebenanrya tidak perlu turut dimintai 

pertanggungjawaban harus ikut duduk menanggung hasil perbuatan 

orang lain. 

Bahwa pertimbangan judex facti tingkat banding tersebut juga berten-

tangan dengan pertimbangan judex  facti tingkat banding pada halaman 

178 yang menyatakan sebagai berikut : 

“Bahwa Terdakwa  bersama-sama dengan para Terdakwa  yang lain, 

dalam berkas terpisah, telah beritikad baik dengan mengembalikan 

kerugian Negara secara keseluruhan sebesar Rp. 2.723.315.200,- (dua 

milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus 

rupiah), sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, termasuk di 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 243



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 244 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

dalamnya uang sebesar Rp. 305.175.000,- (tiga rat us lima juta seratus 

tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang diselewengkan 

Terdakwa  dan kawan-kawan. Pengembalian tersebut dilakukan jauh 

sebelum perkara tersebut disidangkan yaitu pada waktu proses 

penyidikan berjalan, sehingga dengan dikembalikannnya uang tersebut 

negara sudah tidak dirugikan" ; 

Kami mohon agar judex juris pada Mahkamah Agung Rl dapat lebih jeli 

dan cermat dalam memeriksa perkara ini dengan memperhatikan 

ketentuan undang-undang yang membatasi kewenangan DPRD dan 

memberikan kewenanganan kepada Eksekutif cq Sekretariat DPRD 

dalam melakukan pengelolaan keuangan di lingkungan DPRD, hal ini 

didasari oleh ketentuan-ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 

Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 

Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU NO. 33 Tahun 2004 dan 

PP No. 58 Tahun 2005. 

Dugaan maupun indikasi kerugian negara cq Kota Palangka Raya ini 

telah hapus ketika terbukti bahwa yang diterima oleh anggota DPRD 

termasuk Pemohon Kasasi adalah uang perjalanan dinas yang telah 

mereka laksanakan pada tahun 2006, mengenai pengadministrasian dan 

alokasi pembiayaannya merupakah kewajiban dan kewenangan Sekre-

tariat DPRD. Dengan demikian unsur Dapat Merugikan Keuangan 

Negara Atau Perekonomian Negara ini menjadi tidak terbukti pula. 

Ad.5. UNSUR SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, TURUT SERTA ME-

LAKUKAN PERBUATAN. 

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan judex  facti tingkat 

banding yang menyatakan unsur "sebagai orang yang melakukan, turut 

serta melakukan perbuatan" telah terbukti. 

Bahwa judex facti tingkat banding dalam pertimbangan putusan pada 

halaman 177 menyatakan sebagai berikut : 

“......Menimbang, bahwa dengan demikian ada peranan yang demikian 

erat antara Terdakwa  selaku ketua/anggota DPRD Kota Palangka Raya, 

saksi Yurikus Dimang, S.Sos dan saksi Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

selaku wakil ketua/anggota DPRD Kota Palangka Raya, saksi Agus 

Romansyah, SH, MH, Hatir Sata Tarigan, SE, Junaidi, S.Ag., saksi Beker 

Simon, SE. dan saksi Haironimah yang saling menentukan satu sama 

lain untuk menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi, 
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sehingga menurut pendapat Majelis Hakim kepada mereka itu patut 

dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini. 

Menimbang, bahwa selain pihak-pihak tersebut di atas, oleh karena ter-

bukti bahwa biaya pengembangan sumber daya manusia pada 

sekretariat DPRD Kota Palangka Raya tahun anggaran 2006 sebagian 

juga diterima/ mengalir kepada anggota DPRD Kota Palangka Raya 

masa jabatan tahun 2004-2009 lainnya, mereka juga patut untuk dimintai 

pertanggung jawaban pidana dalam perkara ini. 

Menimbang, bahwa dengan demikian penyertaan (deelneming) dalam 

bentuk bersama-sama sebagai orang yang melakukan tindak pidana 

(plegen), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah 

terbukti.." 

Bahwa perlu kita garis bawahi bahwa di muka persidangan tidak pernah 

terbukti adanya kerjasama antara quod non para Terdakwa  sebagai-

mana dimaksud oleh Judex  facti tingkat banding, sehingga pertimbangan 

judex  facti tingkat banding tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan. 

Penyertaan atau deelneming adalah suatu bentuk "distribusi" pertang-

gungjawaban pidana yang harus disikapi dengan hati-hati, penyertaan 

mengandung dua persoalan pokok yaitu pertama mengenai diri orangnya 

yang harus dilihat baik secara subyektif maupun obyektif, artinya harus 

dibuktikan sikap batin atau kesamaan kepentingan dan tujuan dari para 

pelaku serta sehingga jelas adanya keseragaman motif dan kepentingan 

antara para pelaku serta, secara obyektif maka titik tolak penilaiannya 

adalah ciri andil yang terbesar dalam suatu perbuatan pidana dari pelaku 

peserta untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Sedangkan 

hal pokok yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana yaitu tentang 

mengukur seberapa besar keterlibatan atau keterkaitan seseorang 

pelaku serta dalam suatu tindak pidana. 

Dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana 

Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda yang disusun oleh 

Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorieus 

dengan editor Prof. Dr. J. E Sahetapy, SH, MA penerbit Liberty 

Yogyakarta 1995 pada halaman 248, 249, 250 dan 259 pada pokoknya 

menjelaskan bahwa : 

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, baik mereka yang melakukan 

perbuatan pidana, maupun mereka yang turut serta melakukan 

perbuatan pidana, disebut sebagai para pembuat suatu perbuatan 
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pidana. Bahwa melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua 

unsur sedangkan turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang 

lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan 

bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (kerjasama). Bahwa 

dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk mela-

kukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama. Selama persi-

dangan berlangsung tidak ada bukti kerjasama maupun adanya inisisatif 

bersama antara Terdakwa -Terdakwa  yang diajukan dalam perkara mata 

anggaran SDM dalam APBD Kota Palangka Raya T.A. 2006 ini. 

Sejauh pengamatan kami atas fakta yang terungkap di persidangan, tidak 

satupun alat bukti yang menunjukkan adanya kesatuan kehendak 

maupun pengetahuan antara Pemohon Kasasi dengan Terdakwa -

Terdakwa  lainnya. Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan konspirasi 

selain konspirasi untuk menjerumuskan anggota DPRD oleh Sekretariat 

DPRD guna mempertangungjawabkan persoalan yang bukan merupakan 

kesalahan maupun tanggungjawabnya. Dengan demikian "Unsur 

Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut 

Melakukan Perbuatan Itu" tidak terbukti. 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat : 

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi sebagaimana dinyatakan 

Pemohon dalam memori kasasinya tertanggal 12 Mei 2011, permohonan kasasi 

dapat diterima dan dibenarkan oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi 

Kalimantan Tengah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam mempertim-

bangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 

18 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2009 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 5ahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. 

Sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2009 yang 

berbentuk Dakwaan Subsidaritas. Judex facti/Pengadilan Tinggi Kalimantan 

Tengah telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur atau 

elemen melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

selaku korporasi, namun kemudian judex facti membuktikan unsur menguntung-

kan diri sendiri atau orang lain yang menjadi bagian dari Dakwaan Subsidair 

Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 (putusan judex facti/Pengadilan 

Tinggi Kalimantan Tengah hal. 166 s/d 171) ; 
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Di samping itu judex facti juga salah menerapkan hukum oleh karena 

menyatakan tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah 

Dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang jo Pasal 18 ayat (1) 

Undang-Undang No. 31 tahun 1999), namun judex facti menjatuhkan pidana 1 

tahun dan denda Rp.100.000.000,- sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 berdasarkan alasan bahwa kerugian 

negara telah dikembalikan oleh Terdakwa  ; 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa  yang telah mene-

rima uang secara berturut-turut hingga mencapai sebesar Rp.305.175.000,- 

secara tidak berhak meskipun sudah dikembalikan sehingga negara tidak 

dirugikan lagi karenanya namun berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang 

No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian 

keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya 

pelaku tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 3 

Undang-Undang No. 3 tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-

Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kasasi beralasan untuk 

dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung 

akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; 

Hal-hal yang memberatkan : 

- Perbuatan Terdakwa  bertentangan dengan program pemerintah yang  

sedang gencar-gencarnya melakukan pemberatasan terhadap tindak pidana 

korupsi ;   

Hal-hal yang meringankan : 

- Terdakwa  sudah mengabdi kepada bangsa dan negara serta ikut berperan 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya ; 

- Terdakwa beritikad baik telah mengembalikan uang kerugian negara/ 

daerah; 

- Terdakwa  bersikap sopan serta kooperatif menghadiri setiap berlangsung-

nya persidangan ; 

- Terdakwa  mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum ; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas 

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi 

Kalimantan Tengah di Palangka Raya No. 27/PID/2010/PT.PR. tanggal 10 

Maret 2011, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 

386/Pid.B/2009/PN.PLR. tanggal 8 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, 

oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri 

perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ; 

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 5 

Juli 2012, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Agung 

yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu H. Hamrat Hamid, S.H. 

berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

Bahwa judex facti banding telah melakukan kesalahan dalam 

mempertimbangkan dan memutus perkara pidana tentang terbuktinya dakwaan 

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-

Undang No. 20 tahun 2001 dengan mengajukan alasan-alasan yang 

sesungguhnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dibenar-kan 

diajukan sebagai keberatan dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi. 

Sedangkan mencermati putusan judex facti/Pengadilan Negeri dan judex 

facti/Pengadilan Tinggi menurut penilaian Pembaca II, judex facti telah 

melakukan pemeriksaan dan pemutusan perkara secara tepat dan benar dan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali mengenai 

sanksi pidana yang ditetapkan dalam pasal tindak pidana korupsi yang 

dinyatakan terbukti. Maka dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa  

harus ditolak, dengan perbaikan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh 

judex facti/Pengadilan Banding tersebut diatas untuk disesuaikan dengan 

ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 

31 tahun 1999 yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh judex 

facti/Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah ; 

Kesimpulan : 

Secara formal permohonan kasasi Terdakwa  dapat diterima. Namun 

demikian permohonan kasasi Terdakwa  harus dinyatakan ditolak, dengan 

perbaikan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Korupsi pada 

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut di atas sehingga amar 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

MENGADILI SENDIRI  : 
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1. Menyatakan Terdakwa  ARIES MARCORIUS, S.E.,M.Si terbukti secara sah 

dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara 

bersama-sama” ; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  tersebut oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana 

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) 

bulan ; 

3. Menetapkan barang bukti berupa : sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi; 

4. Memerintahkan agar Terdakwa  ditahan dalam tahanan rumah tahanan 

Negara ; 

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa  pada semua tingkat 

peradilan yang pada peradilan tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar 

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; 

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting 

Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-

sungguh, tetapi tidak terdapat permufakatan, setelah Majelis bermusyawarah 

dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan 

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa  : ARIES 

MARCORIUS, S.E.,M.Si. tersebut ; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa 

dikabulkan dan Terdakwa  dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka 

biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa  ; 

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang 

No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ; 

M E N G A D I L I 

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa  : 

ARIES MARCORIUS NARANG, S.E.,M.Si. tersebut ; 

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka 

Raya No. 27/PID/2010/PT.PR. tanggal 10 Maret 2011 yang membatalkan 

putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 386/Pid.B/2009/PN.PLR tanggal 

8 April 2010 ; 

M EN G A D I L I     S E N D I R I 
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1. Menyatakan Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”korupsi 

secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair  ; 

2. Membebaskan Terdakwa Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. dari Dakwaan 

Primair tersebut ; 

3. Menyatakan Terdakwa Aries Marcorius Narang, SE, M.Si. telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi 

yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan 

Subsidair ; 

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  Aries Marcorius Narang, SE,M.Si. 

tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda 

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila 

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 2 (dua) bulan ; 

5. Menetapkan barang bukti berupa :  

1 (satu) bundel Dokumen Data Biaya Perjalanan Dinas : 

1.1. Perjalanan Dinas Tugas Khusus. : 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 450/BKU 

2006 tanggal 26 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi pemberlakuan 

Tarif PDAM di Banjarmasin. dan ST. 269.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Prapti Suryandari. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 448/ 

BKU/2006 tanggal 25 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta  dan ST. 267.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Peneri-

ma Surat Perintah :Zulkifli Yahya, SH.,Dkk. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 446/BKU/ 

2006 tanggal 17 April 2006, Untuk Biaya Silahturahmi Nasional 

Anggota Legislatif di Jakarta  dan ST. 245.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Asnawi, SP., Dkk. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 447/ 

BKU/2006 tanggal 18 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta  dan ST. 248.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Pene-

rima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 
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5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 444/BKU/ 

2006 tanggal 11 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Keuangan dan 

Pembangunan Daerah di Jakarta  dan ST. 238.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah :Mambang I. Tubil. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 445/ 

BKU/2006 tanggal 12 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penge-

lolaan Pariwisata di Denpasar Bali,  dan ST. 242.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : H. Mukransyah. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 443/ 

BKU/2006 tanggal 5 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang cara 

Penyusunan Perda ke Depdagri di Jakarta  dan ST. 234.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. Fitriyadi Yusuf. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 447.a/ 

BKU/ 2006 tanggal 3 April 2006, Untuk Biaya mengikuti Rapat Kerja 

Nasional di Jakarta  dan ST. 225.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Peneri-

ma Surat Perintah : Junaidi, S.Ag. Dkk. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 441/BKU/ 

2006 tanggal 28 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengelolaan 

Aset Daerah di Jakarta  dan ST. 224.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Drs. Ayenedy Lesa. S.Pd. 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 440/ 

BKU/2006 tanggal 31 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta  dan ST. 217.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Pene-

rima Surat Perintah : Hatir Sata Tarigan. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 449/BKU/ 

2006 tanggal 26 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang Peren-

canaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Jakarta  dan ST. 

268.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. 

Jamran Kurniawan, MM. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 467/BKU/ 

2006 tanggal 16 Mei 2006, Untuk Biaya Konsultasi Mengenai Fraksi 

Gabungan lebih dari satu ke Depdagri di Jakarta  dan ST. 311.01/A-

11/B-DPRD/ 2006 an. Penerima Surat Perintah : Syahrudin Durasid, 

Dkk. 

13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 451/BKU/ 

2006 tanggal 29 April 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penyusunan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 251
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Tata Naskah Perda di Depdagri Jakarta  dan ST. 277.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Charly S Penyang. 

14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 468/BKU/ 

2006 tanggal 22 Mei 2006, Untuk Biaya Konsultasi Proses Pengelo-

laan APBD di Depdagri Jakarta  dan ST. 322.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Agus Romansyah, SH., Dkk. 

15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 469/BKU/ 

2006 tanggal 18 Januari 2006, Untuk Membayar kekurangan Biaya 

Perjalanan Dinas Tugas Khusus Dalam Rangka Menjemput Rom-

bongan Haji Kota Palangka Raya di Banjarbaru, ST. 44.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Sugianto, SP. Dkk. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 656/BKU/ 

2006 tanggal 14 Agustus 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penyusunan 

APBD dan Pengawasan / Auditing APBD Berbasis Kemerja di 

Jakarta  dan ST. 679.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah : Subandi, S.Sos. 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 625/BKU/ 

2006 tanggal 21 Juni 2006, Untuk Biaya Konsultasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Daerah di Depdagri Jakarta  dan ST. 380.01 

/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Walden M. 

Sihaloho. 

18. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 124/BKU/ 

2006 tanggal 3 Juli 2006, Untuk Biaya Mengikuti Konsultasi 

Keuangan dan Pembangunan Daerah di Jakarta  dan ST. 405.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. Fitriyadi Yusuf. 

19. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 577/BKU/ 

2006 tanggal 26 Mei 2006, Jakarta,  dan ST. 323.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

20. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 626/BKU/ 

2006 tanggal 27 Juni 2006, Untuk Biaya Konsultasi Peningkatan 

peran DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Kinerja 

Penda di Depdagri Jakarta  dan ST. 391.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Subandi, S.Sos. 

21. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 655/BKU/ 

2006 tanggal 31 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi Keuangan dan 

Pembangunan Daerah di Jakarta  dan ST. 453.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Zulkifli Yahya, Dkk. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 252
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22. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 654/BKU/ 

2006 tanggal 7 Agustus 2006, Untuk Biaya Koordinasi Perda 

Persampahan di Surabaya  dan ST. 464.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

23. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 628/BKU/ 

2006 tanggal 12 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi Raperda Miras di 

Depdagri Jakarta  dan ST. 401.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima 

Surat Perintah : Maryono, Shi ; 

24. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 627/BKU/ 

2006 tanggal 3 Juli 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan dan Pertang-

gung Jawaban APBD di Jakarta  dan ST. 400.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Cornelius David. 

25. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 580/BKU/ 

2006 tanggal 27 Mei 2006, Untuk Biaya Dinas Keluar Daerah 

(Jakarta),  dan ST. 329.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah : Drs. Cornelius David. 

26. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 700/BKU/ 

2006 tanggal 25 Agustus 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang 

Perencanaan Penyusunan serta Penetapan Perda tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah di Jakarta.  dan ST. 688.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Asnawi, SP. 

27. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 698/BKU/ 

2006 tanggal 19 Agustus 2006, Untuk Biaya Konsultasi Permendagri 

No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah Perencanaan dan Pengangguran serta APBD di Jakarta.  

dan ST. 688.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Hatir Sata Tarigan, SE. 

28. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor :  /BKU/ 

2006 tanggal 7 September 2006, Jakarta.  dan ST. 738.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, 

SE. 

29. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 699/BKU/ 

2006 tanggal 19 Agustus 2006, Untuk Biaya Koordinasi Penangan-

an Miras di Banjarmasin.  dan ST. 685.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : H. Abu Sadikin. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 253



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 254 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

30. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 897/BKU/ 

2006 tanggal 17 Oktober 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengem-

bangan Aset Daerah Departemen Keuangan di Jakarta.  dan ST. 

803.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Walden 

M. Sihaloho, SH. Dkk. 

31. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 896/BKU/ 

2006 tanggal 8 November 2006, Jakarta.  dan ST. -  an. Penerima 

Surat Perintah : Mekatrin Yoshua. 

32. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 246/BKU/ 

2006 tanggal 11 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Mekanisme 

Penyusunan dan Pengelolaan Program ke Depdagri di Jakarta.  dan 

ST. 182.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Bambang A. Bahan. S. Hut. 

33. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 247/BKU/ 

2006 tanggal 14 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda 

Mengenai Produk Hukum Daerah di Jakarta.  dan ST. 188.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Zulkifli Yahya, Dkk. 

34. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 245/BKU/ 

2006 tanggal 11 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi Dana Perim-

bangan daerah di Depdagri Jakarta.  dan ST. 181.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :H. Abu Sadikin. 

35. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 244/BKU/ 

2006 tanggal 16 Januari 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang Dana 

Perimbangan Daerah di Departemen Dalam Negeri Jakarta.  dan 

ST. 07.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : H. 

Mukransyah. 

36. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 243/BKU/ 

2006 tanggal 4 Maret 2006, Untuk Biaya Konsultasi tentang 

Pengelolaan Aset Daerah ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta.  

dan ST. 163.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Syahrudin Durasid. 

37. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 182/BKU/ 

2006 tanggal 24 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda Pene-

rangan Jalan Kota Palangka Raya di Jakarta.  dan ST. 149.01/A-11/ 

B-DPRD/ 2006 an. Penerima Surat Perintah : Agus Romansyah,SH. 

38. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 122/BKU/ 

2006 tanggal 2 Januari 2006, Untuk Biaya Menghadiri Acara Pe-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ringatan Hari Jadi Kota Waringin Timur di Sampit. dan ST. 08.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang; 

39. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 121/BKU/ 

2006 tanggal 2 Januari 2006, Untuk Biaya Menghadiri Acara Pe-

ringatan Hari Jadi Kota Waringin Timur di Sampit. dan ST. 07.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius 

Narang, SE. 

40. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 181/BKU/ 

2006 tanggal 23 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengguna-

an Hak Angkat. Dewan di Jakarta.  dan ST. 136.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

41. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 180/BKU/ 

2006 tanggal 23 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Jakarta.  dan ST. 137.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Prapti Suryandari. 

42. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 179/BKU/ 

2006 tanggal 21 Februari 2006, Untuk Biaya Menghadiri Undangan 

Perkawinan Anak Kapolda Kalteng di Surabaya.  dan ST. - . 

Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 

43. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 183.b/ 

BKU/2006 tanggal 24 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi 

Pengembangan Aset Daerah Departemen Keuangan di Jakarta.  

dan ST. 148/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Mambang I. Tubil, Dkk. 

44. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 178/BKU/ 

2006 tanggal 21 Februari 2006, Untuk Biaya Training Advocacy 

Ekham di Bogor (Via Jakarta). dan ST. 130.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah :  Bambang A. Bahan. S.Hut. 

45. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 177/BKU/ 

2006 tanggal 14 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Peraturan 

Daerah ke Depdagri di Jakarta. dan ST. 116.01/A-11/B-DPRD/2006 

an. Penerima Surat Perintah : Drs. Siber. 

46. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 176/BKU/ 

2006 tanggal 1 Februari 2006, Untuk Biaya Konsultasi Perda ke 

Depdagri di Jakarta.  dan ST. 115.01/A-11/B-DPRD/2006 an. 

Penerima Surat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 255
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47. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 175/BKU/ 

2006 tanggal 13 Februari 2006, Untuk Biaya Mendampingi Gubernur 

Kalteng ke Jakarta..  dan ST. 113.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Peneri-

ma Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

48. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 94/BKU/ 

2006 tanggal 16 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 42.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Ir. Fitriyadi Yusuf. 

49. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 93/BKU/ 

2006 tanggal 28 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 76.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Charly S. Penyang. 

50. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 92/BKU/ 

2006 tanggal 16 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 77.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Siber. 

51. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 38/BKU/ 

2006 tanggal 13 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 04.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Cornelius David. 

52. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 37.a/ 

BKU/2006 tanggal 13 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 32.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Mekatrin Yosua. 

53. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 39.a/BKU/ 

2006 tanggal 20 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. --- an. Penerima 

Surat Perintah : Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

54. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 36/BKU/ 

2006 tanggal 28 Januari 2006, Jakarta.  dan ST. 32.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Andrico, STH.  

1.2 Perjalanan Dinas Studi Banding Luar Daerah. 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 149.a/ 

BKU/2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya perja-

lanan dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota 

Komisi-komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa 

Timur. dan ST. 198/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah : Yurikus Dimang. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 149.b/ 

BKU/2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya 

perjalanan dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota 

Komisi-komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 256
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Timur. dan ST. 196/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perin-

tah : Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 148/BKU/ 

2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya perjalanan 

dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota Komisi-

komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa Timur. 

dan ST. 197/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Aries Marcorius Narang, SE. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 150/BKU/ 

2006 tanggal 20 Maret 2006, Untuk membayar biaya perjalanan 

dinas studi banding dalam rangka studi banding anggota Komisi-

komisi DPRD Kota Palangka Raya ke Kota Surabaya Jawa Timur. 

dan ST. 199/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : 

Agus Romansyah, SH. Dkk. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 729/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas Reses Luar Daerah ke Jakarta. dan ST. 739/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Yurikus Dimang. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 731/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas reses  Luar daerah ke Jakarta. dan ST. 742/A-11/ B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Prapti Suryandari, Dkk. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 732/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas Reses Luar Daerah Ke Jakarta. dan ST. 742/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Walden M. Sihaloho, 

SH. Dkk. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 730/BKU/ 

2006 tanggal 16 September 2006, Untuk membayar biaya per-

jalanan dinas Reses Luar Daerah Ke Jakarta. dan ST. 740/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. H. Jamran 

Kurniawan. MM. 

1.3. Perjalanan Dinas Panggilan. 

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 574/BKU/ 

2006 tanggal 8 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 99.01/A-11/ 

B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Mambang I. Tubil, Dkk. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 257
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2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 573/BKU/ 

2006 tanggal 8 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 100.01/A-11/ 

B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Subandi, S.Sos. Dkk. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 573/BKU/ 

2006 tanggal 30 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 332.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah : Drs. Ayenedy Lesa, S.Pd., DKK. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 580/BKU/ 

2006 tanggal 27 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 329.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Cornelius David. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 576/BKU/ 

2006 tanggal 8 Juni 2006, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka 

Raya. dan ST. 359.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Agus Romansyah, Dkk. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 622/BKU/ 

2006 tanggal 24 Juni 2006, Surabaya. dan ST. 381.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Prapti Suryandari. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 623/BKU/ 

2006 tanggal 3 Juli 2006, Medan. dan ST. 401.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah :  Walden M. Sihaloho, SH. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 4 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 462.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 520/BKU/ 

2006 tanggal 28 Maret 2006, Jakarta. dan ST. 211.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Siber. 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 518/BKU/ 

2006 tanggal 10 Juni 2006, Banjarbaru (Kalsel). dan ST. 355.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 28 Februari 2006, Jakarta. dan ST. 38.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, SE. 

Dkk. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 8 Mei 2006, Untuk Biaya Kontribusi Penyelewengan 

Diklat Penyusunan Perundang-Undangan. an. Penerima Surat 

Perintah :  Agus Romansyah, SH. Dan Ir. Fitriyadi Yusuf. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 780/BKU/ 

2006 tanggal 22 Agustus 2006, Pontianak (Kalbar). dan ST. 703.01 

/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Andrico, STH. 

14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 783/BKU/ 

2006 tanggal 7 September 2006, Banjarmasin (Kalsel). dan ST. 

739.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Ir. Fitri-

yadi Yusuf. 

15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 781/BKU/ 

2006 tanggal 24 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 704.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy Lesa. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 779/BKU/ 

2006 tanggal 11 Agustus 2006, Kasongan. dan ST. 677.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 782/ 

BKU/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 725.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Mambang I. Tubil. 

18. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 697/ 

BKU/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Jakarta. dan ST. 682.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius 

Narang, SE. 

19. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 428/ 

BKU/2006 tanggal 17 Maret 2006, Kuala Kapuas. dan ST. 206.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

20. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 429/ 

BKU/2006 tanggal 11 April 2006, Jakarta. dan ST. 239.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy Lesa, 

S.Pd. Dkk. 

21. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 430/ 

BKU/2006 tanggal 19 April 2006, Jakarta. dan ST. 249.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

22. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 450/ 

BKU/2006 tanggal 26 April 2006, Banjarmasin (Kalsel). dan ST. 

269.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Prapti 

Suryandari. 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 259
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23. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 431.c/ 

BKU/2006 tanggal 19 April 2006, Jakarta. dan ST. 250.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, SE. 

Dkk. 

24. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 433/ 

BKU/2006 tanggal 1 Mei 2006, Palembang. dan ST. 278.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Subandi, S.Sos. Dkk. 

25. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 434/ 

BKU/2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 283.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang.  

26. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 435/BKU/ 

2006 tanggal 3 Mei 2006, Surabaya. dan ST. 284.01/A-11/B-DPRD 

/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

27. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 436/ BKU/ 

2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 282.01/A-11/B-DPRD/ 

2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

28. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 437/ 

BKU/2006 tanggal 3 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 285.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Ayenedy Lesa, 

S.Pd.,Dkk. 

29. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 438.b/ 

BKU/2006 tanggal 28 Februari 2006, Jakarta. dan ST. 151.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, 

SE. Dkk. 

30. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 439/ 

BKU/2006 tanggal 1 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 279.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Fitriyadi Yusuf. 

31. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 463/ 

BKU/2006 tanggal 11 Mei 2006, Daerah Istimewa Yogyakarta. dan 

ST. 305.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Mambang Tubil. 

32. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 465/ 

BKU/2006 tanggal 20 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 318.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Andrico, STH. 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 260
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33. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 464/ 

BKU/2006 tanggal 17 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 312.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Zulkifli Yahya, SH. Dkk. 

34. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 466/ 

BKU/2006 tanggal 20 Mei 2006, Jakarta. dan ST. 319.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Bambang A. Bahan, 

S.Hut. 

35. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 470/ 

BKU/2006 tanggal 16 Januari 2006, Denpasar – Bali Via Surabaya. 

dan ST. 07.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Aries Marcorius Narang, SE.  

36. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 239/ 

BKU/2006 tanggal 9 Maret 2006, Jakarta. dan ST. 177.01/A-11/B-

DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Mambang I Tubil, Dkk. 

37. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 240/ 

BKU/2006 tanggal 11 Maret 2006, Gedung DPRD Kalteng. dan ST. 

189.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

38. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 238/ 

BKU/2006 tanggal 8 Maret 2006, Kecamatan Rakumpit dan ST. -- 

an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

39. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 242/ 

BKU/2006 tanggal 16 Maret 2006, Palangka Raya. dan ST. 

195.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

40. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 241/ 

BKU/2006 tanggal 14 Maret 2006, Kuala Kapuas. dan ST. -- an. 

Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius Narang, SE. 

41. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 173.b/ 

BKU/2006 tanggal 17 Februari 2006, Balikpapan. dan ST. 122.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Syahrudin Durasid 

dan Maryono, SH. 

42. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : /BKU/ 

2006 tanggal 14 Februari 2006, Balikpapan. dan ST. --  an. 

Penerima Surat Perintah :  Imam Prayitno. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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43. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 171/BKU/ 

2006 tanggal 17 Februari 2006, Makasar via Jakarta. dan ST. 121. 

01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Asnawi, SP. 

44. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 172/ 

BKU/2006 tanggal 20 Februari 2006, Gedung DPRD Kalteng. dan 

ST. 133.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

45. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 91/BKU/ 

2006 tanggal 19 Januari 2006, Jakarta. dan ST. -- an. Penerima 

Surat Perintah :  Hatir Sata Tarigan, SE. Dkk. 

46. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 34/BKU/ 

2006 tanggal 26 November 2006, Jakarta. dan ST. -- an. Penerima 

Surat Perintah :  Drs. H. Jamran Kurniawan, MM. 

47. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 31.a/ 

BKU/2006 tanggal 29 Desember 2006, LKMS Di Jakarta. dan ST. -- 

an. Penerima Surat Perintah :  Syahrudin Durasid dan Junaidi. 

48. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 33.a/ 

BKU/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Balikpapan. dan ST. -- an. 

Penerima Surat Perintah :  Maryono, SH. Dan Mekatrin Yosua. 

1.4 Biaya Reses Dalam Daerah  

1. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 158/ 

BKU/2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

13.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

2. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 159/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Pahandut. dan ST. 

14.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. H. 

Jamran Kurniawan.MM. 

3. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 160/BKU/ 

2006 tanggal  2 Februari 2006, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan 

Sebangau. dan ST. 92.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Yurikus Dimang. 

4. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 161/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 

Disclaimer
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105.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries 

Marcorius Narang, SE. 

5. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 162.a/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

91.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Subandi, 

S.Sos.,Dkk. 

6. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 164.a/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Pahandut. dan ST. 

89.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Zulkifli 

Yahya, SH. Dkk. 

7. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 165.c/BKU/ 

2006 tanggal 2 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 

19.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Subandi, 

S.Sos.,Dkk. 

8. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 621/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

441.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. 

Ayenedy Lesa, S.Pd.,Dkk. 

9. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 620/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Bukit dan Kecamatan 

Pahandut. dan ST. 438.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat 

Perintah :  Subandi, S.Sos., Dkk. 

10. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 614/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

436.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus 

Dimang. 

11. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 618/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamtan Bukit dan Kecamatan Pahandut. 

dan ST. 435.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  

Aries Marcorius Narang, SE. 

12. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 617/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 

440.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. Aye-

nedy Lesa, S.Pd.,Dkk. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 263



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 264 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

 

13. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 616/BKU/ 

2006 tanggal 17 Februari 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 

432.01/A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Agus 

Romansyah, Dkk. 

14. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 615/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Sebangau. dan ST. 437.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah : Subandi, S.Sos.,Dkk. 

15. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 614/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Jekan Raya. dan ST. 436.01/ 

A-11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Yurikus Dimang. 

16. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 612/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Sebangau. dan ST. 434.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Aries Marcorius 

Narang, SE. 

17. 1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor : 613/BKU/ 

2006 tanggal 18 Juli 2006, Kecamatan Rakumpit. dan ST. 433.01/A-

11/B-DPRD/2006 an. Penerima Surat Perintah :  Drs. H. Jamran 

Kurniawan, MM. 

2. 1 (satu) bundel Dokumen Data Biaya Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM). 

2.1. Biaya Pelatihan dan Kursus 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 

SURAT PERINTAH 
KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1. ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE 

Biaya dalam rangka mengikuti 

orientasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah bagi kepala 

daerah, wakil kepala daerah dan 

pimpinan DPRD di jakarta. 

Tanggal 06 November 2006 

ST. 807/A-II/B-DPRD/2006  

464/BKU/2006 
 

 
 

 

 

Rp. 3.500.000,-     

2. Drs. AYENEDY LESA, 

S.Pd 

Biaya kontribusi workshop 

pendidikan nasional angkatan II-

event tanggal 01-04 juni 2006. 

Tanggal 04 juni 2006 
ST. -- 

       /BKU/2006 
 

 

 

Rp. 3.250.000,-     

2.2. Biaya Penyiapan Raperda Pengajian dan Telaah Raperda. 
 

No. 
NAMA- NAMA 
PENERIMA 

SURAT PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya memantau pelaksanaan        /BKU/2006  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 264
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perda DPRD kota palangak 

raya tahunn 2006, mengenai 

pemberdayaan perempuan dan 
kesejahteraan masyarakat 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun kecamatan jekan 

raya). 
Tanggal 19 agustus 2006 

ST. 267.01/A-II/B-

DPRD/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp.11.925.000,-     

2 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

pelaksanaan perda APBD 

tahun 2006 bidang pendidikan 

(kelurahan marang, dan 

tumbang tahai kecamatan bukit 
batu). 

Tanggal 10 agustus 2006 

ST. 269.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp. 8.325.000,-     

3 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan petuk bukit dan 
panjehang kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 04 agustus 2006 

ST. 263.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 9.525.000,-     

4 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya melaksanakan mengenai 

pelaksanaan perda peredaran 

minuman berakohol dan 
penjualan minuman berakohol 

(kelurahan pahandut, 

paanrung, langkai dan 

pahandut seberang). 

Tanggal 29 agustus 2006 
ST. 262.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.12.475.000,-     

5 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan tangkiling, dan sei 

gohong kecamatan bukit batu). 

Tanggal 02 agustus 2006 
ST. 256.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp. 9.275.000,-     

6 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 
raperda kota palangka raya 

(kelurahan tumbang tahai, 

marang banturung dan 

tangkiling). 

Tanggal 26 agustus 2006 
ST. 265.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp.12.850.000,-     

7 AGUS ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya menghimpun informasi 
mengenai pelaksanaan perda 

kota palangka raya mengenai 

APBD kota palangka raya 

tahun 2006 bidang 

pemerintahan (kelurahan 
bereng bengkel, kalampangan 

dan kereng bangkirei). 

Tanggal 12 agustus 2006 

ST. 252.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.12.250.000,-     

8 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengumpulkan data 

mengenai kegiatan 

pemerintahan desa dalam 
melayanai masyarakat sebagai 

usul inisiatif DPRD dalam 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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menyusun peraturan daerah 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 
katimpun). 

Tanggal 03 agustus 2006 

ST. 250.01/A-II/B-

DPRD/2006 

 

 

 
Rp.11.650.000,-     

9 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 5 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan pahandut dan 

panarung kecamatan 
pahandut). 

Tanggal 01 agustus 2006 

ST. 299.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
Rp. 6.650.000,-     

10 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya di 

kecamatan jekan raya 
(kelurahan palangka dan 

kelurahan menteng kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 17 juli  2006 

ST. 216.01/A-II/B-
DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 7.200.000,-     

11 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 
raperda kota palangka raya di 

kecamatan rakumpit 

(kelurahan petuk bukit dan 

kelurahan panjehang  

kecamatan rakumpit). 
Tanggal 10 juli  2006 

ST. 214.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.10.000.000,-     

12 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan tangkiling dan sei 

gohong kecamatan bukit batu). 
Tanggal 08 juli 2006 

ST. 211.01/A-II/B-

DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 7.850.000,-     

13 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya untuk kegiatan 
mengumpulkan data peredaran 

minuman berakohol dalam 

rangka penyiapan raperda 

pengendalian dan pengawasan 

peredaran minuman berakohol 
(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun kecamatan jekan 

raya). 

Tanggal 13 juni  2006 
ST. 194.01/A-II/B-

DPRD/2006 

492/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.12.475.000,-     

14 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan pahandut dan 

panarung kecamatan 

pahandut). 
Tanggal 10 juli 2006 

ST. 209.01/A-II/B-

DPRD/2006  

       /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp. 6.375.000,-     

15 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 8 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan langkai, dan 

pahandut seberang kecamatan 
pahandut). 

Tanggal 17 juli 2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 6.375.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ST. 208.01/A-II/B-

DPRD/2006  

16 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya untuk kegiatan 

mengumpulkan data peredaran 

minuman berakohol dalam 

rangka penyiapan raperda 

pengendalian dan pengawasan 
peredaran minuman berakohol 

(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun kecamatan jekan 

raya). 
Tanggal 13 juni  2006 

ST. 194.01/A-II/B-

DPRD/2006 

492/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp.12.475.000,-     

17 JUNAIDI, S.Ag, DKK Biaya untuk kegiatan 

mengumpulkan data peredaran 

minuman berakohol dalam 

rangka penyiapan raperda 

tentang label pengendalian 
peredaran minuman berakohol 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan dan kereng 

bangkirei kecamatan 

sebangau). 
Tanggal 31 mei 2006 

ST. 197.01/A-II/B-

DPRD/2006  

492/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.12.050.000,-     

18 ASNAWI, SP, DKK Biaya dalam rangka kegiatan 

pengumpulan data untuk 

pembahasan raperda ijin 

industri. 

Tanggal 11 januari 2006 
ST. 04.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006  

 

 

 

Rp. 5.970.000,-     

19 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya untuk menampung 

aspirasi masyarakat di 
kecamatan bukit batu dalam 

rangka persiapan raperda 

penerangan jalan umum dan 

pajak penggunaan tenaga 

listrik (kecamatan bukit batu). 
Tanggal 05 januari  2006 

ST. 09.01/A-II/B-DPRD/2006 

110.b/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp. 9.250.000,-     

20 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengenai tapal batas 

kecamatan bukit batu dengan 
kecamatan rakumpit (mungku 

baru kecamatan rakumpit). 

Tanggal 08 juli 2006 

ST. 211.01/A-II/B-

DPRD/2006 

106.c/BKU/2006  

 
 

 

 

Rp. 9.050.000,-     

21 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya pertemuan dengan 

masyarakat mengenai 

peraturan tapal batas 
kelurahnan dn kecamatan 

(kecamatan sebangau). 

Tanggal 28 januari 2006 

ST. 31.01/A-II/B-DPRD/2006 

106.d/BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 4.750.000,-     

22 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya pertemuan dengan 

masyarakat mengenai masalah 

pertanahan (kecamatan 

pahandut dan kecamatan jekan 
raya). 

Tanggal 19 januari 2006 

ST. 27.01/A-II/B-DPRD/2006 

106.a/BKU/2006  

 

 

 
 

Rp. 7.300.000,-     

23 AGUS ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya peninjauan lapangan 
mengenai tapal batas kelurahan 

marang dengan kelurahan 

tumbang tahai ( kelurahan 

marang dengan kelurahan 

tumbang tahai). 
Tanggal 24 januari 2006 

ST. 29.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp. 4.500.000,-     

24 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengadakan sosialisasi         /BKU/2006  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tentang peraturan komite 

sekolah pada SD negeri di 

kelurahan banturung, 
tangkiling dan kecamatan bukit 

batu ( kelurahan marang 

dengan kelurahan tumbang 

tahai). 

Tanggal 13 januari 2006 
ST. 14.01/A-II/B-DPRD/2006 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.850.000,-     

25 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengumpulan data 

dalam rangka persiapan 

pembahasan raperda tentang 
ijin industri dalam hal 

penyediaan tenaga kerja 

(kecamatan pahandut). 

Tanggal 23 januari 2006 

ST. 21.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 3.850.000,-     

26 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengawasan terhadap 

komite sekolah dalam hal 

peran serta komite sekolah 
membantu pihak sekolah 

melaksanakan kegiatan yang 

dibiayai dari dana BOS 

(kecamatan bukit batu). 

Tanggal 02 januari 2006 
ST. 12.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp. 5.250.000,-     

27 JUNAIDI, S.Ag Biaya pengumpulan data 

dalam rangka persiapan 
raperda tentang pengelolaan 

pertamanan dan keindahan 

kota (kecamatan jekan raya). 

Tanggal 09 januari 2006 

ST. 13.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp. 3.300.000,-     

28 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan untuk 

mengumpulkan data 

pendukung dari pemerintah 
daerah banjarmasin dalam 

rangka persiapan pembahasan 

raperda penerangan jalan 

umum dan pajak penggunaan 

tenaga listrik (di banjarmasin 
kalsel). 

Tanggal 02 januari  2006 

ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.475.000,-     

29 ASNAWI, SP, DKK Biaya dalam rangka kegiatan 
pengkajian raperda tentang 

restribusi ijin usaha jasa 

kontruksi oleh anggota DPRD 

komisi II dengan tenaga ahli. 

Tanggal 09 januari  2006 
ST. 08.01/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  
 

 

 

 

Rp. 5.000.000,-     

30 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 
aspirasi dalam rangka 

pengembangan karet raktyat 

yang didanai melalui APBD 

kota palangka raya sesuai 

dengan perda APBD tahun 
2006 (kecamatan pahandut dan 

kecamatan jekan raya). 

Tanggal 16 mei 2006 

ST. 157.01/A-II/B-

DPRD/2006 

258.b/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

Rp. 9.050.000,-     

31 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 

aspirasi dalam rangka 
pengembangan karet mengenai 

pelaksanaan perda APBD kota 

palangka raya tahun 2006 

tentang pengembangan 

tanaman karet dalam rangka 
kegiatan rehabilitasi hutan dan 

lahan (areal social foresty / 

258.c/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Disclaimer
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kawasan hutan kelurahan petuk 

bukit dan pager kecamatan 

rakumpit). 
Tanggal 16 mei 2006 

ST. 158.01/A-II/B-

DPRD/2006 

 

 

Rp. 9.050.000,-     

32 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan untuk 
mengumpulkan data kegiatan 

dalam rangka koordinasi 

dengan masyarakat kelurahan 

kameloh baru, sabaru dan 

kalampangan untuk 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelaksanaan perbaikan 

prasarana jalan sesuai APBD 

kota palangka raya. 
Tanggal 27 mei  2006 

ST. 169.01/A-II/B-

DPRD/2006 

357.d/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.10.875.000,-     

33 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat guna menampung 

aspirasi tentang pelaksanaan 

perda APBD kota palangka 

raya tahun 2006 mengenai 
sharing pengembangan 

tanaman karet seluas 50 ha 

(kelurahan mungku baru dan 

kelurahan petuk bukit). 

Tanggal 16 mei 2006 
ST. 159.01/A-II/B-

DPRD/2006 

158.a/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 4.750.000,-     

34 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai realisasi 

pelaksanaan perda APBD kota 

tahun 2006 di bidang 

peningkatan kesejahteraan 

sosial masyarakat (kelurahan 
panarung, langkai kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 11 mei 2006 

ST. 172.01/A-II/B-

DPRD/2006 

356.a/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 6.925.000,-     

35 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

sosialisasi kegiatan 
pembangunan sumber daya 

masyarakat sesuai dengan 

perda APBD tahun 2006 

(kelurahan petuk bukit dan 

panjehang kecamatan 
rakumpit). 

Tanggal 18 mei 2006 

ST. 175.01/A-II/B-

DPRD/2006 

356.b/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp. 9.525.000,-     

36 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

kebijakan pemerintah dalam 

penyaluran bantuan tunai 

langsung sebagai pelengkap 
usul inisiatif raperda kelurahan 

panarung, langkai dan 

pahandut seberang. 

Tanggal 06 mei  2006 

ST. 162.01/A-II/B-
DPRD/2006 

357.a/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp.12.450.000,-     

37 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pelaksanaan APBD kota tahun 

2006 tentang pelayanan di 

bidang pendidikan di 

kelurahan kalampangan dan 

bereng bengkel. 

        /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 

Disclaimer
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Tanggal 19 mei  2006 

ST. 166.01/A-II/B-

DPRD/2006 

Rp. 7.625.000,-     

38 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pelaksanaan perda APBD kota 

palangka raya tahun 2006 
tentang bantuan pembinaan 

dan bantuan kepada organisasi 

keagamaan (kelurahan 

kalampangan dan bereng 

bengkel kecamatan sebangau). 
Tanggal 17 mei 2006 

ST. 174.01/A-II/B-

DPRD/2006 

356.c/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 7.625.000,-     

39 JUNAIDI, S.Ag Biaya memantau pelaksanaan 

perda kota palangka raya 

mengenai batas wilayah dalam 

hubungannya pengembangan 

kebudayaan dan kesenian 
(kelurahan petuk bukit, petuk 

barunai, panjehang dan 

mungku baru kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 14 oktober 2006 
ST. 336/A-II/B-DPRD/2006 

823.a/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.16.450.000,-     

40 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan data 

pendukung sebagai usul 
inisiatif komisi mengenai 

pelaksanaan 3 buah raperda 

(kelurahan tangkiling 

kecamatan bukit batu). 

Tanggal 19 oktober 2006 
ST. 337/A-II/B-DPRD/2006 

823.b/BKU/2006  

 
 

 

 

 

Rp. 2.975.000,-     

41 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  mengumpulkan data 

tentang permintaan 
pembangunan fisik prasarana 

jalan sebagai usul inisiatif 

dalm penyusunan raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

palangka, menteng dan bukit 
tunggal kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 oktober  2006 

ST. 323/A-II/B-DPRD/2006 

823.c/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp. 9.975.000,-     

42 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  mengumpulkan data 
mengenai pelaksanaan 3 buah 

raperda kota palangka raya 

sesuai dengan sosialisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah 

daerah (kelurahan bereng 
bengkel, kereng bangkirei dan 

kalampangan kecamatan 

sebangau). 

Tanggal 11 oktober  2006 

ST. 325/A-II/B-DPRD/2006 

823.d/BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.10.875.000,-     

43 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya memantau sarana dan 

prasaran pemerintahan desa 

sesuai dengan kegiatan 
pembangunan yang dimuat 

dalam peraturan daerah APBD 

tahun 2006 sebagai bahan usul 

inisiatif DPRD untuk raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 
tangkiling dan banturung 

kecamatan bukit batu). 

Tanggal 16 mei 2006 

ST. 159.01/A-II/B-

DPRD/2006 

823.e/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 7.850.000,-     

44 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya memantau kegiatan 

pertanian dan rumah potong 

hewan sebagai penggerak 
kegiatan ekonomi masyarakat 

dalam rangka pengumpulan 

823.f/BKU/2006  

 

 
 

 

Disclaimer
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data pendukung usuk inisiatif 

DPRD kota palangka raya 

dalam penyusunan raperda 
APBD tahun 2007 (kelurahan 

kereng bangkirei dan 

kalampangan kecamatan 

sebangau). 

Tanggal 02 oktober 2006 
ST. 321/A-II/B-DPRD/2006 

 

 

 
 

Rp. 7.250.000,-     

45 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengenai sosialisasi 3 

buah peraturan daerah kota 

palangka raya (kelurahan bukti 
sua, gaung baru, petuk barunai 

dan panjehang kecamatan 

rakumpit). 

Tanggal 08 september 2006 

ST. 296/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp.14.525.000,-     

46 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan 

informasi sebagai usul inisiatif 

DPRD mengenai raperda kota 
palangka raya  tentang 

pengelolaan dan 

pengembangan kesenian 

daerah (kelurahan bereng 

bengkel, kalampangan 
kecamatan sebangau). 

Tanggal 13 september 2006 

ST. 299/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp. 7.625.000,-     

47 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan 

informasi sebagai usul inisiatif 

DPRD mengenai pelaksanaan 

3 buah perda kota palangka 

raya (kelurahan bereng 
bengkel, kalampangan kereng 

bangkirei dan kameloh baru 

kecamatan sebangau). 

Tanggal 13 september 2006 

ST. 298/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

Rp.12.625.000,-     

48 JUNAIDI, S.Ag Biaya sosialisasi pelaksanaan 

peraturan daerah kota palangka 

raya (kelurahan palangka, 
menteng, bukit tunggal dan 

petuk katimpun kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 14 september 2006 

ST. 300/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 
 

 

Rp.11.295.000,-     

49 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  mengumpulkan 

informasi sebagai usul inisiatif 

DPRD mengenai pelaksanaan 

peraturan daerah APBD tahun 
2006 mengenai penambangan 

galian c sebagai sumber 

pendapatan (kelurahan 

kalampangan, sabaru, kereng 

bangkirei dan kameloh baru 
kecamatan sebangau). 

Tanggal 12 september  2006 

ST. 289/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp.13.375.000,-     

50 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  sosialisasi 3 buah 

peraturan daerah kota palangka 

raya (kelurahan petuk bukit, 

mungku baru, panjehang dan 

pager kecamatan rakumpit). 
Tanggal 26 september  2006 

ST. 293/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp.15.475.000,-     

51 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya  koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pelayanan kesehatan masyara-

kat dalam penanggulangan 

bahaya flu burung (kelurahan 

pahandut, panarung, langkai 
dan pahandut seberang 

kecamatan pahandut). 

        /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp.12.475.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tanggal 25 september  2006 

ST. 294/A-II/B-DPRD/2006 

52 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 3 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan tangkiling dan sei 

gohong). 
Tanggal 09 oktober 2006 

ST. 281/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  

 

 

 

 
Rp.12.850.000,-     

53 AGUS ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 3 buah 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, kameloh baru 

dan danau tundai). 
Tanggal 08 september 2006 

ST. 280/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  
 

 

 

 

 
Rp.12.250.000,-     

54 AGUS ROMANSYAH, 
SH, DKK 

Biaya mengadakan sosialisasi 
kepada masyarakat mengenai 

pelaksanaan perda APBD 

tahun 2006 mengenai 

peningkatan prasarana 

pemerintah (kelurahan langkai, 
panarung, palangka dan 

pahandut kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 05 september 2006 

ST. 279/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

Rp.11.650.000,-     

55 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat dalam rangka 

menghimpun data mengenai 
program kegiatan bidang 

penataan pemukiman dan 

penataan kota sebagai bahan 

evaluasi dan pengawasan 

peraturan daerah mengenai 
APBD tahun 2007 (kelurahan 

pahandut, panarung, menteng 

dan bukit tunggal). 

Tanggal 12 desember  2006 

ST. 374/A-II/B-DPRD/2006 

        /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.12.475.000,-     

56 JUNAIDI, S.Ag Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai program 

kegiatan pendidikan sebagai 

usul inisiatif dalam raperda 
APBD tahun 2007 (kelurahan 

banturung, tangkiling dan sei 

gohong). 

Tanggal 12 desember 2006 

ST. 377/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp.10.825.000,-     

57 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya mengumpulkan data 

mengenai kegiatan kelurahan 

dalam menggalakan program 
keamanan dan ketertiban 

masyarakat sebagai usul 

inisiatif penyusunan raperda 

kota palangka raya (kelurahan 

marang, tangkiling dan 
tumbang tahai). 

Tanggal 13 desember 2006 

ST. 360/A-II/B-DPRD/2006 

         /BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.10.500.000,-     

58 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengumpulkan data dan 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai peran 

serta lembaga dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan perda 
kegiatan kelembagaan 

(kelurahan palangka, menteng 

dan petuk katimpun). 

Tanggal 24 november 2006 

ST. 379/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp. 9.425.000,-     

59 JUNAIDI, S.Ag Biaya melaksanakan kegiatan 

koordinasi untuk menampung 

       /BKU/2006  

 

Disclaimer
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aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan kebersihan 

lingkungan dan pemukiman 
(kelurahan bukit tunggal, 

menteng, pahandut dan 

langkai). 

Tanggal 18 november 2006 

ST. 375/A-II/B-DPRD/2006 

 

 

 
 

 

Rp.11.925.000,-     

61 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

penambangan di daerah aliran 

sungai kahayan dan rungan 
sebaagi bahan usul inisiatif 

DPRD dalam penyusunan 

raperda kota palangka raya 

(kelurahan bukti sua, gaung 

baru, pager dan mungku baru 
kecamatan rakumpit). 

Tanggal 17 november  2006 

ST. 366/A-II/B-DPRD/2006 

942.d/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp.15.475.000,-     

62 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat dalam rangka 

persiapan usul inisiatif DPRD 

dalam penyiapan rapeda kota 

palangka raya (kelurahan petuk 
bukti, panjehang, petuk 

barunai dan mungku baru 

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 21 november 2006 

ST. 359/A-II/B-DPRD/2006 

942.b/BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

Rp.15.700.000,-     

63 AGUS ROMANSYAH, 

SH, DKK 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai progeam 

kegiatan kelurahan dalam 
rangka pembahasan raperda 

APBD tahun 2007 (kelurahan 

sabaru, kameloh baru, dan 

danau tundai kecamatan 

sebangau). 
Tanggal 28 november 2006 

ST. 358/A-II/B-DPRD/2006 

942.a/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 9.750.000,-     

 

2.3 Biaya Koordinasi dan Konsultasi 

 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 

SURAT PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai palayanan pendataan 

PBB oleh kantor kelurahan di 
kelurahan pahandut dan panarung 

kecamatan pahandut (Kelurahan 

Pahandut dan Panarung 

Kecamatan Pahandut). 

Tanggal 01 November 2006 
ST. 355/A-II/B-DPRD/2006  

941.c/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
 

 

Rp. 6.650.000,-     

2 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan melaksanakan 

koordinasi dengan masyarakat 

mengenai penataan nama jalan 
dan penomoran perumahan 

penduduk di kelurahan palangka 

dan menteng kecamatan jekan 

raya  (Kelurahan  palangka  dan 

menteng kecamatan jekan raya). 
Tanggal 02 November 2006 

ST. 356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp. 6.650.000,-     

3 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 
melaksanakan koordinasi 

mengenai kegiatan pemerintahan 

desa dalam pelayanan 

941.a/BKU/20
06 

 
 

 

 

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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kependudkan dan pemukiman di 

kelurahan marang dan tangkiling 

kecamatan bukit batu  ( kelurahan 
marang dan tangkiling kecamatan 

bukit batu). 

Tanggal 09 November 2006 

ST. 357/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

Rp. 7.850.000,-     

4 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 

melaksanakan koordinasi dengan 

masyarakat untuk menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan pasar tradisional dan 
pasar modern sebagai motor 

penggerak ekonomi di kelurahan-

kelurahan (kelurahan pahandut, 

panarung, palangka dan bukit 

tunggal). 
Tanggal 01 November 2006 

ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

941.d/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.12.475.000,-     

5 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 
melaksanakan koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 

pengelolaan dan penataan daerah 

pemukiman masyarakat melalui 

perbaikan drainase dan jalan di 
kelurahan menteng dan bukit 

tunggal ( kelurahan menteng  dan 

bukit tunggal kecamatan jekan 

raya). 

Tanggal 22 November 2006 
ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

941.e/BKU/20
06 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7. 475.000,-     

6 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan dalam rangka 

melaksanakan koordinasi  untuk 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan publik di 

kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan dan kereng 
bangkirei kecamatan sebangau ( 

kelurahan bereng bengkel,  

kalampangan dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau).  

Tanggal 23 November 2006 
ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

941.f/BKU/200

6 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.10.875.000,-     

7 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan  

koordinasi  dengan masyarakat 
mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 

kehidupan masyarakat ke 

kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petuk bukit dan pager ( 
kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petuk bukit dan pager).  

Tanggal 22 November 2006 

ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.10.875.000,-     

8 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan menampung 

aspirasi masyarakat dalam rangka 

penyiapan usul inisiatif DPRD 

dalam pembahasan Raperda Kota 

Palangka Raya mengenai 
pengelolaan pertamanan kota dan 

keindahan lingkungan di 

kelurahan panarung, langkai, 

palangka dan menteng ( 

kelurahan bukit tunggal, 
menteng, pahandut dan langkai ).  

Tanggal 18 November 2006 

ST. 375/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.11.925.000,-     

9 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat menampung aspirasi 

mengenai kinerja pemerintahan 

dalam pengelolaan sengketa 

tanah di kelurahan pahandut, 

     /BKU/2006  

 

 

 

 

Disclaimer
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panarung, langkai dan pahandut 

seberang  (  kelurahan pahandut, 

panarung, langkai dan pahandut 
seberang  ). 

Tanggal 17 Desember 2006 

ST. 359/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
Rp.13.300.000,-     

10 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pengembangan ekonomi 

kemasyarakatan melalui 

pemberdayaan usaha kecil 

menengah di kelurahan petuk 
bukit, panjehang, petuk barunai 

dan mungku baru  (  kelurahan 

petuk bukit, panjehang, petuk 

barunai dan mungku baru  ).  

Tanggal 09 Desember 2006 
ST. 367/A-II/B-DPRD/2006  

     
.d/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.17.950.000,-     

11 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
pengelolaan prasarana jalan 

lingkungan di kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun (kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 
dan petuk katimpun ).  

Tanggal 16 Desember 2006 

ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

        

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.14.950.000,-     

12 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan lahan pertanian dan 

lahan kegiatan sosial di kelurahan 
kameloh baru, kalampangan, 

bereng bengkel dan kereng 

bangkirei (kelurahan kameloh 

baru, kalampangan, bereng 

bengkel dan kereng bangkirei ).  
Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.14 550.000,-     

13 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi dengan 

masyarakat mengenai peran 

lembaga swadaya mayarakat 

dalam mengakomodasi aspirasi 
masyarakat mengenai swadaya 

pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng bukit tunggal 

dan petuk katimpun kecamatan 
jekan raya). 

Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.13.300.000,-     

14 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 
masyarakat mengenai 

pengelolaan batas wilayah oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku  

(Kelurahan petuk bukit, mungku 
baru, panjehangdan petuk barunai 

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

    
.c/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.15.700.000,-     

15 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai peran lembaga 
swadaya masyarakat dalm 

mengakomodir aspirasi 

masyarakat mengenai kinerja 

pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 

822.a/BKU/20

06 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Disclaimer
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palangka, menteng dan bukit 

tunggal kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 Oktober 2006 
ST. 319/A-II/B-DPRD/2006  

Rp. 9.150.000,-     

16 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai pelayanan kelistrikan 

oleh perusahaan listrik 

Negara/PLN (kelurahan petuk 

bukit, panjrhang, mungku baru 

dan petuk barunai kecamatan 
rakumpit.  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 326/A-II/B-DPRD/2006  

832.f 

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

Rp.17.950.000,-     

17 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai kegiatan perbankan 

dalam mendukung kegiatan usaha 
kecil menengah (kelurahan 

bereng bengkel, kalampangan, 

kereng bangkirei dan sabaru 

kecamatan sebangau)  

Tanggal     Oktober 2006 
ST. 328/A-II/B-DPRD/2006  

833.k/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.15.850.000,-     

18 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya kegiatan menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
pengelolaan prasarana jalan 

lingkungan di kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun (kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 
dan petuk katimpun ).  

Tanggal 16 Desember 2006 

ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

        

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.14.950.000,-     

19 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan lahan pertanian dan 

lahan kegiatan sosial di kelurahan 
kameloh baru, kalampangan, 

bereng bengkel dan kereng 

bangkirei (kelurahan kameloh 

baru, kalampangan, bereng 

bengkel dan kereng bangkirei ).  
Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.14 550.000,-     

20 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi dengan 

masyarakat mengenai peran 

lembaga swadaya mayarakat 

dalam mengakomodasi aspirasi 

masyarakat mengenai swadaya 
pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 

palangka, menteng bukit tunggal 

dan petuk katimpun kecamatan 

jekan raya). 
Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.13.300.000,-     

21 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya kegiatan koordinasi dengan 
masyarakat mengenai 

pengelolaan batas wilayah oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku  

(Kelurahan petuk bukit, mungku 
baru, panjehangdan petuk barunai 

kecamatan rakumpit). 

Tanggal 10 Oktober 2006 

ST. 317/A-II/B-DPRD/2006  

    
.c/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.15.700.000,-     

22 AGUS Biaya koordinasi dengan 822.a/BKU/20  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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ROMANSYAH, SH, 

DKK 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai peran lembaga 
swadaya masyarakat dalm 

mengakomodir aspirasi 

masyarakat mengenai kinerja 

pemerintah daerah dan 

perangkatnya  (Kelurahan 
palangka, menteng dan bukit 

tunggal kecamatan jekan raya). 

Tanggal 02 Oktober 2006 

ST. 319/A-II/B-DPRD/2006  

06  

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 9.150.000,-     

23 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelayanan kelistrikan 

oleh perusahaan listrik 
Negara/PLN (kelurahan petuk 

bukit, panjrhang, mungku baru 

dan petuk barunai kecamatan 

rakumpit.  

Tanggal 07 Oktober 2006 
ST. 326/A-II/B-DPRD/2006  

832.f 

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

Rp.17.950.000,-     

24 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai kegiatan perbankan 

dalam mendukung kegiatan usaha 

kecil menengah (kelurahan 

bereng bengkel, kalampangan, 
kereng bangkirei dan sabaru 

kecamatan sebangau)  

Tanggal     Oktober 2006 

ST. 328/A-II/B-DPRD/2006  

833.k/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.15.850.000,-     

25 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

masyarakat di bulan ramadhan 
dalam hubungan toleransi antar 

umat beragama di 4 (empat) 

kelurahan wilayah kecamatan 

jekan raya ( kelurahan menteng, 

bukit tunggal, palangka dan petuk 
katimpun kecamatan jekan raya).  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 338/A-II/B-DPRD/2006  

 

857.f/BKU/200

6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.11.925.000,-     

26 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai kinerja aparatur 

pemerintah desa di kelurahan 
mungku baru dan panjehang 

(kelurahan mungku baru dan 

panjehang ). 

Tanggal    Desember 2006 

ST. …./A-II/B-DPRD/2006  

977/BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 8.575.000,-     

27 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pengelolaan lahan pertanian dan 
lahan kegiatan sosial di kelurahan 

kameloh baru, kalampangan, 

bereng bengkel, dan kereng 

bangkirei (kelurahan kameloh 

baru, kalampangan, bereng 
bengkel, dan kereng bangkirei ).  

Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 376/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.14.550.000,-     

28 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan prasarana 

jalan lingkungan di kelurahan 

     

c/BKU/2006 

 

 

 

 

 

Disclaimer
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palangka, menteng, bukit tunggal 

dan petuk katimpun (kelurahan 

palangka, menteng, bukit tunggal 
dan petuk katimpun).  

Tanggal 16 Desember 2006 

ST. 368/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

Rp.14.950.000,-     

29 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengembangan 

ekonomi kemasyarakatan melalui 

pemberdayaan usaha kecil 
menengah di kelurahan petuk 

bukit, panjehang, petuk barunai 

dan mungku baru (petuk bukit, 

panjehang, petuk barunai dan 

mungku baru).  
Tanggal 09 Desember 2006 

ST. 367/A-II/B-DPRD/2006  

     
c/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.17.950.000,-     

30 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai kinerja pemerintahan 

dalam pengelolaan sengketa 

tanah di kelurahan pahandut, 
panarung, langkai dan pahandut 

seberang (kelurahan mungku 

baru dan panjehang ). 

Tanggal 17 Desember 2006 

ST.359A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  
 

 

 

 

 
 

 

Rp.13.300.000,-     

31 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan dalam rangka 

koordinasi menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pengelolaan kebersihan 

lingkungan dan pemukiman  

(kelurahan palangka, langkai, 

panarung dan menteng ).  

Tanggal 03 November 2006 
ST. 378/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp.11.925.000,-     

32 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan 

koordinasi dengan masyarakat 
mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 

kehidupan masyarakat ke 

kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petuk bukit dan pager 
(kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petk bukit dan pager ).  

Tanggal 22 November 2006 

ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

Rp.16.450.000,-     

33 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan public di 
kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 
bangkirei kecamatan sebangau ).  

Tanggal 23 November 2006 

ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

941.f/BKU/200

6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.10.875.000,-     

34 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan dan 

penataan daerah pemukiman 
masyarakat melalui perbaikan 

drainase dan jalan (kelurahan 

menteng, dan bukit tunggal 

kecamatan jekan raya).  

Tanggal 22 November 2006 

    

.c/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.475..000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 278



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 279 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

35 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan pasar 

tradisional dan pasar modern 

sebagai motor penggerak 
ekonomi di kelurahan - kelurahan 

(kelurahan pahandut, panarung, 

palangka dan bukit tunggal .  

Tanggal 01 November 2006 

ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

941.d/BKU/20
06 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp. 2.475..000,-     

36 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

pemerintahan desa dalam 
pelayanan kependudukan dan 

pemukiman (kelurahan marang 

dan tangkiling kecamatan bukit 

batu). 

Tanggal 09 November 2006 
ST.357/A-II/B-DPRD/2006  

941.a/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.850.000,-     

37 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai penataan 
nama jalan dan penomoran 

perumahan penduduk (kelurahan 

palangka dan menteng kecamatan 

jekan raya). 

Tanggal 02 November 2006 
ST.356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

38 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelayanan PBB oleh 

kantor kelurahan (kelurahan 

pahandut dan panarung 

kecamatan pahandut). 
Tanggal 01 November 2006 

ST.355/A-II/B-DPRD/2006  

941.c/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

Rp. 6.650.000,-     

39 JUNAIDI, S. Ag Biaya kegiatan sosialisasi dan 

koordinasi dengan masyarakat 
mengenai peran masyarakat 

dalam kesetaraan gender dalam 

kehidupan masyarakat ke 

kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petk bukit dan pager 
(kelurahan mungku baru, petuk 

barunai, petk bukit dan pager ).  

Tanggal 22 November 2006 

ST. 384/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

Rp.16.450.000,-     

40 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai peningkatan sarana dan 
prasarana pelayanan public di 

kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau 

(kelurahan bereng bengkel, 
kalampangan, dan kereng 

bangkirei kecamatan sebangau ).  

Tanggal 23 November 2006 

ST. 370/A-II/B-DPRD/2006  

941.f/BKU/200

6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.10.875.000,-     

41 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelolaan dan 
penataan daerah pemukiman 

masyarakat melalui perbaikan 

drainase dan jalan (kelurahan 

menteng, dan bukit tunggal 

kecamatan jekan raya).  
Tanggal 22 November 2006 

ST. 369/A-II/B-DPRD/2006  

    

.c/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

Rp. 7.475..000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 279
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42 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 
mengenai pengelolaan pasar 

tradisional dan pasar modern 

sebagai motor penggerak 

ekonomi di kelurahan - kelurahan 

(kelurahan pahandut, panarung, 
palangka dan bukit tunggal .  

Tanggal 01 November 2006 

ST. 364/A-II/B-DPRD/2006  

941.d/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rp. 2.475..000,-     

43 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat mengenai kegiatan 

pemerintahan desa dalam 

pelayanan kependudukan dan 

pemukiman (kelurahan marang 

dan tangkiling kecamatan bukit 
batu). 

Tanggal 09 November 2006 

ST.357/A-II/B-DPRD/2006  

941.a/BKU/20
06 

 
 

 

 

 

 
Rp. 7.850.000,-     

44 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai penataan 

nama jalan dan penomoran 

perumahan penduduk (kelurahan 

palangka dan menteng kecamatan 
jekan raya). 

Tanggal 02 November 2006 

ST.356/A-II/B-DPRD/2006  

941.b/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
Rp. 6.650.000,-     

45 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelayanan PBB oleh 

kantor kelurahan (kelurahan 
pahandut da panarung kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 01 November 2006 

ST.355/A-II/B-DPRD/2006  

941.c/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
 

Rp. 6.650.000,-     

46 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

sosialisasi pemberdayaan 

pembangunan (kelurahan bereng 
bengkel, kalampangan, kereng 

bangkirei dan kameloh baru). 

Tanggal 12 Juli 2006 

ST.212.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

Rp.13.900.000,-     

47 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 

pengembangan potensi wisata 

(kelurahan marang, tumbang 

tahai, dan kelurahan tangkiling 
kecamatan bukit batu).  

Tanggal 26 Juni 2006 

ST. 196.01/A-II/B-DPRD/2006  

487.d/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
Rp.11.300..000,  

48 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 

pelaksanaan kegiatan pendataan 

keluarga tahun 2006 (kelurahan 

petuk bukit, panjehang, petuk 
barunai, mungku baru, pager, 

gaung baru dan kelurahan bukit 

sua kecamatan rakumpit).  

Tanggal 14 Juni 2006 

ST. 193.01/A-II/B-DPRD/2006  

487.b/BKU/20

06 

 

 

 

 

 
 

 

Rp.25.450..000,    

49 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi mengumpulkan 

data mengenai penanggulangan 

antisipasi bencana kebakaran 
lahan (kelurahan sei gohonh, 

habaring hurung, kanarakan 

kecamatan bukit batu).  

Tanggal 19 Juni 2006 

ST. 195.01/A-II/B-DPRD/2006  

489.b/BKU/20

06 

 

 

 
 

 

Rp.11.775.000,-     

50 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

487.a/BKU/20

06 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pelaksanaan pembangunan yang 

menerapkan aksesbilitas bagi 

para penyandang cacat  
(kelurahan pahandut, paanrung 

dan langkai kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 12 Juni 2006 

ST. 192.01/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
 

 

Rp.9.975.000,-     

51 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 

pengaktifan kembali kegiatan pos 

kamling dan antisipasi musim 
kemarau tahun 2006 (kelurahan 

bereng marang). 

Tanggal 26 Juni 2006 

ST.190.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 

 
 

Rp. 5.350.000,-     

52 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

sosialisasi pelaksanaan pendataan 

keluarga tahun 2006  (kelurahan 
kalampangan, bereng bengkel, 

danau tundai, kameloh baru). 

Tanggal 17 Juni 2006 

ST.189.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp.12.250.000,-     

53 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

sosialisasi pelaksanaan pendataan 

keluarga tahun 2006  (kelurahan 
kalampangan, bereng bengkel, 

danau tundai, kameloh baru). 

Tanggal 17 Juni 2006 

ST.188.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp. 7.250.000,-     

54 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

sosialisasi mengenai perncanan 

pembangunan yang memberi 
aksesbilitas bagi penyandang 

cacat   (kelurahan palangka, 

menteng, bukit tunggal dan 

kelurahan petuk katimpun). 

Tanggal 14 Juni 2006 
ST.187.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

Rp.12.200.000,-     

55 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi mengenai 
rencana pemasangan jaringan 

distribusi SURT PT. PLN di 

wilayah kelurahan tanjung pinang  

(kelurahan tanjung pinang). 

Tanggal 12 Juni 2006 
ST.186.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 

 
 

 

 

Rp. 4.150.000,-     

56 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 
DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi mengenai 

tempat penjualan minuman 

berakohol sebaagi usul inisiatif 

mengenai penyiapan raperda 

tentang retribusi ijin tempat 
penjualan minuman berakohol 

(kelurahan banturung, tangkiling 

dan kalanarakan kecamatan bukit 

batu). 

Tanggal 12 Juni 2006 
ST.186.01/A-II/B-DPRD/2006  

485/BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
 

 

Rp.12.000.000,-     

57 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pelaksanaan BOS di 

sekolah-sekolah (kelurahan 

marang, tumnbang tahai, 

banturung, tangkiling, sei 
gohong, habaring hurung dan 

kelurahan kanarakan kecamatan 

489.a/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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bukit batu). 

Tanggal 14 Juni 2006 

ST.200.01/A-II/B-DPRD/2006  

Rp.22.750.000,-     

58 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai penyediaan balai 
kesehatan ibu dan anak 

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, kereng bengkirei 

dan sabaru kecamatan sebangau). 

Tanggal 15 September 2006 
ST.301/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp.12.625.000,-     

59 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 
menampung aspirasi masyarakat 

mengenai upaya meningkatkan 

toleransi antar umat beragama 

(kelurahan marang, habaring 

hurung, kanarakan dan sei 
gohong kecamatan bukti batu). 

Tanggal 12 September 2006 

ST.297/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 
 

 

 

 

 
Rp.13.325.000,-     

60 JUNAIDI, S. Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi masyarakat 

mengenai pengelola pertanian 

(kelurahan pahandut, paanrung, 
dan langkai kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 25 September 2006 

ST.302/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 

 
 

Rp. 9.425.000,-     

61 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

perlunya pengelolaan penerangan 

listrik bagi masyarakat  
(kelurahan bukit sua, gaung baru, 

pager, dan petuk barunai 

kecamatan rakumpit).  

Tanggal 27 september 2006 

ST. 295/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 

 

 
 

 

Rp.17.950..000,  

62 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

sosialisasi 3 buah peraturan 

daerah kota paalngak raya  
(kelurahan palangka, menteng, 

bukit tunggal dan petuk katimpun 

kecamatan jekan raya).  

Tanggal 25 september 2006 

ST. 292/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 

 

 
 

 

 

 

Rp.12.475..000,   

63 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan tanah hak ulayat adat  
(kelurahan tumbang tahai, 

benturung, tangkiling dan sei 

gohong kecamatan bukit batu).  

Tanggal 23 september 2006 

ST. 291/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.12.475..000,     

64 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kredit usaha kecil bagi para 
petani dan usaha kecil  

(kelurahan bereng bengkel, 

kalampangan, kereng bangkirei 

dan sabaru kecamatan sebangau).  

Tanggal 15 september 2006 
ST. 290/A-II/B-DPRD/2006  

741/BKU/2006  

 

 
 

 

 

 

Rp.13.375..000,   

65 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat dalam rangka 

menampung aspirasi mengenai 
kelangkaan bahan baker minyak 

tanah dan solar di kecamatan 

rakumpit (kelurahan mungku 

       

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

Disclaimer
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baru, pager, gaung baru dan bukit 

sua). 

Tanggal 27 september 2006 
ST.286/A-II/B-DPRD/2006  

Rp.15.700.000,-     

66 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai usaha 

pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan masyarakat desa 

memberantas pembakaran lahan / 

ladang (kelurahan palangka, 

bukit tunggal, menteng dan petuk 

katimpun). 
Tanggal 15 september 2006 

ST.284/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.11.650.000,-     

67 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat mengenai kegiatan 

penambangan bahan galian 

golongan c dan manfaat bagi 

masyarakat sekitar (kelurahan 

tangkiling, banturung, tumbang 
tahai dan marang). 

Tanggal 14 september 2006 

ST.283/A-II/B-DPRD/2006  

       
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
Rp.12.850.000,-     

68 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 

pencairan dana bantuan 

operasioanl sekolah tahap II 

(kelurahan panjehang kecamatan 
rakumpit). 

Tanggal 21 Januari 2006 

ST.20.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 

 
 

Rp. 7.025.000,-     

69 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai tapal batas 

wilayah (kelurahan  marang dan 

kelurahan tumbang tahai). 

Tanggal 21 Januari 2006 
ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 

Rp. 9.500.000,-     

70 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 

usul inisiatif anggota DPRD kota 
palangka raya. 

Tanggal 21 Januari 2006 

ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006  

103.c/BKU/20

06 

 

 

 
 

Rp.10.750.000,-     

71 AGUS 

ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat mengenai kegiatan 

pemerintahan dan 

kemasyarakatan (kecamatan 

rakumpit). 
Tanggal 16 Januari 2006 

ST.25.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 

 

Rp. 8.200.000,-     

72 JUNAIDI, S.Ag Biaya mengadakan sosialisasi 
tentang peraturan komite sekolah 

pada SD Negeri di Kelurahan 

langkai kecamatan pahandut 

(kelurahan langkai kecamatan 

pahandut kota palangka raya). 
Tanggal 14 Januari 2006 

ST.15.01/A-II/B-DPRD/2006  

119.b/BKU/20
06 

 
 

 

 

 

 
Rp. 4.425.000,-     

73 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi dan konsultasi 

tentang anggaran pendidikan 
untuk pelaksanaan pendidikan di 

kota paalngka raya (jakarta). 

Tanggal 03 Januari 2006 

ST.11.01/A-II/B-DPRD/2006 

119.a/BKU/20

06 

 

 
 

 

 

Rp.23.450.000,-     

74 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi dan konsultasi 

PP 37, PP 53, dan PP 58 di 

Departemen Dalam Negeri RI. 

Tanggal 07 Januari 2006 
ST.23.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006  

 

 

 
Rp.16.750.000,-     

75 Drs. AYENEDY 

LESA, S.Pd 

Biaya mengenai bantuan 

langsung tunai kepada 
masyarakat miskin. 

Tanggal 18 Januari 2006 

      /BKU/2006  

 
Rp. 3.150.000,-     

Disclaimer
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ST.17.01/A-II/B-DPRD/2006  

76 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat mengenai tuntutan 

santunan tanam tumbuh Eks 

PPLG 1 juta hektar (kelurahan 

bereng bengkel, dnau tundai dan 

kameloh baru). 
Tanggal 15 mei 2006 

ST.156.01/A-II/B-DPRD/2006  

       
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
Rp.11.400.000,-     

77 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan pembangunan sarana 

dan prasarana kesehatan di 

kelurahan banturung, tangkiling 

dan kelurahan sei gohong.  
Tanggal 23 mei  2006 

ST. 168.01/A-II/B-DPRD/2006  

       
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
Rp.11.300..000,     

78 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pembersihan dan penyehatan 

lingkungan pemukiman 

masyarakat yang dilakukan oleh 

pemerintah.  
Tanggal 24 mei  2006 

ST. 176.01/A-II/B-DPRD/2006 

        
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
Rp.14.500.000,-     

79 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
peningkatan sarana dan prasarana 

kesenian.  

Tanggal 02 mei  2006 

ST. 170.01/A-II/B-DPRD/2006 

        

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

Rp.13.300.000,-     

80 JUNAIDI, S.Ag Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan pendataan keluarga 

dan keluarga miskin sebaai 
kelengkapan informasi 

penyaluran bantuan langsung 

tunai (kelurahan mungku baru 

dan petuk barunai kecamatan 

rakumpit).  
Tanggal 27 mei  2006 

ST. 177..01/A-II/B-DPRD/2006 

        

/BKU/2006 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rp. 9.525.000,-     

81 HATIR SATA 
TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

pembangunan balai basara 

sambelum di kelurahan gaung 

baru kecamatan rakumpit.  

Tanggal 22 mei  2006 
ST. 167.01/A-II/B-DPRD/2006  

       
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
Rp.6.000.000,-     

82 ZULKIFLI YAHYA, 

SH, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
penolakan penggalian sirkon di 

sei barunai dan penyediaan tanah 

untuk balai benih tanaman 

pangan dan holtikultura 

(kelurahan petuk barunai 
kecamatan rakumpit).  

Tanggal 08 mei  2006 

ST. 154.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 
 

 

 

 

 
Rp.9.200.000,-     

83 ZULKIFLI YAHYA, 
SH, DKK 

Biaya koordinasi menampung 
aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan pelayanan public oleh 

pemerintah kota palangka raya 

(kelurahan pahandut, panarung 

kecamatan pahandut).  
Tanggal 06 mei  2006 

ST. 153.01/A-II/B-DPRD/2006  

       
/BKU/2006 

 
 

 

 

 

 
 

Rp.6.100.000,-     

84 AGUS 
ROMANSYAH, SH, 

DKK 

Biaya koordinasi dengan LSM 
pemantau proyek dan 

pembangunan daerah Kalimantan 

tengah mengenai pembentukan 

tim investigasi lapangan maupun 

pemeriksaan administrasi pada 

       
/BKU/2006 
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dana proyek PKPS-BBM TA. 

2005 wilayah kota palangka raya. 

Tanggal 11 mei 2006 
ST.155.01/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

 
Rp. 2.250.000,-     

85 HATIR SATA 

TARIGAN, SE, DKK 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

penyaluran dana di bidang 
keagamaan di kelurahan petuk 

bukit, panjehang dan petuk 

barunai kecamatan rakumpit.  

Tanggal 29 april  2006 

ST. 170.01/A-II/B-DPRD/2006  

       

/BKU/2006 

 

 

 
 

 

 

 

Rp.14.700.000,-     

2.4 Biaya Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD 

 

No. 

NAMA- NAMA 

PENERIMA 

SURAT PERINTAH 

KETERANGAN No. Kwitansi JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM. 

Biaya menghadiri pembukaan 

pendidikan dan latihan 

penanggulangan kebakaran 
bagi anggota pemadam 

kebakaran kota Palangka Raya.  

Tanggal 24 Juli 2006 

ST. 221.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

2 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM.  

Biaya menghadiri undangan 

HUT ke-6 harian umum Dayak 

post.  

Tanggal 22 Juli 2006 
ST. 220.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

3 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM. 

Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
kegiatan menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan sarana ibadah 

dan sekolah (kelurahan 

tangkiling dan sei gohong).  
Tanggal 09 November 2006 

ST. 211.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/2006 Rp. 5.550.000,-    

4 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
penambangan tanpa ijin 

(kelurahan pager dan bukit 

sua).  

Tanggal 13 Juli 2006 

ST. 218.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 6.750.000,-     

5 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN, MM. 

Biaya memantau kegiatan 

pertanian masyarakat di 

kelurahan kalampangan dan 
kereng bangkirai (kelurahan 

kalampangan dan kereng 

bangkirai kecamatan 

sebangau). 

 Tanggal 10 Juli 2006 
ST. 217.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

6 YURIKUS DIMANG Biaya menghadiri wisuda 

sarjana hukum STIH tambun 
bungai Palangka Raya 

angkatan XIX.  

Tanggal 01 Juli 2006 

ST. 222.01/A-II/B-DPRD/2006  

     /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

7 YURIKUS DIMANG Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

sosialisasi pelaksanaan 

program kegiatan pemerintah 

untuk pelayanan kesehatan di 
kelurahan bukit tunggal dan 

menteng (kelurahan bukit 

tunggal dan menteng).  

Tanggal 10 Juli 2006 

ST. 223/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

Disclaimer
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8 YURIKUS DIMANG Biaya koordinasi menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

penyaluran BLT (kelurahan 
pahandut dan panarung).  

Tanggal 13 Juli 2006 

ST. 224/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

9 YURIKUS DIMANG Biaya mengenai pemerintahan 
(kelurahan Petuk Bukit dan 

Mungku Baru).  

Tanggal 14 Juli 2006 

ST. 225/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 6.750.000,-     

10 YURIKUS DIMANG Biaya menghadiri undangan 

peluncuran buku Soekarno dan 

desain rencana ibukota RI di 

Palangka Raya.  
Tanggal 15 Juli 2006 

ST. 226/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

11 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya menghadiri seminar “ 
hari depan pembangunan 

pertanian menuju 

pembangunan berkelanjutan”.  

Tanggal 21 Juni 2006 

ST. 227/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

12 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri upacara 

pembukaan pekan olah raga 

pelajar daerah (POPDA) IX 

tingkat propinsi Kalimantan 
Tengah.  

Tanggal 23 Juni 2006 

ST. 228/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

13 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri pembukaan 

rapat kerja propinsi KNPI 

Kalimantan Tengah tahun 

2006.   

Tanggal 30 Juni 2006 
ST. 229/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

14 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat di 
kelurahan tangkiling dan 

kelurahan sei gohong 

kecamatan bukit batu 

(kecamatan bukit batu).  

Tanggal 03 Juli 2006 
ST. 230/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

15 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 
kegiatan masyarakat di bidang 

pertanian (kecamatan 

sebangau).  

Tanggal 07 Juli 2006 

ST. 231/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

16 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 

pos kamling di kelurahan 

pahandut dan panarung dalam 
rangka meningkatkan 

kewaspadaan bahaya kebakaran 

dan pencurian (kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 10 Juli 2006 
ST. 232/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

17 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

peresmian gereja GKE jemaat 
hanua ramang (desa hanua 

ramang).  

Tanggal 15 Juli 2006 

ST. 233/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 950.000,-     

18 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri upacara hari 

jadi kota palangka raya (kota 

palangka raya).  

Tanggal 15 Juli 2006 
ST. 234/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

19 ARIES MARCORIUS Biaya menghadiri peresmian       /BKU/2006 Rp. 350.000,-     
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NARANG, SE. dan sosialisasi balai benih ikan 

sei katune, pasar benih ikan dan 

depo pemasaran ikan.  
Tanggal 20 Juli 2006 

ST. 235/A-II/B-DPRD/2006  

20 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri sosialisasi 

teknis pengisian formulir 
kependudukan dan menghadiri 

dialog walikota palangka raya 

serta tanggapan dari nara 

sumber dengan RT/RW, Lkk, 

tim penggerak PKK, dan tokoh 
masyarakat kecamatan 

pahandut.  

Tanggal 24 Juli 2006 

ST. 236/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

21 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan 

peninjauan lapangan mengenai 

kegiatan perkembangan 

kegiatan pembangunan sarana 
publik di kelurahan petuk bukit 

dan takaras kecamatan 

rakumpit (kecamatan 

rakumpit).  

Tanggal 27 Juli 2006 
ST. 237/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

22 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

acara pencanangan bulan bhakti 
gotong royong masyarakat 

tingkat kota palangka raya 

tahun 2006.  

Tanggal 27 Juli 2006 

ST. 237/A-II/B-DPRD/2006  

385.a 

/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

23 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat  kelurahan habaring 

hurung dan kanarakan dalam 
rangka menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

penyaluran dana PKPS subsudi 

BBM (kelurahan habaring 

hurung dan kanarakan 
kecamatan rakumpit).  

Tanggal 29 Mei 2006 

ST. 183.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.f 

/BKU/2006 

Rp. 5.900.000,-     

24 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN ,MM.  

Biaya koordinasi dengan 
masyarakat  pahandut, 

panarung, dan langkai dalam 

rangka menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pembangunan dan rehabilitasi 
sarana kesehatan (kelurahan 

pahandut, panarung dan langkai 

kecamatan pahandut).  

Tanggal 12 Mei 2006 

ST. 179.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.c 
/BKU/2006 

Rp. 8.200.000,-     

25 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat  menteng, dan bukit 

tunggal dalam rangka 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai relokasi 

tempat hiburan yang 

meresahkan masyarakat 

(kelurahan menteng dan bukit 
tunggal kecamatan jekan raya).  

Tanggal 10 Mei 2006 

ST. 180.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.b 

/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

26 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

pelepasan kafilah MTQ kota 

palangka raya di muara teweh.  

Tanggal 30 Mei 2006 

ST. 182.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.j 

/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

27 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

upacara peringatan hari ulang 

383.e 

/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 287
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tahun ke-49 propinsi 

Kalimantan Tengah tahun 

2006.  
Tanggal 22 Mei 2006 

ST. 178.01/A-II/B-DPRD/2006  

28 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya menghadiri undangan 

upacara peringatan hari ulang 
tahun ke-49 propinsi 

Kalimantan Tengah tahun 

2006.  

Tanggal 22 Mei 2006 

ST. 198.01/A-II/B-DPRD/2006  

383.e 

/BKU/2006 

Rp. 350.000,-     

29 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

mengenai pelayanan kesehatan 

di daearah rawan (kecamatan 
petuk bukit, petuk barunai dan 

pager di kecamatan rakumpit).  

Tanggal 20 Mei 2006 

ST. 142.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 9.600.000,-     

30 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

acara pembukaan pendidikan 

dan pelatihan kepemimpinan 

tingkat IV angkatan VII di 
lingkungan pemerintah kota 

palangka raya TA. 2006.  

Tanggal 27 Mei 2006 

ST. 143.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

31 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat kelurahan 

pahandut seberang, tanjung 

pinang, dan tumbang rungan 
(kelurahan pahandut seberang, 

tannung pinang, dan tumbang 

rungan di kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 12 Mei 2006 
ST. 140.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.200.000,-     

32 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengenai 

pelayanan kesehatan remaja 
dan usia lanjut (kelurahan 

tangkiling, sei gohong dan 

habaring hurung di kecamatan 

pahandut).  

Tanggal 17 Mei 2006 
ST. 141.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.400.000,-     

33 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

rapat pimpinan khusus majelis 
besar agama hindu kaharingan 

pusat palangka raya.  

Tanggal 08 Mei 2006 

ST. 139.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

34 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

rapat pleno dewan pengurus 

daerah komite nasional pemuda 

Indonesia.  
Tanggal 30 Mei 2006 

ST. 144.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

35 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri undangan 

pembukaan pelatihan 
ketrampilan kerjasama antara 

pemerintah kabupaten murung 

raya dengan pemerintah kota 

palangka raya. 

Tanggal 02 Mei 2006 
ST. 138.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

36 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri undangan 

pembukaan lokakarya 
HIV/AIDS, NAPSA, KESPRO, 

PMS untuk rakyat Kalimantan 

Tengah.  

Tanggal 27 Mei 2006 

ST. 150.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 288
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37 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri undangan 

pelaksanaan dharma shanty 

hari raya nyepi tahun baru caka 
1928 tingkat propinsi 

Kalimantan Tengah.  

Tanggal 06 Mei 2006 

ST. 145.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

38 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri acara 

pembukaan musyawarah 

cabang VI partai persatuan 

pembangunan kota palangka 

raya.   
Tanggal 26 Mei 2006 

ST. 149.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 350.000,-     

39 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 
masyarakat kelurahan gaung 

baru dan bukit sua untuk 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran 

hutan dan lahan.  

Tanggal 20 Mei 2006 

ST. 147.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 7.100.000,-     

40 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 

masyarakat kelurahan 

tangkiling untuk menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
pengembangan usaha 

masyarakat.  

Tanggal 23 Mei 2006 

ST. 148.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 3.050.000,-     

41 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 

masyarakat kelurahan kereng 

bengkirai, danau tundai dan 

sabaru dalam rangka 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan kelurahan.  

Tanggal 15 Mei 2006 
ST. 147.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.300.000,-     

42 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 
pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 28 Januari 2006 

ST. ---  

31.b /BKU/2006 Rp.50.000.000,-     

43 YURIKUS DIMANG. Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 
raya.  

Tanggal 28 Januari 2006 

ST. ---  

31.c /BKU/2006 Rp.50.000.000,-     

44 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  
Tanggal 09 Juni 2006 

ST. ---  

408 /BKU/2006 Rp.13.600.000,-     

45 YURIKUS DIMANG. Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 
rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 09 Juni 2006 

ST. ---  

408 /BKU/2006 Rp.13.800.000,-     

46 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

408 /BKU/2006 Rp.22.500.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 289
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pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 09 Juni 2006 
ST. ---  

47 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 
pimpinan DPRD kota palangka 

raya dalam rangka menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kegiatan pembakaran lahan dan 

ladang kosong di kelurahan 
panjehang, petuk barunai, dan 

mungku baru kecamatan 

rakumpit.  

Tanggal 23 Desember 2006 

ST. 271/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006 Rp. 9.600.000,-     

48 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

untuk menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
peningkatan sarana dan 

prasarana jalan di lingkar luar 

(kelurahan bukit tunggal dan 

menteng kecamatan jekan 

raya).  
Tanggal 01 September 2006 

ST. 270/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

49 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya mengadakan koordinasi 
untuk menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan prasarana badan 

jalan desa (kelurahan 

tangkiling dan sei gohong 
kecamatan sebangau).  

Tanggal 07 September 2006 

ST. 272/A-II/B-DPRD/2006 

       /BKU/2006 Rp. 5.550.000,-     

50 YURIKUS DIMANG. Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

masyarakat dalam 

mengantisipasi tindak 

kejahatan dan gangguan 
kamtibnas lainnya di sekitar 

lingkungan pemukiman 

(kelurahan pahandut dan 

panarung kecamatan pahandut).  

Tanggal 01 September 2006 
ST.273/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 7.850.000,-     

51 YURIKUS DIMANG. Biaya memfasilitasi pertemuan 

masyarakat untuk peraturan 

daerah mengenai bahaya 
kebakaran lahan (kelurahan 

bukit tunggal).  

Tanggal 26 September 2006 

ST.274/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 2.850.000,-     

52 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat mengani 

kegiatan penanggulangan 

bahaya kebakaran (kelurahan 
petuk bukit dan panjehang 

kecamatan rakumpit).  

Tanggal 13 September 2006 

ST.275/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 5.350.000,-     

53 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dengan masyarakat di 

kelurahan kalampangan dan 

kereng bangkirai sekaligus 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pertanian dan peternakan 

(kelurahan kalampangan dan 

kereng bangkirai kecamatan 
sebangau).  

Tanggal 14 September 2006 

      /BKU/2006 Rp. 5.450.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ST.276/A-II/B-DPRD/2006  

54 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya memantau langsung 
penanggulangan bahaya 

kebakaran lahan bersama 

masyarakat (kelurahan 

palangka, menteng, petuk 

katimpun dan bukit tunggal 
kecamatan jekan raya).  

Tanggal 05 Oktober 2006 

ST. 341/A-II/B-DPRD/2006 

821.f 
/BKU/2006 

Rp.10.550.000,-     

55 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

kinerja DPRD kota palangka 

raya tahun 2006 (kelurahan 
banturung, tangkiling, 

kanarakan dan sei gohong 

kecamatan bukit batu). 

Tanggal 02 Oktober 2006 

ST. 340/A-II/B-DPRD/2006 

821.a 

/BKU/2006 

Rp.10.750.000,-     

56 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 

masyarakat menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 
kegiatan perbankan dalam 

membantu memberikan kredit 

lunak bagi usaha kecil dan 

menengah (kelurahan mungku 

baru, panjehang, petuk barunai 
dan petuk bukit kecamatan 

rakumpit).  

Tanggal 07 Oktober 2006 

ST. 342/A-II/B-DPRD/2006 

821.c 

/BKU/2006 

Rp.11.950.000,-     

57 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan safari 

ramadhan untuk meningkatkan 

toleransi umat beragama 

(kelurahan pahandut, panarung 
dan langkai kecamatan 

pahandut). 

Tanggal 11 Oktober 2006 

ST. 343/A-II/B-DPRD/2006 

821.d 

/BKU/2006 

Rp. 7.775.000,-     

58 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya mengikuti bulan 

ramadhan dengan masyarakat 

untuk meningkatkan toleransi 

umat beragama (kelurahan 

banturung, tangkiling dan sei 
gohong kecamatan bukit batu). 

Tanggal 11 Oktober 2006 

ST. 343/A-II/B-DPRD/2006 

821.e 

/BKU/2006 

Rp. 8.250.000,-     

59 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya tatap muka dengan para 

tokoh masyarakat, agama dan 

pemuda dalam rangka 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai sikap 
hidup saling tenggang rasa 

antar umat beragama 

(kelurahan pahandut, panarung, 

langkai dan pahandut seberang 

kecamatan pahandut).  
Tanggal 14 Oktober 2006 

ST. 345/A-II/B-DPRD/2006 

821.b 

/BKU/2006 

Rp.10.550.000,-     

60 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya koordinasi dengan 
masayarakat menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pengelolaan tanah garapan 

sebagai upaya mensejahterakan 

masyarakat sekitar (kelurahan 
kameloh baru, bereng bengkel, 

kalampangan dan kereng 

bangkirai kecamatan 

sebangau). 

Tanggal 18 Oktober 2006 
ST. 346/A-II/B-DPRD/2006 

821.g 
/BKU/2006 

Rp.10.650.000,-     

61 ARIES MARCORIUS Biaya melaksanakan safari       /BKU/2006 Rp. 4.450.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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NARANG, SE. ramadhan (kelurahan mungku 

baru kecamatan rakumpit).  

Tanggal 20 Oktober 2006 
ST. 347/A-II/B-DPRD/2006 

62 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menghadiri kegiatan 

buka puasa bersama (kelurahan 

pahandut dan langkai 
kecamatan pahandut). 

Tanggal 05 Oktober 2006 

ST. 348/A-II/B-DPRD/2006 

     /BKU/2006 Rp. 550.000,-     

63 YURIKUS DIMANG. Biaya koordinasi dengan 

masayarakat mengenai tindak 

pembakaran lahan dan 

kebakaran hutan dikaitkan 

dengan peraturan daerah 
menmgenai pembakaran hutan 

(kelurahan kalampangan, 

bereng bengkel, kereng 

bangkirai dan kameloh baru).  

Tanggal 07 Oktober 2006 
ST.350/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp.10.650.000,-     

64 YURIKUS DIMANG. Biaya menampung aspirasi 

masyarakat menengah usul 
masyarakat untuk 

pembangunan sarana dan 

prasarana pelayanan 

masyarakat (kelurahan 

tangkiling, sei gohong, 
banturung dan kanarakan).  

Tanggal 12 Oktober 2006 

ST.351/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp.10.750.000,-     

65 YURIKUS DIMANG. Biaya melaksanakan koordinasi 

dan memantau kegiatan pusat 

kesehatan masyarakat 

(kelurahan pahandut, langkai 

dan panarung).  
Tanggal 03 Oktober 2006 

ST.349/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.050.000,-     

66 YURIKUS DIMANG. Biaya melaksanakan koordinasi 

dan memantau kegiatan 
pembangunan pelayanan 

masyarakat (kelurahan mungku 

baru, petuk barunai, panjehang 

dan petuk bukit kecamatan 

rakumpit).  
Tanggal 14 Oktober 2006 

ST.352/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp.11.950.000,-     

67 YURIKUS DIMANG. Biaya menghadiri kegiatan 
berbuka puasa bersama 

masyarakat (kelurahan 

tangkiling, sei gohong dan 

banturung).  

Tanggal 19 Oktober 2006 
ST.353/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/2006 Rp. 8.250.000,-     

68 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM.  

Biaya untuk membayar bantuan 

kepada masyarakat dalam 
rangka pelaksanaan tugas 

pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal  Agustus 2006 

ST. ---  

      /BKU/2006 Rp.50.000.000,-     

69 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan dana 

/ donatur penyelenggaraan 

HUT ke-61 RI di kelurahan 

banturung tahun 2006.  
Tanggal 31 agustus 2006 

ST. --- 

 672/BKU/2006 Rp. 500.000,-     

70 ARIES MARCORIUS 
NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 

penyaluran raskin dan BLT 

bagi masyarakat miskin 

(kelurahan panjehang, petuk 

barunai dan mungku baru 

664.c 
/BKU/2006 

Rp. 9.600.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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kecamatan  rakumpit).  

Tanggal 16 agustus 2006 

ST.246.01/A-II/B-DPRD/2006  

71 Drs. H. JAMRAN 

KURNIAWAN ,MM. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

dan sosialisasi dengan 

masayarakat mengenai 

koordinasi kegiatan 
penanggulangan bencana 

(kelurahan gaung baru dan 

bukit sua kecamatan rakumpit).  

Tanggal 03 agustus 2006 

ST.241.01/A-II/B-DPRD/2006  

666.a 

/BKU/2006 

Rp. 7.100.000,-     

72 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya melaksanakan koordinasi 

mengenai rencana pengawasan 

dan  rehabilitasi jembatan titian 
kawasan murjani bawah untuk 

menampung aspirasi 

masyarakat (kelurahan 

pahandut kecamatan pahandut).  

Tanggal 09 agustus 2006 
ST.245.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.b 

/BKU/2006 

Rp. 2.850.000,-     

73 YURIKUS DIMANG. Biaya memfasilitasi pertemuan 

masyarakat untuk peraturan 
daerah mengenai bahaya 

kebakaran lahan (kelurahan 

bukit tunggal dan petuk 

katimpun).  

Tanggal 05 agustus 2006 
ST.239.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.a 

/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

74 YURIKUS DIMANG. Biaya mengadakan koordinasi 

dengan masayarakat memantau 
pelaksanaan pembangunan 

prasarana kesehatan 

masyarakat (kelurahan 

palangka dan menteng dan 

bukit tunggal).  
Tanggal 22 agustus 2006 

ST.240.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.c 

/BKU/2006 

Rp. 8.200.000,-     

75 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan dana 

dalam rangka memeriahkan 
perayaan HUT proklamasi 

kemerdekaan RI di lingkungan 

RT/RW kelurahan langkai 

kecamatan pahandut 

(kecamatan pahandut).  
Tanggal 31 agustus 2006 

ST. --- 

 671/BKU/2006 Rp. 500.000,-     

76 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN ,MM. 

Biaya menampung aspirasi 
masyarakat sebagai usul inisitif 

mengenai pemberdayaan 

budidaya perikanan (kelurahan 

pahandut seberang dan 

panarung kecamatan pahandut).  
Tanggal 26 agustus 2006 

ST.243.01/A-II/B-DPRD/2006  

665.e 
/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

77 Drs. H. JAMRAN 
KURNIAWAN ,MM. 

Biaya koordinasi dan 
sosialisasi untuk menampung 

aspirasi masyarakat mengenai 

pelaksanaan kegiatan 

pembangunan bagi masyarakat 

sesuai dengan perda APBD 
tahun anggaran 2006 

(kelurahan kanarakan dan 

banturung kecamatan bukit 

batu).  

Tanggal 11 agustus 2006 
ST.242.01/A-II/B-DPRD/2006  

666.b 
/BKU/2006 

Rp. 5.550.000,-     

78 YURIKUS DIMANG. Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan prasarana 
pemukiman masyarakat 

(kelurahan tanjung pinang dan 

tumbang rungan).  

665.a 

/BKU/2006 

Rp. 5.350.000,-     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tanggal 02 agustus 2006 

ST.238.01/A-II/B-DPRD/2006  

79 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 

pemberdayaan masyarakat 

dalam kegiatan pembangunan 

pertanian dan perkebunan 
(kecamatan tangkiling dan 

marang).  

Tanggal 30 agustus 2006 

ST.248.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.e 

/BKU/2006 

Rp. 5.550.000,-     

80 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

peningkatan jalan di kelurahan 

habaring hurung dan kanarakan 
(kelurahan habaring hurung 

dan kanarakan).   

Tanggal 19 agustus 2006 

ST.247.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.d 

/BKU/2006 

Rp. 5.550.000,-     

81 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya mengadakan koordinasi 

menampung aspirasi 

masyarakat mengenai kegiatan 

pembangunan prasarana badan 
jalan desa (kelurahan 

kalampangan dan bereng 

bengkel kecamatan sebangau).  

Tanggal 09 agustus 2006 

ST.244.01/A-II/B-DPRD/2006  

664.a 

/BKU/2006 

Rp. 5.450.000,-     

82 ARIES MARCORIUS 

NARANG, SE. 

Biaya membayar bantuan biaya 

kepada masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas 
pimpinan DPRD kota palangka 

raya.  

Tanggal 28 Januari 2006 

ST.---  

31.a /BKU/2006 Rp.75.000.000,-     

 

3.3. 1 (satu) Map UUDP Biaya Perjalanan dan Biaya Pengembangan SDM 

 Surat Tanda Setoran Model Bend. 17 sebesar Rp. 373.000,- untuk 

biaya penyetoran UUDP Tahun Anggaran 2006 dari sekretariat 

DPRD Kota Palangka Raya dengan rincian sebagai berikut : 

-  1.1.05.08.2 Biaya Koordinasi Rp.  168.000,- 

- 2.1.05.09.2 Biaya Penunjangan Pimpinan Rp.  175.000,- 

- 1.3.01.05.2 Biaya Dinas Panggilan  Rp.   30.000,-  

 Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 1.906.800,- untuk biaya penye-

toran uang selisih lebih pengeluaran tahun 2006 dengan rincian 

sebagai berikut : 

-  2.1.01.02.1 (Dinas Dalam Daerah) Rp. 935.000,- 

- 13.01.06.2 (Dinas Tugas Khusus) Rp.971.800,-  

3.4. Foto copy Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 01/SK-

KEU/PERBEND/2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Penunjukan/ 

pengangkatan Pemegang Kas Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja serta 

Atasan Langsung  di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya 

Tahun Anggaran 2006. (16 halaman) ; 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3.5. Foto copy Buku Kas Umum (Model Bend.10) Pemegang Kas Sekre-

tariat DPRD Kota Palangka Raya bulan Januari 2006 s.d. Desember 

2006 (132 halaman) ; 

3.6. Asli Kwitansi sebanyak 43 (empat  puluh tiga) lembar yang terdiri dari : 

No. 

Urut 

Tgl. 

Kwitansi 
Terima Dari 

 
 Uang sebanyak 

(Rp.) 
 

Untuk Penerima Keterangan 

1 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya dalam rangka 
pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD 
melaksanakan 
koordinasi dengan 
masyarakat mengenai 

penyaluran dan 
PKPS subsidi BBM 
di Kel. Kanarakan 
Kec. Rakumpit sesuai 

surat tugas No. 
183.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

Mei 2006 

WALDES 
SALEM 
(Kelurahan 

Kanarakan) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

2 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan pelaksanaan 
tugas Pimpinan 
DPRD Kota 
Palangka Raya dalam 

rangka mengadakan 
koordinasi dengan 
masyarakat untuk 

menampung aspirasi 
mengenai 
pengembangan usaha 
masyarakat di Kel. 

Tangkiling 
Kecamatan Bukit 
Batu sesuai surat 
tugas No. 148.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal Mei 2006 

MERI 

KRISTIN 
(Kelurahan 
Tangkiling) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

3 20 
Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan dalam 
rangka menghadiri 

buka puasa bersama 
di Kelurahan Sei 
Gohong Kecamatan 
Bukit Batu tanggal 

20-21 Oktober 2 006  
sesuai Tugas 
No.353/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
19 Oktober 2006 

ASEL, S.Sos 
(Kelurahan 
Sei Gohong) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

4 15 Juli 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
pelaksanaan BOS di 
sekolah-sekolah di 
Kelurahan Tumbang 

Tahai sesuai Tugas 
No. 200.01/A-11 /B-
DPRD/2006 tgl 14 
Juni 2006 

YUS 
ANWAR 
(Kelurahan 

Tumbang 
Tahai) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

5 Mei 2006 Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan pelaksanaan 
tugas Pimpinan 
DPRD Kota 
Palangka Raya dalam 

rangka mengadakan 
koordinasi dengan 
masyarakat untuk 
menampung aspirasi 

mengenai relokasi 

JAENPANA

LU, S.Sos 
(Kelurahan 
Menteng) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

Disclaimer
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tempat hiburan y ang 
meresahkan 

masyarakat di Kel. 
Menteng Kecamatan  
Jekan Raya sesuai 
Surat Tugas No. 

180.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
10 Mei 2006 

6 13-12-
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegaitan 

menampung asporasi 
masyarakat mengenai 
program kegiatan 
pendidikan sebagai 

usul inisiatif dalam 
Raperda APBD 2007 
di Keluarahan 

Banturung sesuai 
Tugas No.377/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 12 Desember 

2006 

WIN FRIED 
DUNNIE 

(Kelurahan 
Banturung) 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

7 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 
mengenai tuntutan 

santunan tanam 
tumbuh eks PPLG 1 
juta Hektar di 
Keluarahan Danau 

Tundai sesuai surat 
tugas No. 156.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal  Mei 2006 

ANANG 
ENTENG 
(Kelurahan 
Danau 

Tundai) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

8 24 Nop 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya kegiatan dalam 
rangka koordinasi 
untuk menampung 
aspirasi masyarakat 

mengenai 
peningkatan 
prasarana dan 
pelayanan publik di 

Keluarahan Kereng 
Bengkirai, sesuai 
surat tugas 

No.370/A-11/B-
DPRD Tgl. 23 
Nopember 2006. 

SETH 

AJANG, 
S.Sos.MAP 
(Kelurahan 
Kereng 

Bengkirai) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

9 18 Juli 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 

rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai 8 (delapan) 
buah Raperda Kota 

Palangka Raya di 
Kel. Pahandut 
Seberang Kec. 
Pahandut tanggal 1 8  

Juli 2006 sesuai 
dengan Surat Tugas 
No.208.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

17 Juli 2006 

WALTER 
(Kelurahan 

Pahandut 
Seberang) 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

10 10-11-
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan 
koordinasi dengan 
masyarakat 

Kelurahan Marang 
mengenai kegiatan 
Pemerintah Desa 

dalam pelayanan 
kependudukan dan 
pemukiman. Surat 
Tugas No. 357/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal 09 November 
2006 

ITHER  
(Kelurahan 
Marang) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

11 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya dalam 

menampung aspirasi 

IRA DEWI 
KARYANI, 

S.Sos 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
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Palangka 
Raya 

masyarakat tentang 
pelaksanaan Perda 

APBD Kota Tahun 
2006 tentang sharing 
pengembangan 
tanaman karet seluas 

50 Ha di 
Kel.Kalampangan 
Kecamatan Sebangau 
sesuai surat tugas 

No.157.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
Mei 2006 

(Kelurahan 
Kalampanga

n) 

SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

12 Septem-
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya koordinasi 

menampung aspirasi 
masyarakat sebagai 
usul inisiatif 

mengenai perlunya 
pengelolaan 
penerangan listrik 
bagi masyarakat di 

Kelurahan Panarung 
Kecamatan Pahandut 
sesuai Surat Tugas 
No.302/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
25 September 2006 

ANDRIE  
(Kelurahan 

Panarung 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

13 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya dalam rangka 
pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD 
melaksanakan 
koordinasi dengan 
masyarakat tentang 

pelayanan kesehatan 
remaja dan usia 
lanjut di Kelurahan 
Habaring Hurung 

Kecamatan Pahandut 
sesuai surat tugas 
No.141.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
Mei 2006 

MALAND 
TIMBUNG 
(Kelurahan 

Habaring 
Hurung) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

14 13 Juni 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dalam 
rangka menampung 

aspirasi masyarakat 
mengenai 
pelaksanaan 
pembangunan yang 

menerapkan 
asksesbilitasi bagi 
para penyandang 
cacat di Kel. Langkai 

sesuai dengan surat 
tugas No.192.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 13 Juni 2006 

AMANDUS 
FRENALDY
,AP.Msi 

(Kelurahan 
Langkai) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

 

15 

13 juni 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

koordinasi dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai rencana 

pemasangan jaringan 
distribusi SURT PT. 
PLN di wilayah Kel. 

Tanjung Pinang 
sesuai dengan Surat 
Tugas No.186.01/A-
11/B-DPRD/2006 

tanggal 12 Juni 2006 

HENDRIKU

S S. BUDI, 
AP. 
(Kelurahan 
Tanjung 

Pinang) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

16 Juni 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 

dalam rangka 
sosialisasi mengenai 
perencanaan pemban. 
yg memberi 

aksesbilitasi bagi 
penyandang cacat 

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 

Tunggal) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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sesuai surat edaran 
Menteri Negara PPN 

Kepala Bapenas 
No.3065/M.PPN/05/
2006 ke Kelurahan 
Bkt. Tunggal dengan  

Surat Tugas 
No.187.01/A-11/B-
DPRD/2006 tgl 14 
Juni 2006 

17 Agustus 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan dalam 
rangka 
mengumpulkan data 
mengenai kegiatan 

pemerintahan desa 
dalam melayani 
masyarakat sebagai 

usul inisiatif DPRD 
dalam menyusun 
Peraturan Daerah di 
Keluarahan Bukit 

Tunggal sesuai Surat 
Tugas No.250.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 03 Agustus 

2006 

SAWANG 

NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 
Tunggal) 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

18 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka memantau 
pelaksanaan Perda 

APBD Kota 
Palangka Raya Tahun 
2006 mengenai 
pemberdayaan 

perempuan dan 
kesejahteraan 
masyarakat di 
kelurahan Bukit 

Tunggal sesuai Surat 
Tugas No. 267.01/A-
11/B-DPRD/2006 

tanggal 19 Agustus 
2006 

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 

Tunggal) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

19 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 

dalam rangka 
memantau kegiatan 
Pemerintah 
meningkatkan 

pelayanan kesehatan 
masyarakat di 
Kelurahan Bukit 
Tunggal Kecamatan 

Jekan Raya sesuai 
Surat Tugas 
No.259.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

12 Agustus 2006  

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 

Bukit 
Tunggal) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

20 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka 
mengumpulkan data 

mengenai kegiatan 
ekonomi masyarakat 
di bidang 

perdagangan dan 
industri dalam rangka 
Usul Inisiatif DPRD 
untuk Penyusunan 

Perda di Kelurahan 
Bukit Tunggal sesuai 
Surat Tugas No. 
258.01/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
Agustus 2006 

SAWANG 
NK, BA 
(Kelurahan 
Bukit 

Tunggal) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

21 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 

dalam rangka 
sosialisasi 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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perencanaan 
pembangunan yang 

memberikan 
aksesbilitasi bagi 
penyandang cacat 
sesuai surat edaran 

Menteri Negara 
PPN/Kepala 
Bappenas Nomor 
3605/M.PPN/05/200

6 di Kelurahan Petuk 
Katimpun sesuai 
surat tugas 

No.187.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
14 juni 2006 

Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

22 Septem- 
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya sosialisasi 

pelaksanaan 
peraturan daerah kota 
palangka raya 
mengenai APBD di 

bidang keagamaan 
dan aliran 
kepercayaan 
masyarakat di 

kelurahan Petuk 
Katimpun Kecamatan 
Jekan Raya sesuai 
surat tugas No. 

300/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
14 September 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

23 Septem-
ber 2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya koordinasi 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 
pelayanan kesehatan 
masyarakat dalam 

penanggulangan 
bahaya flu burung di 
Kelurahan Petuk 

Katimpun Kecamatan 
Jekan Raya sesuai 
Surat Tugas No. 
292/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
25 September 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

 
24 

Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan 
mengumpulkan data 

peredaran minuman 
beralkohol dalam 
rangka penyiapan 
Raperda 

pengendalian dan 
pengawasan 
peredaran minuman 
beralkohol di 

Kelurahan Petuk 
Katimpun sesuai 
surat tugas No. 

194.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
13 Juni 2006 

Lurah Petuk 
Katimpun 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONIM
AH 

25 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
pelaksanaan tugas 

Pimpinan An. Aries 
M. Narang, SE dalam 
rangka melaksanakan 
koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 
kegiatan Poskamling 
di Kel. Pahandut 
sesuai surat tugas No. 

232.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
10 Juli 2006. 

 
 Kelurahan 

Pahandut  

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

26 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 

2.500.000,- Membayar biaya 
pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD 
Kota Palangka Raya  

 
Kelurahan 

Pahandut  

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Raya dalam rangka 
mengadakan 

koordinasi dengan 
masyarakat dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 

mengenai penyaluran 
Bantuan Langsung 
Tunai di Kel. 
Pahandut sesuai surat 

tugas No. 224.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 13 Juli 2006. 

 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

27 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 

rangka menampung 
aspirasi masyarakat 
mengenai 8 (delapan) 

buah Raperda Kota 
Palangka Raya di 
Kel. Pahandut Kec. 
Pahandut sesuai surat 

tugas No. 209.01/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 11 Juli 2006. 

 
 Kelurahan 

Pahandut  

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

28 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 

menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 
pelaksanaan 
pembangunan yang 

menerapkan 
aksesbilitas bagi para  
penyandang cacat di 
Kelurahan Pahandut 

Kecamatan Pahandut 
sesuai surat tugas No. 
192.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

12 Juni 2006. 

 
 Kelurahan 

Pahandut  

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

29 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka melaksanakan 
koordinasi dengan 

masyarakat mengenai 
Penerapan 
pelaksanaan sistem 

keamanan 
lingkungan di Kel. 
Tumbang Rungan 
sesuai surat tugas No. 

265.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
12 Agustus 2006. 

KARNEGI 
L. 
PATIANOM 
(Kelurahan 

Tumbang 
Rungan) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

30 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya dalam rangka 

pelaksanaan tugas 
Pimpinan DPRD 
melaksanakan 
koordinasi dengan 

masyarakat tentang 
pelayanan kesehatan 
yang memenuhi mutu 
di Kel. Tumbang 

Rungan Kecamatan 
Pahandut sesuai surat 
tugas No. 140.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal Mei 2006. 

KARNEGI 
L. 

PATIANOM 
(Kelurahan 
Tumbang 
Rungan) 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

31 Agustus 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan pelaksanaan 
tugas Pimpinan 

DPRD Kota 
Palangka Raya dalam 
rangka Menampung 
aspirasi masyarakat 

mengenai kegiatan 
pembangunan 
prasarana 
pemukiman 

masyarakat di Kel. 
Tumbang Rungan 

KARNEGI 
L. 
PATIANOM 

(Kelurahan 
Tumbang 
Rungan) 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sesuai surat tugas No. 
238.01/A-11/B-

DPRD/2006. 

32 Juni 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dalam 
rangka menampung 
aspirasi masyarakat 

dalam rangka 
Sosialisasi  mengenai 
perencanaan 
pembang. Yg 

memberi aksesbiliti 
bagi penyandang 
cacat sesuai surat 
edaran Menteri 

Negara PPN Kepala 
Bapenas 
No.3065/M.PPN/05/

2006 ke Kel. 
Palangka sesuai surat 
tugas No. 187.01/A-
11/B-DPRD/2006 

tanggal 14 juni 2006. 

 
Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

33 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan dalam 
rangka menampung 
aspirasi dengan 

masyarakat mengenai 
8 (delapan) buah 
Raperda Kota P. 
Raya di Kel. 

Palangka Kec. Jekan  
Raya tanggal 18 Juli 
2006  sesuai surat 
tugas No. 216.01/A-

11/B-DPRD/2006 
tanggal 17 Juli  2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

34 14 Juni 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
biaya kegiatan 
mengumpulkan data 

peredaran minuman 
beralkohol dalam 
rangka penyiapan 
Raperda 

Pengendalian & 
Pengawasan 
Minuman beralkohol 

di Kel. Palangka  
sesuai surat tugas No. 
194.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

13 Juni  2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

35 Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
dalam rangka 
Mengumpulkan Data 
tentang permintaan 

pembangunan Fisik 
prasarana dalan 
sebagai usul inisiatif 
dalam rangka 

menysun Raperda 
APBD TA 2007 di 
Kel. Palangka  Kec. 
Jekan Raya sesuai 

surat tugas No. 
323/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 

02/10/06. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

36 Oktober 

2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 

kegiatan memantau 
langsung 
penanggulangan 

bahaya kebakaran 
lahan bersama 
masyarakat ke 4 
(empat) Kelurahan di 

Kelurahan Palangka  
Kecamatan Jekan 
Raya sesuai tugas 
No. 341/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
05 Oktober 2006. 

Kel. 

Palangka 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 301



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 302 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

37 Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 

dengan masyarakat 
dalam rangka 
menampung Aspirasi 
dengan masyarakat 

mengenai Peran 
Lembaga dalam 
mengakomodasi 
aspirasi masyarakat 

mengenai Swadaya 
Pemerintah Daerah 
dan perangkatnya di 

Kel. Palangka  Kec. 
Jekan Raya sesuai 
tugas No. 317/A-
11/B-DPRD/2006 

tanggal 02-10-2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

38 Oktober 
2006 

Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 

Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 
dengan masyarakat 
Dalam Rangka 

Menampung Aspirasi 
Masyarakat Mengani 
Pengelolaan Asset 
Daerah Dalam 

Bidang Kelengkapan  
Inventaris Daerah di 
Kel. Palangka  Kec. 
Jekan Raya sesuai 

tugas No. 319/A-
11/B-DPRD/2006 
tanggal 02-10-2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 

 
Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 

HAIRONI-
MAH 

39 Mei 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 
kegiatan Koordinasi 

dengan masyarakat 
mengenai 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 

kesenian di Kel. 
Palangka  Kecamatan 
Jekan Raya sesuai 

surat tugas No. 
170.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
Mei 2006. 

Kel. 
Palangka 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

40 09 

Septem-
ber 2006 

Pemegang 

Kas Set. 
DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar bantuan 

biaya Sosialisai 3 
(tiga) buah Peraturan 
Daerah Kota 
palangka Raya di 

Kel. Bukit Sua 
Kecamatan Rakumpit 
sesuai surat tugas 
No.296/A-11/B-

DPRD/2006 tanggal 
08 September 2006. 

LISER, SE. 

Kelurahan 
Bukit Sua 

Setuju 

dibayar, 
BEKER 
SIMON, SE 
 

Lunas 
dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-

MAH 

41 Juni 2006 Pemegang 
Kas Set. 
DPRD Kota 

Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
koordinasi dlm 
rangka menampung 

aspirasi masyarakat 
mengenai 
Pelaksanaan kegiatan 
pendataan keluarga 

tahun 2006 di Kel. 
Bukit Sua sesuai 
surat tugas 

No.193.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
14 Juni 2006. 

LISER, SE. 
Kelurahan 
Bukit Sua 

Setuju 
dibayar, 
BEKER 

SIMON, SE 
 
Lunas 
dibayar Ben- 

daharawan 
HAIRONI-
MAH 

42 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
Pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD 
Kota Palangka Raya 
dalam rangka 
menampung aspirasi 

masyarakat mengenai 
penambangan Tanpa 
Ijin (PETI) di Kel. 
Bukit Sua sesuai 

tugas No.218.01/A-
11/B-DPRD/2006 

LISER, SE. 
Kelurahan 

Bukit Sua 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 302
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tanggal   Juli 2006. 

43 Juli 2006 Pemegang 
Kas Set. 

DPRD Kota 
Palangka 
Raya 

2.500.000,- Membayar biaya 
kegiatan koordinasi 

Menampung aspirasi 
masyarakat mengenai 
pelaksanaan kegiatan 
pendataan keluarga 

tahun 2006 di Kel. 
Bukit Sua Kecamatan 
Rakumpit sesuai 
surat tugas 

No.193.01/A-11/B-
DPRD/2006 tanggal 
14 Juni 2006. 

LISER, SE. 
Kelurahan 

Bukit Sua 

Setuju 
dibayar, 

BEKER 
SIMON, SE 
 
Lunas 

dibayar Ben- 
daharawan 
HAIRONI-
MAH 

3.7. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran : 

7.1 Biaya Penyiapan Raperda 
 

No. 

Nama- Nama 

Penerima 

Surat 
Perintah 

Uraian Kegiatan No. Kwitansi Jumlah 

1 2 3 4 5 

1. HATIR 

SATA 

TARIGAN, 

SE. 

Biaya bantuan kegiatan untuk 

mengumpulkan data pendukung dari 

pemerintah daerah Banjarmasin dalam 

rangka persiapan pembahasan Raperda 

penerangan jalan umum dan pajak 
pengguna tenaga listrik ke 

Banjarmasin (Kalsel). 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006  

      /BKU/ 2006.  

 

 

 

 
 

Rp.12.475.000,- 

2. HATIR 

SATA 

TARIGAN, 

SE. 

Biaya bantuan kegiatan menampung 

Aspirasi masyarakat di Kecamatan 

Bukit Batu dalam rangka persiapan 

raperda penerangan jalan umum dan 
pajak pengguna tenaga listrik pada 

tanggal 06 s/d 07 Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 09.01/A-II/B-DPRD/2006  

110.b/BKU/ 

2006. 

 

 

 

 
 

Rp. 9.250.000,- 

3. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan sosialisasi 

mengenai tapal Batas Kecamatan 

Bukit Batu dengan Kecamatan 

Rakumpit di Mungku Baru pada 
tanggal 28 Januari 2006.  

Tanggal 27 Februari 2006 

ST. 30.01/A-II/B-DPRD/2006  

106.c/BKU/ 

2006. 

 

 

 

 
Rp. 9.050.000,- 

4. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan pertemuan 

dengan masyarakat mengenai 

pengaturan tapal batas kelurahan dan 

kecamatan di Kecamatan Sebangau 

pada tanggal 30 Januari 2006.  
Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 31.01/A-II/B-DPRD/2006  

106.c/BKU/ 

2006. 

 

 

 

 

Rp. 4.750.000,- 

5. AGUS 

ROMANSYA
H, SH. 

Biaya bantuan dalam rangka 

pertemuan dengan masyarakat 
mengenai masalah pertanahan di 

Kecamatan Pahandut dan Kecamatan 

Jekan Raya pada tanggal 20 s/d 21 

Januari 2006. Tanggal 28 Februari 

2006 
ST.27.01/A-II/B-DPRD/2006  

106.d/BKU/ 

2006. 

 

 
 

 

Rp. 7.300.000,- 

6. AGUS 

ROMANSYA
H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan peninjauan 

lapangan mengenai tapal batas 
Kelurahan Marang dengan Kelurahan 

Tumbang Tahai tanggal 25 s/d 26 

Januari 2006. Tanggal 28 Februari 

2006 

ST.29.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/ 

2006. 

 

 
 

 

Rp. 4.500.000,- 

7. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya kegiatan untuk pengumpulan 

data di Kecamatan Jekan Raya dalam 

rangka persiapan pembahasan Raperda 
tentang pengelolaan pertamanan dan 

keindahan kota Plangka Raya tanggal 

      /BKU/ 2006.  

 

 
 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 303



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 304 dari 308 hal. Put. No. 2363 K/Pid.Sus/2011 

11 s/d 12 Januari 2006. 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.21.01/A-II/B-DPRD/2006. 

Rp. 3.850.000,- 

8. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya bantuan kegiatan pengawasan 

terhadap Komite Sekolah di 

Kecamatan Bukit Batu dalam hal 

peran serta Komite Sekolah membantu 
pihak Sekolah melaksanakan kegiatan 

yang dibiayai dari dana BOS tanggal 

02 s/d 03 Januari 2006. Tanggal 28 

Februari 2006 

ST.12.01/A-II/B-DPRD/2006. 

       /BKU/ 

2006. 

 

 

 

 
 

 

Rp. 5.250.000,- 

9. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya kegiatan pengumpulan data di 

Kecamatan Jekan Raya dalam rangka 

pembahasan Raperda tentang 
pengelolaan pertamanan.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.13.01/A-II/B-DPRD/2006. 

       /BKU/ 

2006. 

 

 

 
 

Rp. 3.300.000,- 

10 HATIR 

SATA 

TARIGAN, 

SE. 

Biaya bantuan kegiatan untuk 

mengumpulkan data pendukung dari 

pemerintah daerah Banjarmasin dalam 

rangka persiapan Raperda penerangan 

jalan umum dan pajak pengguna 
tenaga listrik ke Banjarmasin (Kalsel).  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 10.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/ 

2006. 

 

 

 

 

 
 

Rp.12.475.000,- 

11. HATIR 
SATA 

TARIGAN, 

SE. 

Biaya bantuan dalam rangka kegiatan 
pengkajian Raperda tentang Retribusi 

Ijin Usaha Jasa Konstruksi oleh 

Anggota DPRD Kota (Komisi II) 

dengan Tenaga Ahli pada tanggal 11 
Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 08.01/A-II/B-DPRD/2006  

 110.c/BKU/ 
2006. 

 
 

 

 

Rp. 5.000.000,- 

7..2   Biaya Koordinasi dan Konsultasi : 
 

No. Nama-Nama 

Penerima 

Surat Perintah 

Uraian Kegiatan No. Kwitansi Jumlah 

1 2 3 4 5 

1. JUNAIDI, 
S.Ag. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 
dalam rangka menampung dan 

menyerap aspirasi masyarakat 

tentang rencana pencairan dana 

BOS tahap II di Kelurahan Petuk 

Barunai dan Kelurahan Mungku 
Baru Kecamatan Rakumpit. 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 18.01/A-II/B-DPRD/2006  

114.b /BKU/ 2006.  
 

 

 

 

Rp.9.525.000,- 

2. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

dan konsultasi di Jakarta tentang 

Anggaran pendidikan untuk 

pelaksanaan bidang pendidikan di 

Kota Palangka Raya pada tanggal 
04 s/d 07 Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 11.01/A-II/B-DPRD/2006  

       /BKU/ 2006.  

 

 

 

 
Rp.23.450.000,- 

3. ZULKIFLI 

YAHYA, SH. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

dan konsultasi PP. 37, PP 53 dan PP 

58 di Departemen Dalam Negeri RI 

Jakarta pada tanggal 09 s/d 12 

Januari 2006.  
Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 23.01/A-II/B-DPRD/2006  

103.d/BKU/ 2006.  

 

 

 

Rp.16.750.000,- 

4. ASNAWI, 

SP. 

Biaya pengumpulan data dalam 

rangka pembahasan Raperda Ijin 
Industri di Sampit. Tanggal 28 

Februari 2006 

ST. 04.01/A-II/B-DPRD/2006  

110.d/BKU/ 2006.  

 
Rp. 5.970.000,- 

5. AGUS 

ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 

Anggota DPRD Kota Palangka 

Raya dengan masyarakat mengenai 

102.d/BKU/ 2006.  

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 304
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kegiatan pemerintahan dan 

kemasyarakatan di Kecamatan 

Rakumpit pada tanggal 17 dan 18 
Januari 2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.25.01/A-II/B-DPRD/2006  

 

 

Rp. 8.200.000,- 

6. ZULKIFLI 
YAHYA, SH. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 
mengenai rencana usul inisiatif 

Anggota DPRD Kota Palangka 

Raya ke LKBH STIH-TB Palangka 

Raya pada tanggal 14 dan 16 

Januari 2006. 
 Tanggal 28 Februari 2006 

ST.24.01/A-II/B-DPRD/2006  

103.c/BKU/ 2006.  
 

 

 

Rp.10.750.000,- 

7. AGUS 
ROMANSYA

H, SH. 

Biaya bantuan kegiatan koordinasi 
Anggota DPRD Kota Palangka 

Raya dengan masyarakat guna 

menampung Aspirasi mengenai 

tapal batas wilayah di Kelurahan 

Marang dengan Kelurahan 
Tumbang Tahai tanggal 23 dan 24 

Januari 2006. 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.28.01/A-II/B-DPRD/2006. 

103.a/BKU/ 2006.  
 

 

 

 

 
Rp. 9.500.000,- 

8. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya bantuan koordinasi untuk 

menampung dan menyerap Aspirasi 

masyarakat tentang rencana 

pencaiaran dana BOS tahap II di 
Kelurahan Panjehang Kecamatan 

Rakumpit pada tanggal 23 Januari 

2006.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.20.01/A-II/B-DPRD/2006. 

114.d/BKU/ 2006.  

 

 

 
 

Rp. 7.025.000,- 

9. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya kegiatan menampung aspirasi 

masyarakat mengenai bantuan 

langsung tunai kepada rakyat 
miskin di Kecamatan Sebangau. 

Tanggal 28 Februari 2006 

ST.17.01/A-II/B-DPRD/2006. 

       /BKU/ 2006.  

 

 
Rp. 3.150.000,- 

10 JUNAIDI, 
S.Ag. 

Biaya kegiatan mengadakan 
sosialisasi tentang peraturan Komite 

Sekolah pada SD Negeri di 

Kelurahan Langkai Kecamatan 

Pahandut pada tanggal 09 Januari 

2006. Tanggal 28 Februari 2006 
ST. 15.01/A-II/B-DPRD/2006  

114.b/BKU/ 2006.  
 

 

 

Rp. 4.425.000,- 

11. JUNAIDI, 

S.Ag. 

Biaya kegiatan sosialisasi tentang 

peraturan Komite Sekolah pada SD 
Negeri di Kecamatan Bukit Batu.  

Tanggal 28 Februari 2006 

ST. 14.01/A-II/B-DPRD/2006  

        /BKU/ 2006.  

 
 

Rp. 7.850.000,- 

 

3.8.  Foto copy Surat Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 

188.4.43/13/DPRD/2006. 

3.9. 1 (satu) lembar Surat Pengembalian SPJ yang tidak lengkap bukti, 

Nomor : 900/KEU/09/III-2006 tanggal 27 Juni 2006. 

3.10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan Nomor : 900/KEU/11/III-

2006 tanggal 19 Oktober 2006. 

3.11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan Nomor : 900/KEU/12/III-

2006 tanggal 24 Nopember 2006. 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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3.12. 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Palangka Raya tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka 

Raya Tahun Anggaran 2006 Nomor : 1 Tahun 2006 tanggal 7 Januari 

2006. 

3.13. 1 (satu) buah Buku Pemerintah Kota Palangka Raya Peraturan 

Walikota Palangka Raya Nomor : 21 tahun 2007 tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2006 tanggal 15 

September 2007. 

3.14. 1 (satu) bundel foto copy kwitansi untuk dana bantuan kegiatan 

(terlampir).  

3.15. Uang sejumlah Rp. 86.085.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan 

Puluh Lima Ribu rupiah), atas nama HATIR SATA TARIGAN, SE. 

3.16. 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

3.17. 24 (dua puluh empat) SPMU No. 1832/PK/2006; 1659/PK/2006; 1317/ 

PK/2006; 1195/PK/2006; 1156/PK/2006; 1072/PK/2006; 679/PK/2006; 

584/PK/2006; 356/PK/2006; 329/PK/2006; 023/PK/2006; 1895/PK/ 

2006; 1193/PK/2006; 1091/PK/2006; 1039/PK/2006; 1034/PK/2006; 

856/PK/2006; 678/PK/2006; 615/PK/2006; 583/PK/2006; 295/PK/2006; 

249/PK/2006; 243/PK/2006; 146/PK/2006. 

3.18. 1 (satu) lembar copy surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Hasil Koordinasi Kerja antara Sekretaris DPRD Kota Palangka 

Raya dan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, tertanggal 16 Agustus 

2007; 

3.19. 1 (satu) lembar copy surat sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

perihal : Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Agar melengkapi 

bukti pertanggung jawaban tertanggal 16 Agustus 2007; 

3.20 .1 (satu) lembar copy Surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Penyelesaian Hasil Audit BPK-RI di Sekretariat DPRD Kota 

P.Raya Tahun Anggaran 2007, tertanggal 30 Agustus 2007; 

3.21. 1 (satu) lembar copy surat Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, 

Perihal : Surat Teguran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya kepada 

Kabag. Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, tertanggal 

16 Agustus 2007; 

3.22. 2 (dua) lembar copy surat Inventarisasi LHP pada Setwan Kota 

Palangka Raya ; 
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3.23. 1 (satu) lembar copy surat tanda setoran kepada Kas Daerah Kota 

Palangka Raya, pengembalian bantuan biaya telepon unsur pimpinan 

DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 

2006; 

3.24. 1 (satu) lembar copy surat setoran pajak, Pajak Pph Pasal 21 biaya 

Perumahan Anggota DPRD Kota Palangka Raya Ub. Januari s/d 

Desember tahun 2006; 

3.25. 2 (dua) lembar copy surat Walikota Palangka Raya Nomor : 700/ 

103/STL-BPK-RI/2007/INSP tanggal 20 Juli 2007 perihal Tindak Lanjut 

temuan hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI di Palangka Raya Tahun 

Anggaran 2006. 

3.26. 1 (satu) lembar copy surat Walikota Palangka Raya Nomor : 700/ 

86/STL-BPK/IV.b/08/INSP tanggal 21 Agustus 2008 perihal Susulan 

tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI di Palangka 

Raya Tahun Anggaran 2006. 

3.27. 2 (dua) lembar copy surat Walikota Palangka raya Nomor : 700/ 

102/STL-BPK-RI/2007/INSP tanggal 20 Juli 2007 perihal Mohon ditinjau 

kembali. 

3.28. 1  (satu) buku copy Laporan Hasil pemeriksaan Kepatuhan ; Laporan 

Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Tahun Anggaran 

2006. 

3.29. 7 (tujuh) lembar copy Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 

188.4.43/09.a/A-11/P-DPRD/2006 tanggal 15 Mei 2007 tentang 

Perubahan Pertama Rencana Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Palangka Raya tahun 2006. 

3.30. Uang sejumlah Rp. 86.085.000,- (delapan puluh enam juta delapan 

puluh lima ribu rupiah) atas nama Junaidi,S.Ag. 

3.31. Uang Sejumlah Rp. 2.690.952.000,- (dua milyar enam ratus sembilan 

puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang disita dari 

Aries Marcorius Narang,SE,M.Si,dkk ; 

 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam 

perkara atas nama Terdakwa  lain yang diajukan terpisah ;  

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa  tersebut untuk membayar biaya 

perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan 

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; 
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 Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  

Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 oleh Dr. H. Mansur Kartayasa, 

S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 

Ketua Majelis, Prof.Dr. Mohammad Askin, S.H. dan H. Hamrat Hamid, S.H. 

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia 

Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon 

Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum. 

 

 

Hakim-Hakim Anggota  :                                                     K e t u a  : 

               ttd./                                                                            ttd./ 

Prof.Dr. Mohammad Askin, S.H.                    Dr.H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. 

               ttd./  

H. Hamrat Hamid, S.H. 

 

 

Panitera Pengganti  : 

ttd./ 

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. 

 

 

 

Untuk Salinan 

Mahkamah Agung RI 

Panitera Muda Pidana Khusus 

 

 

 

Sunaryo, S.H.,M.H. 

Nip : 040044338 
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